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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 
menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Mencermati muatan pesan yang termaktub dalam definisi tersebut, 
maka dapat ditafsirkan bahwa bidang kegiatan yang diidentifikasikan sebagai 
pendidikan menyiratkan dua karakteristik utama yaitu; pertama bidang 
normatif yang merujuk pada nilai yang terkandung dalam konsepsi 
pendidikan, dan kedua praksis yaitu aplikasi kensepsi yang mensyaratkan 
tindakan nyata untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Dua hal tersebut 
menuntut semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan pendidikan baik 
secara lansung-operasional yaitu pendidik yang mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran, maupun manajerial-institusional—pengelola dan 
penyelenggara pendidikan—harus selalu berlandaskan pada norma, nilai dan 
prinsip dasar yang relevan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 
Departemen pendidikan nasional sebagai lembaga yang 
bertanggungjawab dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional 
menyadari betul bahwa tata nilai yang ideal akan sangat menentukan 
keberhasilan dalam melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai 
dengan visi dan misi pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu 
Depdiknas telah merumuskan tata nilai yang menjadi dasar sekaligus pemberi 
arah bagi sikap dan perilaku semua stakeholders dalam mewujudkan visi dan 
misi pendidikan nasional.  Nilai-nilai tersebut meliputi nilai masukan (input 
values), nilai proses (process values) dan nilai keluaran (output values).  
Nilai-nilai masukan (input values) adalah nilai yang dibutuhkan dalam 
dalam rangka mencapai keunggulan yang meliputi; amanah, professional, 
antusias dan bermotivasi tinggi, bertanggung jawab dan mandiri, kreatif, 
disiplin, peduli dan menghargai orang lain, dan belajar sepanjang hayat. Nilai 
proses (process values) adalah nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja 
dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan. Nilai 
proses ini meliputi; Visioner dan berwawasan, menjadi teladan, memotivasi 
(motivating), mengilhami (inspiring), memberdayakan (empowering), 
membudayakan (culture-forming), taat azas, koordinatif dan bersinergi dalam 
kerangka kerja tim, dan akuntabel. Sedangkan nilai keluaran (output values) 
adalah nilai yang diperhatikan oleh para stakeholders yang meliputi; produktif  
(efektif dan efisien), gandrung mutu tinggi/service excellence, dapat dipercaya 
(andal), responsif dan aspiratif, antisipatif dan inovatif, dan demokratis, 
berkeadilan, dan inklusif.  
Semangat dan nilai tersebut seyogyanya menjadi ruh yang menjiwai 
pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan nasional. Dengan demikian kualitas 
dan mutu pendidikan dapat terus meningkat, berdaya saing tinggi dan 
akhirnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat luas. 
Diketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu variabel determinan 
peningkatan mutu kinerja pembangunan manusia (IPM) atau Human Development 
Index selain kesehatan dan kesejahteraan (ekonomi). Dengan catatan, bahwa 
variabel pendidikan berkorelasi positif dan berkontribusi signifikan terhadap 
variabel kesehatan/Angka Harapan Hidup (AHH) maupun variabel ekonomi/ 
Indek Daya Beli (IDB). Oleh karena itu peningkatan mutu dan kualitas 
pendidikan merupakan persoalan strategis dalam rangka meningkatkan 
kualitas pembangunan manusia Indonesia. Peningkatan mutu dan kualitas 
pendidikan ini harus dilakukan dengan manajemen yang baik, efektif, dan 
efisien serta produktif. Tanpa manajemen pengelolaan pendidikan yang baik 
usaha peningkatan kualitas manusia Indonesia akan sia-sia dan hanya akan 
terjadi pemborosan yang merugikan negara. 
Pengelolaan pendidikan yang baik terutama pada jenjang Pendidikan 
Dasar Menengah (Didasmen) pada sekolah dan madrasah dapat menjadi 
strategi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab usaha 
perbaikan mutu pendidikan tidak bisa tidak harus dimulai dari pendidikan 
dasar sebelum pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam konteks 
inilah penulisan dan penerbitan buku ”Pengelolaan Pendidikan; Konsep, 
Prinsip dan Aplikasi dalam mengelola Sekolah dan Madrasah” perlu 
mendapatkan apresiasi. Selain sebagai panduan teoritis-aplikatif dalam 
mengelola pendidikan, buku ini juga memperkaya khazanah keilmuan 
manajemen pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu saya memberi apresiasi 
tinggi terhadap penerbitan buku ini. 
 
Bandung, Oktober 2009  
Prof. Dr. H. Tb. Abin Syamsuddin Makmun, MA 
Pengantar Penulis 
 
Mengelola pendidikan bukanlah persoalan mudah, dibutuhkan 
pemikiran dan analisis mendalam agar pendidikan yang dilaksanakan 
tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Secara 
konseptual-filosofis pendidikan nasional digali dari identitas, karakteristik 
dan khazanah budaya yang dimilikinya, sehingga pendidikan yang 
diterapkan tidak keluar dari akar sejarahnya. 
Pengelolaan pendidikan yang praksis-aplikatif  dengan 
menajemen yang baik dapat membumikan konsep-konsep secara efektif, 
efisien dan produktif, dan begitu pula jika  sistem pendidikan tidak di 
kelola dengan baik, maka konsep-konsep  pendidikan tersebut tidak 
mempunyai banyak arti. Oleh karena itu, manajemen mempunyai peran 
sangat signifikan dalam pelaksanaan pendidikan agar konsep dan tujuan 
pendidikan dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan.  
Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai referensi bagi 
mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu pendidikan dan keguruan, dan 
panduan bagi para pengelola pendidikan khususnya di sekolah/ 
madrasah. Selain sebagai pengkayaan khazanah kepustakaan manajemen 
pendidikan yang masih sangat terbatas di Indonesia. 
Wujud dari sebuah pengharapan, penulis persembahkan untuk 
kedua orang tua tercinta: Ummi/Ma’Haji atas untaian do’a dan 
pengharapan pada setiap sujud malamnya; K.H M. Syueb Wiantamihardja 
yang telah menyemaikan energi  perjuangan; dan terkhusus ummul baeti, 
yang telah melahirkan  estapeta generasi (Riva-Rifki) yang selalu erat 
dalam dekapan jemari kasih, pemberi  semangat  untuk terus berjuang, 
dan belajar hingga di ujung waktu. 
Terimakasih kepada para guru yang banyak memberi inspirasi.  
teguran dan nasihatnya para kyai, wejangan para ustadz dan guru ngaji, 
serta mereka yang telah mengajarkan bagaimana mengeja alif dan 
melafalkan Basmalah untuk memulai semua kebaikan  
Atas peran semua pihak yang membantu terbitnya buku ini, 
penulis ucapkan terimakasih, dan  semoga buku ini memberikan manfaat 
bagi kita semua, Amin. 
 
Bandung,  Desember 2009  
Ara Hidayat 
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Pengertian Manajemen  
Terdapat banyak fariasi definisi manajemen yang diajukan oleh para 
tokoh.  Perbedaan dan fariasi defiisi tersebut lebih disebabkan karena 
sudut pandang dan latar keilmuan yang dimiliki oleh para tokoh. Akan 
tetapi dari berbagai definisi yang diajukan tidak keluar dari subtansi 
manajemen pada umumnya yaitu usaha mengatur seluruh sumberdaya 
untuk menjacapi tujuan. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang 
pengertian manajemen, berikut akan dibahas tentang asal-usul semantik 
dan makna dasar, awal penggunaan serta perkembangan kata manajemen. 
Secara semantis kata managemen yang umum digunakan saat ini 
berasal dari kata kerja ”to manage” yang berarti mengurus, mengatur, 
mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, 
menyelenggarakan, mejalankan, melaksanakan, dan memimpin. Kata 
”management”  berasal dari bahasa latin yaitu ”mano” yang berarti tangan, 
menjadi ”manus” berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, 
ditambah imbuhan ”agere” yang berarti melakukan sesuatu, sehingga 
menjadi ”managiare” yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan 
menggunakan tangan-tangan (Ukas, 2004: 1).  
Kamus Webster’s New Cooligiate Dictionary menjelaskan bahwa kata 
manage berasal dari  bahasa Itali “Managgio” dari kata ”Managgiare” yang 
selanjutnya kata ini berasal dari bahasa Latin ”manus” yang berarti tangan 
(hand). Kata manage dalam kamus tersebut diberi arti membimbing dan 
mengawasi, memperlakukan dengan seksama, mengurus perniagaan atau 
urusan-urusan, mencapai tujuan tertentu (Sukarna, 1992: 1) 
Penggunaan kata ”managgio” dalam bahasa Itali pada mulanya 
ditujukan untuk melatih kuda agar kuda yang dilatih tersebut dapat 
melakukan apa yang diperintahkan oleh pelatihnya. Sehingga maksud kata 
”manage” adalah suatu pertunjukan permainan kuda, sebagaimana dalam 
sirkus-sirkus yang dipertunjukkan. Atraksi kuda dan jokinya yang indah 
dan menarik tidak lepas dari peran pelatih sebelum pertunjukkan. 
Sedangkan kesuksesan pertunjukkan sirkus menjadi tanggungjawab 
pemimpin atau majikan sirkus, apakah pemimpin sirkus mampu melatih 
sebelumnya atau tidak. Seorang yang memimpin dan bertangungjawab 
terhadap kesuksesan sirkus tersebut adalah ”manager”.  
Dalam bahasa Prancis kata ”manage” berarti tindakan untuk 
membimbing atau memimpin. Manager berarti pembina yang melakukan 
tindakan pengendalian, bimbingan dan pengarahan dari sebuah rumah 
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tangga dengan berbuat ekonomis sengga mencapai tujuan. Pengertian 
rumah tangga disini adalah luas yaitu mencakup rumah tangga 
perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan lain-lain.  
Pada perkembangan selanjutnya kata ”management” digunakan 
hampir disetiap bidang organisasi, mulai dari organisasi pemerintah, 
swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga profit, non-profit, 
bahkan lembaga keagamaan seperti, masjid, gereja dan lain-lain. Hal ini 
menunjukkan bahwa fungsi dan peran manajemen dalam sebuah 
organisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan tujuan. Rue 
and Byars (1992) mengungkapkan bahwa penerapan konsep manajemen 
sama baiknya untuk organisasi masyarakat/pemerintah, swasta, lembaga 
profit/non-profit, dan juga lembaga keagamaan. Hal ini disebabkan karena 
setiap organisasi mempunyai kesamaan karakteristik dalam objeknya yaitu 
sekelompok manusia yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan dan 
untuk menggerakkannya menggunakan seorang pemimpin atau manager 
(Ukas, 2004:3).  
Secara terminologis, pengertian manajemen telah diajukan oleh 
banyak tokoh manajemen. Pengertian-pengertian yang diajukan berbeda-
beda dan sangat terpengaruh dengan latar kehidupan, pendidikan, dasar 
falsafah, tujuan dan sudut pandangan tokoh dalam melihat persoalan yang 
dihadapi. Dari banyak pengertian tersebut, manajemen dapat diartikan 
dengan tujuh sudut pandang yaitu: 
 
1) Manajemen sebagai Alat atau Cara (Means) 
Millon Brown, ”management mean the efective use of people, money, 
equipment, material, and method to accomplish a spesific objective (Brown, 
1960).  Manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-
orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan dan metode secara efektif untuk 
mencapai tujuan.  
Luther Gulick, dikutip oleh Hani Handoko mendefinisikan 
manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (sciences) yang 
berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana 
manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem 
kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan (Handoko, 2001: 11) 
 
2) Manajemen sebagai Tenaga atau Daya Kekuatan (Force)  
Albert Lepawsky, ”Management is the force which leads, guide, and 
directs an organization in the accomplishment of a predetermined 
objective”. Manajemen adalah tenaga  atau kekuatan yang memimpin, 
memeberi petujuk dan mengarahkan suatu organiasi untuk mencapai 
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tujuan yang ditetapkan. Sedangkan Earl F. Lundgren ”Management is the 
force that through decition making based on knowledge and understanding, 
interrelates, via appropiate lingking processes all the element of the 
organizational system in the manner designed to achieve the organizational 
objective”. Manajemen adalah sebuah kekuatan melalui pembuatan 
keputusan yang didasari pengetahuan dan pengertian yang saling terkait 
dan terpadu melalui lingkungan proses yang tepat dari semua unsur 
sistem organisasi dalam suatu cara yang didesain untuk mencapai tujuan 
organisasi (Ukas, 2004: 11). 
 
 
3) Manajemen sebagai Sistem (System)  
Sanusi mengartikan manajemen sebagai sistem tingkah laku 
manusia yang kooperatif yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu 
melalui tindakan-tindakan rasional yang dilakukan secara terus menerus. 
”managemen is the system of cooperative human behavior directed toward 
a certain through continous efforts of rational action. 
 
4) Manajemen sebagai Proses (Process) 
George R. Terry menyebutkan bahwa “Management is a distinct 
process consisting of planning, organizing, actuating and controlling 
performed to determine and accomplish stated objectives by the use of 
human being and other resources” (Terry, 1997). Manajemen adalah suatu 
proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 
pengorganisasian, penggeraan dan pengendalian yang dilakukan untuk 
menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.. 
Menurut H.R. Lingt dan Allen Louis (1975)  memberikan penjelasan 
bahwa, “Management is the body of knowledge about managing. Managing 
the process is of planning, organizing, directing, coordinating, controlling, 
materials, machine and money so as secure the optimum achievement of 
objectives” Manajemen adalah kerangka pengetahuan tentang 
kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian material, mesin-mesin dan uang untuk 
mencapai tujuan secara optimal. James Stoner (1995: 8) manajemen adalah 
proses  perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian 
upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien. 
Sufyarma dengan mengutip Miller mengartikan manajemen sebagai 
berikut: “management is the process of directing and facilitating the work of 
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people organized in formal group to achieve a desired goal”.  Manajemen 
adalah seluruh proses kegiatan dan memanfaatkan orang-orang (sumber 
daya) dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.   
 
5) Manajemen sebagai Fungsi (Function) 
William Spriegel berpendapat “management is that function of an 
interprise which concers with the direction and control of the various 
activities to attain the business objectives”. Manajemen sebagai kegiatan 
perusahaan yang mestinya dapat diterapkan bagi kegiatan non-
perusahaan yang berupa pemberian pengarahan dan pengendalian 
bermacam-macam kegiatan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. R. 
C. Devis: “management is the function of executive leadership any where”. 
Manajemen merupakan fungsi dari kepemimpinan eksekutif pada 
organisasi apapun (Syamsi, 1994: 58).  
Inti dari pendapat-pendapat di atas adalah, bahwa:  manajemen itu 
merupakan kegiatan pimpinan dengan menggunakan segala sumber yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan organisasinya. Dengan manajemen 
yang baik, maka diharapkan tujuan dapat tercapai dengan efektif dan 
efisien. 
 
6) Manajemen sebagai Tugas (Task) 
Manajemen sebagi tugas (task) sebagaimana didefinisikan oleh 
Vermon A. Musselman yang dikutip oleh Maman Ukas bahwa 
”management is as the task of planning, organizing, and staffing and 
controlling the work of order to achieve one or more objectives”. Manajemen 
sebagai tugas dari perencanaan, pengorganisasian dan penyetaffan dan 
pengawasan pekerjaan yang lainnya agar mencapai satu atau lebih tujuan 
(Ukas, 2004: 13). 
 
7) Manajemen sebagai Aktfitas atau Usaha (Activity/Effort) 
H. Koontz and Donnel (1972) ”Management is getting things done 
through the efforts of other people”. Manajemen adalah usaha 
mendapatkan sesuatu melalui kegiatan orang lain. R.W. Morell (1969) 
”management is that activity in the organization and the deciding upon the 
ends of the organization and deciding upon the means by which the goals 
are to be effectively reached” Manajemen adalah kegiatan di dalam sebuah 
organisasi dan penetapan tujuan organisasi serta penetapan penggunaan 
alat-alat dengan tujuan mencapai tujuan yang efektif. 
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Inti dari berbagai sudut pandang dan variasi pengertian manajemen 
tersebut sesungguhnya adalah usaha me-manage (mengatur) organisasi 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan 
produktif. Efektif berarti mampu mancapai tujuan dengan baik (doing the 
right thing), sedangkan efisien berarti melakukan sesuatu dengan benar 
(doing thing right). Pengertian-pengertian manajemen tersebut jika 
disekemakan adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manajemen Pendidikan 
Manajemen pendidikan adalah gabungan dari dua kata yang 
mempunyai satu makna yaitu “manajemen” dan “pendidikan”. secara 
sederhana manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen 
yang dipraktekkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri 
khas yang ada dalam pendidikan. 
Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat-alat yang 
diperlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Unsur manajemen 
dalam pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen 
1 
Alat atau cara 
(means) 
2 
Tenaga atau 
daya 
kekuatan 
(force) 
3 
Sistem 
(system) 
4 
Proses 
(process) 
5 
Fungsi 
(function) 
6 Tugas (task) 
7 
aktfitas atau 
usaha 
(activity/effort) 
 
usaha me-manage (mengatur) 
organisasi untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan secara efektif, efisien dan 
Produktif. 
Manajemen 
Gambar 1 
Pengertian Manajemen Sesuai dengan Sudut Pandang 
 
KOTAK  
Inti dari berbagai sudut pandang dan variasi pengertian manajemen 
sesungguhnya adalah usaha me-manage (mengatur) organisasi untuk 
mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan produktif. 
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dalam bidang pendidikan.  Manajemen pendidikan merupakan rangkaian 
proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, 
dan pengawasan yang dikaitkan dengan bidang pendidikan. 
Para ahli juga telah mengemukaan beberapa pendapat tentang 
pengertian manajemen pendidikan. G.Z. Roring sebagaimana dikutip 
Ngalim Purwanto (1970: 9) mengungkapkan beberapa pengertian 
administrasi/ manajemen pendidikan. 
Administrasi/manajemen pendidikan adalah cara bekerja dengan 
orang-orang di dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan 
yang efektif, yang berarti mendatangkan hasil yang baik, tepat dan 
benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 
Administrasi/manajemen pendidikan dapat juga diartikan sebagai 
pelaksanaan pemimpin yang mewujudkan aktivitas kerja sama yang 
efektif bagi tercapainya tujuan pendidikan. 
Administrasi /manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah 
dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan 
policy, pengarahan usaha, koordinasi, konsultasi, korespondensi, 
konrol perlengkapan dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha 
kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya.  
 
Husaini Usman mendefinisikan manajemen Pendidikan sebagai 
seni dan ilmu mengelola sumberdaya pendidikan untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Secara lebih singkat administrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai 
seni dan mengelola sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan 
secara efektif dan efisien. Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, 
manajemen pendidikan dapat pula diartikan sebagai proses perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumberdaya pendidikan 
untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Usman, 
2004:8)  
Hadari Nawawi (1983: 11) mengemukan pendapat bahwa 
Administrasi/manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang 
pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses 
pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan 
pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di 
lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. 
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Bush (200: 4) memberikan pengertian manajemen pendidikan 
sebagai berikut: “Educational management is a field of study and practice 
concerned with the operation of educational organizations.” Djam’an Satori 
(2008) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah keseluruhan 
proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan 
materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang 
telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 
Beberapa pengertian tersebut menyiratkan bahwa manajemen 
pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dalam bidang 
pendidikan dengan mendayagunakan semua sumberdaya yang ada yang 
dikelola untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumberdaya dalam konteks 
manajemen pendidikan adalah berupa man (manusia=guru, siswa, 
karyawan), money (uang=biaya), materials (bahan/alat-alat pembelajaran), 
methods (teknik/cara), machines (mesin=fasilitas), market (pasar), dan 
minuts (waktu) yang biasa di sebut 7 M. 
Bidang garapan atau ruang lingkup manajemen pendidikan secara 
lebih rinci—sebagaimana diungkapkan Engkoswara (2008)—dapat dilihat 
dalam tabel berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 
 Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan 
Keterangan: 
PS : Peserta Didik M : Metode Pengajaran 
G : Guru A : Alat/media/buku pelajaran 
PJ : Pengguna Jasa Pendidikan D : Dana 
SL : Silabus F : Fasilitas 
SDM : Sumber Daya Manusia SDF : Sumber Dana dan Fasilitas 
SB : Sumber Belajar TP : Tujuan Pendidikan 
 
Hasil yang diharapkan dari manajemen pendidikan adalah 
produktivitas lembaga pendidikan. Produktivitas lembaga pendidikan 
dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah kesepadanan 
Garapan 
 
 
Fingsi 
SDM SB SDF 
PD G PJ SL M A D F 
Perencanaan                 
Pelaksanaan                 
Pengawasan                 
 
TP 
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antara masukan yang merata dan keluaran yang banyak dan bermutu 
tinggi. Sedangkan efisiensi adalah merujuk pada motivasi belajar yang 
tinggi, semangat belajar, kepercayaan berbagai pihak dan pembayaran, 
waktu dan tenaga yang sekecil mengkin dengan hasil yang sebesar-
besarnya. Produktivitas pendidikan dapat dilihat dalam bagan berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 
Produktivitas pendidikan 
 
Dengan demikian maka manajemen pendidikan pada dasarnya 
merupakan penerapan dari prinsip manajemen pada umumnya, sehingga 
manajemen pendidikan mempunyai kekhasan dalam bidang tujuan, 
proses, dan orientasinya. Berdasarkan tujuannya, manajemen pendidikan 
senantiasa harus bermuara pada tujuan pendidikan, yaitu pengembangan 
kepribadian  dan kemampuan mengaktualisasikan potensi peserta didik. 
Berdasar prosesnya, manajemen pendidikan harus dilandasi sifat edukatif 
yang berkenaan dengan unsur manusia yang tidak semata-mata dilandasi 
prinsip efektivitas dan efisiensi melainkan juga harus dilandasi dengan 
prinsip mendidik. Berdasar orientasinya, manajemen pendidikan 
diorientasikan atau dipusatkan kepada peserta didik.  
 
 
Manajemen atau Administrasi; Problem Definisi 
“Manajemen” dan “Administrasi” menjadi istilah yang 
membingungkan bahkan kadang terjadi salah faham dalam mamahami 
dan mengkajinya. Kebingungan penggunaan istilah manajemen dan 
administrasi sesunguhnya berawal dari usaha para ahli 
Produktivitas 
Pendidikan 
Efektivitas: 
1. Masukan yang merata sebagai realisasi prinsip demokrasi pendidikan 
2. Keluaran yang banyak, bermutu dan relevan (link & macth) dengan 
kebutuhan pembangunan 
3. Nilai ekonomi yang baik bagi keluaran 
Proses:  
1. Menggairahkan dan member motivasi siswa belajar 
2. Semangat dan disiplin kerja yang tinggi kepada para tenaga 
kependidikan 
3. Memiliki tingkat kepercayaan berbagai pihak 
Efisiensi: 
Menggunakan fasilitas, tenaga, biaya, dan waktu seminimal mungkin tetapi 
dengan hasil yang baik. 
BAGIAN SATU 
MANAJEMEN PENDIDIKAN  
 
9 
 
manajemen/administrasi untuk mengkokohkan dan mengembangkan ilmu 
manajemen/administrasi agar menjadi disiplin ilmu tersendiri.  Terkait 
dengan usaha tersebut pada awalnya terdapat dua aliran besar dalam 
mengembangkan manajemen/administrasi yaitu: pertama aliran 
continental yang berpusat di Eropa Utara, dan kedua aliran Anglo Saxon 
yang berpusat di Amerika. 
Aliran continental berpendapat bahwa manajemen adalah bagian 
dari rumpun ilmu ekonomi perusahaan dan tidak merupakan ilmu yang 
berdiri sendiri. Manajemen adalah inti dari organisasi perusahaan, sebab 
tugas manajemen dan bentuk organisasinya sangat ditentukan oleh 
tujuannya. Dalam melancarkan tugas manajemen diperlukan administrasi 
yang berfungsi sebagai alat pelaksana dalam kebijakan manajemen. Aliran 
ini berpendapat bahwa manajemen berperan sebagai penentu kebijakan 
yang kemudian dilaksanakan oleh penyelenggara manajemen yaitu 
administrasi. Aliran ini juga berpendapat bahwa seorang pemimpin tidak 
bisa dibentuk, tetapi dilahirkan, sedangkan manajemen merupakan seni 
bukan ilmu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aliran Anglo Sexon berpendapat bahwa manajemen adalah sebuah 
disiplin ilmu yang terus berkembang menuju kemandirian ilmu yaitu 
menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Aliran ini mengakui bahwa 
manajemen sangat berhubungan dengan disiplin ilmu-ilmu lain yang telah 
mapan sebelumnya, karenanya menurut aliran ini manajemen harus terus 
mengembangkan diri melalui berbagai pendekatan (integrated-
interdisipliner) dengan ilmu-ilmu lain. Mengenai kepemimpinan, aliran ini 
berpendapat bahwa pemimpin bukanlah dilahirkan atau bakat tetapi 
dibentuk dengan seperangkat ilmu dan pengalaman kepemimpinan, 
sedangkan manajemen merupakan ilmu yang dapat dipelajari sebab telah 
tersusun secara sistematis, mempunyai objek kajian dan mempunyai 
motode dan pendekatan-pendekatan kajian. 
Akibat dari dua aliran yang terus berdialektika tersebut maka para 
ahli manajemen terus menggali dan berusaha mengembangkan ilmu 
KOTAK 
Terdapat tiga pendapat mengenai penggunaan istilah manajemen dan 
administrasi; 
 Manajemen lebih luas dari administrasi 
 Administrasi lebih luas dari manajemen, dan 
 Manajemen dan administrasi adalah sama atau sinonim 
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manajemen/administrasi. Adalah Henry Fayol berdasarkan penelitiannya 
atas usaha kerjasama manusia/organisasi dalam aktifitasnya untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan menyebutnya dalam bahasa prancis 
sebagai “adminstration”. Sedangkan F.W.Taylor—seorang berkebangsaan 
Amerika—menyebut kegiatan kerjasama manusia/organisasi tersebut 
dalam bahasa inggris sebagai “management”. Sejak pemakaian bahasa 
yang berbeda itulah—“administration” (H. Fayol) dan “management” 
(F.W.Taylor)—terjadi overlapping pengertian antara manajemen dan 
administrasi. Lebih-lebih setelah buku H. Fayol yang berjudul 
“Administration Industrielle et Generele” tahun 1916 diterjemahkan dalam 
bahasa Inggris menjadi “General and Industrial Management”. Dalam 
pemakian sering terjadi pembauran yang saling bergantian, baik dalam 
ranah bisnis, pemerintahan dan sosial. Kebingungan penggunaan tersebut 
juga nampak dalam ranah  teoritis maupun praktis.  
Bagi sebagian kalangan mungkin tidak begitu mempersoalkan 
kedua istilah tersebut, mereka berpandangan bahwa antara administrasi 
dan manajemen adalah sama atau menunjukkan pengertian yang sama, 
hanya perbedaan bahasa saja. “Administration” dalam bahasa Prancis 
sedangkan “Management” dalam bahasa Inggris. Sedangkan menurut 
sebagian yang lain berpendapat bahwa kedua istilah tersebut harus 
dibedakan sebab mempunyai akar kata dan sejarah yang berbeda, selain 
itu akan berpengaruh terhadap bangunan keilmuan selanjutnya. 
Berawal dari persoalan etimologis inilah istilah manajemen dan 
administrasi selalu mendapatkan perhatian khusus dalam setiap 
pembahasan. Berikut ini akan diulas mengenai pendapat dan berbagai 
pandangan mengenai kedua istilah tersebut. 
 Setidaknya terdapat tiga pendapat mengenai istilah manajemen 
dan administrasi yaitu; Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa 
manajemen lebih luas dari administrasi sebab administrasi hanyalah 
sebuah fungsi pelaksanaan dari masalah-masalah kebijakan manajer. 
Kedua, Administrasi lebih luas dari manajemen. sebab manajemen adalah 
inti dan alat pelaksana administrasi. Ketiga, manajemen dan administrasi 
adalah sama atau sinonim. Untuk lebih mudah ulasan mengenai 
perbedaan pendapat mengenai manajemen dan administrasi dapat dilihat 
dalam tabel berikut: 
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Tabel 2 
Perbedaan Pendapat Manajemen dan Administrasi 
 Argumen Sumber 
Manajemen 
lebih luas dari 
administrasi 
- Manajemen mencakup di 
dalamnya administrasi 
- administrasi merupakan fungsi 
pelaksaan dalam manajemen 
- setiap praktek manajemen di 
dalamnya terdapat admnistrasi 
- administrasi merupakan 
penerapan kebijakan manajer 
- manajemen menunjuk pada 
tingkat yang tinggi dalam 
aktivitas managerial yaitu dalam 
merumuskan tujuan, pembatan 
kebijakan, penentuan strategi. 
- Administrasi adalah bagian 
operatif dari yang berhubungan 
dari printah bawahan. 
E.F.L. Brech (1961), 
Principles and Practice of 
Management 
 
Kebanyakan pemikir dari 
Inggris berpendapat 
bahwa manajemen lebih 
luas dari administrasi. 
 
Owen E. Hughes dalam 
bukunya “public 
Management and 
Administration”  
 
Administrasi 
lebih luas dari 
manajemen 
- Administrasi mencakup di 
dalamnya manajemen 
- Manajemen adalah inti dan alat 
administrasi 
- Manajemen adalah bagian 
operasional dari administrasi 
- administrasi menentukan 
kebijakan kemana sebuah 
organisasi di bawa, sementara 
manajemen merumuskan 
bagaimana melaksanakan 
kebijakan organisasi yang telah 
digariskan oleh administrator.  
- Administrasi menentukan “what” 
dan “policy marking”, sedangkan 
manajemen menentukan “how” 
dan policy executing”. 
Oliver Scheldon, William 
Ascull, Spriegel dll 
Manajemen 
adalah 
sama/sinonim 
dari 
administrasi 
- Antara manajemen dan 
administrasi hanyalah perbedaan 
bahasa saja (inggris dan Prancis).  
- Penggunaan keduannya dapat 
dipertukarbalikkan 
(interchangeable). 
- Keduanya sama-sama bertujuan 
untuk efektif dan efisiensi 
organisasi 
- Keduanya adalah kegiatan dalam 
praktek organisasi.  
Orlosky (1984), Setephen 
P. Robin (1982), J.C. 
Denyer (1969), R.W. Morell 
(1969), Albert Silalahi 
(1987) dll. 
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Dari berbagai sumber 
Berbagai perbedaan pandangan tersebut diperkirakan akan terus 
berlanjut dalam dialektika keilmuan. Hal ini dianggap positif bagi 
perkembangan dan dinamisasi ilmu pengetahuan.  
Praktik penggunaan istilah administrasi dan manajemen pada 
umumnya dibedakan, Istilah administrasi banyak digunakan pada asosiasi 
dan pemerintahan/sector public, bidang jasa dan organisasi non-profit, 
sedangkan manajemen lebih sering digunakan pada perusahaan bisnis dan 
private. Sebagai contoh adalah penggunaan Administrasi Negara, 
Administrasi Rumah Sakit, Administrasi Militer, Administrasi Niaga, 
Manajemen perusahaan, manajemen perbankan, manajemen pasar. 
Namun demikian pembedaan penggunaan tersebut ternyata tidak berlaku 
baku, sebab pada sector public/pemerintahan atau yang lainnya pun 
belakangan banyak menggunakan istilah manajemen, seperti manajemen 
pemerintahan, manajemen rumah sakit, manajemen pembangunan daerah 
dll. Dalam bidang pendidikan dahulu lebih digunakan istilah administrasi, 
akan tetapi menjelang awal abad 21 mulai dipilih/ disenangi menggunakan 
istilah manajemen, seperti Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 
Manajemen Perguruan Tinggi dan lain-lain. Buku-buku yang ditulis oleh 
para ahli pun lebih banyak menggunakan istilah manajemen dibanding 
administrasi, seperti Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 
Paradigma Baru Manajemen Perguruan Tinggi (Daulat P. Tampubolon: 
2001), Manajemen Berbasis Sekolah, Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah (Depdiknas) dan lain-lain. Disisi lain, istilah yang 
digunakan dalam dunia pendidikan memang lebih memilih “manajemen”, 
akan tetapi terlihat paradok jika melihat gelar akademik yang diberikan 
oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi terkemuka seperti gelar M.B.A 
(Magister Business and  Administration). Gelar ini lebih “senang” 
menggunakan istilah administrasi bukan manajemen.  
Dari berbagai paparan dan pendapat tersebut di atas bagi penulis 
istilah manajemen dan administrasi mempunyai peran, posisi, dan 
ruanglingkup yang sama. Hal yang membedakan adalah cara pandang 
yang digunakan. Jika diperumpakan bahwa administrasi merupakan 
sebuah kehidupan, maka manajemen adalah aktifitas-aktifitas hidup, dan 
sebaliknya sebuah aktifitas-aktifitas pasti di dalamnya terdapat unsur 
kehidupan. Dengan demikian jika kita melihatnya dari manajemen maka 
administrasi adalah bagian dari manajemen, sebaliknya jika melihatnya 
berawal dari administrasi maka manajemen adalah bagian dari 
administrasi. jika digambarkan dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 3  
Cara Pandang Terhadap Administrasi dan Manajemen 
 
Di samping hal tersebut di atas, penggunaan istilah manajemen dan 
administrasi juga sangat terkait dengan “selera”, “keinginan”, atau 
“kebiasaan” bahkan “trend” pengguna. Istilah mana yang ingin digunakan 
oleh pengguna. Hal ini disebabkan karena memang tidak ada aturan, 
batasan dan definisi baku terhadap kedua istilah tersebut. Semuanya 
diserahkan kepada pengguna dengan alasan dan argumentasinya masing-
masing. Karena hal itulah penulis lebih tertarik menggunakan istilah 
manajemen. 
 
Manajemen Pendidikan sebagai disiplin Ilmu 
Sesuatu dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri 
mensyaratkan obyek kajian yang jelas. Obyek kajian tersebut terdiri dari 
dua hal yaitu obyek Material dan obyek formal. Obyek kajian inilah yang 
membedakan antara ilmu satu dengan yang lainnya. 
Obyek material adalah sasaran material suatu penyelidikan, 
pemikiran atau penelitian ilmu, atau dalam pengertian lain, obyek material 
adalah bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan 
pengetahuan. Obyek material juga berarti hal yang diselidiki, dipandang 
atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Obyek material kajian manajemen 
pendidikan adalah sebagaimana obyek material ilmu lain yaitu manusia. 
Obyek formal “manusia” dalam kontek ini adalah dalam sebuah kerjasama 
organisasi/lembaga dan sistem pendidikan.  
Obyek formal adalah sesuatu yang membedakan bidang ilmu satu 
dengan bidang lain. Obyek formal adalah sudut pandang yang ditujukan 
pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau 
 
Admini
strasi 
Manaj
emen 
 
Manaj
emen 
Admin
istrasi 
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sudut pandang darimana obyek material itu disorot. Sebuah ilmu 
pengetahuan dengan mudah diketahui dengan mengetahui obyek 
formalnya. 
Obyek formal manajemen pendidikan adalah keteraturan, 
pengaturan atau keserasian dalam pelaksanaan pendidikan. Keteraturan 
dalam hal ini adalah hubungan antara satu pihak sebagai pengatur dengan 
pihak lain sebagai yang diatur, baik dalam internal kerjasama maupun 
eksternal, individu maupun kelompok dalam bidang pendidikan. 
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa manajemen pendidikan 
mempunyai bahasan yang jelas terkait dengan pengaturan, keserasian 
dalam organisasi. Manajemen pendidikan merupakan disiplin ilmu terapan 
(applied science) dari kelompok ilmu-ilmu sosial (humaniora), karena 
kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsipnya diterapkan untuk 
meningkatkan kebaikan hidup manusia. Jika distrukturkan maka posisi ilmu 
manajemen pendidikan berapada pada posisi sebagaimana dalam gambar 
berikut: 
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Ruang lingkup Manajemen Pendidikan 
 Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai 
tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Bidang 
garapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi 
sarana  penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan yang telah ditetapkan. Substansi yang menjadi garapan 
manajemen pendidikan sebagai proses atau disebut juga sebagai fungsi 
manajemen pendidikan adalah perencanaan; pengorganisasian; 
pengarahan (motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, 
komunikasi, koordinasi dan negosiasi, serta pengembangan organisasi); 
pengendalian meliputi pemantauan (monitoring), penilaian, dan pelaporan.  
ILMU-ILMU HUMANIORA 
- Sastra 
- Seni Tari 
- Seni Musik 
- Seni Raya dst 
PEMBAGIAN ILMU 
ILMU-ILMU SOSIAL ILMU-ILMU EKSAKTA 
- Kimia  
- Fisika 
- Matematika 
- Teknik Calkulus 
- Statistik, dst 
- Ilmu Hukum  
- Ilmu Ekonomi 
- Ilmu Politik 
- Sosiologi 
- Antropologi 
- Ilmu Administrasi 
/manajemen dst 
Administrasi /Manajemen 
Negara (publik) 
Administrasi/manajemen 
Privat/ Niaga 
- Manajemen 
- Manajemen/Admnistrasi 
Pendidikan 
- Administrasi Kepegawaian 
- Administrasi Keuangan 
- Administrasi Petrkantoran 
- Kepemimpinan 
- Filsafat Administrasi dst 
- Manajemen 
- Manajemen Produksi 
- Industrial Relations 
- Business Education 
-  dst 
 
Gambar 4 
Posisi Ilmu Manajemen Pendidikan dalam Ilmu Pengetahuan (Diolah dari Siagian, 1985:22) 
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Monitoring dan evaluasi sering disingkat ME atau Monev. Gambaran 
menyeluruh tentang ruang lingkup manajemen pendidikan sebagai proses 
dapat dijelaskan pada tabel berikut 
 
Tabel 3 
Ruang Lingkup Fungsi Manajemen 
Fungsi 
Manajemen 
Sumber Daya 
Perencanaan 
Pengorgani
sasian 
Pengarahan Pengendalian 
Man  v v v v 
Money v v v v 
Methods/media v v v v 
Material v v v v 
Machines v v v v 
Minutes v v v v 
Marketing v v v v 
informasi v v v v 
  
Garapan manajemen pendidikan dalam sebuah sistem manajemen 
terkait dengan bidang apa saja yang dikelola oleh manajemen untuk 
menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Manajemen mengelola 
sumberdaya-sumberdaya (resources) yang dimiliki oleh organisasi. 
Sumberdaya tersebut adalah man (manusia), money (uang), materials 
(bahan/alat-alat), methods (teknik/cara), machines (mesin), market (pasar), 
dan minuts (waktu) yang biasa di sebut 7 M. 
Pengelolaan ketujuh M (7 M) tersebut dalam sebuah sistem 
manajemen secara sederhana dapat dilihat dalam gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamba 5 
Fokus Garapan Manajemen 
Sumber Daya 
Organisasi 
Fungsi-Fungsi Manajemen 
Planning Organizing Actuating Controling 
Man 1 8 15 22 
Money 2 9 16 23 
Materials 3 10 17 24 
Methods 4 11 18 25 
Machines 5 12 19 26 
Market 6 13 20 27 
Minuts 7 14 21 28 
 
Input 
Man, Money, 
Materials, 
Methods, 
Machines, Market, 
Minurs 
 
Outpu 
Tercapainya tujuan 
organisasi secara 
efektif, efisien yang 
diinginkan 
 
Feedback 
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 Sedangkan lingkup manajemen pendidikan sebagai tugas atau 
sebagai manajemen sekolah dapat dijelaskan pada tabel berikut: 
 
Tabel 4 
Ruang Lingkup Tugas Manajemen Pendidikan 
(Manajemen sekolah)  
Bidang 
 
 
Tugas  
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P
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H
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y
a
n
a
n
 
K
h
u
su
s 
Perencanaan v v v v v v 
Pengorgani-
sasian 
v v v v v v 
Pengarahan v v v v v v 
Pengendalian v v v v v v 
 
Pendidikan sebagai suatu usaha sadar sesungguhnya mempunyai 
cakupan kegiatan sangat luas, baik ditinjau dari segi struktural maupun 
fungsional, ke-sistem-an maupun segi kategorisasi komponensialnya, serta 
rentangan bidang garapan pekerjaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
batasan dan ruang lingkup ranah telaahan bidang ilmu pendidikan itu 
sangat luas dan kompleks.  Namun demikian, bagi keperluan 
penelaahannya kiranya dapat dilakukan pemilahan dan penggugusan 
dengan berbagai model cara berdasarkan kepentingannya.  Mochtar 
Buchori (1994) menggambarkan tabel ranah telaahan bidang 
kependidikan.  
 
Tabel 5 
Ranah Telaahan Bidang Kependidikan 
 
Lingkungan 
Pendidikan Bidang 
Permasalahan 
Keluarga Sekolah Masyarakat 
Fundasional 1 2 3 
Struktural 4 5 6 
Operasional 7 8 9 
 
 
 Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama ini upaya telaahan, 
kajian, dan penelitian bidang pendidikan sebagian terbesar baru terfokus 
pada bidang permasalahan operasional pendidikan di lingkungan 
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persekolahan (mulai TK/SD hingga PT) atau kotak nomor 8 itu.  Sedangkan 
kajian terhadap ranah (kotak-kotak) lainnya masih sangat langka dan 
terbatas. 
 
Tujuan dan Manfaat Manajemen Pendidikan 
Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain: 
a. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang 
Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM); 
b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. 
c. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan 
kependidikan (tertunjangnya kompetensi professional sebagai 
pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer); 
d. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien; 
e. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses 
dan tugas administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi 
sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan); 
f. Teratasinya masalah mutu pendidikan.  
 
Inti dari tujuan dan manfaat manajemen dalam penyelenggaraan 
pendidikan adalah untuk mencapai dan meningkatkan efektifitas, efisiensi 
dan produktifitas kerja dalam mencapai tujuan pendidikan yang 
diinginkan. 
Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 
mengenai terjadinya efek atau hasil yang dikehendaki. Jadi suatu pekerjaan 
dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut mencapai hasil atau tujuan yang 
telah ditentukan. (do the right things-melakukan pekerjaan yang benar). 
Efektifitas umumnya merujuk kepada pencapaian tujuan (gone 
achievement).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh efektif : 
Dalam penyelenggaraan pendidikan sebuah Madrasah, diawal tahun—dalam 
rencana strategis—telah ditetapkan bahwa target kelulusan yang diharapkan 
pada Ujian Akhir Nasional (UAN) sebesar 100%, dan kenyataannya 
menunjukkan bahwa madrasah tersebut pada UAN kelulusannya mencapai 
95%. Maka Madrasah tersebut dalam melaksanakan program pendidikannya 
dapat dikatakan efektif. Sebab terjadi kesesuaian antara target/tujuan yang 
ditetapkan dengan hasil yang dicapai, meskipun tingkat pencapaiannya hanya 
95%. 
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Efisien adalah suatu pengertian yang menggambarkan 
perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya (do things right-
melakukan pekerjaan dengan benar). Perbandingan ini dapat dilihat dari 
dua hal, pertama dari segi hasil yaitu pekerjaan dikatakan efisien jika 
dengan usaha tertentu memberikan hasil yang maksimal, baik mengenai 
mutu (kualitas) maupun jumlah (kuantitas). Kedua dari segi usaha, 
pekerjaan dikatakan efisien jika suatu hasil tertentu tercapai dengan suatu 
usaha yang minimal. Efisien umumnya merujuk kepada proses dengan 
pendayagunaan sumberdaya (resources), biaya, dan lain-lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efisiensi ini berkaitan dengan produktivitas. Produktif adalah hasil 
yang dicapai dibandingkan dengan resources (sumberdaya). Dalam 
pengertian lain produktif adalah rasio antara output dan input. 
Menggunakan sumberdaya atau modal sedikit mungkin untuk 
menghasilkan sesuatu yang sebesar-besarnya.  
 
Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan 
Para tokoh manajemen berbeda pendapat dalam menentukan 
fungsi-fungsi atau bagian apa saja yang harus ada dalam manajemen. 
Selain itu, istilah yang digunakan juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut 
Contoh efisien dari segi hasil: 
Madrasah Miftahul Huda dalam melaksanakan program pendidikan dan 
pengajarannya dalam satu tahun mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000 
dengan 25 guru dapat meluluskan siswanya sebanyak 95%. Dengan 
penggunaan biaya guru dan jumlah murid yang sama, Madrasah Darul Uluum 
dapat meluluskan siswanya 100%. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 
pelaksanaan program pendidikan di madrasah Darul Uluum lebih efisien dari 
segi hasil dari pada Madrasah Miftahul Huda. 
Contoh efektif dari segi usaha: 
Madrasah Miftahul Huda membutuhkan biaya 100.000.000 dan 25 guru untuk 
meluluskan 100% siswanya. Sedangkan Madrasah Darul Uluum dengan 
jumlah murid yang sama membutuhkan biaya 110.000.000 dengan 30 guru 
untuk meluluskannya (100%). Maka dalam hal ini pelaksanaan program 
pendidikan di Madrasah Miftahul Huda lebih efisien dari segi usaha daripada 
Madrasah Darul Uluum. 
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kiranya disebabkan oleh latar belakang kehidupan, kondisi lembaga atau 
organisasi dimana para tokoh bekerja, filsafat hidup, dan pesatnya 
dinamikan kehidupan yang mengiringinya, seperti cepatnya kemajuan 
informasi, teknologi dan media.  
Namun demikian, secara umum perbedaan-perbedaan tersebut 
mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen 
yaitu: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Penggerakkan, dan  
4. pengawasan.  
 
Berikut ini akan di kemukakan perbedaan-perbedaan fungsi 
manajemen yang disebutkan oleh para ahli manajemen. 
Menurut Henry Fayol fungsi-fungsi manajemen meliputi: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Pemberian perintah 
4. Pengkoordinasian 
5. Pengendalian 
Menurut L. Gulick fungsi-fungsi manajemen meliputi: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Penyusunan kerja 
4. Pengarahan 
5. Pengkoordinasian 
6. Penyusunan laporan 
7. Pengendalian 
G.R. Terry berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Pelaksanaan/ Penggerakkan 
4. Pengendalian 
Menurut Ernest Dale fungsi-fungsi manajemen meliputi: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Penyusunan kerja 
4. Pengarahan 
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5. Inovasi 
6. Penyajian Laporan 
7. Pengendalian 
Menurut Koonts dan O’Donnel fungsi-fungsi manajemen meliputi: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Penyusunan pekerja 
4. Pengarahan 
5. Pengendalian 
Menurut Oey Liang Lee fungsi-fungsi manajemen meliputi: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Pengarahan 
4. Pengkoordinasian 
5. Pengendalian 
Menurut William Newman fungsi-fungsi manajemen meliputi: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Perakitan sumber-sumber 
4. Pengarahan 
5. Pengendalian 
Menurut James Stoner fungsi-fungsi manajemen meliputi: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Memimpin 
4. Pengendalian 
Menurut Louis A. Allen fungsi-fungsi manajemen meliputi: 
1. Perencanaan 
2. Penyusunan Kerja 
3. Memimpin 
4. Pengendalian 
   
Fungsi-fungsi manajemen yang dirumuskan oleh para tokoh 
manajemen tersebut di atas terdapat persamaan dan perbedaannya. 
Persamaan fungsi manajemen terlihat pada beberapa fungsi yaitu: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Pengendalian. 
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Sedangkan perbedaannya terletak pada pilihan kata atau istilah 
yang digunakan untuk menyebutkan suatu fungsi manajemen. Istilah yang 
digunakan untuk menyebutkan fungsi pelaksanaan (actuating) berfariasi 
yaitu: 
1. Pemberian perintah 
2. Pengkoordinasian 
3. Penyusunan pekerja 
4. Pengarahan 
5. Penyusunan laporan 
6. Pelaksanaan 
7. Inovasi 
8. Perakitan sumber-sumber 
9. Memimpin 
   
Meskipun menggunakan istilah yang bervariasi, tetapi jika dilihat 
dari bentuk dan isi kegiatannya sebenarnya fungsi tersebut dikerjakan 
secara bersamaan dan terkait antara satu dan yang lainnya. Seperti istilah 
pemberian perintah, penyusunan pekerja, pengarahan, penyusunan 
laporan, perakitan sumber-sumber, memimpin, dan inovasi adalah bentuk 
pelaksanaan dari fungsi pengorganisasian. Jadi berbagai nama kegiatan 
tersebut, dapat disederhanakan dalam satu fungsi manajemen yaitu 
“pelaksanaan”. Dengan demikian, dalam menyederhanakan—meringkas—
perbedaan dan persamaan istilah mengenai fungsi manajemen tersebut, 
secara umum dapat dirumuskan fungsi manajemen sebagai berikut:  
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian 
3. Pelaksanaan 
4. Pengkoordinasian 
5. Pengendalian. 
   
Berikut ini adalah tabel beberapa pendapat mengenai fungsi 
manajemen menurut berbagai tokoh manajemen.  
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Tabel 6 
 Fungsi-Fungsi Manajemen menurut para ahli manajemen 
N
o
 
           Fungsi- fungsi   
             manajemen 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 H. Fayol  V V V V        
2 L. Gulick V V V  V V V V     
3 G. Terry V V V      V    
4 Ernest Dale V V V   V V V  V   
5 
Koonts dan 
O’Donnel 
V V V   V V      
6 Oey Liang Lee V V V  V  V      
7 William Newman V V V    V    V  
8 James Stoner V V V         V 
9 Louis A. Allen V  V   V      V 
 
 
Perencanaan (Planning) 
Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari keseluruhan 
fungsi manajemen sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ahli. 
Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis 
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.  
Istilah perencanaan mempunyai bermacam-macam pengertian 
antara lain; perencanaan sebagai suatu proses kegiatan pemikiran yang 
sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus 
dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksana yang dibutukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan pencapaian tujuan yang dirumuskan secara 
rasional dan logis serta berorientasi ke depan (Burhanuddin, 1994: 167). 
Perencanaan juga biasa diartikan sebagai penetapan tujuan, policy, 
prosedur, budget, dan program dari suatu organisasi. Jadi dengan fungsi 
manajemen dalam menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi, 
menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan 
yang harus dituruti dan menetapkan biaya yang diperlukan dan 
pemasukan uang yang diharapkan diperoleh dari tindakan yang dilakukan 
(Manulang, 2002: 9-10). 
Koont’s dan O’donnel (1972: 129) memberi batasan perencanaan 
adalah : “ Planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to 
do it and who is to do it, planning bridges the gap from where we are wont 
to go. It makes is possible for things to occur which would not otherwise 
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happen”. Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran yang rasional 
dan sistematis apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan 
dilakukan, dan siapa yang akan melakukan suatu kegitan yang dilakukan 
untuk meningkatkan mutu sehingga proses kegiatan dapat berlangsung 
efektif, efisien dan produktif serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat. 
Perencanaan, meliputi beberapa hal, antara lain : (a) Penetapan 
tujuan-tujuan dan maksud-maksud organisai  (b) Perkiraan Lingkungan 
(sumber-sumber dan hambatan) dalam mana tujuan-tujuan dan maksud 
itu harus dicapai  (c)  Penentuan pendekatan yang akan mencapai tujuan-
tujuan dan maksud itu (Sutisna, 1983: 162). 
Menurut pendapat Koontz (1980: 18) menyatakan bahwa, Planning 
is decision making: it involves selecting the courses of action that a company 
or other enterprise, and every department of it, will follow. Berarti 
perencanaan adalah pengambilan keputusan yang meliputi seluruh 
kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi.  
Aspek perencanaan meliputi (a) apa yang dilakukan, (b) siapa yang 
harus melakukan, (c) kapan dilakukan, (d) di mana dilakukan, (e) 
bagaimana melakukannya, (f) apa saja yang diperlukan agar tercapai 
tujuan secara maksimal. Menurut Hadari Nawawi perencanaan  sebagai 
suatu langkah penyelesaian masalah dalam melaksanakan suatu kegiatan 
dengan tetap terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Perencanaan harus 
mengandung aspek pengambilan keputusan, memiliki sasaran dan tujuan 
tertentu, cara atau tindakan yang diambil, personal yang akan 
melaksanakan, serta apa saja yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. 
Perencanaan harus memiliki unsus-unsur sebagai berikut 1) rasional, 2) 
estimasi, 3) preparasi, 4) efisiensi, efektifitas, dan 5) operasional (Nawawi, 
1989: 16). 
Menurut Burhanuddin (1994: 171) perencanaan yang baik harus; 1) 
dibuat berdasarkan data yang ada dan dipikirkan pula kejadian-kejadian 
yang mungkin timbul sebagai akibat tindakan pelaksanaan yang diambil, 
2) harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami 
tehnik perencanaan, 3) rencana harus disertai oleh rincian yang teliti dan 
detail, 4) rencana harus bersifat sederhana. Kesederhanaan disini nampak 
pada kemudahan-kemudahan pemahaman dan pelaksanaannya oleh 
pihak yang memerlukan, 5) perencanaan harus dapat mengikuti 
perkembangan kemajuan masyarakat, perubahan situasi dan kondisi 
(fleksibel), 6) perencanaan dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan, 
7) perencanaan hendaknya memikirkan peningkatan dan perbaikan-
perbaikan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang, 8) rencana 
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harus terdapat tempat pengambilan resiko bagi setiap kemungkinan yang 
muncul di kemudian hari. 
Langkah-langkah dalam membuat perencanaan adalah 1) 
Memandang proses sebagai rangkaian pertanyaan yang harus dijawab, 
dan 2) Memandang proses perencanaan sebagai masalah yang harus 
dipecahkan secara ilmiah dan didasarkan pada langkah-langkah tertentu. 
Memandang proses sebagai rangkaian pertanyaan yang harus dijawab 
meliputi (a) apa (what), mengenai tujuan dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan, (b) mengapa (why), mengenai keperluan atau alasan  suatu 
kegiatan dilakukan, (c) bagaimana (how), mencakup sistem dan tatakerja, 
(d) kapan (when), mencakup masalah waktu dan penetapan prioritas 
kegiatan, (e) di mana (where), mengenai tempat berlangsung kegiatan, (f) 
siapa (who), mengenai tenaga kerja. 
Berbagai pendapat di atas dapat diketahui bahwa perencanaan 
adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran (obyectives) apa 
yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka 
mencapai tujuan atau sasaran tersebut dan siapa  yang akan melaksanakan 
tugas tersebut. Perencanaan yang baik akan memenuhi persyaratan-
persyaratan dan langkah-langkah  perencanaan dengan baik sehingga 
akan memberikan manfaat bagi pengguna perencanaan itu sendiri. Dalam 
dunia pendidikan perencanaan merupakan pedoman yang harus dibuat 
dan dilaksanakan sehingga usaha pencapaian tujuan lembaga itu dapat 
efektif dan efisien. 
 
Ruang Lingkup Perencanaan 
Ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu 
dimensi waktu, dimensi spasial, dan dimensi tingkatan teknis perencanaan. 
Ketiga dimensi ini saling terkait antara satu dengan lainnya. Penjelasan 
mengenai ketiga dimensi dalam  ruang lingkup perencanaan tersebut 
dapat dilihat dalam tabel beriku:  
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No Dimensi 
Perencanaan 
Ruang Lingkup Keterangan 
1 Dimensi 
Waktu 
Perencanaan 
Jangka Panjang 
(Long Term 
Planning) 
Biasanya berjangka waktu 10 tahun ke atas. 
Pada perencanaan ini belum ditampilkan sasaran-saran kuantitatif, tetapi lebih kepada proyeksi 
atau perspektif atas keadaan ideal yang diinginkan dan pencapaian tujuan yang bersifat 
fundamental. Contohnya Propenas 
Perencanaan 
Jangka Menengah 
(Medium Term 
Planning) 
Perencanaan ini biasanya berjangka waktu 3 sampai 8 tahun. Di Indonesia biasanya 5 tahun. 
Perencanaan jangka menengah ini merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang. 
Meski perencanaan jangka menengah ini masih bersifat umum, namun sudah ditampilkan sasaran-
sasaran yang diproyeksikan secara kuantitatif. Contohnya Propeda 
Perencanan 
Jangka Pendek 
(Short Term 
Planning) 
Perencanaan yang jangka waktunya kurang maksimal saru tahun. Perencanaan jangka pendek 
tahunan (Annual Plan) disebut juga perencanaan operasional tahunan (Annual Operational 
Planning). 
2 Dimensi 
Spasial (terkait 
dengan ruang 
dan batasan 
wilayah 
Perencanaan 
Nasional 
Sebuah proses penyusunan perencanaan yang bersekala nasional. Contohnya perencanaan 
pendidikan nasional, propenas 
Perencanaan 
Regional 
Perencanaan antar atau sektor dan hubungan antar sektor dalam suatu wilayah (daerah). 
Perencanaan ini juga sering disebut dengan perencanaan daerah atau wilayah. Contohnya 
propeda, dan perencanaan pendidikan dipropinsi 
Perencanaan Tata 
Ruang 
Perencanaan yang mengupayakan pemanfaatan fungsi kawasan tertentu, mengembangkannya 
secara seimbang baik secara ekologis, geografis, maupun demografis. Contoh perencanaan tata 
kota, perencanaan permukiman, perencanaan kawasan, perencanaan daerah transmigrasi dll 
3 Dimensi 
Tingkatan 
Teknis 
Perencanaan 
Perencanaan 
Makro  
Perencanaan makro adalah perencanaan tentang ekonomi dan non ekonomi secara internal dan 
eksternal. Dalam merencankan pembangunan pendidikan nasional, sebelum dilaksanakan proses 
perencanaan pendidikan terlebih dahulu diperlukan perencanaan makro yang menggambarkan 
kerangka makro pendidikan yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. 
Tabel 7 
Dimensi dan  Ruang Lingkup Perencanaan 
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(Diolah dari Husaini Usman, 2004: 59-62) 
Perencanaan 
Mikro 
Adalah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah bidang 
pendidikan. 
Perencanaan 
Sektoral 
Adalah kumpulan program-program dan kegiatan-kegiatan pendidikan yang mempunyai 
persamaan ciri-ciri dan tujuan. 
Perencanaan 
Kawasan 
Adalah perencanaan yang memperhatikan keadaan lingkungan kawasan tertentu sebagai pusat 
kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif tertentu. Contohnya perencanaan 
pendidikan kawasan Indonesia Timur dll. 
Perencanaan 
Proyek 
Adalah perencanaan operasional yang menyangkut operasionalisasi kebijakan dan pembangunan 
dalam rangka mencapai tujuan sasaran sektor dan tujuan pembangunan. Perencanaan ini 
menjawab SIABIDIBAM (siapa melakukan apa, bilamana, dimana, dimana, bagaimana, dan 
mengapa) 
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Pengorganisasian (Organizing) 
Pengorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan 
dalam sebuah sistem manajemen. Pengorganisasian bisa dikatakan 
sebagai "urat nadi" bagi seluruh organisasi atau lembaga, oleh karena itu 
penggorganisasian sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya suatu 
organisasi atau lembaga, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. 
Menurut Heidjarachman Ranupandojo (1996: 35) pengorganisasian 
adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang, dilakukan dengan membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang 
diantara mereka, ditentukan siapa yang menjadi pemimpin, serta saling 
berintegrasi secara aktif. 
Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan 
dasar manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan 
menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama 
sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
Dengan pengorganisasian, orang-orang dapat disatukan dalam satu 
kelompok atau lebih untuk melakukan berbagai tugas. Tujuan 
pengorganisasian adalah membantu orang-orang untuk bekerjasama 
secara efektif dalam wadah organisasi atau lembaga (Sujana, 2004: 106). 
Pengorganisasian mensyaratkan pembagian tugas, wewenang dan 
tanggung jawab yang terinci menurut bidang-bidang dan batas-batas 
kewenangannya. Pengorganisasian berarti menciptakan suatu struktur 
dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga mempunyai hubungan 
yang saling mempengaruhi satu sama lain. 
Nanang Fattah (2004: 71) mengartikan pengorganisasian sebagai 
proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, memberikan 
tugas-tugas tersebut kepada orang-orang yang mempunyai keahlian dan 
mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka 
efektifitas pencapaian tujuan organisasi. 
Pendapat tersebut di atas dapat menunjukkan bahwa, 
pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan atau pembagian 
pekerjaan yang dialokasikan kepada sekelompok orang atau karyawan 
yang dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan wewenang. 
Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien dan 
produktif. Pendidikan dapat berjalan dengan baik kalau semua anggota 
organisasinya dapat bekerja sama dengan baik. Dengan demikian perlu 
adanya pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, staf pengajar, 
pegawai administrasi, komite sekolah beserta siswanya. 
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Penggerakkan (Actuating) 
Penggerakan (actuating) adalah salah satu fungsi manajemen yang 
berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. 
Actuating adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga 
kerja (man power) serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang 
dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Actuating dalam 
organisasi juga biasa diartikan  sebagai keseluruhan proses pemberian 
motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka 
bersedia bekerja secara sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan 
organisasi. Fungsi penggerakkan ini menempati posisi yang penting dalam 
merealisasikan segenap tujuan organisasi. Penggerakan mencakup di 
dalamnya adalah kepemimpinan, motivasi, komunikasi dan bentuk-bentuk 
lain dalam rangka mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu 
guna mencapai tujuan organisasi. kepemimpinan berfungsi sebagai 
pemberi arahan, komando, dan pemberi serta pengambil keputusan 
organisasi. Motivasi berguna sebagai cara untuk menggerakkan agar 
tujuan organisasi tercapai. Sedangkan komunikasi berfungsi sebagai alat 
untuk menjalin hubungan dalam rangka fungsi penggerakan dalam 
organisasi. 
Penggerakan sangat terkait dengan penggunaan berbagai sumber 
daya organisasi, oleh karenannya kemampuan memimpin, memberi 
motivasi, berkomunikasi, menciptakan iklim dan budaya organisai yang 
kondusif menjadi kunci penggerakan.  
 
Pengawasan (Controlling) 
Pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu 
kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar 
yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana. 
Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan 
terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana dan 
program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan 
sebelumnya. Menurut Koontz (1980: 65) “controlling is the measuring and 
correcting objectives of subordinates to assure that events conform to plans”. 
Pengawasan adalah pengukuran dan koreksi pencapaian tujuan untuk 
meyakinkan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana. 
Pengawasan yang baik memerlukan langkah-langkah pengawasan, 
yaitu: 1) menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang diharapkan. 
Standar tersebut dapat berbentuk standar fisik, standar biaya, standar 
model, standar penghasilan, standar program, standar yang sifatnya 
intangible, dan tujuan yang realistis. 2) mengukur dan menilai kegiatan-
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kegiatan atas dasar tujuan dan standar yang ditetapkan. 3) memutuskan 
dan mengadakan tindakan perbaikan.  
Pengawasan adalah pengukuran dan koreksi terhadap segenap 
aktivitas anggota organisasi guna meyakinkan bahwa semua tingkatan 
tujuan dan rancangan yang dibuat benar-benar dilaksanakan.  
Pengawasan berfungsi untuk mengukur tingkar efektivitas kerja 
personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam 
usaha mencapai tujuan organisasi, sehingga pengawasan sesungguhnya 
merupakan alat pengukuran terhadap efektivitas, efisiensi dan 
produktifitas organisasi. 
Berbagai penjelasan mengenai pengawasan tersebut maka 
diketahui bahwa pengawasan mengandung aspek pengukuran, 
pengamatan, pencapaian tujuan, adanya alat atau metode tertentu, dan 
berkaitan dengan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.  
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PENGERTIAN PENDIDIKAN 
Pedagogik atau yang populer dengan istilah pendidikan (education) 
secara semantik berasal dari bahasa Yunani Paidagogia yang berarti 
“pergaulan dengan anak-anak”. “Paedagogos” adalah seorang nelayan atau 
bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan 
menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak 
tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para paedagogos 
tersebut. Istilah ini berasal dari kata “Paedos” yang berarti anak, dan 
“agogos” yang berarti saya membimbing atau memimpin (Purwanto, 1988: 
1). Padanan kata “pedagogic” dalam bahasa Arab menurut Muhammad Ali 
Al-Khuli (1981: 345) adalah “Tarbawy” atau “Ta’limy” yang berkaitan 
dengan pedagogi/pendidikan. 
Secara umum, pendidikan sesungguhnya dapat difahami dalam dua 
pengertian yaitu secara luas-tidak terbatas dan secara sempit-terbatas. 
Pengertian pendidikan secara luas adalah hidup. Pendidikan adalah segala 
pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 
sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang 
mempengaruhi pertumbuhan individu (Mudyahardjo, 2002: 3). Pengertian 
ini menyiratkan bahwa pendidikan telah dimulai sejak manusia berada di 
muka bumi, atau bahkan sejak dalam kandungan. Adanya pendidikan 
adalah setua dengan adanya kehidupan manusia. Masa pendidikan pada 
pengertian luas ini adalah berlangsung seumur hidup dalam setiap saat 
selama ada pengaruh lingkungan. Lingkungan pendidikannya adalah 
berlangsung dalam segala lingkungan hidup, baik yang khusus diciptakan 
untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada dengan sendirinya. 
Bentuk kegiatnnya adalah terbentang dari bentuk-bentuk yang misterius 
atau tidak disengaja sampai dengan terprogram. Pendidikan berbentuk 
segala macam pengalaman belajar dalam hidup. Pendidikan berlangsung 
dalam beraneka ragam bentuk, pola, dan lembaga. Pendidikan dapat 
terjadi disembarang, kapan, dan dimana saja dalam hidup. Dan tujuannya 
adalah terkandung dalam setiap pengalaman belajar, tidak ditentukan dari 
luar. Tujuan pendidikan adalah pertumbuhan. Tujuan pendidikan adalah 
tidak terbatas. Tujuan pendidikan adalah sebagaimana dengan tujuan 
hidup. 
Pengertian pendidikan secara sempit atau sederhana adalah 
persekolahan. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di 
sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala 
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pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang 
diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan 
kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial 
(Mudyahardjo, 2002: 6).  
Pendidikan—dalam arti sederhana—juga diartikan sebagai usaha 
manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 
masyarakat dan kebudayaan (Hasbullah, 2005: 1). Dalam 
perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan 
atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar 
ia menjadi dewasa. Dewasa dimaksud adalah dapat bertanggungjawab 
tehadap diri sendiri secara biologis, psikologis, paedagogis dan sosiologis, 
selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh 
seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai 
tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental 
(Sudirman dkk., 1992: 4)  
Pengertian pendidikan secara sempit ini, mempunyai karakteristik 
tertentu yaitu; pertama masa pendidikan yang berlangsung dalam waktu 
yang terbatas, yaitu masa anak dan remaja. Kedua Jenjang pendidikan 
yaitu Pendidikan Pra Sekolah (TK/RA/PAUD), Sekolah Dasar 
(SD/MI,SMP/MTs), Seolah Menengah Atas (SMA/MA), dan Pendidikan 
Tinggi. Lingkungan pendidikan, pendidikan berlangsung dalam lingkungan 
pendidikan yang diciptakan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. 
Secara teknis pendidikan dilaksanakan di kelas. Bentuk kegiatan, isi 
pendidikan tersusun secara terprogram dalam bentuk kurikulum. Kegiatan 
pendidikan teratur, terjadwal, dan terdapat guru-guru mata pelajaran yang 
mempunyai peranan sentral dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan 
telah dirumuskan dan disesuaikan kompetensi-komptensi tertentu.  
Selain pengertian pendidikan sebagaimana tersebut, terdapat 
banyak pengertian pendidikan yang di ungkapkan oleh para tokoh 
pendidikan, diantaranya adalah: Langeveld, pendidikan adalah setiap 
usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak 
tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak 
agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu 
datangnya dari orang dewasa (atau orang yang diciptakan oleh orang 
dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) 
dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa (Langeveld, 1971: 5).  
John Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai proses 
pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan 
emosional ke arah alam dan sesama manusia (Hasbullah, 2005: 2). Dalam 
Dictionary of Education di sebutkan bahwa, pendidikan adalah (1) 
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keseluruhan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, 
sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam 
masyarakat dimana mereka hidup. (2) proses sosial di mana orang 
dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol 
(khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh 
atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan 
individu yang optimal (Good, 1945: 145).  
Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan di 
dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sedangkan menurut Driyarkara, 
pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan 
manusia muda ke taraf insani (Driyarkara, 1980: 78).  
Selain berbagai pengertian pendidikan tersebut, pendidikan juga 
dapat diartikan dalam perspektif, artinya pendidikan dapat didekati 
dengan berbagai sudut pandang tertentu. Sudut pandang inilah yang 
secara spesifik-partikular membedakan antara pengertian satu dengan 
yang lainnya. Sebagai contoh adalah pengertian pendidikan dalam 
perspektif ke-Indonesiaan akan berbeda dengan pengertian pendidikan 
dalam perspektif Negara lain. Pendidikan dalam perspektif Islam tentu 
juga akan berbeda dengan pendidikan dalam perspektif keyakinan agama 
lain. Namun demikian, titik temu makna partikular pendidikan tersebut 
terdapat pada semangat universalnya yaitu sebuah usaha menuju 
kehidupan yang lebih baik. 
Dalam perspektif ke-Indonesiaan pengertian, fungsi dan tujuan 
pendidikan terumuskan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3 yaitu: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.  
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.  
Sedangkan dalam perspektif Islam, pengertian pendidikan 
(pendidikan Islam) merujuk pada beberapa istilah yaitu “al-tarbiyah”, “al-
ta’dib”, “al-ta’lim” (ةيبرتلا-  بيدأت - يلعتم ). Dari ketiga istilah tersebut, yang paling 
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popular digunakan dalam menyebutkan praktik pendidikan Islam adalah 
terminologi “al-tarbiyah” seperti penggunaan istilah “at-Tarbiyah al-
Islamiyah”/ (  (ةيبرتلا ةيملاسلآا  yang berarti pendidikan Islam.  
Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas—seorang tokoh pemikiran 
pendidikan Islam—berpendapat bahwa sesungguhnya istilah yang paling 
tepat untuk pendidikan Islam adalah “ta’dib”, sebab struktur konsep ta’dib 
sudah mencakup unsur-unsur ilmu instruksi (ta’lim), dan pembinaan yang 
baik (tarbiyah) (Wan Daud, 2003: 175). Berbeda dengan pendapat Al-Attas, 
Konferensi Internasional Islam I di Mekah tahun 1977 mengartikan 
pendidikan Islam mencakup tiga pengertian sekaligus yakni tarbiyah, 
ta’lim, ta’dib (King Abdul Aziz, 1977: 15).  
Terlepas dari perbedaan dan perdebatan makna semantik tersebut, 
pendidikan Islam sesungguhnya menghendaki terbentuknya manusia yang 
berkepribadian muslim yang semua aspek-aspek kehidupannya 
berlandaskan kepada ajaran Islam dan seluruh aktivitasnya diyakini sebagai 
Ibadah dalam rangka pengabdian kepada Allah dan penyeraan diri 
kepada-Nya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hakekat Pendidikan Nasional 
Pendidikan adalah sebuah proses kegiatan yang khas dilakukan oleh 
manusia. Pendidikan merupakan produk kebudayaan manusia. Kegiatan 
pendidikan dilakukan dalam upaya mempertahankan dan melanjutkan 
hidup dan kehidupan manusia. Selain itu, pendidikan secara filosofis 
dimaksudkan dalam rangka perkembangan manusia. John Dewey 
meyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah pertumbuhan dan 
perkembangan. Karena pendidikan  dimaksudkan untuk manusia, maka 
dalam rangka memahami pendidikan seharunya dilihat dari hakekat dan 
tujuan hidup manusia. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang 
menjadi sasaran dari aktivitas yang dikerjakan. Tujuan pendidikan tidak 
dapat dilepaskan dari tujuan hidup manusia, sebab pada hakekatnya 
pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup manusia. Konsep 
KOTAK 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 
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tentang tujuan hidup juga sangat terkait dengan hakekat manusia—filsafat 
manusia—; apa, bagaimana, dan mau kemana manusia diciptakan. 
Manusia dalam bahasa Inggris disebut “man” (asal kata dari bahasa 
Anglo-Saxon mann). Arti dasar dari kata ini tidak jelas tetapi pada dasarnya 
dapat dikaitkan dengan mens (latin), yang berarti "áda yang berpikir". 
Demikian halnya arti kata anthropos (Yunani) tidak begitu jelas. Semula 
anthropos berarti "seseorang yang melihat ke atas". Sekarang kata ini 
dipakai untuk mengartikan "wajah manusia". Dan akhirnya homo bahasa 
Latin yang artinya "orang yang dilahirkan di atas bumi" (Loren Bagus, 
2000:565). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan manusia sebagai 
"makhluk yang berakal budi"—mampu menguasai makhluk yang lain. 
Pengertian tentang manusia juga telah banyak dibahas oleh para tokoh 
diantaranya adalah Plato yang memandang hakekat manusia sebagai 
suatu kesatuan pikiran, kehendak, dan nafsu-nafsu, Aristoteles 
memandang manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki kesatuan 
organik antara tubuh dan jasad, dan Sartre mendefinisikan manusia 
sebagai "nol yang me-nol-kan" pour soi  yang bukan merupakan objek 
melainkan subjek, yang kodratnya bebas (Loren Bagus, 2000:266). 
Manusia dalam aspek biologis mungkin tidak jauh berbeda dengan 
hewan. Perbedaan mendasarnya adalah pada aspek rohani dan akal 
budinya. Dengan akal inilah manusia melahirkan kebudayaan dan 
peradaban. Dengan akalnya tersebut, manusia dapat berimajinasi dan 
memiliki tujuan. Manusia merupakan homo sapiens yaitu makhluk yang 
memiliki tujuan, Manusia disebut pula homo faber karena manusia adalah 
makhluk yang pandai menggunakan alat. Manusia adalah homo religious 
yaitu makhluk yang percaya kepada takdir dan kepada Tuhan, dan lain 
sebagainnya. Ahmad Tafsir (2006:8) sebagaimana pendapat Socrates 
menyatakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang dalam dirinya 
tertanam jawaban mengenai berbagai persoalan dunia. Manusia bertanya 
tentang dunia dan masing-masing mempunyai jawaban tentang dunia. 
Manusia seringkali tidak menyadari bahwa dalam dirinya terpendam 
jawaban-jawaban bagi persoalan yang dipertanyakannya. Oleh karena itu, 
perlu adanya bantuan orang lain untuk mengemukakan jawaban-jawaban 
yang masih terpendam tersebut. Diperlukan orang lain untuk melahirkan 
ide yang ada dalam manusia itu. 
Manusia dalam pandangan Islam merupakan mahluk ciptaan Allah 
yang diberi kelebihan dan keunggulan luar biasa dibandingkan makhluk 
yang lainnya. Dari sekian keunggulan yang dimiliki manusia, Said Hawwa 
memaparkan tujuh aspek yang mengiringi manusia hadir di dunia yaitu 
(Said Hawwa, 1989: 42-48). Pertama, aspek kejadiannya bahwa manusia 
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dijadikan dalam kondisi fitri, sebagaimana firman Allah surat at-Tiin:4; 
Kedua, aspek ilmunya, yaitu pada jenis manusia yang mempunyai ‘tradisi 
belajar’ dimana manusia dilengkapi dengan rasa ingin tahu (curiosity) 
sehingga menjadikannya terus mencari pengetahuan baru. Ketiga, aspek 
kemauannya (alternatif). Manusia diberikan kemampuan dan kemauan 
untuk memilih salah satu yang diinginkannya, ia diberi kebebasan untuk 
mencari jalan yang menurutnya benar sesuai dengan kehendaknya. 
Kebebasan memilih inilah yang menjadi ciri unik manusia sekaligus 
membedakannya dengan makhluk yang lain. Keempat, aspek 
kedudukannya, manusia telah dipilih sebagai khalifah. Kelima, aspek 
kemampuan mengurai (analisis), dengan dibekalinya ilmu maka manusia 
mampu berbicara; membicarakan apa saja yang diketahui dan belum 
diketahuinya. Keenam, aspek imajinatif, selain manusia tidak ada yang 
diberi kemampuan berkhayal dan berimajinasi, dan Ketujuh, aspek budi 
pekerti, dalam diri manusia aspek ini dapat berkembang menjadi lebih 
baik, atau sebaliknya. 
Manusia adalah mahluk jasmani dan rohani. Rohani manusia terdiri 
atas akal, nafs dan qalb. Sedangkan jasmaninya terdiri atas alat-alat indera. 
Baik jasmani maupun rohani, semuanya tunduk dan patuh kepada hukum-
hukum Tuhan atau sunnatullah. Akan tetapi, Allah memberikan kebebasan 
kepada akal, nafs, dan qalb untuk menentukan pilihannya. Akal yang 
diberikan kemampuan memilih baik-buruk, salah-benar, indah-jelek dalam 
kegiatannya diarahkan oleh nafs atau qalb. Nafs dan qalb mempunyai 
kebebasan memilih atau mengarahkan kekuatan jasmani dan akal, apakah 
keimanan atau kekafiran.  
Gambaran tentang manusia tersebut selanjutnya menjadi referensi 
dalam merumuskan hakekat dan tujuan pendidikan baik secara makro 
maupun mikro. Dalam konteks pendidikan nasional disamping merujuk 
kepada falsafah hakekat dan tujuan manusia Indonesia juga harus merujuk 
kepada ketentuan konstitusional (dasar Negara dan perundangan-
undangan) yang berlaku. 
 
Hakekat dan Tujuan Pendidikan Nasional 
Pendidikan dalam UUSPN nomor 20 Tahun 2003 diartikan sebagai 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan fungsi pendidikan 
adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
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peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang bemokratis serta bertanggung jawab.  
Ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan dalam 
pembangunan pendidikan nasional. Oleh karena itu dalam rangka 
mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah 
mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan 
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu: 
1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 
dan kemajemukan bangsa; 
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, 
diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 
3. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan 
kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; 
4. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi 
segenap warga masyarakat; dan 
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 
komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan 
dan pengendalian mutu layanan pendidikan.   
 
Usaha pembangunan pendidikan nasional didasarkan pada visi, 
misi, dan tata nilai departemen pendidikan nasional sebagai lembaga yang 
mendapat amanat dalam pengelolaan pendidikan nasional. Oleh karena itu 
dirumuskan paradigma pembangunan pendidikan nasional untuk 
membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek 
yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi 
kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal 
paling mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, 
ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian 
unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas 
pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang 
tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, 
kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.  
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Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan 
martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi 
kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. 
Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi 
upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita 
membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.  
Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk 
membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang 
menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan 
bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
 
Visi Pendidikan Nasional 
Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan 
Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai 
adalah: 
Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 
memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang 
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu 
berubah. 
 
Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, 
Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan: 
INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF 
(Insan Kamil / Insan Paripurna) 
 
Maksud dari insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas 
secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, 
cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel berikut ini 
memberikan deskripsi yang lengkap tentang yang dimaksud dengan insan 
cerdas komprehensif dan kompetitif. 
 
Tabel 8 
Insan Cerdas Komprehensif dan Kompetitif 
 
Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif 
Makna Insan Indonesia 
Kompetitif 
Cerdas 
spiritual 
 
• Beraktualisasi diri melalui olah 
hati/kalbu untuk menumbuhkan dan 
memperkuat keimanan, ketakwaan dan 
akhlak mulia termasuk budi pekerti 
luhur dan kepribadian unggul. 
Kompetitif 
 
• Berkepribadian 
unggul dan 
gandrung akan 
keunggulan 
• Bersemangat 
BAGIAN DUA;  
MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 
9 
 
Cerdas 
emosional 
& sosial 
 
• Beraktualisasi diri melalui olah rasa 
untuk meningkatkan sensitivitas dan 
apresiasivitas akan kehalusan dan 
keindahan seni dan budaya, serta 
kompetensi untuk mengekspresikannya.  
• Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial 
yang: 
– membina dan memupuk hubungan 
timbal balik; 
– demokratis; 
– empatik dan simpatik;  
– menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
– ceria dan percaya diri;  
– menghargai kebhinekaan dalam 
bermasyarakat dan bernegara; serta  
– berwawasan kebangsaan dengan 
kesadaran akan hak dan kewajiban 
warga negara. 
juang tinggi 
• Mandiri  
• Pantang 
menyerah 
• Pembangun dan 
pembina jejaring 
• Bersahabat 
dengan 
perubahan 
• Inovatif dan 
menjadi agen 
perubahan 
• Produktif 
• Sadar mutu 
• Berorientasi 
global 
• Pembelajar 
sepanjang hayat 
Cerdas 
intelektual 
 
• Beraktualisasi diri melalui olah pikir 
untuk memperoleh kompetensi dan 
kemandirian dalam ilmu pengetahuan 
dan teknologi.  
• Aktualisasi insan intelektual yang kritis, 
kreatif dan imajinatif. 
Cerdas 
kinestetis 
 
• Beraktualisasi diri melalui olah raga 
untuk mewujudkan insan yang sehat, 
bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, 
dan trengginas. 
• Aktualisasi insan adiraga. 
 
Visi Depdiknas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, 
yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari 
masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan 
masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang 
menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya 
kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang 
mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan di era 
global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang 
kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan 
(Knowledge Based Society).  
Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang 
indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan 
Iptek sebagai penggerak utama (prime mover) perubahan masyarakat. 
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Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut, namun 
demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan 
oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya 
menyertai investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron 
dengan kebijakan investasi. 
Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan 
penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan 
inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan 
perubahan zaman. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik 
agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana 
belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan 
mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.  
Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu 
maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian 
menjadi sangat penting justru ketika dunia dihadapkan pada satu sistem 
tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit 
bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin 
tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan 
harus menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat 
madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada 
hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan 
lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
 
Misi Pendidikan Nasional 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah: 
BAGIAN DUA;  
MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 
11 
 
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang 
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia 
dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan 
pembentukan kepribadian yang bermoral; 
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat 
pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan 
standar nasional dan global; dan 
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. 
 
Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut, 
Depdiknas untuk tahun 2005 – 2009 menetapkan Misi sebagai berikut: 
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA CERDAS 
KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF. 
 
Untuk mewujudkan misi tersebut, Depdiknas menetapkan beberapa 
strategi dan program yang disusun berdasarkan suatu skala prioritas. Salah 
satu bentuk dari prioritas tersebut adalah penggunaan dana APBN/APBD 
dan dana masyarakat yang lebih ditekankan pada: 
1. Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; 
dan 
3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan 
pendidikan.  
 
Tata Nilai Pendidikan Nasional 
Tata nilai yang ideal akan sangat menentukan keberhasilan dalam 
melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai dengan  visi dan 
misi yang telah ditetapkan. Penetapan tata nilai yang merupakan dasar 
sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku semua pegawai dalam 
menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan 
menyatukan hati dan pikiran seluruh komponen dalam usaha mewujudkan 
visi dan misi pendidikan nasional.  
Depdiknas sebagai lembaga yang mendapat amanat dalam 
mengelola pendidikan nasional telah mengidentifikasi nilai-nilai yang 
harus dimiliki oleh setiap pegawai (input values), nilai-nilai dalam 
melakukan pekerjaan (process values) serta nilai-nilai-nilai yang akan 
ditangkap oleh pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan antara 
lain Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pegawai, donatur, dunia 
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pendidikan, dan masyarakat. Nilai masukan yang tepat akan 
mengantisipasi karakteristik calon pegawai Depdiknas. Nilai masukan 
selanjutnya akan menjalankan nilai proses dengan baik dalam manajemen 
organisasi untuk meningkatkan mutu interaksi antar manusia di dalam 
struktur organisasi Depdiknas. Selanjutnya nilai input dan nilai proses akan 
menghasilkan nilai keluaran yang akan memfokuskan Depdiknas pada hal-
hal yang diharapkan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan 
dengan lebih baik. 
 
Gambar 6 
Tata Nilai Depdiknas 
 
INPUT VALUES PROCESS VALUES OUTPUT VALUES 
 
Nilai-nilai yang dapat 
ditemukan dalam diri 
setiap pegawai 
Depdiknas 
  
Nilai-nilai yang harus 
diperhatikan dalam bekerja 
di Depdiknas, dalam rangka 
mencapai dan 
mempertahankan kondisi 
keunggulan 
  
Nilai-nilai yang dijunjung 
tinggi oleh mereka yang 
berkepentingan terhadap 
Depdiknas 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
PEGAWAI 
DEPDIKNAS 
  
KEPEMIMPINAN & 
MANAJEMEN YANG PRIMA 
  
PEMERATAAN & 
PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN YANG 
BERMUTU 
 
 
 
  
 
  
 
 
 1. Amanah   
1. Visioner dan 
Berwawasan 
  
1. Produktif (Efektif dan 
Efisien) 
 
 2. Profesional   2. Menjadi Teladan   
2. Gandrung Mutu Tinggi 
(Service Excellence) 
 
 
3. Antusias dan 
Bermotivasi 
Tinggi 
  
3. Memotivasi 
(Motivating) 
  3. Dapat Dipercaya (Andal)  
 
4. Bertanggung 
Jawab dan 
Mandiri 
  4. Mengilhami (Inspiring)   4. Responsif dan Aspiratif  
 5. Kreatif   
5. Memberdayakan (Em 
powering) 
  5. Antisipatif dan Inovatif  
 6. Disiplin   
6. Membudayakan 
(Culture-forming) 
  
6. Demokratis, Berkeadilan, 
dan Inklusif 
 
 
7. Peduli dan 
Menghargai 
Orang Lain 
8. Belajar Sepanjang 
  7. Taat Azas     
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Hayat 
    
8. Koordinatif dan 
Bersinergi dalam 
Kerangka KerjaTim 
    
    9. Akuntabel     
 
Nilai-nilai masukan (input values), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam 
diri setiap pegawai Depdiknas dalam rangka mencapai keunggulan 
meliputi: 
 Amanah; Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu 
mengemban kepercayaan. 
 Profesional; Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang 
memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya. 
 Antusias dan Bermotivasi Tinggi; Menunjukkan rasa ingin tahu, 
semangat berdedikasi serta berorientasi pada hasil. 
 Bertanggung Jawab dan Mandiri; Memahami resiko pekerjaan 
dan berkomitmen untuk mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya 
serta tidak tergantung kepada pihak lain. 
 Kreatif; Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang 
variatif terhadap setiap permasalahan. 
 Disiplin; Taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu 
mengajak orang lain untuk bersikap yang sama. 
 Peduli dan Menghargai Orang Lain; Menyadari dan mau 
memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak 
lain. 
 Belajar Sepanjang Hayat; Berkeinginan dan berusaha untuk selalu 
menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan 
pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan 
pelajaran atas setiap kejadian. 
 
Nilai-nilai proses (process values), yakni nilai-nilai yang harus 
diperhatikan dalam bekerja di Depdiknas, dalam rangka mencapai dan 
mempertahankan kondisi yang diinginkan, yang meliputi: 
 Visioner dan Berwawasan; Bekerja berlandaskan pengetahuan dan 
informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan. 
 Menjadi Teladan; Berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk 
melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi contoh bagi pihak 
lain. 
 Memotivasi (Motivating); Memberikan dorongan dan semangat 
bagi pihak lain untuk berusaha mencapai tujuan bersama. 
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 Mengilhami (Inspiring); Memberikan inspirasi dan memberikan 
dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya 
terbaiknya. 
 Memberdayakan (Empowering); Memberikan kesempatan dan 
mengoptimalkan daya usaha pihak lain sesuai kemampuannya. 
 Membudayakan (Culture-Forming); Menjadi motor dan 
penggerak dalam pengembangan masyarakat menuju kondisi yang 
lebih berbudaya. 
 Taat Azas; Mematuhi tata tertib, prosedur kerja, dan peraturan 
perundang-undangan. 
 Koordinatif dan Bersinergi dalam Kerangka Kerja Tim; Bekerja 
bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling 
menghargai, dan partisipasi aktif bagi kepentingan Depdiknas. 
 Akuntabel; Bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar 
serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Nilai-nilai keluaran (output values), yakni nilai-nilai yang 
diperhatikan oleh para stakeholders (Pemerintah, DPR, pegawai, donatur, 
dunia pendidikan, dan masyarakat lainnya), yang meliputi: 
 Produktif  (Efektif Dan Efisien); Memberikan hasil kerja yang baik 
dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif 
dan efisien. 
 Gandrung Mutu Tinggi/Service Excellence; Menghasilkan dan 
memberikan hanya yang terbaik. 
 Dapat Dipercaya (Andal); Mampu mengemban kepercayaan dan 
memberikan bukti berupa hasil kerja dalam usaha pencapaian visi 
dan misi Depdiknas. 
 Responsif dan Aspiratif; Peka dan mampu dengan segera 
menindaklanjuti tuntutan yang selalu berubah. 
 Antisipatif dan Inovatif; Mampu memprediksi dan tanggap 
terhadap perubahan yang akan terjadi, serta menghasilkan gagasan 
dan pengembangan baru. 
 Demokratis, Berkeadilan, dan Inklusif; Terbuka atas kritik dan 
masukan serta mampu bersikap adil dan merata.  
 
Sistem Pendidikan Nasional  
Sistem dapat diartikan sebagai gabungan dari sub-sub sistem yang 
menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan. Dalam pengertian lain sistem 
merupakan seperangkat komponen yang terdiri dari dua atau lebih yang 
saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Pembentukan sebuah 
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sistem dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Prajudio 
Atmosudirdjo (1979:231) mendefinisikan sistem adalah setiap sesuatu yang 
terdiri atas objek-objek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen 
yang bertata-kaitan dan bertata-hubungan satu sama lain sedemikian rupa 
sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan 
atau pengolahan yang tertentu. 
Maksud sistem dalam pendidikan nasional adalah keseluruhan 
komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai 
tujuan pendidikan nasional. Penggunaan pendekatan sistem dalam 
pengelolaan pendidikan dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, 
komunikasi, menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat, 
terciptanya efektifitas, efisiensi dan produktivitas pengelolaan pendidikan.  
Sebuah sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-
bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. Komponen-komponen 
dari sistem pendidikan nasional diantaranya adalah: 
 
 
 
 
 
 
1) Tujuan;  
Tujuan dalam Sistem Pendidikan Nasional merupakan sesuatu yang 
hendak dicapai sebagai platform dari pembelajaran yang dilakukan. Tujuan 
ini bisa saja berupa rumusan abstrak atau rumusan-rumusan yang disusun 
secara khusus sehingga memudahkan pencapaiannya. Pemilihan arah atau 
tujuan dalam pendidikan merupakan masalah pokok, karena penentuan 
tujuan akan berkait-berkelindan dengan faktor-faktor lainnya. Perumusan 
tujuan hendaknya dinyatakan secara jelas, sehingga semua pelaksana dan 
sasaran pendidikan memahami dan mengetahui suatu proses pendidikan 
yang hendak dicapai. Seperti contoh, tujuan pendidikan nasional 
disebutkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003: 
“…mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab”. 
 
KOTAK 
Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan 
nasional. 
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Fungsi tujuan dalam pendidikan adalah: 
1. Sebagai arah pendidikan 
2. Tujuan sebagai titik akhir 
3. Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain 
4. Memberi nilai pada usaha yang dilakukan 
 
2) Peserta Didik 
Secara umum peserta didik adalah setiap orang yang menerima 
pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan 
kegiatan pendidikan. Peserta didik merupakan obyek dan sekaligus subyek 
pendidikan. Dalam UUSPN peserta didik adalah anggota masyarakat yang 
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk 
mendidik (Marimba, 1987: 37) yang meliputi: orang dewasa, orang tua, 
guru, pemimpin masyarakat dan pemimpin agama. (Nugroho, 1988: 43) 
Pendidik dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga 
kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 
sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan. Dalam konteks pendidikan dasar 
menengah pendidik adalah guru. Guru adalah pendidik profesional 
dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah. Kedudukan guru bertujuan untuk melaksanakan sistem 
pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang 
demokratis dan bertanggung jawab.  
UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan 
bahwa “Seorang pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan 
sertifikasi. Kualifikasi bagi pendidik meliputi kualifikasi akademik, 
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan 
kompetensi pendidik adalah mencakup kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional 
yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. 
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Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 
pendidikan. 
4) Alat Pendidikan. 
Alat pendidikan adalah seperangkat hal yang dapat digunakan 
untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah 
atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Alat/perangkat  
pendidikan ini dapat berupa perangkat lunak (software) seperti kurikulum, 
materi pelajaran, evaluasi dan perangkat kasar (hardware) seperti gedung, 
komputer dan sebagainya. 
5) Lingkungan Pendidikan 
Lingkuang dimaksud adalah kondisi dan alam dunia ini yang 
dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 
perkembangan kita atau life processes (Purwanto, 1994: 59). Dalam 
pengertian lain lingkungan pendidikan adalah tempat, daerah, dan wilayah 
tertentu yang dengan sengaja dijadikan sebagai alat dalam proses 
pendidikan.  
Lingkungan pendidikan (educational milieu) mempunyai peranan 
besar dalam pembentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, sebab 
bagaimanapun tumbuh kembang anak pasti bersinggungan dengan 
lingkunagnnya. Begitu besarnya pengaruh lingkungan dalam pendidikan, 
Dorothy Low Notle menuliskan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorothy Low Notle 
 Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki 
 Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi 
 Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar untuk gelisah 
 Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri 
 Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri 
 Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah 
 Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian 
 Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri 
 Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri 
 Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai 
 Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai 
 Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyayangi diri 
 Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenali tujuan 
 Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar kedermawanan 
 Jika anak dibesarkan dengan kejujuran dna keterbukaan, ia belajar kebenaran dan 
keadilan 
 Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan 
 Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dan kehidupan 
Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, ia belajar berdamai dengan pikiran  
(Dryden dan Vos, 200: 104) 
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Lingkungan dalam pendidikan meliputi tiga hal yang disebut dengan 
tri pusat pendidikan, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 
lingkungan masyarakat. Ketiganya adalah satu kesatuan yang harus saling 
mendukung dalam pelaksanaan pendidikan.  
Beberapa komponen pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam rangka terlaksananya sebuah 
sistem pendidikan. 
Oleh kerena Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pancasila 
dan UUD 1945, dan secara hostoris mempunyai akar sejarah dan 
kebudayaannya sendiri, maka pelaksanaan sistem pendidikan nasional 
harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 
kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 
zaman. Dasar pembentukan sistem pendidikan tersebut kemudian 
diturunkan dan dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang secara 
khusus mengatur tentang pendidikan nasional yaitu Undang-Undang 
nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). 
Beberapa hal yang diatur dalam UUSPN tersebut diantarannya 
adalah tentang 1) Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta 
didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan 
yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari 
pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
tinggi, pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan 
pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, 2) 
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, 3) Jenis pendidikan adalah 
kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu 
satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup; pendidikan umum, 
kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 
 
1) Pendidikan Formal 
Pendidikan Dasar  
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 
jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar 
(SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 
sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau 
bentuk lain yang sederajat. 
BAGIAN DUA;  
MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 
19 
 
Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 
tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara 
yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa 
memungut biaya.  
 
Pendidikan Menengah  
Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 
Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 
pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah 
menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan 
(SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 
sederajat. 
 
Pendidikan Tinggi  
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, 
sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem 
terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah 
tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban 
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program 
akademik, profesi, dan/atau vokasi. 
 
2) Pendidikan Nonformal  
Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 
mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi 
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada 
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 
pengembangan sikap dan kepribadian profesional.  
Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 
pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan 
lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 
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Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 
pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 
majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.  
Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang 
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan 
sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, 
usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi.  
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 
program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan 
oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.  
 
3) Pendidikan Informal  
Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan 
lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan 
informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah 
peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.  
 
4) Pendidikan Anak Usia Dini  
Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang 
pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui 
jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak 
usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk: Taman Kanak-kanak (TK), 
Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. 
Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal 
berbentuk: Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau 
bentuk lain yang sederajat.  
Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk 
pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 
lingkungan.  
 
5) Pendidikan Kedinasan  
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang 
diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah 
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nondepartemen yang berfungsi meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon 
pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah 
nondepartemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur 
pendidikan formal dan nonformal.  
 
6) Pendidikan Keagamaan  
Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 
kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur 
pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan 
berbentuk: pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, 
dan bentuk lain yang sejenis. 
 
7) Pendidikan Jarak Jauh  
Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya 
terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai 
sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 
Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan.  
Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan 
kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan 
secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan 
dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana 
dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan 
sesuai dengan standar nasional pendidikan.  
 
8) Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus     
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 
kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa.  
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 
didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, 
dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari 
segi ekonomi.1  
                                                          
1
 Lebih jelas mengenai Sistem Pendidikan Nasional dapat dibaca pada UUSPN nomor 20 
Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan turunannya. 
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Manajemen Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional 
Manajemen pengelolaan pendidikan nasional diatur dalam UU 
nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang disahkan 
oleh presiden pada tanggal 8 Juli 2003. UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 
tersebut merupakan pengganti UUSPN nomor 2 Tahun 1989 yang sudah 
tidak relevan lagi dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, 
karenannya UUSPN 2 Tahun 1989 harus diperbaharui dan diganti. 
UUSPN nomor 20 tahun 2003 didasarkan pada prinsip demokrasi, 
desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tuntutan reformasi. 
Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi kandungan, proses, dan 
manajemen sistem pendidikan. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi memunculkan tuntutan baru dalam sistem 
pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem 
pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi 
kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, 
diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, 
penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional 
dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar 
kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara 
profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap 
satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; 
pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi 
perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem 
terbuka dan multimakna.  Pembaharuan sistem pendidikan nasional juga 
meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola 
pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan 
antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. 
Pembaruan manajemen pengelolaan sistem pendidikan nasional 
harus disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan sebagai ganti dari Undang-Undang nomor 22 tahun 
2009 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah sebagai ganti dari UU nomor 25 tahun 1999. 
Secara lebih jelas tentang manajemen pendidikan dalam sistem 
pendidikan nasional dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut, sekaligus 
perbandingannya dengan manajemen sistem pendidikan nasional sebelum 
UUSPN nomor 20 tahun 2003. 
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Gambar 7 
Manajemen Sistem Pendidikan Berdasarkan UUSPN No 20 tahun 2003 
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Gambar 8 
Manajemen Sistem Pendidikan Persekolahan UU No. 2 Tahun 1989 
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Gambar 9 
Sistem pendidikan Nasional UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 22 Tahun 1961 
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Gambar 10 
System Pendidikan Nasional tahun 1945-1950 
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Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah 
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kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya 
desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. 
Pada mulanya istilah desentralisasi digunakan dalam keorganisasian yang 
secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan.  
Desentralisasi menurut Rondinelli dalam Abu-Duhou (2002: 11) 
mempunyai empat bentuk yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi 
(pengalihan), dan privatisasi. Pertama, Dekonsentrasi adalah pembagian 
sebagain kewenangan atau tanggungjawab administratif ke tingkat yang 
lebih rendah di bawah departemen dan perwakilan pemerintah pusat, 
pengalihan beban kerja dari pejabat pusat ke staf atau kantor di luar 
ibukota atau pemerintah pusat. Kedua delegasi adalah pelimpahan 
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tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung 
berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Ketiga devolusi 
merupakan transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan 
dan manajemen kepada unit otonomi daerah. Dan keempat privatisasi 
adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-
badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
Keempat bentuk tersebut yang menjadi model desentralisasi di 
Indonesia sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah adalah model devolusi (Munadi, 2008). Dalam Undang Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tersebut desentralisasi diartikan sebagai penyerahan 
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Model ini memiliki konsekuensi tanggung 
jawab atas apa saja yang diputuskan termasuk berimplikasi pada keuangan 
dan manajemen dibebankan pada kabupaten maupun kota. Disinilah 
kabupaten/kota memiliki kewenangan dan tanggungjawab di bidang  
pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, 
kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, 
perdagangan dan industri, penanaman modal, koperasi serta pelayanan 
dasar lainnya.  
Desentralisasi dan pemberian otonomi luas kepada pemerintah 
daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran 
serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan 
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta 
potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
Desentralisasi juga didasarkan pada keinginan untuk menciptakan 
demokrasi, pemerataan, efektifitas dan efisiensi. Implikasi langsung dari 
kebijakan ini adalah bahwa semua kebijakan publik harus lebih banyak 
berasal dari bawah/masyarakat (bottom-up) dan bukan lagi dari atas yaitu 
pemerintah (top-down). Keterlibatan masyarakat, baik sebagai pelaku dan 
KOTAK 
Empat bentuk desentralisasi yaitu; dekonsentrasi, delegasi, devolusi, 
dan privatisasi. 
Rondinelli dalam Abu-Duhou (2002: 11) 
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subyek, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sampai pemanfaatan 
sesuatu yang berkait dengan publik harus demokratis dan sesuai dengan 
kebutuhan warga (Verania & Indrawati, 2000: iii).  
Penyelenggaraan desentralisasi ini mensyaratkan pembagian urusan 
pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian 
urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu 
terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi 
kewenangan Pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut 
menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara 
keseluruhan yang meliputi persoalan politik luar negeri, pertahanan, 
keamanan, moneter dan fiscal nasional, yustisi dan agama. Selain hal 
tersebut juga terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent 
yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau 
bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan 
pemerintah daerah. 
Sedangkan aspek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 
(provinsi) diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi 
sumber daya manusia potensial (UU no 32 tahun 2004 pasal 13:1). Terkait 
dengan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tersebut maka 
pemerintah daerah telah melakukan usaha penataan pendidikan agar 
sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Diantara yang telah 
dilakukan adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang 
secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pendidikan. Perda 
pendidikan tersebut menjadi panduan kebijakan dalam pengelolaan 
pendidikan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel di 
daerah. 
 
Desentralisasi Manajemen Pendidikan Nasional 
Desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat 
keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam 
mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu kepada sistem 
pendidikan nasional. Desentralisasi manajemen pendidikan ini dapat 
diterapkan dalam beberapa tingkat dan struktur organisasi penyelenggara 
pendidikan, mulai dari tingka pusat (nasional), sampai tingkat satuan 
pendidikan. 
Sedangkan tujuan dari desentralisasi manajemen pendidikan ini 
adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen dan 
kepuasan kerja pegawai melalui pemecahan masalah-masalah yang 
berhubungan langsung dengan daerah lokal. 
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Desentralisasi manajemen pendidikan berusaha mengurangi 
campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-
persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan 
oleh unit di tataran bawah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dengan 
demikian nantinya diharapkan dapat memacu pemberdayaan peran unit di 
bawah atau peran rakyat dan masyarakat daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruang lingkup desentralisasi manajemen pendidikan mencakup 
enam hal yaitu (1) Perundang-undangan pendidikan; (2) Stuktur organisasi 
dan kelembagaan pendidikan; (3) Pengembangan kurikulum pendidikan; 
(4) Profesionalisasi tenaga kependidikan; (5) Sarana dan prasarana 
pendidikan; (6) Pembiayaan pendidikan. Keenam hal tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut (Irianto & Saud, 2008:27): 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11 
Ruang Lingkup Desentralisasi Manajemen Pendidikan  
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KOTAK 
Desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang 
dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat keputusan 
manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi 
masalah pendidikan dengan mengacu kepada Sistem Pendidikan 
Nasional. 
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dan produktif. MBS/MBM merupakan paradigm baru dalam manajemen 
pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah/madrasah, dan 
pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. 
Pemberian otonomi agar sekolah/madrasah leluasa mengelola sumber 
daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai dengan 
prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. 
MBS/MBM ini merupakan tuntutan dari diterapkannya kebijakan 
desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah dan nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ganti dari  undang-undang 
nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999) telah membawa perubahan dalam 
berbagai bidang kehidupan termasuk bidang penyelenggaraan 
pendidikan. Undang-undang tersebut memberikan kepada pemerintah 
kebupaten dan atau kota kewenangan dan keleluasaan dalam 
penyelenggaraan seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. 
Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
melahirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi, yaitu kewenangan 
pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan tetap 
mengedepankan pemerintah pusat sebagai central of governence. 
Desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomisasi 
penyelenggaraan pendidikan melahirlah sebuah persepektif  baru dalam 
pengelolaan pendidikan yaitu: Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau 
Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Otonomi bidang pendidikan ini 
secara mikro lebih dikenal dengan otonomi sekolah atau desentralisasi 
pengelolaan sekolah yang berarti pengelolaan pendidikan berdasarkan 
kebutuhan sekolah/masyarakat atau disebut juga dengan local 
management of school. Sekolah-sekolah diberikan kewenangan yang 
penuh dalam merancang kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan 
kebutuhan masyarakat.  
Secara konseptual MBS/MBM dapat diartikan sebagai Sebuah 
model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan 
tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan 
fleksibilitas/keluwesan-keluwesan kepada sekolah, dan mendorong 
partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, 
karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, 
pengusaha, dsb), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 
kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku. 
(Depdiknas, 2007:12). 
Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk 
meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola 
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perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, 
strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh 
pemerintah dan otoritas pendidikan. Pendekatan ini menuntut adanya 
perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah; kepala 
sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua dan 
masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai 
pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan 
sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan 
kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang 
berkualitas/bermutu bagi masyarakat. 
Implementasi konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk 
mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan 
dan fungsi setiap personel sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan 
yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama-sama dengan orang tua 
dan masyarakat, sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala 
prioritas di samping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih 
profesional bagi guru, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
serta keyakinan masyarakat tentang sekolah/pendidikan. Kepala sekolah 
harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili 
berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara 
profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah 
melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan 
menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri 
maupun sekolah lain. 
Dalam konsep MBS/MBM, otonomisasi pengelolaan sekolah 
diberikan secara luas kepada kepala sekolah/madrasah dalam 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, termasuk mengatur dan 
melaksanakan berbagai kebijakan secara luas.  
 
 
 
 
 
 
 
Prinsip MBS/MBM (Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah) 
Ada empat prinsip dalam manajemen berbasis sekolah/Madrasah 
sebagai bentuk implementasi otonomi daerah bidang pendidikan yang 
menjadi landasan dalam menerjemahkan konsep manajemen peningkatan 
KOTAK 
MBS/MBM merupakan bentuk otonomi pendidikan yang memberikan 
otonomi luas kepada sekolah/madrasah dalam rangka efektifitas, 
efisiensi dan produktifitas untuk peningkatan muTu 
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mutu berbasis sekolah sesuai dengan tujuannya, yaitu otonomi, 
fleksibilitas, partisipasi dan inisiatif. (Depdiknas, 2007). 
Prinsip pertama adalah otonomi diartikan sebagai kemandirian yaitu 
kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri (pengelolaan 
mandiri). Dalam hal prinsip pengelolaan mandiri dibedakan dari 
pandangan yang menganggap sekolah hanya sebagai satuan organisasi 
pelaksana yang hanya melaksanakan segala sesuatu berdasarkan 
pengarahan, petunjuk, dan instruksi dari atas atau dari luar. Kemandirian 
dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian 
sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus 
menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang 
berlaku. Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh 
sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang 
terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, 
kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara 
pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang 
efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, 
kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan 
berkolaborasi, serta kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri. 
Prinsip kedua adalah fleksibilitas yang dapat diartikan sebagai 
keluwesan-keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, 
memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal 
mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan keluwesan sekolah 
yang lebih besar, sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu 
arahan dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan, dan 
memberdayakan sumber daya. Dengan prinsip fleksibilitas ini, sekolah 
akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan 
yang dihadapi. Seperti pada prinsip otonomi di atas, prinsip fleksibilitas 
yang dimaksud tetap mengacu pada kebijakan, peraturan dan 
perundangan yang berlaku. Program dan penyusunan RAPBS akan 
berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, bahkan ketika 
alokasi anggaran yang dimiliki sekolah jumlahnya sama, tetapi penekanan 
dan pemilihan prioritas dapat berbeda. Prinsip ini membuka kesempatan 
bagi kreativitas sekolah untuk melakukan upaya-upaya inovatif yang 
diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah, 
terutama proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 
menyenangkan. 
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Prinsip ketiga adalah partisipasi, adalah penciptaan lingkungan yang 
terbuka dan demokratik. Warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan 
masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dan 
sebagainya) didorong untuk terlibat secara langsung dalam 
penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat 
meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa 
jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan 
pendidikan, maka yang bersangku-tan akan mempunyai “rasa memiliki” 
terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan 
bertanggungjawab dan berdedikasi dalam mencapai tujuan sekolah. Makin 
besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki; makin besar rasa 
memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab; dan makin besar rasa 
tanggungjawab, makin besar pula dedikasinya. Pelibatan warga sekolah 
dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas 
kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan 
partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah 
akan mampu menciptakan: (a) keterbukaan (transparansi); (b) kerja sama 
yang kuat; (c) akuntabilitas; dan (d) demokrasi pendidikan. 
Prinsip keempat adalah inisiatif, didasarkan atas konsepsi bahwa 
manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh 
karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, 
dan kemudian dikembangkan. Dengan demikian, lembaga pendidikan 
harus menggunakan pendekatan pengembangan sumber daya manusia 
(human resources development) yang memiliki konotasi dinamis dan 
menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang 
amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Prinsip 
tersebut menunjukkan pentingnya faktor manusia pada efektivitas 
orgnanisasi. Perspektif sumber daya manusia menekankan bahwa orang 
adalah sumber daya berharga di dalam organisasi sehingga butir utama 
manajemen adalah mengembangkan sumber daya manusia di dalam 
sekolah untuk berinisiatif. Berdasarkan perspektif ini, maka MBS/MBM 
bertujuan membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar 
dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. 
 
Tujuan dan Manfaat MBS/MBM (Manajemen Berbasis 
Sekolah/Madrasah) 
Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MBS/MBM 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.  
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Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari keleluasaan yang 
diberikan  untuk mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dan 
penyederhanaan birokrasi. Kemudian. Peningkatan mutu dapat diperoleh, 
antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas 
pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan 
kepala sekolah, berlakunya system intensif serta disintensif. Sedang, 
peningkatan pemerataan bisa diperoleh melalui peningkatan partisipasi 
masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih bisa berkonsentrasi 
pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian 
masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah. 
Diantara manfaat model MBS/MBM adalah memberikan kebebasan 
dan ‘kekuasaan’ yang besar kepada sekolah, yang tentu saja disertai 
dengan seperangkat tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada sekolah 
mengindikasikan sebuah tanggung jawab pengelolaan sumber daya 
pengembangan dan strategi peningkatan mutu yang sesuai dengan 
kondisi setempat. Dengan pola ini juga, sekolah/madrasah dapat lebih 
memperhatikan kesejahteraan guru, sehingga ia lebih dapat 
berkonsentrasi pada tugas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang 
dibebankan kepadanya. 
Pemberian kesempatan kepada sekolah/guru untuk menyusun 
kurikulum; guru dituntut bahkan didorong untuk berinovasi, dengan 
melakukan eksperimentasi-eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. 
Melalui penyusunan kurikulum elektif, rasa tanggap sekolah terhadap 
kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai 
dengan tuntutan peserta didik dan mayarakat sekolah. Adanya control dari 
masyarakat dan monitoring dari pemerintah; pengelolaan sekolah menjadi 
lebih akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan 
monopoli dalam pengelolaan pendidikan. Dengan demikian pola 
pengelolaan pendidikan MBS/MBM merupakan pola pengelolaan 
pendidikan yang mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah  
sebagai pemimpin pendidikan di lembaga pendidikan sekolah. (Mulyasa, 
2002:25-26) 
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Pengertian Organisasi Pendidikan  
Istilah “Organisasi” secara etomologi berasal dari bahasa latin 
“organum” yang berarti “alat”. Sedangka “organize” (bahasa inggris) berarti 
“mengorganisasikan” yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk 
mencapai sesuatu. “Organizing” (pengorganisasian) menunjukkan sebuah 
proses untuk mencapai sesuatu. Organisasi sebagai salah satu fungsi 
manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. 
Gibson at.all (1995: 6) mengartikan organisasi sebagai wadah yang 
memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak 
dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Robbins (1994: 4) 
mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan (entity) sosial yang 
dikordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat 
diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk 
mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sondang P. 
Siagian mengemukakan bahwa organisasi adalah “Setiap bentuk 
persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta 
secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah 
ditentukan  dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang 
disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan”. 
Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa organisasi adalah  “Stuktur 
tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok 
orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk 
bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu”. 
Hoy dan Miskel (2001: 1) menelusuri kajian organisasi dalam tiga 
pandangan, yaitu rational, natural, dan open system. Pandangan rasional 
organisasi merupakan instrument formal yang dibuat untuk mencapai 
tujuan organisasi dan struktur merupakan aspek yang paling penting. 
Pandangan natural, organisasi dipandang sebagai kelompok sosial khusus 
yang bertujuan untuk pertahanan, orang-orang merupakan aspek yang 
paling penting. Sedangkan pandangan open system adalah organisasi 
dipandang sebagai sesuatu yang potensial untuk menggabungkan 
komponen rasional dan natural dalam suatu kerangka dan memberikan 
satu pendangan yang lebih lengkap. 
Beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa organisasi 
adalah sebuah wadah, tempat atau sistem untuk melakukan kegiatan 
bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan 
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Pengorganisasian (organizing) merupakan proses pembentukan 
wadah/sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi 
untuk mencapai tujuan organisasi. 
Jika dikaitkan dengan pendidikan (organisasi pendidikan) adalah 
tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang diinginkan, dan pengorganisasian pendidikan adalah 
sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan 
kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang 
diinginkan. 
Unsur-unsur dasar yang membentuk sebuah organisasi adalah : 
1. Adanya tujuan bersama; organisasi mensyaratkan sesuatu yang 
akan diinginkan, biasanya terrumuskan dalam visi, misi, target dan 
tujuan. Tujuan inilah yang menyatukan berbagai unsur dalam 
organisasi. 
2. Adanya kerjasama dua orang atau lebih; organisasi terbentuk 
karena adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan 
bersama 
3. Adanya pembagian tugas; agar efektifitas dan  efisiensi dalam  
menghasilkan produk dari  organisasi yang dibutuhkan. 
4. Adanya kehendak untuk bekerja sama; anggota organisasi 
mempunyai kemauan/kehendak untuk bekerjasama untuk 
mencapai tujuan bersama.  
 
Tujuan dan Manfaat Organisasi Pendidikan 
Pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar 
aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, 
efisien dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga 
diantara tujuan dan manfaat organisasi pendidikan adalah: 
1. Mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya 
yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. 
2. Terciptanya efektiftas dan efisiensi organisasi dalam rangka 
mencapai tujuan pendidikan. 
3. Dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang 
dimiliki. 
4. Menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. 
 
JENIS-JENIS ORGANISASI  
Organisasi Formal 
Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur 
organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara 
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organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal dimaksudkan 
untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggungjawab kepada 
personil dan membangun hubungan tertentu diantara orang-orang pada 
berbagai kedudukan (Tim Dosen Adpen UPI, 2008: 70). Lembaga 
pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA) merupakan contoh organisasi 
formal. 
Struktur dalam organisasi formal memperlihatkan unsur-unsur 
administrasi sebagai berikut: 
a) Kedudukan. Struktur menggambarkan letak/posisi setiap orang 
dalam organisasi. 
b) Hirarki kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian 
hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam suatu 
organisasi. 
c) Kedudukan garis dan staff. Organisasi garis menegaskan struktur 
pengambilan keputusan, jalan permohonan dan saluran komunikasi 
resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, 
perintah dan petunjuk pelaksana. 
 
Bentuk/skema struktur organisasi formal dapat berbentuk 
pyramidal, mendatar, atau melingkar. Gambar-gambar di bawah ini adalah 
contoh skema struktur organisasi: 
 
 
 
Gambar 12 
Struktur Organisasi Piramidal 
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Gambar 13 
Struktur Organisasi Mendatar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14 
Struktur Organisasi Melingkar 
 
Organisasi Informal 
Sulit mendefinisikan organisasi informal, akan tetapi keberadaan 
dan karakteristiknya sangat akrab ditengah-tengah masyarakat kita. 
Karakteristik organisasi informal ini adalah adanya norma perilaku, tekanan 
untuk menyesuaikan diri, dan adanya kepemimpinan informal (Sutisna, 
1993: 221). 
Norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi 
perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah 
kesepakatan sosial, sehingga sangsinya pun sangsi sosial. Norma perilaku 
dalam organisasi informal tidak tertulis sebagaimana organisasi formal, 
akan tetapi menjadi kesepakatan bersama diantara orang-orang atau 
anggota kelompok/ organisasi. 
Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang 
akan bergabung dengan suatu kelompok informal. Tergabungnya 
 
 
 
 
 
BAGIAN TIGA:  
PENGORGANISASIAN PENDIDIKAN  
 
5 
 
seseorang dalam kelompok informal bukan semata-mata fisik, akan tetapi 
melibatkan sosio-emosionalnya, sehingga menjadi satu kesatuan dan 
saling memiliki diantara anggota. 
Kepemimpinan informal dalam organisasi informal menjadi salah 
satu komponen yang sangat kuat mempengaruhi orang-orang di dalam 
organisasi, bahkan dimungkinkan melebihi kepemimpinan dalam 
organisasi formal. Pemimpin informal muncul dari kelompok dan 
membimbing serta mengarahkan melalui persuasi dan pengaruh. 
Kepemimpinan semacam ini dapat dilihat dalam kepemimpinan adat suku 
tertentu, kelompok, agama dan lain-lain. 
 
Budaya Organisasi 
Pengertian Budaya Organisasi 
Budaya organisasi telah banyak didefinisikan oleh para pakar 
manajemen/organisasi. Berikut ini adalah beberapa definisi tentang 
budaya organisasi. Stephen P. Robbins mengemukakan bahwa 
“Organizational culture is a common perception held by the organization’s 
members, a sistem of shared meaning”. Keith Davis mengemukakan 
“Organizational culture is the set of assumptions, beliefs, values and norms 
that is shared among members”. Hodge and William P. Anthony 
mengemukakan “Organizational culture is the mix of values, beliefs, 
assumptions, meaning, and expections, that members of a particular 
organization, group or sub group hold in common and that they use as 
behavior and problem-solving guides”. Micheal Amstrong mengemukakan 
bahwa budaya organisasi adalah “pola sikap, keyakinan, asumsi dan 
harapan yang dimiliki bersama, yang mungkin tidak dicatat, tetapi 
membentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berinteraksi 
dalam organisasi dan mendukung bagaimana hal-hal dilakukan”. 
Beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa budaya organisasi 
merupakan pola nilai-nilai, kepercayaan, asumsi-asumsi, sikap-sikap dan 
kebiasaan-kebiasaan seseorang atau kelompok manusia yang 
mempengaruhi perilaku kerja dan cara bekerja dalam organisasi. Dalam 
pengertian lain juga dapat dikatakan bahwa budaya organisasi adalah 
sebuah sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu 
organisasi yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan norma-norma 
perilaku organisasi. Davis (1984) menyatakan bahwa budaya organisasi 
merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai 
dan dipraktekkan organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti 
tersendiri dan menjadi dasar  aturan berperilaku dalam organisasi. 
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Budaya diyakini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 
organisasi. Budaya dapat dipikirkan sebagai persepsi yang tidak 
terwujudkan dimana secara umum hal tersebut diterima oleh suatu 
kelompok tertentu. Konsep dari budaya organisasi ini adalah sebuah 
persepsi bawah sadar bagi para anggota organisasi. Persepsi ini meliputi 
kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai-nilai yang dapat berpengaruh 
terhadap kinerja organiasasi. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fungsi Budaya Organisasi 
Budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi dianataranya adalah 
(1) Memberikan identitas organisasi kepada anggotanya, (2) Memudahkan 
komitmen kolektif (3) Mempromosikan stabilitas sistem sosial dan (4). 
Membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan 
keberadaannya. Keempat fungsi ini dapat digambarkan pada bagan 
berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15 
Fungsi Budaya Organisasi 
 
Tipe Budaya Organisasi 
Noe dan Mondy (1996: 237) membedakan tipe budaya organisasi 
dalam dua kelompok, yaitu:  
1) Open and participative culture, dan  
Identitas 
Organisasi 
 
Stabilitas 
Sistem 
Membentuk 
perilaku 
Komitmen 
Kolektif 
Budaya 
Organisai 
 
KOTAK 
budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi 
yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh sebuah organisasi sehingga 
dapat memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar  aturan berperilaku 
dalam organisasi. 
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2) Closed and autocratic culture.  
 
Open and participative culture ditandai oleh adanya kepercayaan 
terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif 
dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya 
otonomi pekerja, sharing informasi dan pencapaian tujuan yang output-
nya tinggi.  
Closed and autocratic culture ditandai oleh pencapaian tujuan 
output yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan 
dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang otokrasi dan 
kuat. Semakin besar rigiditas dalam budaya ini, yang merupakan hasil 
kepatuhan yang ketat terhadap suatu mata rantai komando formal, 
semakin sempit pula rentang manajemen dan akuntabilitas individual. 
Selain itu, karakteristik ini lebih menekankan pada individual daripada 
teamwork. 
Deal dan Kennedy (1982: 330) mengemukakan empat jenis budaya 
perusahaan.  
(1) Macho culture. Perusahaan yang menganut budaya ini 
anggotanya harus berani mengambil risiko yang tinggi dan akan segera 
menerima umpan dari manajemen mengenai tindakannya. Tampaknya 
budaya ini menimbulkan persaingan internal dan menganggap konflik 
internal sesuatu yang wajar.  
(2) Work hard–play hard. Budaya perusahaan ini ditandai oleh risiko 
rendah dan umpan balik yang cepat namun budaya ini menekankan pada 
“keriangan” dalam bekerja serta lebih berorientasi pada masa kini.  
(3) Bet–your–company. Budaya ini cenderung dianut perusahaan 
yang berada pada risiko tinggi namun umpan balik terhadap pekerjaan 
biasanya relatif sama. Perusahaan minyak merupakan salah satu contoh 
organisasi yang mungkin cocok dengan budaya ini. Budaya ini menghargai 
kewenangan, kompetensi teknis, kerja sama dan tahan stress.  
(4) Process culture. Budaya ini tercermin pada risiko rendah dan 
umpan balik lambat. Nilai-nilai yang dianut adalah protektif, dan 
keberhati-hatian. Perusahaan asuransi banyak menganut budaya ini. 
Harrison (1972) dalam Poespadibrata (1983: 222) membedakan 
empat orientasi budaya organisasi yang terpisah dan bertentangan satu 
sama lain, yaitu; 
1) Orientasi kekuasaan (power orientation),  
2) Orientasi peran (role orientation),  
3) Orientasi tugas (task orientation), dan  
4) Orientasi person (person orientation). 
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Orientasi kekuasaan.  Budaya ini menekankan kepada bagaimana 
lingkungan eksternal dikuasai dan ditundukkan dan dicirikan oleh norma-
norma: bersaing untuk menjaga wilayah kekuasaannya, berusaha 
memperluas kekuasaannya dengan merugikan orang lain, membeli dan 
menjual organisasi dan atau orang seperti barang komoditi, tidak 
memperdulikan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan anggota, hukum 
rimba masih berlaku, mengejar keuntungan pribadi diantara para eksekutif 
organisasi. 
Budaya organisasi yang berorientasi kekuasaan memiliki beberapa 
kelemahan. Pertama, tidak adaptif terhadap lingkungan yang 
perubahannya sangat dinamis dan menuntut respons yang fleksibel. Hal ini 
antara lain disebabkan oleh keputusan yang diambil pada tingkat top 
management harus disalurkan melalui hirarki organisasi untuk menjaring 
informasi yang “tidak sesuai”. Proses penyaringan informasi itu, biasanya 
akan memperlambat respons organisasi pada perubahan lingkungan yang 
sangat cepat. Dapat juga terjadi “pemutarbalikan” informasi untuk 
kepentingan pribadi. Kedua, biasanya hanya sejumlah kecil anggota 
organisasi yang agresiflah yang mendapat kesempatan untuk 
mengembangkan kariernya ke tingkat yang paling tinggi. Ketiga, tidak 
memberikan peluang kepada para anggota lainnya untuk 
mengembangkan dan memanfaatkan kontribusi internal, inisiatif atas 
dasar pertimbangan anggota itu sendiri. Keempat, pada saat organisasi 
semakin besar dan kompleks, biasanya pengendalian dari pimpinan 
tertinggi akan semakin sulit. 
Di samping memiliki kekurangan, budaya organisasi yang 
berorientasi kekuasaan juga memiliki beberapa kelebihan. Pertama, 
struktur dan proses pengambilan keputusan  pada organisasi semacam ini, 
biasanya sangat efektif  bagi pemecahan masalah yang menuntut 
keputusan segera dan berisiko tinggi. Dalam situasi seperti itu, biasanya 
pula akan muncul pemimpin-pemimpin agresif dan dapat memimpin 
organisasi dalam lingkungan yang penuh risiko dan persaingan tinggi. 
Kedua, jika permasalahan yang muncul dapat dipecahkan oleh satu atau 
sekelompok kecil orang di pucuk pimpinan, maka budaya yang 
berorientasi kekuasaan akan berjalan lancar. Ketiga, dapat berfungsi efektif 
bagi para anggota organisasi yang hanya sekedar ingin hidup dan 
mengutamakan keselamatan.   
Orientasi peran. Budaya organisasi semacam ini sering disebut juga 
sebagai budaya birokrasi yang merupakan reaksi terhadap budaya yang 
berorientasi kekuasaan. Orientasi budaya ini ditandai antara lain oleh 
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persaingan dan konflik diatur atau diganti oleh kesepakatan atau 
perjanjian; adanya peraturan dan prosedur; hak dan kewajiban diberikan 
dan ditaati secara cermat; keterikatan yang besar pada 
hierarki/status/kedudukan diubah menjadi keterikatan pada keabsahan 
kewenangan dan peraturan; kemantapan dan kehormatan sering dinilai 
setara dengan kemampuan; respons yang benar cenderung lebih dihargai 
dari pada respons yang efektif; prosedur untuk perubahan cenderung 
tidak praktis dan lambat untuk menyesuaikan dengan perubahan 
lingkungan. Dengan demikian, esensi budaya semacam ini didasarkan 
kepada keinginan untuk berpikir secara rasional dan setertib mungkin atas 
dasar hukum, keabsahan, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Implikasinya, tidak ada pilihan bagi anggota 
organisasi, khalayak atau klien ketika berhubungan dengan organisasi 
semacam ini. Contoh fenomena budaya semacam ini dapat dijumpai pada 
organisasi-organisasi perbankan, asuransi dan organisasi-organisasi non 
profit. 
Terdapat beberapa kelemahan budaya berorientasi peran. Pertama, 
sebagaimana halnya budaya orientasi kekuasaan, budaya orientasi peran 
juga dipandang tidak fleksibel dalam mengantisipasi perubahan 
lingkungan. Alasannya bahwa ketertiban, keteraturan, kemantapan dan 
keamanan (prosedur) yang merupakan nilai-nilai yang dianut dalam 
orientasi budaya peran, lebih diandalkan sehingga secara otomatis akan 
melahirkan peran-peran dan struktur yang kaku dan hubungan birokratis. 
Akibatnya akan terbentuk stabilitas yang kaku sehingga para pemimpin 
yang memiliki kekuasaan pun tidak akan berdaya untuk menghasilkan 
perubahan yang dibutuhkan dengan cepat. Kedua, kurang mampu 
beradaptasi dalam menghadapi ancaman yang mendadak dan meningkat, 
akibat terlalu mengandalkan prosedur operasional yang sudah mapan.  
Sedangkan kelebihan dari budaya berorientasi peran adalah 
pertama, sangat efektif untuk organisasi yang sudah besar dan kompleks. 
Kedua, memudahkan pimpinan tertinggi untuk melakukan pengendalian 
secara efektif. Ketiga, memberikan pedoman kerja yang jelas berupa 
peraturan dan prosedur, yang memberikan kemungkinan terbentuknya 
integrasi internal tanpa intervensi aktif dari pimpinan tertinggi. 
Orientasi tugas. Budaya organisasi semacam ini didasarkan kepada 
asumsi bahwa pencapaian tujuan yang paling tinggi (super ordinate goals) 
merupakan prioritas utama dan dinilai tinggi. Karena itu, struktur 
organisasi, fungsi dan kegiatan selalu dinilai berdasarkan signifikansinya 
terhadap pencapaian tujuan yang gradasinya paling tinggi. Budaya 
semacam ini antara lain ditandai oleh tidak ada yang boleh menghalangi 
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penyelesaian tugas dalam rangka pencapaian tujuan; mekanisme 
organisasi (peraturan, struktur, prosedur) yang tidak efektif bagi 
pemecahan masalah selalu diubah untuk memenuhi kebutuhan akan tugas 
dan fungsi yang dijalankan; wewenang dianggap sah hanya jika didasarkan 
pada pengetahuan dan kompetensi yang tepat; tidak ada sifat kompetitif 
yang melekat pada budaya orientasi tugas; fleksibilitas organisasi sangat 
tinggi  dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan; pencapaian 
tujuan dan kesamaan nilai-nilai yang dianut selalu menjadi acuan dalam 
setiap proses kerjasama.  
Budaya semacam ini biasanya akan cocok bila dihadapkan kepada 
lingkungan yang tidak hanya kompleks dan dinamis tetapi perubahannya 
sangat cepat. Strategi yang diterapkan biasanya dengan cara membentuk 
satuan-satuan tugas atau tim-tim kecil yang terdiri atas para ahli yang 
kompeten dalam bidangnya masing-masing. Satuan tugas atau tim yang 
dibentuk tidak bersifat permanen melainkan bergantung kepada 
kebutuhan. Karena itu, ketika satuan tugas sudah selesai menjalankan 
misinya, biasanya satuan tugas tersebut dibubarkan dan para anggotanya 
bergabung dengan satuan-satuan tugas yang baru untuk memecahkan 
masalah-masalah yang baru pula. Persoalan yang dihadapi budaya 
organisasi berorientasi peran biasanya terlalu mengandalkan komitmen 
penuh dari para anggota organisasi di semua jenjang organisasi. 
Kelebihan dari orientasi budaya tugas antara lain, pertama, sangat  
fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang 
kompleks dan cepat. Kedua, menciptakan sistem pengendalian yang 
lentur, sehingga memudahkan peralihan dengan cepat bila sumber daya 
yang berbeda diperlukan atas dasar masalah-masalah eksternal. 
Sedangkan kelemahannya adalah pertama, mengandalkan komitmen 
penuh dari para anggota organisasi di semua tingkatan, sehingga 
terkadang memerlukan waktu yang lama untuk merespon suatu 
perubahan. Kedua, sulit membina kohesi internal, akibat oleh sifat 
kesementaraan dari satuan-satuan tugas atau tim yang dibentuk. 
Sementara itu, kohesi internal memerlukan koordinasi kegiatan dan 
struktur yang berkesinambungan dan stabil. 
Secara umum budaya yang berorientasi tugas ini akan mudah 
ditemukan pada organisasi-organisasi kecil, dimana para anggotanya 
terhimpun karena adanya nilai, tugas, atau tujuan bersama. Sedangkan 
pada organisasi besar yang berteknologi tinggi biasanya banyak 
ditemukan pada organisasi-organisasi industri (manufaktur). 
Orientasi orang. Orientasi budaya ini didasarkan kepada asumsi 
bahwa organisasi dipandang atau dinilai sebagai sarana bagi para 
BAGIAN TIGA:  
PENGORGANISASIAN PENDIDIKAN  
 
11 
 
anggotanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang tak 
dapat dipenuhi jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Karena itu, dapat 
dikatakan bahwa keberadaannya dibentuk secara khusus untuk orang-
orang dengan motif dan kebutuhan akan kemandirian yang mampu 
mengekspresikan dirinya sendiri. Kebutuhan-kebutuhan pribadi biasanya 
akan terpenuhi dalam organisasi yang orientasi budayanya pada person. 
Ciri budaya organisasi yang berorientasi pada person ditandai oleh: 
kewenangan bila diperlukan dapat diserahkan kepada seseorang selama 
dinilai cakap dan ahli untuk menjalankan kewenangannya, sebagai 
gantinya para anggota diharapkan akan saling mempengaruhi lewat 
keteladanan, sikap saling menolong dan kepedulian; metode musyawarah 
untuk mufakat lebih disukai dalam pengambilan keputusan. Secara umum, 
para anggota organisasi tidak diharapkan melakukan hal-hal yang 
bertentangan dengan tujuan dan nilai mereka sendiri; aturan diberlakukan 
atas dasar kesukaan pribadi dan kebutuhan untuk belajar dan 
berkembang; beban tugas yang tidak memberikan imbalan dan tak 
menyenangkan ditanggung bersama.  
Organisasi yang berorientasi pada budaya semacam ini, pada 
kenyataannya sangat jarang. Kalaupun ada, biasanya muncul dalam bentuk 
biro-biro konsultan atau bantuan yang relatif kecil dan biasanya bergerak 
di bidang arsitektur, hukum, dan sosial.  Kelebihan organisasi yang 
berorientasi person diantaranya: pertama, mampu beradaptasi terhadap 
dinamika perubahan. Mengingat struktur  pada organisasi budaya seperti 
ini memiliki struktur yang lentur dan jalur komunikasi serta pengendalian 
yang pendek. Kedua, para anggota organisasi cenderung mempunyai 
komitmen dan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap organisasi. 
Sedangkan kelemahannya biasanya kesulitan dalam mengerahkan dan 
mengarahkan kegiatan para anggotanya secara bersama-sama untuk 
menghadapi risiko.   
 
Pembentukan Budaya Organisasi 
Budaya organisasi hakekatnya adalah fenomena kelompok, oleh 
karenannya terbentuknya budaya organisasi tidak dapat lepas dari 
dukungan kelompok dan terbentuk dalam waktu yang lama. Pembentukan 
budaya organisasi juga melibatkan leader/tokoh (top manager) yang 
secara ketat menerapkan visi, misi dan nilai-nilai organisasi kepada para 
bawahannya, sehingga dalam waktu tertentu menjadi kebiasaan dan 
dijadikan acuan oleh seluruh anggotanya untuk bertindak dan berperilaku.  
Pembentukan budaya menurut Stephen P. Robbins (1996: 302) 
digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 16 
Terbentuknya Budaya Organisasi (Robbins,  Perilaku Organisasi II 1996: 
302). 
 
Dari gambar tersebut terlihat jelas filsafat organisasi dimana pendiri 
memiliki asumsi, persepsi, dan nilai-nilai yang harus diseleksi terlebih dulu. 
Hasil seleksi tersebut akan dimunculkan ke permukaan yang nantinya akan 
menjadi karakteristik budaya organisasi. 
Sondang Siagian (2002:28) menggambarkan proses terbentuknya 
budaya organisasi sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17 
Terbentuknya Budaya Organisasi (Siagian, 2002:28) 
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Bagan tersebut dapat  terlihat hal-hal sebagai berikut: Pertama, 
kultur organisasi pada mulanya terbentuk berdasarkan filosofi yang dianut 
oleh para pendiri organisasi. Filosofi seseorang dipengaruhi oleh  banyak 
faktor seperti orientasi hidupnya, latar belakang sosialnya, lingkungan 
dimana ia dibesarkan serta jenis dan tingkat pendidikan formal yang 
pernah ditempuhnya. 
Kedua, berhasil tidaknya organisasi mempertahankan dan 
melanjutkan eksistensinya sangat tergantung pada tepat tidaknya strategi 
organisasi tersebut. Ketiga, pada gilirannya strategi organisasi ditambah 
dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti besarnya organisasi, 
teknologi yang digunakan, sifat lingkungan, pandangan tentang pola 
pengambilan keputusan dan sifat pekerjaan. 
Keempat, kiranya masih relevan untuk menekankan bahwa karena 
pesatnya perkembangan teknologi yang berdampak kuat terhadap 
berbagai bidang kehidupan, kebijaksanaan manajemen tentang bentuk 
dan jenis teknologi yang akan dimanfaatkan mempunyai arti penting 
dalam kultur organisasi. 
Kelima, aspek manajerial dan organisasional kultur organisasi 
ditumbuhkan dan dipelihara sedemikian rupa sehingga menjadi 
operasional mekanisme untuk penumbuhsuburan melalui proses 
sosialisasi. 
 
Strategi Memperkuat Organisasi  
Sebuah organisasi membutuhkan kualitas dan integritas, sebab 
dengan kualitas dan integritas tinggi organisasi akan mampu bertahan dan 
meraih kesuksesan serta kualitasnya. Integritas yang terdapat di dalam 
organisasi sangat tergantung pada solidaritas para anggotannya. 
Solidaritas ini menunjuk pada suatu keadaan hubungan antar individu atau 
kelompok yang didasarkan pada perasaan moral atau kepercayaan yang 
dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. 
Ikatan ini lebih mendasar dibandingkan dengan hubungan kontraktual 
yang dibuat atas dasar hubungan rasional. Durkheim dalam bukunya 
Division of labor in society membagi solidaritas menjadi dua bagian, yaitu 
solidaritas mekanik dan solidaritas organik.  
 
Solidaritas Mekanik 
Ciri khas solidaritas mekanik didasarkan pada tingkat homogenitas 
tinggi dalam kepercayaan dan sentimen (perasaan) yang sama pada 
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organisasi sebagai suatu sistem dalam bekerja sama. Dalam hal ini 
Durkheim (1964: 79) menyebutkan :  
 
The totality of beliefs and sentiments common to average citizens 
of the society forms a determinate system that has its own life. One 
way to call is the collective of common conscience. 
 
Bagi organisasi yang hanya mengenal solidaritas mekanik, jenis-jenis 
pekerjaan dilakukan bersama-sama. Akibatnya tidak ada pembagian kerja 
secara utuh. Setiap individu di organisasi melakukan pekerjaan bersama-
sama tanpa memiliki spesialisasi yang jelas. Sehingga keadaan demikian 
merupakan kelemahan solidaritas mekanik yang berpengaruh terhadap 
kualitas hasil akhir pekerjaan. Bila terjadi kegagalan, maka individu dalam 
organisasi tidak ada yang bertanggung jawab, karena pekerjaan dilakukan 
bersama. Hal ini dapat mengakibatkan adanya saling lempar kesalahan. 
Begitu pula halnya apabila salah seorang pekerja tidak hadir, maka situasi 
kerja tidak akan terganggu. Karena individu yang terlibat dalam pekerjaaan 
satu sama lain lepas dari ikatan, tanggung jawab pekerjaan dan tidak ada 
saling ketergantungan. 
 
 
 
 
 
 
 
Solidaritas Organik 
Lawan dari solidaritas mekanik adalah solidaritas organik yang 
muncul dengan adanya pembagian kerja yang tegas, dimana setiap 
individu dalam organisasi yang terlibat dalam penyelesaian suatu 
pekerjaan akan memegang wewenang dan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya. Ciri khas solidaritas organik di dasarkan pada saling 
ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah 
sebagaimana bertambahnya spesialisasi pekerjaan dalam pembagian kerja. 
Hal ini juga dapat memunculkan gairah kerja sebagai akibat bertambahnya 
pekerjaan, yang kemudian akan dapat meningkatkan kualitas kerja serta 
hasil akhirnya. Durkheim lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam suatu 
organisasi yang mengalami kemajuan akan terdapat ketergantungan pada 
setiap individu dalam organisasi yang bersangkutan. Misalnya, dalam suatu 
perusahaan akan memiliki struktur organisasi, di mana setiap individu akan 
KOTAK 
Solidaritas mekanik merupakan solidaritas yang didasarkan pada hubungan mekanis 
antara angota organisasi, tidak adanya pembagian tugas, dan pekerjaan dilakukan 
secara bersama-sama. Seperti gotong royong 
BAGIAN TIGA:  
PENGORGANISASIAN PENDIDIKAN  
 
15 
 
memegang pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing sebagai 
spesialisasi. Perusahaan/organisasi yang memiliki struktur dengan 
spesialisasi yang jelas akan menyebabkan terjadinya saling ketergantungan 
satu sama lain, sehingga sistem organisasi akan membentuk solidaritas 
menyeluruh. Hal ini disebut solidaritas organik. Selanjutnya Durkheim 
(1964: 172) mengatakan : 
“This is not to say, however the common conscience is threatened with 
total disappearence. Only if more and more comes to consist of very 
general and very indeterminate ways of thinking and feeling, which 
leave an open place for a growing multitude of individual differences. 
There is even a place where it is strengthened and made precise: that is 
the way in which it regards the individual. As all the other beliefs and 
all the other practices take on a character less and less religious, the 
individual becomes the objects of a sort of religion. We erect a cult in 
behalf of personal dignity that, as every strong cult, already has its 
superstitions.” 
Munculnya solidaritas organik disebabkan oleh pengaruh yang terus 
menerus berlangsung dari melemahnya kesadaran organisasi kolektif, 
sehingga menumbuhkan sikap individualisme yang ditandai dengan 
adanya ketergantungan yang semakin tinggi atau munculnya 
heterogenitas pekerjaan. Dalam organisasi yang sederhana, kesadaran 
kolektif lebih ditekankan pada tingkat homogenitas yang tinggi, di mana 
segala aspek kegiatan pekerjaan dalam organisasi dilakukan secara 
bersama-sama, sehingga setiap individu yang terdapat di dalamnya 
menganggap dirinya sebagai satu kesatuan. Tabel berikut ini menunjukkan 
perbedaan organisasi yang memiliki solidaritas mekanik dengan organisasi 
yang menggunakan solidaritas organik :  
 
Tabel 9 
Perbedaan Organisasi Atas Dasar Solidaritas 
No. Solidaritas Mekanik Solidaritas Organik 
1 Pembagian kerja rendah Pembagian kerja tinggi 
2 Kesadaran kolektif kuat Kesadaran kolektif lemah 
3 Hukum represif dominan Hukum restritutif (memulihkan) 
dominan 
4 Individualitas rendah Individualitas tinggi 
5 Konsensus terhadap pola-pola 
normatif penting 
Konsensus terhadap nilai-nilai 
abstrak dan umum penting 
6 Keterlibatan organisasi dan setiap 
individu di dalamnya berperan dalam 
Badan-badan atau kontrol sosial 
menghukum pekerja yang 
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menghukum pekerja yang 
menyimpang 
menyimpang 
7 Ketergantungan dalam pekerjaan 
rendah 
Ketergantungan dalam pekerjaan 
tinggi 
8 Bersifat agraris pedesaan Bersifat industri perkotaan 
 
Organisasi yang menggunakan solidaritas mekanik banyak terdapat 
dalam berbagai kehidupan yang secara umum yaitu dalam bentuk gotong 
royong. Usaha kerajinan yang berada di pedesaan, di mana para pekerja 
tidak didasarkan pada keahlian di bidang masing-masing tetapi bersama-
sama membuat barang dan menjualnya merupakan contoh lain dari 
organisasi dengan solidaritas mekanik. Keterampilan didapatkan para 
pekerja sebagai hasil berlatih atau magang di perusahaan tradisional 
tersebut, begitu pula kualitas pekerja dan hasilnya tergantung pada yang 
bersangkutan. Kelemahan dari bentuk organisasi seperti ini adalah 
integrasi untuk mengembangkan organisasi usaha ke arah yang lebih 
besar sulit dilakukan mengingat modal yang terbatas dan sumber daya 
yang akan membentuk organisasi baru terlepas dari bentuk lama sulit, 
sehingga integrasi organisasi sangat lemah sekali. 
 
 
 
 
 
 
Organisasi usaha yang menggunakan solidaritas mekanik dapat 
berubah menjadi organisasi yang menggunakan solidaritas organik, 
manakala pembagian kerja mulai nampak, sehingga memunculkan 
ketergantungan di antara para pekerja. Produk dihasilkan sebagai hasil 
dari proses dan setiap pekerja mendapatkan pelatihan khusus untuk 
bekerja pada bidangnya. Sehingga kualitas pekerja dan kualitas barang 
yang dihasilkan akan terus terawasi. Apabila salah satu pekerja tidak hadir 
maka pekerjaan akan menjadi terganggu. Hal ini menunjukkan adanya 
pembagian kerja dari struktur organisasi tersebut. 
 
Tim Kerja dalam Oganisasi 
Maksud tim kerja disini adalah kelompok kerja (task force) yang 
bekerja guna tercapainya tujuan organisasi. Tim kerja  adalah kupulan dari 
individu-individu dengan keahlian spesifik yang bekerja sama dan 
berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. 
KOTAK 
Solidaritas organik merupakan solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja dan 
tanggungjawab yang jelas antar anggota organisasi. Seperti perusahaan, dan organisasi 
pemerintah 
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Yaslis Ilyas (2003: 1) menjelaskan bahwa inti dari tim kerja terdiri dari 
tiga komponen penting yaitu komitmen bersama, saling percaya, dan 
saling menghormati. Ketiga faktor utama inilah yang membuat sebuah tim 
kerja sangat kuat (powerful) bila dibandingkan dengan masing-masing 
anggota yang berkerja secara mandiri. “bersatu kita teguh bercerai kita 
runtuh” merupakan pepatah yang menjadi spirit dan nilai dasar dari 
pembangunan tim kerja dalam organisasi.  
Tim kerja berbeda dari sekedar kelompok kerja tradisional. Pada tim 
kerja dituntut akuntabilitas, baik secara individual maupun kelompok. 
Inilah yang membuat tim kerja dapat tampil lebih baik dibandingkan satu 
orang yang paling baik sekalipun. 
Pengembangan tim kerja menurut Belbin dalam Ilyas (2003: 3) 
umumnya melalui empat proses yaitu pembentukan, perselisihan, 
penetapan nilai, dan kinerja. Pertama tahap pembentukan. Pada tahap ini 
pemimpin dan anggota tim berupaya untuk menyesuaikan tujuan individu 
dengan tujuan bersama. Setiap anggota tim kerja berusaha mengenal 
tugas masing-masing dan bagaimana kaitannya dengan pekerjaan dan 
tugas anggota lain. Setiap fungsi dan tugas seorang anggota adalah 
bagian tak terpisahkan dari fungsi dan tugas anggota lain. Dengan 
demikian secara alamiah terbentuklah keterikatan dan persatuan antara 
anggota tim kerja. 
Kedua tahap perselisihan. Pada tahap ini akan terjadi situasi yang 
sangat krusial dari suatu pengembangan tim. Hal ini disebabkan oleh 
berbagai faktor seperti; perbedaan budaya, perilaku, ambiguitas terhadap 
peran, komunikasi yang buruk, kurang trampil, pengambilan keputusan 
yang tidak efektif dan tidak difahami, kepemimpinan yang buruk, dan 
penghargaan dan imbalan yang kurang. Pada kondisi ini, peran pemimpin 
untuk mengelola dan menyelesaikan konflik harus baik, dan anggota 
kelompok harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk menyelesaikan 
konflik agar tujuan tim yang lebih besar dapat diwujudkan. Setiap anggota 
perlu menyesuaikan diri dengan norma yang akan dikembangkan oleh tim, 
dan setiap anggota bersedia membatasi kemerdekaan individu demi 
kesuksesan tim kerja. 
Ketiga tahap penetapan nilai. Pada tahap ini perenungan kembali 
terhadap impian tim perlu dilakukan oleh setiap anggota kelompok kerja. 
Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan refleksi bersama atas visi, misi 
dan tujuan bersama dalam organisasi. Setiap pendapat, usulan, 
pertanyaan, dan kritikan harus disampaikan secara jujur dan terbuka 
kemudian dibahas untuk mendapatkan solusi dan komitmen bersama. 
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Keempat tahap kinerja. Pada tahap ini komponen penting adalah 
komitmen bersama, saling percaya, dan saling menghormati. Komponen-
komponen ini menjadi ruh bagi tim untuk melaksanakan tugas dalam 
kinerja tim. Pada tahap ini semua anggota tim akan melihat bahwa mereka 
ada di jalur yang benar untuk mewujudkan impian bersama, semangat 
tolong menolong di antara anggota merupakan unsur penting dalam 
menghasilkan sinergitas kinerja tim.  
 
Organisasi Penyelenggara Pendidikan Nasional 
Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terorganisir 
sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:  
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BAGIAN EMPAT 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN 
 
Pengertian Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata ”leadership” yang 
berasal dari kata “leader”. Pemimpin (leader) adalah orang yang 
memimpin, sedangkan pimpinan merupakan jabatannya. Dalam 
pengertian lain, secara etimologi istilah kepemimpinan berasal dari kata 
dasar ”pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari ”pimpin” lahirlah 
kata kerja ”memimpin” yang artinya membimbing dan menuntun (Pramuji, 
1995: 5).  
Kepemimpinan mempunyai arti yang sangat beragam, bahkan 
dikatakan bahwa definisi kepemimpinan sama banyak dengan orang yang 
berusaha mendefinisikannya. Para peneliti biasanya mendefinisikan 
kepemimpinan sesuai dengan perspektif individual dan aspek dari 
fenomena yang paling menarik perhatian mereka. Kepemimpinan telah 
didefinisikan dalam kaitannya dengan ciri-ciri individual, perilaku, 
pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan peran, 
tempatnya pada suatu posisi administrasi, serta persepsi oleh orang lain 
mengenai keabsahan dari pengaruh (Yukl, 1998:2). Berikut ini adalah 
beberapa definisi mengenai kepemimpinan. 
Menurut Robbins (1991), kepemimpinan adalah kemampuan untuk 
mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan 
sasaran. Sumber dari pengaruh dapat diperoleh secara formal yaitu 
dengan menduduki suatu jabatan manajerial yang didudukinya dalam 
suatu organisasi. 
Fiedler (1993: 365) berpendapat, “leader as the individual in the 
group given the task of directing and coordinating task relevant group 
activities.” Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa seorang 
pemimpin adalah anggota kelompok yang memiliki kemampuan untuk 
mengarahkan dan mengkoordinasikan kinerja dalam rangka mencapai 
tujuan. Fiedler dalam hal ini lebih menekankan pada “directing and 
coordinating”. 
Kotter (1997: 31) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah 
seperangkat proses yang terutama ditujukan untuk menciptakan 
organisasi atau menyesuaikannya terhadap keadaan-keadaan yang jauh 
berubah. Kepemimpinan menentukan seperti apa seharusnya masa depan 
itu, mengarahkan kepada visi, dan memberikan inspirasi untuk 
mewujudkannya. Menurut Robbins (1993: 365) “leadership as the ability to 
influence a group toward the achievement of goals.” Kepemimpinan adalah 
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kemampuan mempengaruhi orang-orang ke arah pencapaian tujuan 
organisasi. Sedangkan menurut Yukl (2001: 7)  “leadership is the process of 
influencing others to understand and agree about what needs to be done 
and how it can be done effectively, and the process of facilitating individual 
and collective efforts to accomplish the shared objectives.” Kepemimpinan 
adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan 
setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu 
dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu 
dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.  
Locke (1997) melukiskan kepemimpinan sebagai suatu proses 
membujuk (inducing) orang lain menuju sasaran bersama. Definisi ini 
mencakup tiga hal, pertama kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi 
(relational concept). Kepemimpinan hanya ada dalam proses relasi dengan 
orang lain (para pengikut). Apabila tidak ada pengikut, maka tidak ada 
pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin 
yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan 
berrelasi dengan para pengikut mereka. Kedua, kepemimpinan merupakan 
suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu. 
Seperti telah diobservasi oleh John Gardner (1986-1988) kepemimpinan 
lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas. Kendati posisi otoritas yang 
diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, namun 
sekedar menduduki posisi itu tidak menandai seseorang untuk menjadi 
pemimpin. Ketiga, kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk 
mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikutnya melalui berbagai 
cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model 
(menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, 
restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan visi. 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian kepemimpinan 
(leadership) adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, 
memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membina, 
membimbing, melatih, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan 
menghukum (kalau perlu) dengan maksud agar manusia sebagai bagian 
dari organisasi mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan dirinya sendiri 
Kotak  
Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan untuk menggerakkan, 
mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membina, 
membimbing, melatih, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum 
seluruh sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif 
dan efisien. 
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maupun organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian ini menunjukkan 
bahwa dalam kepemimpinan terdapat tiga unsur yaitu pemimpin (leader), 
anggota (followers), dan situasi (situation). 
Dalam konteks lembaga pendidikan, peran kepemimpinan 
dilaksanakan oleh kepala sekolah. Sehingga kepemimpinan pendidikan 
adalah proses mempengaruhi semua personel yang mendukung 
pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan. 
 
Kepemimpinan Pendidikan 
Kepemimpinan pendidikan berperan sangat penting dalam rangka 
mengarahkan dan menggerakkan organisasi pendidikan untuk mencapai 
tujuan yang diharapkan. Saunders (1965: 39), mendefinisikan 
kepemimpinan pendidikan sebagai ”any act which facilities the achiefment 
of educational objektives”. Definisi tersebut memberi pengertian bahwa 
kepemimpinan pendidikan merupakan setiap tindakan yang dilakukan 
terhadap fasilitas pendidikan untuk meraih prestasi dari sasaran 
pendidikan yang telah ditentukan. Sementara menurut Husna Asmara 
(1985: 18), kepemimpinan pendidikan adalah segenap kegiatan dalam 
usaha mempegaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi 
tertentu agar mereka melalui usaha kerjasama, mau bekerja dengan penuh 
tanggung jawab dan ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah 
ditetapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam pengembangan lembaga pendidikan, kepemimpinan 
pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu: 
1) Mengusahakan keefektifan organisasi pendidikan, yang meliputi: 
adanya etos kerja yang baik, manajemen terkelola dengan baik, 
mengusahakan tenaga pendidik yang memiliki ekspektasi yang 
tertinggi, mengembangkan tenaga pendidik sebagai model peran 
yang positif, memberikan perlakuan balikan positif pada anak didik, 
menyediakan kondisi kerja yang baik bagi tenaga pendidik dan staf 
Kotal  
Kepemimpinan pendidikan adalah segenap kegiatan dalam usaha 
mempegaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu agar 
mereka melalui usaha kerjasama, mau bekerja dengan penuh tanggung jawab 
dan ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 
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tata usaha, memberikan tanggung jawab pada peserta didik, dan 
saling berbagi aktivitas antara pendidik dan anak didik 
2) Mengusahakan lembaga pendidikan/sekolah berhasil (successful 
school) yang meliputi: melaksanakan fungsi kepemimpinan dengan 
menempatkan implementasi kurikulum sebagai tujuan utama, 
menekankan pada kualitas pengajaran dan pembelajaran, memiliki 
tujuan yang jelas dan ekspektasi yang tinggi pada tenaga pendidik 
maupun peserta didik, mengembangkan iklim organisasi yang baik 
dan kondusif, melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bagian 
dari budaya organisasi pendidikan di lembaganya, mengelola 
pengembangan staf, serta melibatkan dukungan stakeholder 
(masyarakat) dalam pengembangannya. 
 
Di samping keterampilan ini, pimpinan lembaga pendidikan juga 
diwajibkan memenuhi atau memiliki kompetensi sebagai berikut 
(Soebagio, 2000: 163-166). 
1. Komitmen terhadap misi lembaga, dan berkepentingan untuk 
menjadikan gambaran bagi lembaganya. Membantu 
mengidentifikasi nilai-nilai, tujuan, dan misi lembaga. 
Menyampaikan suatu model perilaku yang konsisten dengan nilai-
nilai, dan mendorong staf dan anak didik melaksanakan gambaran 
yang positif tentang lembaganya baik ke dalam maupun ke luar. 
2. Orientasi Kepemimpinan Proaktif 
Adanya kebebasan untuk menyampaikan/berinisiatif usulan 
(proposal), rencana, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi 
maupun kelompok dalam rangka pencapaian tugas, berperilaku 
dengan anggapan sepenuhnya bahwa ia dapat merupakan 
timbulnya "penyebab", menciptakan perubahan bagi lembaga 
pendidikan, dan mencapai tujuan lembaga, menerima tanggung 
jawab untuk staf, anak didik dan para pendidik; menyiapkan diri bila 
kelompok memerlukan arahan, dan berkeinginan untuk secara 
efektif mlakukan interaksi dengan kelompok dan membinanya. 
3. Ketegasan (Decisiveness) 
Menunjukkan dirinya selalu siap untuk mengambil suatu keputusan, 
dan memiliki kemampuan untuk mengetahui sebelumnya, bahwa 
suatu keputusan diperlukan. Membuat suatu persiapan 
keputusannya itu.yang teliti, jelas untuk mencapai suatu keputusan, 
dan teguh serta yakin akan keputusannya itu. 
4. Sensitif terhadap hubungan yang bersifat interpersonal dan 
organisasi (mencari hubungan interpersonal). Mempertimbangkan 
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dan memperhatikan perasaan orang lain. Mendorong melalui 
proses agar orang lain mengemukakan pandangan/pendapatnya, 
dan mampu menyebarkan gagasan-gagasannya, dan pendapatnya, 
sehingga pendapat mereka itu dapat dipahami oleh orang lain. 
Menyadari pengaruh dari perilaku keputusannya terhadap orang 
lain dan kelompok, baik di dalam maupun di luar organisasi. 
5. Mengumpulkan informasi, menganalisis pembentukan konsep. 
Mengumpulkan latar belakang informasi (pro dan kontra) dari 
berbagai sumber sebelum membentuk pendapat (opini) tentang 
suatu peristiwa atau masalah. Scara terus menerus berjuang untuk 
selalu memperoleh informasi yang baru. 
6. Fleksibelitas Intelektual (Fleksibelitas Konsepsi). Mampu 
mempergunakan berbagai konsep, dan pandangan-pandangan jika 
memecahkan masalah atau sedang mengambil suatu keputusan. 
7. Persuasif dan Memanajemeni Interaksi (Memanajemeni Interaksi). 
Menunjukkan/mendemonstrasikan keterampilan proses 
pembentukan kelompok yang baik, dan keterampilan fasilitas. 
Kemempuan menstimulasi orang lain untuk bekerja sama, dan 
berinteraksi dengan cara yang produktif, dan positif. 
8. Kemampuan beradaptasi secara taktis. Mampu menentukan dan 
memverbalkan rasionalisasi yang digunakan untuk memilih suatu 
strategi terhadap pendengar, mampu menyesuaikan dan menerima 
strategi yang berbeda jika satu pendekatan khusus tidak berhasil. 
9. Motivasi dan perhatian terhadap pengembangan (Motivasi 
Keberhasilan). Mampu mewujudkan tujuan perorangan, 
menstimulasi pengajar, dan sisa untuk mencapai prestasi yang 
tinggi. 
10. Kontrol dan Evaluasi (Manajemen Kontrol). Mengatur pemberian 
balikan terhadap hasil pekerjaannya secara periodik dan 
perencanaan yang tepat, penjadwalan, dan memonitor semua 
tugas-tugas yang didelegasikan. 
11. Kemampuan berorganisasi dan pendelegasian (kemempuan  
berorganisasi). Menyiapkan secara efisien pemanfaatan sumber 
daya manusia, dan sumber-sumber lainnya. Mengorganisasikan 
kegiatan-kegiatan kelompok agar perencanaan dapat 
diimplementasikan.  
12. Komunikasi (Penyampaian gagasan secara pribadi). Mampu 
menyampaikan gagasan secara jelas, baik melalui tulisan maupun 
lisan. Mampu menyampaikan gagasan secara terbuka, jenius, dan 
tidak mengancam. Efektif dalam mempergunakan alat Bantu visual, 
BAGIAN EMPAT: 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN  
 
6 
 
grafik, teknik, dan simbol-simbol, agar gagasan itu mencapai 
persetujuan. Gagasan tertulis dituangkan secara jelas singkat 
berdasarkan bahasan yang benar dan baku. 
 
Teori Munculnya Pemimpin  
Munculnya seorang pemimpin dapat dijelaskan dengan teori yang 
ada. Paling tidak terdapat tiga teori tentang kemunculan pemimpin yaitu 
teori genetis, sosial, dan ekologis/sintesis. Ketiga teori munculnya 
pemimpin tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut: 
Teori Munculnya Pemimpin 
Teori Genetis Teori sosial Teori ekologis/sintesis 
 Pemimpin itu tidak 
dibuat, akan tetapi lahir 
jadi pemimpin oleh 
bakat-bakat yang luar 
biasa sejak lahirnya. 
 Dia ditakdirkan lahir 
menjadi pemimpin 
dalam situasi dan 
kondisi tertentu.  
 Pemimpin itu harus 
disiapkan, dididik, dan 
dibentuk, tidak 
terlahirkan begitu saja. 
 Setiap orang bisa 
menjadi pemimpin, 
melalui usaha 
penyiapan dan 
pendidikan, serta 
didorong oleh 
kemauan sendiri. 
 seorang akan sukses 
menjadi pimpinan, bila 
sejak lahirnya dia telah 
memiliki bakat-bakat 
kepemimpinan, dan 
bakat-bakat ini sempat 
dikembangkan melalui 
pengalaman dan usaha 
pendidikan; juga sesuai 
dengan tuntutan 
lingkungan 
ekologisnya 
Dari berbagai sumber 
 
Teori Kepemimpinan 
Banyak studi dilakukan tentang kepemimpinan, dan hasilnya adalah 
berupa rumusan, konsep dan teori kepemimipinan. Studi dan rumusan 
kepemimpinan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh paradigma dan 
pendekatan yang digunakan, sehingga teori-teori yang dihasilkan 
mempunyai perbedaan dalam hal metodologi, pendapat dan uraiannya, 
penafsiran dan kesimpulannya. Berikut ini adalah beberapa teori tentang 
kepemimpinan yang dirangkum oleh Kartini Kartono (71-79) dari G.R. 
Terry. 
 
Teori Otokratis dan Pemimpin Otokratis 
Kepemimpinan dalam teori ini didasarkan atas perintah-perintah, 
paksaan, dan tindakan-tindakan yang arbirer (sebagai wasit). Ia melakukan 
pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. 
Kepemimpinannya berorientasi pada struktur organisasi dan tugas-tugas. 
Pemimpin tersebut pada dasarnya selalu mau berperan sebagai pemain 
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orkes tunggal dan berambisi untuk merajai situasi. Karena itu dia disebut 
otokrat  keras. Pada intinya otokrat keras itu memiliki sifat-sifat tepat, 
saksama, sesuai dengan prinsip, namun keras dan kaku. Pemimpin tidak 
pernah akan mendelegasikan otoritasnya. Lembaga atau organisasi yang 
dipimpinnya merupakan a one-man show. Dengan keras ia menekankan 
prinsip-prinsip ”business is busines”, ”waktu adalah uang” untuk bisa 
makan, orang harus bekerja keras”,  ”yang kita kejar adalah kemenangan 
mutlak”. Sikap dan prinsipnya sangat konservatif. Pemimpin hanya akan 
bersikap baik terhadap orang-orang yang patuh dan loyal dan sebaliknya, 
dia akan bertindak keras dan kejam terhadap mereka yang membangkang. 
 
Teori Psikologis  
Teori ini menyatakan,  bahwa fungsi seorang pemimpin adalah 
memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terbaik, untuk 
merangsang kesediaan bekerja para pengikut dan anak buah. Pemimpin 
merangsang bawahan, agar mereka mau bekerja, guna mencapai sasaran-
sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi. 
Maka pemimpin yang mampu memotivasi orang lain akan sangat 
mementingkan aspek-aspek psikis manusia seperti pengakuan 
(recognizing), martabat, status sosial, kepastian emosional, memperhatikan 
keinginan dan kebutuhan pegawai, kegairahan kerja, minat, suasana, hati 
dan lain-lain, 
 
Teori Sosiologis 
Kepemimpinan dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan 
antar-relasi dalam organisasi; dan sebagai usaha untuk menyelesaikan 
setiap konflik organisatoris antara para pengikutnya. Agar tercapai kerja 
sama yang baik. Pemimpin menetapkan tujuan-tujuan, dengan 
menyertakan para pengikut dalam pengambilan keputusan terakhir. 
Selanjutnya juga mengidentifikasi tujuan, dan kerap kali memberikan 
petunjuk yang diperlukan bagi para pengikut untuk melakukan setiap 
tindakan yang berkaitan dengan kepentingan kelompoknya. 
 
Teori Suportif 
 Menurut teori ini, para pengikut harus berusaha sekuat mungkin, 
dan bekerja dengan penuh gairah, sedang pemimpin akan membimbing 
dengan sebaik-baiknya melalui policy tertentu. Untuk maksud ini 
pemimpin perlu menciptakan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan, 
dan bisa membantu mempertebal keinginan setiap pengikutnya untuk 
melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, sanggup bekerjasama dengan 
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pihak lain, mau mengembangkan bakat dan ketrampilannya, dan 
menyadari benar keinginan untuk maju. Teori supotif ini biasa dikenal 
dengan teori partisipatif atau teori kepemimpinan demokratis. 
 
Teori Laissez Faire 
Kepemimpina laissez faire ditampilkan seorang tokoh ”ketua 
dewan” yang sebenarnya tidak mampu mengurus dan dia menyerahkan 
tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau kepada semua 
anggota. Pemimpin adalah seorang ”ketua” yang bertindak sebagai  
simbol. Pemimpin semacam ini biasanya tidak memiliki ketrampilan teknis.  
 
Teori Kelakuan Pribadi 
Kepemimpinan jenis ini akan muncul berdasarkan kualitas-kualitas 
pribadi atau pola-pola kelakuan para pemimpinnya. Teori ini menyatakan, 
bahwa seorang pemimpin itu selalu berkelakuan kurang lebih sama, yaitu 
tidak melakukan tindakan-tindakan yang identik sama dalam setiap situasi 
yang dihadapi. Pemimpin dalam katagori ini harus mampu mengambil 
langkah-langkah yang paling tepat untuk suatu masalah. Sedang masalah 
sosial itu tidak akan pernah identik sama di dalam runtunan waktu yang 
berbeda.  
 
Teori Sifat Orang-orang Besar (Traits of Great Men) 
Cikal bakal seorang pemimpin dapat diprediksi dan dilihat dengan 
melihat sifat, karakter dan perilaku orang-orang besar yang terbukti sudah 
sukses dalam menjalankan kepemimpinannya. Sehingga ada beberapa ciri-
ciri unggul sebagai predisposisi yang diharapkan akan dimiliki oleh seorang 
pemimpin, yaitu memiliki intelegensi tinggi, banyak inisiatif, energik, punya 
kedewasaan emosional, memiliki daya persuasif dan ketrampilan 
komunikatif, memiliki kepercayaan diri, peka, kreatif, mau memberikan 
partisipasi sosial yang tinggi dan lain-lain.  
 
Teori Situasi 
Teori situasi berpandangan bahwa munculnya seorang pemimpin 
bersamaan masa pergolakan, kritis seperti revolusi, pemberontakan dan 
lain-lain. Pada saat itulah akan muncul seorang pemimpin yang mampu 
mengatasi persoalan-persoalan yang nyaris tidak dapat diselesaikan oleh 
orang-orang ”biasa”. Pemimpin semacam ini muncul sebagai penyelamat 
dan cocok untuk situasi tertentu. Dalam bahasa lain biasa dikenal dengan 
”satrio peningit”, orang pilihan atau ”imam mahdi”. 
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Teori Humanistik/Populistik 
Fungsi kepemimpinan menurut teori ini ialah merealisir kebebasan 
manusia dan memenuhi setiap kebutuhan insani, yang dicapai melalui 
interaksi pemimpin dengan rakyat. Untuk melakukan hal ini perlu adanya 
organisasi yang baik dan pemimpin yang baik, yang mau memperhatikan 
kepentingan dan kebutuhan rakyat. Organisasi tersebut juga berperan 
sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, agar pemerintah 
melakukan fungsinya dengan baik, serta memperhatikan kemampuan dan 
potensi rakyat. 
 
Tipe dan Gaya Kepemimpinan 
Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-
gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan 
gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan 
untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dalam 
pengertian lain gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang 
sering disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. 
Selanjutnya gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari 
tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak 
tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan 
kombinasi yang konsisten dari falsafah, ketrampilan, sifat dan sikap yang 
mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, 
secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang 
pimpinan terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan 
adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, 
keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika 
ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.  
Terdapat beberapa gaya kepemimpinan—sering juga disebut 
dengan tipe kepemimpinan—yaitu: 
 
Tipe  Kepemimpinan Karismatik  
Dalam kepemimpinan karismatik memiliki energi, daya tarik dan 
perbawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia 
mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-
pengawal yang bisa dipercaya. Sampai sekarang pun orang tidak 
mengetahui benar sebab-sebabnya, mengapa seseorang itu memiliki 
karisma besar. Dia dianggap mempunyai kekuatan ghaib (supernatural 
power) dan kemampuan-kemampuan yang superhuman, yang 
diperolehnya sebagai karunia yang Mahakuasa. Dia banyak memiliki 
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inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. 
Totalitas kepribadian pemimpin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik 
yang teramat besar. Tokoh-tokoh besar semacam ini antara lain: Jengis 
Khan, Hitler, Gandhi, John F. Kennedy, Sukarno, Margaret Tacher, 
Gorbachev dan lain-lain. 
 
Tipe Paternalistis 
Yaitu tipe kepemimpinan kebapakan, dengan sifat-sifat antara   lain 
sebagai berikut : 
1) Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang 
tidak/belum dewasa, atau anak-anak sendiri yang perlu 
dikembangkan.   
2) Dia bersikap terlalu melindungi (overly protective). 
3) Jarang dia memberikan kesempatan kepada bawahan untuk           
mengambil keputusan sendiri. 
4) Dia hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan 
kepada bawahan untuk berinisiatif. 
5) Dia tidak memberikan atau hampir-hampir tidak pernah 
memberikan kesempatan pada pengikut dan bawahan untuk 
mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka 
sendiri.  
6) Selalu bersikap maha-tahu dan maha benar. 
 
Tipe Militeristis 
Tipe ini bersifat kemiliteran, namun hanya gaya luaran saja yang 
mencontoh militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali 
dengan tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini berbeda sekali 
dengan kepemimpinan organisasi militer. Sifat-sifat pemimpin yang 
militeristis antara lain ialah : 
1) Lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando 
terhadap bawahannya keras, sangat, otoriter, kaku, dan 
seringkali kurang bijaksana. 
2) Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan 
3) Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan 
tanda-tanda kebesaran berlebihan. 
4) Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya 
(disiplin kadaver/mayat). 
5) Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan 
dari bawahannya. 
6) Komunikasi hanya berlangsung searah saja. 
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Tipe Otokratis 
Kepemimpinan ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaaan 
yang mutlak dan harus dipenuhi. Pemimpinnya selalu mau berperan 
sebagai pemain tunggal. Pada a one-man-show. Dia berambisi sekali untuk 
merajai situasi. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa 
berkonsultasi dengan bawahannya. Anak buah tidak pernah diberi 
informasi mendetail mengenai rencana dan tindakan yang harus dilakukan. 
Semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas 
pertimbangan pribadi pemimpin sendiri. 
 
Tipe Laissez Faire 
Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini sang pemimpin praktis 
tidak memimpin dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat 
semau sendiri.  Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan 
kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh 
bawahan sendiri. Dia merupakan pemimpin simbol, dan biasanya tidak 
memiliki ketrampilan teknis, sebab duduknya sebagai direktur atau 
pemimpin–ketua dewan, komandan, atau kepala biasanya diperoleh 
melalui penyogokan, suapan atau sistem nepotisme. 
 
Tipe Populistis 
Profesor Peter Worsley dalam bukunya the third World 
mendefinisikan kepemimipinan populistis sebagai kepemimpinan yang 
dapat membangunkan solidaritas rakyat–misalnya Soekarno  dengan 
ideologi marhaenismenya-, yang menekankan masalah kesatuan nasional, 
nasionalisme, dan sikap yang berhati-hati terhadap kolonialisme dan 
penindasan -penghisapan serta penguasaan oleh kekuatan-kekuatan 
asing. (luar negeri).  
Kepemimpinan populistis ini berpegang teguh kepada nilai-nilai 
masyarakat yang tradisional. Juga kurang mempercayai dukungan 
kekuatan serta bantuan hutang-hutang luar negeri (asing). Kepemimpinan 
jenis ini mengutamakan penghidupan (kembali) nasionalisme. Dan oleh 
Profesor S.N Einsentadt populisme erat dikaitkan dengan modernitas 
tradisional. 
 
Tipe Administratif atau Eksekutif 
Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu 
menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Sedang para 
pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administratur yang mampu 
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menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan 
demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang efisien 
untuk memerintah yaitu untuk memantapkan integritas bangsa pada 
khususnya, dan usaha pembangunan pada umumnya. Dengan 
kepemimpinan administratif ini diharapkan adanya perkembangan teknis-
yaitu teknologi, industri, manajemen modern dan perkembangan sosial di 
tengah masyarakat.  
 
Tipe Demokratis. 
Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan 
memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat 
koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa 
tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerja sama yang baik. 
Kekuatan kepemimpinan demoratis ini bukan terletak pada person ”person 
atau individu pemimpin”, akan tetapi kekuatan justru terletak pada 
partisipasi aktif dari setiap kelompok. 
Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu 
maupun mendengarkan nasehat dan sugesti bawahan. Juga bersedia 
mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing 
mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada 
saat-saat dan kondisi yang tepat. Kepemimpinan demokratis sering 
disebut sebagai kepemimpinan group developer. 
Selanjutnya setiap pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, 
tempramen, watak, kepribadian sendiri yang unik dan khas. Sehingga 
tingkah laku dan gayanya  lah yang membedakan dirinya dengan orang 
lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku 
kepemimpinannya (Kartono, 29). 
Berbeda dengan pembagian gaya kepemimpinan di atas, Sudarwan 
Danim membagi tipe/gaya kepemimpinan yaitu: pertama Pemimpin 
Otokratik yaitu prilaku atau sikap yang ditampilkan pemimpin ingin 
menang sendiri dimana ia berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi 
hanya tergantung pada dirinya, disamping mempunyai sikap tertutup 
terhadap ide dari luar, dan menganggap idenya yang dianggap akurat. 
Kedua, tipe/gaya pemimpin demokratis yaitu pemimpin yang mempunyai 
sikap/prilaku keterbukaan dan berkeinginan memosisikan pekerjaan dari, 
oleh, dan untuk bersama. Tipe ini bertolak dari asumsi bahwa hanya 
dengan kekuatan kelompok, tujuan yang bermutu dapat dicapai oleh 
organisasi. Ketiga, tipe/gaya kepemimpinan Permisif yaitu sikap pemimpin 
yang tidak mempunyai pendirian kuat, dimana sikapnya serba 
memobolehkan, serba mengiyakan, tidak ambil pusing, tidak bersikap 
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dalam makna sesungguhnya, dan cenderung apatis (Danim, 2006: 212-
214). Keempat, tipe/gaya kepemimpinan transformasional yaitu setiap 
tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk 
mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain 
yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan Danim, 2006: 53).  
Kepala Sekolah yang mempraktekkan kepemimpinan 
transformasional tidak hanya menggantungkan atau mengandalkan pada 
karisma pribadinya, melainkan ia berupaya untuk memberdayakan staf dan 
membagi/mendistribusikan fungsi-fungsi kepemimpinannya.  
Sementara itu Lukman Saksono (Saksono: 23) membagi tipe 
kepemimpinan ke dalam beberapa tipe:  
1) Kepemimpinan yang memberi arahan, termasuk penentuan 
tujuan/sasaran, pemecahan persoalan, pengambilan keputusan dan 
perencanaan  
2) Kepemimpinan yang bersifat pengamalan/pelaksanaan, termasuk 
berkomunikasi, berkoordinasi, supervisi, dan evaluasi. Dimana ini 
semua diarahkan untuk mencapai tujuan 
3) Kepemimpinan yang memberi motivasi, termasuk menerapkan 
prinsip motivasi (seperti mempertemukan sasaran individu dan 
satuan) serta menghargai tingkah laku yang mengarah kepada 
pencapaian tujuan organisasi. Juga termasuk memberikan pelajaran 
dan bimbingan. 
 
Menurut Mulyasa sebagaimana dikutip oleh Khozin (2006: 49-50) 
beberapa gaya yang dapat diuraikan  antara lain : 
1. Gaya mendikte (telling), gaya ini diterapkan jika anak buah dalam 
tingkat kematangan daya abstrak, kemauan dan kepercayaan diri 
(komitmen) rendah, sehingga memerlukan petunjuk dan 
pengawasan yang jelas. Gaya ini lebih cocok diterapkan pada guru 
maupun staf yang acuh tak acuh, karena itu kepala 
sekolah/madrasah dituntut untuk mengatakan apa, bagaimana, 
kapan dan dimana tugas dilakukan. Dengan demikian, gaya ini 
menekankan pada tugas, sedangkan hubungan hanya sekedarnya 
saja. 
2. Gaya menjual (selling), gaya ini diterapkan apabila tingkat 
kematangan daya abstraknya pada taraf rendah, tetapi kemauan 
kerja dan kepercayaan diri (komitmen) sangat memadai (tinggi). 
Gaya ini lebih cocok diterapkan pada guru maupun staf yang 
sangat sibuk, karena itu kepala madrasah selalu memberikan 
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petunjuk atau pengarahan yang porsinya agak banyak. Dengan 
demikian gaya ini menekankan pada tugas serta hubungan yang 
tinggi, agar dapat memelihara dan meningkatkan kemauan yang 
telah dimiliki. 
3. Gaya melibatkan diri (participating), gaya ini diterapkan jika tingkat 
kematangan daya abstraknya tinggi, tetapi kurang memiliki 
kemauan kerja dan kepercayaan diri (komitmen). Gaya ini lebih 
cocok diterapkan pada guru maupun staf yang suka kritik, karena 
itu kepala madrasah berperan bersama-sama dalam proses 
pengambilan keputusan. Dengan demikian, gaya ini tidak 
menekankan pada tugas, namun upaya hubungan perlu 
ditingkatkan dengan membuka komunikasi dua arah. 
4. Gaya mendelegasikan (delegating), gaya ini diterapkan bila 
kemampuan, kematangan daya abstrak, kemauan kerja dan pada 
guru maupun staf yang profesional, karena itu kepala madrasah 
membiarkan mereka melaksanakan kegiatan sendiri, tetapi tetap 
melakukan pengawasan. Dengan demikian, gaya ini terkait dengan 
upaya tugas maupun hubungan hanya diperlukan sekedarnya saja. 
 
Tugas dan Fungsi Kepemimpinan 
Tugas Kepemimpinan 
Tugas seorang pemimpin dalam sebuah organisasi adalah 
membawa anggota organisasi untuk bekerja bersama sesuai dengan 
tanggungjawabnya masing-masing dan membawa organisasi ke arah 
pencapaian tujuan yang diharapkan.    
Selain itu, tugas pemimpin organisasi adalah mengawasi, 
membenarkan, meluruskan, memandu, menterjemahkan, menetralisir, 
mengorganisasikan dan mentransformasikan kebutuhan dan harapan 
anggota organisasi. Dalam konteks nilai dan norma sosial, tugas pemimpin 
adalah membuat organisasi sebagai suatu sistem sosial yang 
menyenangkan bagi anggota organisasinya, organisasi menjadi satu 
tempat berinteraksi dan aktualisasi diri bagi anggotanya.   
Pemimpin organisasi mempunyai kekuasaan tertentu yang 
dilimpahkan kepadannya. Kekuasaan tersebut merupakan alat dalam 
menjalankan tugas kepemimpinannya. Oleh karena itu, agar tugas 
kepemimpinannya dapat berjalan dengan baik maka digunakan strategi. 
Strategi yang dipilih bergantung kepada seberapa tinggi pengetahuan dan 
keterampilan pimpinan dalam membuat dan mengembangkan serta 
memilih strategi yang cocok. Strategi yang dapat digunakan agar dapat 
menjalankan kepemimpinannya, adalah: 1) Pemimpin harus menggunakan 
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strategi yang fleksibel, 2) Pemimpin harus menjaga keseimbangan dalam 
menentukan kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek, 3) Pemilihan 
strategi harus yang memberikan layanan terhadap lembaga, 4) Kegiatan 
yang sama dapat digunakan untuk beberapa aksi dalam strategi.  
Kekuasaan (Personal power) tidak banyak berarti untuk menjalankan 
efektifitas dalam mempengaruhi orang lain/anggota organisasi.  Personel 
power harus diramu dengan Personal behavior dan keterampilan untuk 
mempengaruhi anggota organisasi. Sebab kekuasaan personal pimpinan 
sesungguhnya sangat bergantung kepada kemampuan/keterampilan yang 
dimiliki pimpinan.  Gambar berikut ini menunjukkan hubungan antara 
kekuasaan dalam kepemimpinan. 
 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar: 
Kekuasaan dalam Kepemimpinan 
 
Fungsi Kepemimpinan 
Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial 
dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing yang 
mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di 
luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena 
harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial 
suatu kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua 
dimensi, yaitu: pertama, dimensi yang berkenaan dengan tingkat 
kemampuan mengarahkan (direction) dalam tindakan atau aktivitas 
pemimpin. Kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan 
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(support) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam 
melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi (Rivai, 2005: 
53). 
Secara operasional fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 
lima fungsi pokok, yaitu: 
1) Fungsi Instruksi 
Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 
komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 
bilamana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 
dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan 
kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau 
melaksanakan perintah. 
 
2) Fungsi Konsultasi 
Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam 
usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan 
pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang 
yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang 
diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari 
pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah 
keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu 
dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back) 
untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang 
telah ditetapkan dan dilaksanakan. 
 
3) Fungsi Partisipasi 
Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan 
orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil 
keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas 
melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah 
berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok 
orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai 
pemimpin dan bukan pelaksana. 
 
4) Fungsi Delegasi 
Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 
wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan 
maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya 
berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini 
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merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi 
dan aspirasi. 
 
5) Fungsi Pengendalian 
Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses 
(efektif) mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam 
koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 
bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui 
kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. 
Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam 
aktivitas kepemimpinan secara integral, yaitu pemimpin berkewajiban 
menjabarkan program kerja, mampu memberikan petunjuk yang jelas, 
berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan 
pendapat, mengembangkan kerjasama yang harmonis, mampu 
memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas 
tanggung jawab masing-masing, menumbuhkembangkan kemampuan 
memikul tanggung jawab, dan pemimpin harus mendayagunakan 
pengawasan sebagai alat pengendali (Rivai, 2005: 53-55). 
 Selain fungsi-fungsi tersebut, dalam paraktek kinerja organisasi 
pemimpin dapat berfungsi: 
a. Membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dengan 
penuh rasa kebebasan. 
b. Membantu kelompok untuk mengorganisir diri yaitu ikut serta dalam 
memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam 
menetapkan dan menjelaskan tujuan. 
c. Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu 
membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian 
menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. 
d. Bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama dengan 
kelompok.  Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk 
belajar dari pengalaman.  Pemimpin mempunyai tanggungjawab untuk 
melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan 
dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. 
e. Bertanggungjawab dalam mengembangkan dan mempertahankan 
eksistensi organisasi.  
 
Kepemimpinan Efektif 
Sebuah sasaran utama dari program penelitian kepemimpinan 
adalah untuk mengidentifikasi perilaku kepemimpinan yang efektif.  Dari 
sejumlah penelitian yang ada, Yukl (1998: 56) telah mengajukan sebuah 
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taksonomi yang terintegrasi yang didasarkan atas suatu kombinasi dari 
pendekatan-pendekatan yang ada, termasuk factor analysis, judgmental 
classification, serta theoretical deduction.  
Versi Yukl tersebut mempunyai empat belas kategori perilaku dari 
jangka menengah yang disebut praktek-praktek manajerial dan sejumlah 
komponen perilaku spesifik yang lebih besar. Kategori-kategori tersebut 
cukup generik untuk dapat diaplikasikan secara luas pada jenis manajer 
yang berbeda-beda, namun cukup spesifik untuk dihubungkan dengan 
permintaan-permintaan dan hambatan situasional yang dihadapi seorang 
pimpinan individual. Tiap kategori dalam taksonomi yang baru mempunyai 
beberapa aspek perilaku yang relevan bagi masing-masing jenis manajer, 
meskipun kepentingan yang relatif dari kategori-kategori tersebut dapat 
berbeda dari satu jenis manajer dan yang lainnya. Kategori-kategori 
tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku terhadap rekan 
sejawat dan juga perilaku terhadap bawahan, yang membuatnya dapat 
dilakukan pada para manajer matriks (misalnya manajer produksi, manajer 
proyek, termasuk di perguruan tinggi) dan juga terhadap manajer 
tradisional dengan wewenang langsung terhadap para bawahan (yaitu 
mendelegasikan, mengembangkan, memberi imbalan). 
Adapun kategori-kategori dari praktek-praktek kepemimpinan 
menurut  Yukl (1998: 78) tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:   
1) Merencanakan dan mengorganisasi (planning and organizing), 
meliputi: (a) menentukan sasaran-sasaran dan strategi-strategi 
jangka panjang, (b) mengalokasikan sumber-sumber daya sesuai 
dengan prioritas-prioritas, (c) menentukan cara menggunakan 
personil dan sumber-sumber daya untuk menghasilkan efesiensi 
tugas, dan (d) menentukan cara memperbaiki koordinasi, 
produktivitas, serta efektivitas unit organisasi.  
2) Pemecahan masalah (problem solving), meliputi: (a) 
mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, (b) 
menganalisis masalah pada waktu yang tepat namun dengan cara 
yang sistematis untuk mengidentifikasi sebab-sebab dan mencari 
pemecahan, dan (c) bertindak secara tegas untuk 
mengimplementasikan solusi-solusi untuk memecahkan masalah-
masalah atau krisis-krisis penting. 
3) Menjelaskan peran dan sasaran (clarifying roles and objectives), 
meliputi: (a) membagi-bagi tugas, (b) memberi arah tentang cara 
melakukan pekerjaan  tersebut, (c) mengkomunikasikan 
pengertian yang jelas mengenai tanggungjawab akan pekerjaan, 
dan sasaran tugas, batas waktu serta harapan mengenai kinerja.  
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4) Memberi informasi (informing), meliputi: (a) membagi-bagi 
informasi yang relevan tentang keputusan, rencana dan kegiatan-
kegiatan kepada orang yang membutuhkannya agar dapat 
melakukan pekerjaannya, (b) memberi material dan dokumen 
tertulis, dan (c) menjawab permintaan akan informasi teknis. 
5) Memantau (monitoring), meliputi: (a) mengumpulkan informasi 
mengenai kegiatan kerja dan kondisi eksternal yang 
mempengaruhi pekerjaan tersebut, (b) memeriksa kemajuan dan 
kualitas pekerjaan, (c) mengevaluasi kinerja para individu dan unit-
unit organisasi, (d) menganalisis kecenderungan-kecenderungan 
(trends), dan (e) meramalkan peristiwa-peristiwa eksternal. 
6) Memotivasi dan memberi inspirasi (motivating and inspiring), 
meliputi: (a) dengan menggunakan teknik-teknik mempengaruhi 
yang menarik emosi atau logika untuk menimbulkan semangat 
terhadap pekerjaan, (b) komitmen terhadap sasaran tugas, dan (c) 
patuh terhadap permintaan-permintaan akan kerja sama, bantuan, 
dukungan atau sumber-sumber daya, (d) menetapkan suatu 
contoh mengenai perilaku yang sesuai.  
7) Berkonsultasi (consulting), meliputi: (a) memeriksa pada orang-
orang sebelum membuat perubahan yang akan mempengaruhi 
mereka, (b) mendorong saran-saran untuk membuat perbaikan, 
(c) mengundang partisipasi di dalam pengambilan keputusan, dan 
(d) memasukkan ide-ide serta saran-saran dari orang lain dalam 
keputusan-keputusan.  
8) Mendelegasikan (delegating), meliputi: (a) mengizinkan para 
bawahan untuk mempunyai tanggungjawab yang substansial dan 
kebijaksanaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja, (b) 
menangani masalah, dan (c) membuat keputusan yang penting. 
9) Memberi dukungan (supporting), meliputi: (a) bertindak ramah 
dan penuh perhatian, sabar, dan membantu, (b) memperlihatkan 
simpati dan dukungan jika seseorang bingung dan cemas, (c) 
mendengarkan keluhan dan masalah, (d) mencari minat 
seseorang. 
10) Mengembangkan dan membimbing (developing and mentoring), 
meliputi: (a) memberi pelatihan dan nasehat karir yang 
membantu, (b) melakukan hal-hal yang membantu perolehan 
keterampilan seseorang, (c) pengembangan professional,  dan (d) 
kemajuan karir.  
11) Mengelola  konflik dan membangun tim (managing conflict and 
team building), meliputi: (a) memudahkan pemecahan konflik 
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yang konstruktif, (b) mendorong kooperasi, (c) kerjasama tim dan 
(d) identifikasi dengan unit kerja.  
12) Membangun jaringan kerja (networking), meliputi: (a) bersosialisasi 
secara informal, (b) mengembangkan kontak-kontak dengan 
orang-orang yang merupakan sumber informasi dan dukungan, 
(c) mempertahankan kontak-kontak melalui interaksi secara 
periodik, termasuk kunjungan, menelepon, korespondensi, dan (d) 
kehadiran pertemuan-pertemuan serta peristiwa-peristiwa sosial.   
13) Pengakuan (recognizing), meliputi: (a) memberi pujian dan 
pengakuan bagi kinerja yang efektif, (b) keberhasilan yang 
signifikan, dan kontribusi khusus; (c) mengungkapkan 
penghargaan terhadap kontribusi dan upaya-upaya khusus 
seseorang.  
14) Memberi imbalan (rewarding), meliputi: (a) memberi atau 
merekomendasikan imbalan-imbalan yang nyata seperti 
penambahan gaji atau promosi bagi yang kinerja efektif, (b) 
keberhasilan yang signifikan, dan (c) kompetensi yang terlihat.   
 
Tiap praktek manajerial termasuk beberapa komponen perilaku 
berhubungan baik dengan tugas maupun dengan orang. Namun 
demikian, beberapa dari praktek manajerial tersebut lebih memperhatikan 
tugas (misalnya, memantau, merencanakan, memecahkan masalah, 
menjelaskan, memberi informasi), dan beberapa diantaranya lebih 
memperhatikan pengembangan dan mempertahankan hubungan 
(misalnya, mendukung, membentuk jaringan kerja, mengelola konflik, dan 
membangun tim). Keempat belas perilaku dapat juga dihubungkan 
dengan empat jenis kegiatan umum yang dilakukan seorang pemimpin 
yaitu: mempengaruhi orang, membuat keputusan, memberi-mencari 
informasi dan membangun hubungan. 
Berikut ini adalah taksonomi perilaku khusus para pemimpin dan 
kepemimpinan sebuah organisasi. 
Tabel 
Taksonomi Perilaku Kepemimpinan yang Efektif 
Perilaku 
Khusus 
Orientasi 
Umum 
Pedoman bagi Penggunaan Efektif 
Merencanakan/
mengorganisasi 
Tugas Mengidentifikasi langkah-langkah tindakan, 
memperkirakan waktu/biaya per langkah, 
memonitor kemajuan, berkoordinasi 
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Pemecahan 
Masalah 
Tugas Mengambil tanggungjawab untuk menangani 
masalah, membuat diagnosa sistematis, menguji 
pilihan-pilihan yang inovatif 
Memperjelas 
peran 
Tugas Mendefinisikan pekerjaan /prioritas; 
menentukan tujuan spesifik yang menantang, 
menerangkan suatu tugas secara jelas dan 
alasannya 
Menginformasi Tugas Beri akses langsung ke informasi; beritahu 
orang-orang tentang keputusan namun jagan 
berlebihan 
Memonitor Tugas Identifikasi/ukur/monitor indicator hasil; awasi 
operasi; dorong laporan kesalahan 
Berkonsultasi Hubungan Nyatakan tujuan,minta saran tentang 
memperbaiki pekerjaan; dan pakailah saran-
saran dan komentar orang lain secara sungguh-
sungguh 
Mendukung Hubungan Berlaku sopan, sabar dan penolong, katakana 
hal-hal untuk meningkatkan kepercayaan diri 
dan harga diri 
Mengembangka
n dan 
mentoring 
Hubungan Identifikasi kekurangan keahlian; sediakan 
pilihan pengembangan; bertindak sebagai 
sebagai suri teladan; tetapkan contoh perilaku 
yang bagus. 
Menangani 
konflik 
Hubungan Jelajahi persepsi-persepsi; bertindak tidak secara 
parsial;tahan perilaku negatif atau merusak 
Mengenali Hubungan Kenali perbaikan dan upaya-upaya yang gagal; 
jangan kenali hanya puncaknya dari orang-
orang yang paling kelihatan 
Menghargai Hubungan Gunakan penghargaan yang orang anggap 
menarik; definiskan “kinerja”, hargai semua 
elemen 
Diadaptasi dari: Yukl,G. (1989). Leadership in Organizations, (4
th
ed). Englewood Cliffs, NJ. 
Prentice Hall) 
 
Model-Model Kepemimpinan dalam Pendidikan 
Kepemimpinan Transformatif  
Istilah kepemimpinan transformatif berasal dari dua kata, yaitu 
kepemimpinan (leadership) dan transformatif atau transformasional 
(transformational). Istilah transformatif berinduk dari kata to transform, 
yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi 
bentuk lain yang berbeda (Danim, 2005: 54).  
BAGIAN EMPAT: 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN  
 
22 
 
Kepemimpinan transformasional merupakan jenis kepemimpinan 
baru (new leadership paradigm) yang dipandang efektif untuk 
mendinamisasikan perubahan, terutama pada situasi lingkungan yang 
bersifat transisional. Gagasan awal model kepemimpinan transformasional 
dikembangkan oleh James McGregor Burns yang menerapkannya dalam 
konteks politik dan selanjutnya ke dalam konteks organisasional oleh 
Bernard Bass.  
Dalam upaya pengenalan lebih dalam tentang konsep 
kepemimpinan transformasional ini, Bass mengemukakan adanya 
kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan yang memelihara atau 
melanjutkan status quo. Kepemimpinan jenis ini didefiniskan sebagai 
kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran (exchage process) 
dimana para pengikut mendapat imbalan yang segera dan nyata untuk 
melakukan perintah-perintah pemimpin.  Lebih lanjut dikemukakan bahwa 
perbedaan kepemimpinan transaksional dengan transformasional adalah: 
 
Kepemimpinan Transaksional Kepemimpinan Transformasional 
 Bekerja dalam situasi  
 Menerima keterbatasan 
 Patuh peraturan dan nilai 
organisasi 
 Timbal balik dan tawar menawar 
 Mengubah situasi 
 Mengubah apa yang biasa dilakukan 
 Bicara tentang tujuan yang luhur 
 Memiliki acuan nilai kebebasan, 
keadilan dan kesamaan 
 
Kepemimpinan transformatif dapat didefinisikan sebagai 
kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui 
orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya 
organisasi dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan target capaian 
yang telah ditetapkan. Sumber daya dimaksud dapat berupa SDM, fasilitas, 
dana, dan faktor-faktor eksternal keorganisasian. Sadler mengungkapkan 
“transformational leadership is the process of engaging the commitment of 
employees in the context of shared values and shared vision.” 
Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan di mana pemimpin 
mengembangkan komitmen pengikutnya dengan berbagi nilai-nilai dan 
visi organisasi. Dari pengertian tersebut ada tiga hal yang merupakan inti 
kepemimpinan transformasional, yaitu komitmen, berbagi nilai-nilai 
organisasi, dan berbagi visi organisasi. Menurut Bass (1985) 
“transformational leadership contains contains four components: charisma 
or idealized influence (attributed or behavioral), inspirational motivation, 
intellectual stimulation, and individualized consideration.”  
BAGIAN EMPAT: 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN  
 
23 
 
Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa ada empat komponen 
dalam kepemimpinan transformasional yaitu karisma atau mengidealkan 
pengaruh (sifat atau tingkah laku), motivasi yang mendatangkan inspirasi, 
rangsangan intelektual, dan memberikan pertimbangan kepada individu. 
Seorang pemimpin transformasional memiliki visi yang baik, retoris, 
memiliki keterampilan manajemen, dan menggunakan keterampilan-
keterampilan tersebut untuk mengembangkan ikatan emosional dengan 
pengikut.  
Asumsi yang mendasari kepemimpinan transformasional adalah 
bahwa setiap orang akan mengikuti seseorang yang dapat memberikan 
mereka inspirasi, mempunyai visi yang jelas, serta cara dan energi yang 
baik untuk mencapai suatu tujuan. Bekerjasama dengan seorang 
pemimpin transformasional dapat memberikan suatu pengalaman yang 
berharga, karena pemimpin transformasional akan selalu memberikan 
semangat dan  energi positif terhadap bawahannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Transformasional 
Paradigma baru dari kepemimpinan transformasional mengangkat 
tujuh prinsip sebagaimana di bawah ini (Erik Rees : 2001). 
1) Simplifikasi, keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan 
sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. 
Kemampuan serta  keterampilan dalam mengungkapkan visi 
secara jelas, praktis dan tentu  saja transformasional yang dapat 
menjawab  “Kemana kita akan  melangkah?” menjadi hal 
pertama yang penting untuk kita  implementasikan. 
2) Motivasi, kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari 
setiap orang  yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan 
adalah hal kedua yang  perlu kita lakukan. Pada saat pemimpin 
transformasional dapat  menciptakan suatu sinergitas di dalam 
organisasi, berarti seharusnya  dia dapat pula mengoptimalkan, 
memotivasi dan memberi energi kepada  setiap pengikutnya. 
Praktisnya dapat saja berupa tugas atau pekerjaan  yang betul-
betul menantang serta memberikan peluang bagi mereka  pula 
Kotak  
Kepemimpinan transformatif dapat didefinisikan sebagai kemampuan 
seorang pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui orang lain untuk 
mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka 
mencapai tujuan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. 
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untuk terlibat dalam suatu proses kreatif baik dalam hal 
memberikan usulan ataupun mengambil keputusan dalam 
pemecahan masalah,  sehingga hal ini pula akan memberikan 
nilai tambah bagi mereka sendiri. 
3) Fasilitasi, dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif  
memfasilitasi “pembelajaran” yang terjadi di dalam organisasi 
secara  kelembagaan, kelompok, ataupun individual. Hal ini 
akan berdampak pada semakin bertambahnya modal intelektual 
dari setiap orang yang terlibat  di dalamnya. 
4) Inovasi, yaitu kemampuan untuk secara berani dan   
bertanggung jawab melakukan suatu perubahan bilamana 
diperlukan dan menjadi suatu tuntutan dengan perubahan yang 
terjadi. Dalam suatu organisasi yang  efektif dan efisien, setiap 
orang yang terlibat perlu mengantisipasi perubahan dan 
seharusnya pula mereka tidak takut akan perubahan  tersebut. 
Dalam kasus tertentu, pemimpin transformasional harus sigap  
merespon perubahan tanpa mengorbankan rasa percaya dan 
tim kerja  yang sudah dibangun. 
5) Mobilitas, yaitu pengerahan semua sumber daya yang ada 
untuk  melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat 
di dalamnya dalam mencapai visi dan tujuan. Pemimpin 
transformasional akan selalu mengupayakan pengikut yang 
penuh dengan tanggung jawab. 
6) Siap Siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang 
diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan 
paradigma baru yang positif. 
7) Tekad, yaitu tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir, tekad 
bulat  untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. 
Untuk ini tentu  perlu pula didukung oleh pengembangan 
disiplin spiritualitas, emosi, dan  fisik serta komitmen. 
Bagaimana ketujuh prinsip kepemimpinan transformasional itu 
bersinergi  satu dengan lain secara utuh, dapat digambarkan sebagai 
berikut:  
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Kepemimpinan transformasional sangat relevan untuk diterapkan 
dalam lembaga pendidikan atau sekolah karena hal-hal sebagai berikut: 
1) Pemimpin mampu mengembangkan nilai-nilai organisasi yang 
meliputi kerja keras, menghargai waktu, semangat, dan motivasi 
tinggi untuk berprestasi, disiplin, dan sadar akan tanggung 
jawab. 
2) Pemimpin mampu menyadarkan anggota akan rasa memiliki dan 
tanggung jawab ( sense of belonging and sense responsibility). 
3) Pemimpin dalam proses pengambilan keputusan selalu 
menggunakan kemampuan intelektualnya secara cerdas. 
4) Pemimpin selalu memperjuangkan nasib staf dan anggotanya 
dan peduli akan kebutuhan-kebutuhannya.  
5) Pemimpin berani melakukan perubahan menuju tingkat 
produktivitas organisasi yang lebih tinggi. 
6) Pemimpin mampu membangkitkan motivasi dan semangat 
anggota untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. 
7) Pemimpin mampu menciptakan budaya organisasi yang positif. 
 
Ada beberapa karakeristik pemimpin transformatif menurut Tichy 
dan Devanna dalam Sadler (1997), pertama, pemimpin menempatkan diri 
sebagai agent of change. Kedua; mereka berani bertindak untuk melakukan 
perubahan, pimpinan tersebut berani menghadapi resistensi, menanggung 
risiko, dan berani menghadapi kenyataan. Ketiga; pemimpin percaya 
kepada pengikut, dengan cara mengembangkan kepercayaan melalui 
motivasi, kejujuran dan pemberdayaan, peduli terhadap aspek-aspek 
humanistik. Keempat; pemimpin transformasional menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan seperti mengembangkan rasa empati dan simpati, saling 
 
Kepemimpinan 
Transformasional 
Simplifi
kasi 
Moti-
vasi 
Tekad 
Fasili-
tasi 
Mobi-
litas 
Siap 
Siaga 
Ino-
vasi 
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menghargai, memperhatikan harkat dan martabat sesama, saling 
memperdulikan, ramah, bertindak secara santun, peduli terhadap aspek-
aspek pribadi dan sosio-emosional. Kelima; pemimpin selalu belajar 
sepanjang hayat. Keenam; pemimpin mampu mengatasi permasalahan 
yang kompleks, tidak menentu dan membingungkan. Ketujuh; pemimpin 
memiliki pandangan jauh kedepan (visioner). Berikut ini adalah gambar 
model kepemimpinan transformasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar: 
Model Kepemimpinan Transformatif 
 
Variabel-variabel kepemimpinan Transformasional dapat 
ditampilkan sebagai berikut: 
No Dimensi Variabel 
Individualized Influence   
1 Memiliki integritas perilaku dimana ada 
kongruensi antara apa yang dikatakan atau 
diucapkan dengan apa yang dilakukan 
Konsisten pada visi, misi dan 
arah baru organisasi 
Konsisten terhadap strategi 
dan ide yang diusung 
Konsisten pada program yang 
di kembangkan 
2 Mempu memberika contoh nyata dari apa 
yang diinginkan dengan perubahan-
Member contoh strategi 
pencapaian visi dan misi 
Pemimpin membangun rasa 
kepercayaan pada bawahan 
Pemimpin mentransformasikan 
perhatian kebutuhan bawahan Pemimpin memperluas 
kebutuhan bawahan 
Pemimpin mempertinggi 
probabilitas keberhasilan yang 
subyektif 
Pemimpin mempertinggi nilai 
kebenaran bawahan 
Pemimpin mengangkat nuansa kebutuhan bawahan 
ketingkat yang lebih tinggi pada hirarki motivasi 
Kondisi sekarang dan upaya yang diharapkan 
bawahan 
Bawahan menghasilkan kinerja sebagaimana 
yang diharapkan 
Makin meningginya motivasi bawahan untuk 
mecapai hasil dg uapaya tambahan 
Bahawan mempersembahkan kinerja melebihi 
apa yang diharapkan 
Sumber: Bass dan Aviola 
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perubahan yang diagendakan Member contoh teknis 
operasional pencapaian 
program 
Member contoh kepatuhan 
tehadap regulasi 
Inspiration Motivaton  
3 Mampu memotivasi dan member inspirasi 
kepada anak buahnya 
Membangkitkan antusiasme 
staf 
Kompensasi secara adil 
Dukungan kepada staf yang 
belajar 
Penghargaat atas prestasi 
4 Mengkomunikasikan secara jelas dan 
simpatik tentang harapan-harapan yang 
tinggi dan tantangan kerja yang harus 
dihadapi bersama 
Simpatik dalam 
mengkomunikasikan gagasan 
Jelas dalam menyampaikan 
visi dan misi organisasi 
  Mempunyai harapan yang 
tinggi terhadap pencapaian 
kinerja 
5 Mampu membangkitkan semangat kerja 
tim 
Membuat tim dalam 
melaksanakan tugas 
Mendorong tim untuk bekerja 
Memfasilitasi tim dalam 
bekerja 
6 Menampilkan optimism Semangat dalam pencapaian 
tujuan 
Mempunyai harapan tinggi 
akan pencapaian hasil 
Optimis dalam menetapkan 
target pencapaian kerja 
7 Mempu meningkatkan kreativitas dan klim 
yang kondusif untuk inovasi 
Mendorong kreativitas 
pegawai 
Mengembangkan iklim kerja 
kondusif 
Mendorong melakukan 
inovasi 
Intellectual Stimulation  
8 Mampu melakukan power sharing dengan 
anak buahnya untuk mendorong 
munculnya ide-ide baru dan solusi kreatif 
atas tatangan yang dihadapi organisasi 
Membagi tanggungjawab 
dalam pencapaian visi dan 
misi organisasi 
Member keleluasaan dalam 
mengembangkan program 
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untuk pencapaian visi 
Mengembangkan gugus 
tugas 
9 Menampilkan usaha nyata untuk 
memberdayakan anak buahnya dalam 
mengidentifikasi masalah dan menemukan 
solusinya 
Menata lingkungan kerja 
untuk meberdayakan 
Membangun partisipasi 
dalam rangka 
memberdayakan 
Memberikan tugas sesuai 
dengan kemampuan 
Individualized Concideration  
10 Menghargai perbedaan-perbedaan 
kebutuhan individual untuk mencapai 
perkembangan dan penanjakan karir 
bawahannya 
Memberikan kesempatan 
untuk mengikuti pelatihan 
Memberikan kesempatan 
melakukan studi lanjutan 
Sumber: Asep Hilman (2008: 145-146) 
 
Kepemimpinan Visioner (Visionary Leadership)  
Kepemimpinan visioner (Visionary Leadership) adalah sebuah model 
atau pola kepemimpinan yang dimaksudkan memberi arti pada kerja dan 
usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen 
organisasi dengan cara memberi arahan berdasarkan visi yang dibuat 
secara jelas.  
 
 
 
 
 
Konsep kunci kepemimpinan visoner adalah visi. Visi organisasi 
yang dibuat bukanlah semata-mata rangkaian kalimat yang disusun 
sehingga enak dibaca dan didengar, Visi juga bukan sekadar hasil olah 
pengetahuan (knowledge management), namun visi menjadi pengikat, 
pemersatu, inspirator dan pemberi semangat seluruh komponen 
organisasi. Visi yang demikian itu tidak mungkin diperoleh melalui 
pelatihan (training) sebab pada hakikatnya visi bukan keterampilan. Visi 
harus berangkat dari hati melalui proses perenungan, dan pembelajaran, 
didasarkan pada pengetahuan, dan kemudian direalisasikan melalui 
tindakan nyata.  
Visi (vision) adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan 
dan karakteristik yang ingin di capai oleh organisasi jauh di masa yang 
Kotak  
Syarat yang harus dimiliki pemimpin visioner (visionary Leadeship) adalah visi 
sebagai penggerak, dan visi sebagai penggerak cita-cita uang ingin diwujudkan 
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akan datang. Ia adalah hal ideal yang ingin diwujudkan dimasa mendatang 
melalui aktivitas dan kerja organisasi. Visi adalah cita-cita. Visi adalah 
wawasan ke dapan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi 
bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa 
untuk berbuat. Pradiansyah (Bennis & Nunus, 1997: 19) mengartikan visi  
sebagai “something that articulated a view of a realistic, credible, attractive 
future for the organization, a condition that is better in some important way 
than what now exist”  
Tanpa visi yang jelas organisasi akan berjalan tanpa arah, 
terombang-ambing tanpa tujuan yang pasti. Peter Senge (Saeful Millah, 
2003) dalam karya terkenalnya, "The Fith Discipline" (1997) melontarkan 
gagasannya bahwa sebuah organisasi hanya akan mampu beradaptasi 
dengan perubahan apabila ia mampu menjadikan dirinya tampil sebagai 
sebuah organisasi pemelajaran, learning organization, yakni sebuah 
organisasi yang dibangun oleh orang-orang yang secara terus-menerus 
mau memperluas kapasitas dirinya dalam rangka mencapai tujuan 
bersama yang telah ditetapkan.  
Salah satu disiplin yang harus dilakukan dalam rangkan learning 
organization  menurut Senge adalah membangun visi bersama, shared 
vision, yakni harapan bersama tentang masa depan yang ingin dicapai 
organisasi. Sebuah visi benar-benar merupakan visi bersama apabila setiap 
orang memiliki gambaran yang sama dan setiap orang merasa memiliki 
komitmen untuk mencapainya.  
Visi merupakan sebuah daya atau kekuatan untuk melakukan 
perubahan, yang mendorong terjadinya proses ledakan kreatifitas melalui 
integrasi maupun sinergi berbagai keahlian dari orang-orang yang ada 
dalam organisasi tersebut. Bahkan dikatakan (Aribowo Prijosaksono dan 
Roy Sembel, 2002) bahwa "nothing motivates change more powerfully than 
a clear vision." Visi yang jelas dapat secara dahsyat mendorong terjadinya 
perubahan dalam organisasi. Visi inilah yang mendorong sebuah 
organisasi untuk senantiasa tumbuh dan belajar, serta berkembang dalam 
mempertahankan hidupnya. 
Menjalankan visi secara benar akan memberikan dampak yang 
mencerahkan organisasi (Pradiansyah, http://www.dunamis.co.id), karena: 
1. Visi memberikan sense of direction yang amat diperlukan untuk 
menghadapi krisis dan berbagai perubahan.  
2. Visi memberikan fokus. Fokus merupakan faktor kunci daya saing 
perusahaan untuk menjadi nomor satu di pasar. Karena fokus 
mengarahkan kita tetap pada bidang keahlian yang kita miliki.. 
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3. Visi memberikan identitas kepada seluruh anggota organisasi. Ini 
baru terjadi bila setiap individu menerjemahkan visi tersebut 
menjadi visi dan nilai pribadi mereka.  
4. Visi memberikan makna bagi orang yang terlibat di dalamnya. 
Orang akan menjadi lebih bergairah dan menghayati pekerjaan 
yang bertujuan jelas. 
 
Burt Nanus (1992) menegaskan visi yang baik akan memberikan 
dampak terhadap organisasi karena: 
1. The right vision attracts commitment and energizes people 
2. The right vision creates meaning in workers’ lives 
3. The right vision establishes a standard of excellence 
4. The right vision bridges the present and the future 
 
Oleh karena begitu pentingnya sebuah visi dalam organisasi, Burt 
Nanus (1992) menyarankan agar visi organisasi stidaknya memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
1. Kepantasan (appropriateness). Visi organisasi harus cocok dengan 
"sejarah, budaya dan nilai." Suatu visi harus mempertimbangkan 
masa lalu dan kondisi saat ini suatu organisasi, dan pada waktu 
yang bersamaan, menjadi sesuatu  yang realistis dan pantas untuk 
masa depan organisasi.  
2. Idealistis (idealistic). Suatu visi harus menyampaikan sesuatu  yang 
penuh harapan dan positif. Suatu visi harus membedakan antara 
value-latent dan mencerminkan "gagasan tinggi." Suatu visi 
merupakan sesuatu yang produktif dan sangat penting bahkan 
revolusioner. 
3. Terpercaya dan penuh arti (purposeful dan credible). Suatu visi harus 
pula menjadi sesuatu yang penuh arti atau memusat pada 
keberhasilan beberapa tujuan yang masuk akal. Visi harus bersih 
dan memberi para pengikut dan affected others suatu arah yang 
penuh arti. Apakah visi dan alur ke perwujudannya merupakan 
sesuatu yang sah? Apakah visi memberikan fokus benar dan 
menawarkan suatu masa depan yang lebih baik? 
4. Mendatangkan ilham (inspirational). Suatu visi harus memotivasi 
orang-orang untuk percaya dan bergabung menjadi bagian dari 
kelompok yang mewujudkan masa depan yang lebih baik (the 
making of a better tomorrow). Visi adalah suatu "pendorong" 
organisasi yang memberikan inspirasi terhadap individu dan 
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mendorong mereka untuk terikat secara penuh. Orang-orang harus 
diberi dorongan dan keinginan guna mewujudkan visi. 
5. Dapat dimengerti (understandable). Apakah visi jelas dan dapat 
dimengerti? Jika visi tersebut rancu terlalu sukar untuk dipahami, 
visi tersebut merupakan suatu yang hilang dalam pemaknaan awal 
dan dapat mengantarkan organisasi pada kegagalan. Para 
pemimpin harus bekerja keras untuk mengkomunikasikan suatu visi 
yang tidak saja bisa diraih oleh dirinya, namun juga dapat diraih 
oleh yang lainnya. Seorang pemimpin harus mengetahui setiap 
aspek yang berhubungan dengan visi, dan mampu untuk 
menyampaikan hal tersebut ke yang lainnya. 
6. Unik (unique). Tiap organisasi berbeda dalam beberapa bentuk atau 
cara mengatur kegiatan bisnis. Suatu organisasi bagaimanapun juga 
memiliki pengecualian dalam  sejarahnya, tradisi, aktivitas, dan lain-
lain. Suatu visi tidak dapat mengelak untuk mencerminkan 
keunikan-keunikan ini. 
7. Ambisius (ambitious). Visi merupakan pandangan yang terlalu tinggi 
atau jauh, dan sangat berani, dan sering juga berlawanan dengan 
hal yang berlaku alamiah. Mereka memerlukan keberanian dan 
ketabahan. Sering mereka membutuhkan "pengorbanan dan 
investasi emosional." 
 
Kompetensi Pemimpin Visioner 
Kepemimpinan Visioner memerlukan kompetensi tertentu. 
Pemimipin visioner setidaknya harus memiliki empat kompetensi kunci 
sebagaimana dikemukakan oleh Burt Nanus (1992),  yaitu: 
1. Seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk 
berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan 
lainnya dalam organisasi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk 
menghasilkan “guidance, encouragement, and motivation.” 
2. Seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan 
memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman 
dan peluang. Ini termasuk, yang paling penting, dapat "relate 
skillfully" dengan orang-orang kunci di luar organisasi, namun 
memainkan peran penting terhadap organisasi (investor, dan 
pelanggan). 
3. Seorang pemimpin harus memegang peran penting dalam 
membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi, prosedur, 
produk dan jasa. Seorang pemimpin dalam hal ini harus terlibat 
dalam organisasi untuk menghasilkan dan mempertahankan 
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kesempurnaan pelayanan, sejalan dengan mempersiapkan dan 
memandu jalan organisasi ke masa depan (successfully achieved 
vision).  
4. Seorang pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan 
"ceruk" untuk mengantisipasi masa depan. Ceruk ini merupakan 
sebuah bentuk imajinatif, yang berdasarkan atas kemampuan data 
untuk mengakses kebutuhan masa depan konsumen, teknologi, 
dan lain sebagainya. Ini termasuk kemampuan untuk mengatur 
sumber daya organisasi guna mempersiapkan diri menghadapi 
kemunculan kebutuhan dan perubahan ini.  
 
Barbara Brown mengajukan 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh 
pemimpin visioner, yaitu: 
1. Visualizing.  Pemimpin visioner mempunyai gambaran yang jelas 
tentang apa yang hendak dicapai dan mempunyai gambaran yang jelas 
kapan hal itu akan dapat dicapai. 
2. Futuristic Thinking. Pemimpin visioner tidak hanya memikirkan di mana 
posisi bisnis pada saat ini, tetapi lebih memikirkan di mana posisi yang 
diinginkan pada masa yang akan datang. 
3. Showing Foresight. Pemimpin visioner adalah perencana yang dapat 
memperkirakan masa depan. Dalam membuat rencana tidak hanya 
mempertimbangkan apa yang ingin dilakukan, tetapi 
mempertimbangkan teknologi, prosedur, organisasi dan faktor lain 
yang mungkin dapat mempengaruhi rencana. 
4. Proactive Planning. Pemimpin visioner menetapkan sasaran dan 
strategi yang spesifik untuk mencapai sasaran tersebut. Pemimpin 
visioner mampu mengantisipasi atau mempertimbangkan rintangan 
potensial dan mengembangkan rencana darurat untuk menanggulangi 
rintangan itu 
5. Creative Thinking. Dalam menghadapi tantangan pemimpin visioner 
berusaha mencari alternatif jalan keluar yang baru dengan 
memperhatikan isu, peluang dan masalah.  
6. Taking Risks.  Pemimpin visioner berani mengambil resiko, dan 
menganggap kegagalan sebagai peluang bukan kemunduran. 
7. Process alignment. Pemimpin visioner mengetahui bagaimana cara 
menghubungkan sasaran dirinya dengan sasaran organisasi. Ia dapat 
dengan segera menselaraskan tugas dan pekerjaan setiap departemen 
pada seluruh organisasi. 
8. Coalition building. Pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka 
mencapai sasaran, dia harus menciptakan hubungan yang harmonis ke 
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dalam maupun ke luar organisasi. Dia aktif mencari peluang untuk 
bekerjasama dengan berbagai macam individu, departemen dan  
golongan tertentu. 
9. Continuous Learning. Pemimpin visioner harus mampu dengan teratur 
mengambil bagian dalam pelatihan dan berbagai jenis pengembangan 
lainnya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pemimpin visioner 
mampu menguji setiap interaksi, negatif atau positif, sehingga mampu 
mempelajari situasi. Pemimpin visioner mampu mengejar peluang 
untuk bekerjasama  dan mengambil bagian dalam proyek yang dapat 
memperluas pengetahuan, memberikan tantangan berpikir dan 
mengembangkan imajinasi. 
10. Embracing Change. Pemimpin visioner mengetahui bahwa perubahan 
adalah suatu bagian yang penting bagi pertumbuhan dan 
pengembangan. Ketika ditemukan perubahan yang tidak diinginkan 
atau  tidak diantisipasi, pemimpin visioner dengan aktif menyelidiki 
jalan yang dapat memberikan manfaat pada perubahan tersebut.  
 
Peran Pemimpin Visioner 
Nanus (2001) dalam Komariah (2006: 93) mengungkapkan bahwa 
kepemimpinan visioner bekerja dalam empat pilar atau peran penting. 
Keempat peran tersebut harus dimainkan oleh pemimpin visioner dalam 
melaksanakan  kepemimpinannya, yaitu: 
 
1. Peran Penentu Arah (Direction Setter).  
Pemimpin yang memiliki visi berperan sebagai penentu arah 
organisasi. Di saat organisasi sedang menemui kebingungan menghadapi 
berbagai perubahan-perubahan dan struktur baru, visionary leadership 
tampil sebagai pelopor yang menentukan arah yang dituju melalui pikiran-
pikiran rasional dan cerdas tentang sasaran-sasaran yang akan dituju dan 
mengarahkan prilaku-prilaku bergerak maju ke arah yang diinginkan. 
Peran semacam ini dalam studi dan praktek kepemimpinan merupakan 
esensi/inti dari kepemimpinan. Sebagai penentu arah, seorang pemimpin 
menyampaikan visi, mengkomunikasikannya, memotivasi pekerja dan 
rekan, serta meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukan merupakan hal 
yang benar, dan mendukung partisipasi pada seluruh tingkat dan pada 
seluruh tahap usaha menuju masa depan. 
  
2. Agen Perubahan (Agent of Change).  
Visionary leadership berperan sebagai agen perubahan. Seorang 
pemimpin bertanggungjawab untuk merangsang perubahan di lingkungan 
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internal. Pemimpin merasa tidak nyaman dengan situasi organisasi yang 
statis dan status quo. Ia memimpin kesuksesan organisasi melalui 
gebrakan-gebrakan baru yang memicu kinerja dan menerima tantangan-
tantangan dengan menerjemahkannya ke dalam agenda-agenda kerja 
yang jelas dan rasional.  
 
3. Juru Bicara (Spokesperson).  
Visionary leadership berperan sebagai juru bicara. Seorang 
pemimpin tidak saja mempunyai kemampuan meyakinkan seseorang 
dalam kelompok internal, namun lebih jauh lagi adalah begaimana 
pemimpin mempunyai akses yang luas di dunia luar, memperkenalkan dan 
mensosialisasikan keunggulan-keunggulan dan visi organisasinya yang akan 
berimplikasi kepada kemajuan organisasi. Dari hasil negosiasi-negosiasi 
diharapkan dapat menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
menyenangkan secara moril maupun materiil. 
Seorang visionary leadership adalah seorang negosiator utama dan ulung 
dalam berhubungan dengan organisasi lain atau hirarkhi yang lebih tinggi. 
Kemampuan berkomunikasi yang disertai dengan logika dan argumentasi 
rasional tentang visi organisasi, menarik, bermanfaat dan menyenangkan 
menjadikan ia seorang negosiator ulung. 
 
4. Pelatih (Coach).  
Pemimpin visioner yang efektif harus menjadi pelatih yang baik. Dengan 
ini berarti bahwa seorang pemimpin harus menggunakan kerjasama kelompok 
untuk mencapai visi yang dinyatakan. Seorang pemimpin mengoptimalkan 
kemampuan seluruh "pemain" untuk bekerja sama, mengkoordinir aktivitas atau 
usaha mereka ke arah "pencapaian kemenangan," atau menuju pencapaian suatu 
visi organisasi. Pemimpin sebagai pelatih, menjaga anggota organisasi untuk 
memusatkan pada realisasi visi dengan pengarahan, memberi harapan, dan 
membangun kepercayaan di antara pemain. 
Dengan demikian peran kepemimpinan visioner (visionary leadership) 
adalah untuk memberikan contoh atau cara kerja strategis dalam rangka 
mengimplementasikan visi organisasi. Model kepemimpinan visioner ini selaras 
dengan model kepemimpinan yang dikembangkan oleh Locke (1997: 10) dalam 
Komariah (2006: 95) sebagaimana gambar berikut: 
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Kepala Sekolah/Madrasah sebagai Pimpinan Pendidikan 
Kepala sekolah/madrasah dalam satuan pendidikan merupakan 
pemimpin. Ia mempunyai dua jabatan dan peran penting dalam 
melaksanakan proses pendidikan. Pertama, kepala sekolah adalah 
pengelola pendidikan di sekolah, dan kedua, kepala sekolah adalah 
pemimpin formal pendidikan disekolahnya. 
Sebagai pengelola pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab 
terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara 
melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. 
Disamping itu kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas 
sumber daya manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-
tugas pendidikan. Oleh karena itu sebagai pengelola, kepala sekolah 
memiliki tugas untuk mengembangkan kinerja para personal (terutama 
para guru) ke arah profesionalisme yang diharapkan. 
 Sebagai pemimpin formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas 
tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan para bawahan 
ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini 
Motif 
- Tekat (Prestasi, Ambisi, energy, Ketekunan, 
Inisiatif) 
- Motivasi Kepemimpinan (Sosial Vs Personal) 
Bakat 
- Kejujuran/Integritas 
- Rasa Percaya diri, termasuk stabilitas 
emosional 
- Orisinalitas/kreativitas 
- Fleksibelitas/adaptabilitas 
-  Kharisma 
Motif dan Bakat 
Pengetahuan 
- Keahlian Teknologi 
- Pengetahuan tentang organisasi dan industry 
yang diperoleh dari pengalaman 
Keahlian 
- Berkomunikasi lisan (membangun jaringan, 
manajemen konflik, penaksiran kemampuan 
orang lain) 
- Keahlian manajemen (memecahkan persoalan, 
pembuatan keputusan, penetapan sasaran, 
perencanaan) 
Kemampuan 
- Kemampuan kognitif/intelegensia 
PKK (Pengetahuan-Keahlian-Kemampuan) 
VISI 
Pernyataan Visi 
Merumuskan Visi 
Mendorong Komitmen 
Mengembangkan Visi Strategis 
Pengembangan VISI 
- Memotivasi (otoritas, peran keteladanan, membangun rasa percaya diri, mendelegasikan, menciptakan sasaran, 
memberikan imbalan dan hukuman) 
- Mengelola informasi (menghimpun dan menyebarkan informasi) 
- Membangun tim 
- Pendorong perubahan, inovasi, dan pengambilan resiko 
Gambar  
Model Kepemimpinan 
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kepala sekolah bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, baik 
fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun 
penciptaan iklim dan budaya sekolah yang konduktif bagi terlaksananya 
proses belajar mengajar secara efektif, efisien dan produktif. 
 Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan setidaknya harus 
memiliki kompetensi dasar manajerial yaitu:  
1) Keterampilan teknis (Technical Skill) 
Keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan, metode 
dan teknik-teknik tertentu dalam menyelesaikan suatu tugas-tugas 
tertentu. Dalam prakteknya, keterlibatan seorang pemimpin dalam setiap 
bentuk technical skill disesuaikan dengan status/tingkatan pemimpin itu 
sendiri. 
2) Keterampilan manusiawi (Human Skill) 
Keterampilan yang menunjukkan kemampuan seorang pemimpin di 
dalam bekerja melalui orang lain secara efektif, dan untuk membina 
kerjasama.  
3) Keterampilan Konseptual (Conceptual) 
Keterampilan terakhir ini menunjukkan kemampuan dalam berfikir, 
seperti menganalisa suatu masalah, memutuskan dan memecahkan 
masalah tersebut dengan baik. Untuk dapat menerapkan keterampilan ini 
seorang pemimpin dituntut memiliki pemahaman yang utuh (secara 
totalitas) terhadap organisasinya. Tujuannya agar ia dapat bertindak 
selaras dengan tujuan organisasi secara menyeluruh atas dasar tujuan dan 
kebutuhan kelompok sendiri. 
 
Standar Kepala Sekolah/ Madrasah 
 Kepala sekolah/madrasah harus memiliki berbagai standar tertentu 
yang telah ditentukan. Penentuan satandar dilakukan agar kinerja 
pemimpin madrasah dapat berjalan dengan efektif, efisien, memahami 
berbagai persoalan madrasah, tepat dalam mengambil keputusan (desicion 
marking) dan mampu member solusi masalah (problem solving) atas 
masalah  yang dihadapi lembaga. Untuk dapat diangkat sebagai kepala 
madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah 
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Standar Kepala 
Madrasah terdiri dari standar kualifikasi dan standar kompetensi. 
1. Standar Kualifikasi Kepala Madrasah  
Standar Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi 
Umum, dan Kualifikasi Khusus.  
a) Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:  
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 Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat 
(D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan 
tinggi yang terakreditasi;  
 Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-
tingginya 56 tahun;  
 Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di 
Taman Kanak-kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki 
pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di 
TK/RA; dan  
 Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri 
sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan 
yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.  
b) Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:  
 Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah 
sebagai berikut:  
1) Berstatus sebagai guru TK/RA;  
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan  
3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh 
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.  
 Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah 
sebagai berikut:  
1) Berstatus sebagai guru SD/MI;  
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan  
3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh 
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.  
 Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs) adalah sebagai berikut:  
1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs;  
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan  
3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh 
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.  
 Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) 
adalah sebagai berikut:  
1) Berstatus sebagai guru SMA/MA;  
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan  
3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh 
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.  
 Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 
(SMK/MAK) adalah sebagai berikut:  
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1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK;  
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan  
3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan 
oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.  
 Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama 
Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa 
(SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut:  
1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan 
SDLB/SMPLB/SMALB;  
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru 
SDLB/SMPLB/SMALB; dan  
3) Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh 
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.  
 Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut:  
1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun 
sebagai kepala sekolah;  
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu 
satuan pendidikan; dan  
3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh 
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.  
 
2. Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah 
Standar Kompetensi terdiri dari kompetensi kepribadian, 
kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, 
dan kompetensi sosial. Kelima standar tersebut dapat dilihat dalam tabel 
berikut. 
 
Tabel 
Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah 
DIMENSI KOMPETENSI 
A. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 
 1) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan 
menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.  
2) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.  
3) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai 
kepala sekolah/madrasah.  
4) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.  
5) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan 
sebagai kepala sekolah/ madrasah.  
6) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.  
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B. KOMPETENSI MANAJERIAL 
 1) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan 
perencanaan.  
2) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan 
kebutuhan.  
3) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber 
daya sekolah/ madrasah secara optimal.  
4) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju 
organisasi pembelajar yang efektif.  
5) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan 
inovatif bagi pembelajaran peserta didik.  
6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 
manusia secara optimal.  
7) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka 
pendayagunaan secara optimal.  
8) Mengelola hubungan sekolah/madrasah danmasyarakat dalam rangka 
pencarian dukunganide, sumber belajar, dan pembiayaan 
sekolah/madrasah. 
9) Mengelola peserta didik dalam rangkapenerimaan peserta didik baru, 
danpenempatan dan pengembangan kapasitaspeserta didik.  
10) Mengelola pengembangan kurikulum dankegiatan pembelajaran sesuai 
dengan arah dantujuan pendidikan nasional.  
11) Mengelola keuangan sekolah/madrasahsesuai dengan prinsip 
pengelolaan yangakuntabel, transparan, dan efisien.  
12) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasahdalam mendukung 
pencapaian tujuan sekolah/madrasah.  
13) Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung 
kegiatanpembelajaran dan kegiatan peserta didik disekolah/madrasah.  
14) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasahdalam mendukung 
penyusunan program danpengambilan keputusan.  
15) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasibagi peningkatan 
pembelajaran danmanajemen sekolah/madrasah.  
16) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan program 
kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, 
sertamerencanakan tindak lanjutnya.  
C. KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN 
 1) Menciptakan inovasi yang berguna bagipengembangan 
sekolah/madrasah.  
2) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilansekolah/madrasah sebagai 
organisasipembelajar yang efektif.  
3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.  
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4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 
menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.  
5) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa 
sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 
D. KOMPETENSI SUPERVISI 
 1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 
profesionalisme guru.  
2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 
menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.  
3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 
peningkatan profesionalisme guru.  
E. KOMPETENSI SOSIAL 
 1) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah  
2) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.  
3) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.  
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BAGIAN LIMA 
SUPERVISI PENDIDIKAN 
 
Supervisi Pendidikan  
Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses 
pendidikan, kepala sekolah, guru, murid, karyawan dan steakholder 
pendidikan lainnya hampir  dapat dipastikan mempunyai persoalan atau 
masalah dalam kaitannya dengan pembelajaran. Guru sebagai salah satu 
steakholder penting dalam pembelajaran juga tidak luput dari problem-
problem mengajar, karenanya dibutuhkan pengalaman, masukan, bantuan 
dan pendapat dari orang lain guna memecahkan, memberikan alternatif 
solusi atas persoalan yang dihadapi guru tersebut. Pemberi masukan, 
pemecah persoalan, bantuan-bantuan alternatif solusi baik persoalan 
pribadi guru, jabatan maupun lembaga pendidikan/ pembelajaran disebut 
supervisor.  
Oleh karena itu, orang yang berfungsi memberi bantuan kepada 
guru-guru dalam menstimulir guru-guru ke arah usaha mempertahankan 
suasana belajar dan mengajar yang lebih baik disebut supervisor. 
Pekerjaan memberi bantuan tersebut disebut supervisi dan cara atau 
strategi membantu memperbaki situasi pembelajaran disebut teknik-teknik 
supervisi. 
Supervisi berasal dari dua kata yaitu “super” dan “vision”, super 
dapat diartikan kelebihan, orang yang memiliki kelebihan. Sedangkan 
vision diartikan sebagai pandangan jauh kedepan.  Jadi, supervisi secara 
harfiah dapat diartikan sebagai kelebihan yang dimiliki orang untuk 
melihat jauh kedepan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bawa 
orang yang melakukan supervisi disebut supervisor atau diartikan orang 
yang memiliki pandangan jauh ke depan, sedangkan orang yang dikenai 
supervisi dikatakan supervisee atau orang yang dikenai kegiatan 
pengawasan yang dilakukan oleh pengawas.  Kegiatan pengawasan yang 
dilakukan oleh pengawas untuk meneliti, menilai, memperbaiki, kemudian 
meningkatkan kemampuan orang yang dikenai pengawasan itu dikatakan 
sebagai kegiatan supervisi atau kegiatan pengawasan. 
Kegiatan supervisi selalu dilakukan di setiap lembaga atau 
organisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja 
dan membentuk perilaku anggota organisasi sesuai dengan norma dan 
budaya organisasi bagi kepentingan maksud dan tujuan organisasi. Oleh 
sebab itu, istilah supervisi selalu dijumpai dalam setiap organisasi. 
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Dalam organisasi pendidikan, istilah supervisi sudah lama dikenal 
dan dibicarakan. Perhatian utama supervisi pendidikan adalah masalah 
mutu pengajaran dan upaya-upaya perbaikannya. Supervisi pendidikan 
mengacu kepada misi utama organisasi pendidikan, yaitu kegiatan yang 
ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu akademik. Dengan 
kata lain, supervisi pendidikan adalah kegiatan yang berurusan dengan 
perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran. Perbaikan dan 
peningkatan pembelajaran yang mampu menghasilkan peserta didik yang 
berkualitas. 
 
 
 
 
 
 
Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang supervisi pendidikan 
atau dalam berbagai literatur mengunakan istilah “instructional 
supervision” atau “educational supervision”. Berikut ini adalah beberapa 
definisi mengenai supervisi pendidikan: 
 
Tokoh Supervisi Pendidikan 
P. Adams dan Frank G. 
Dickey (Adams H.F dan 
Dickey, F.G, 1959, Basic 
Principle of Supervision: New 
York, America Book 
Commpany, hal. 1-2 
Program yang berencana untuk memperbaiki 
pengajaran 
Dictionary of Education 
(Harris Chester, Encyclopedia 
of Education Research N.Y. 
Mc Graw Hill Company Inc, 
1959) 
Usaha dari petugas-petugas sekolah dalam 
memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya, 
dalam memperbaiki pengajaran, termasuk 
menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan, dan 
perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan 
pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode 
mengajar dan evaluasi pengajaran. 
Boardman, Charles, Harl R. 
Doglass, Rudyard K. Bent, 
Democratic Supervision in 
Socondary School, 
Cambridge Massacussetts, 
Houghton Mifflin Company, 
1953. Hal. 3-5 
Supervisi adalah suatu usaha menstimulir, 
mengkoordinir dan membimbing secara kontinyu 
pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara 
individual maupun kolektif agar lebih mengerti dan 
lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi 
pengajaran. Dengan demikian mereka dapat 
menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap 
murid secara kontinyu serta mampu dan lebih cakap 
KOTAK 
Supervisi pendidikan mengacu kepada misi utama organisasi pendidikan, yaitu 
kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu 
akademik. 
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berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern 
Mc. Nerney Ch. T, 
Educational Supervision, 
New York, Mc. Graw Hill 
Book Company 1951 
Supervise adalah prosedur memberi arah serta 
mengadakan penilaian secara kritis terhadap peroses 
pengajaran (16:1) 
H. Burton & Leo J. Bruckner 
(Burton W.H. dan Lee J. 
Bruchner, Supervision, New 
York Applenten Century-
Crof. Inc, 1955 
Suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya 
mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama, 
faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak (5:11) 
 
Inti dari berbagai pengertian tentang supervisi pendidikan adalah 
usaha meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional guru dalam 
upaya mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik melalui cara-cara 
mengajar yang lebih baik yang akhirnya berdampak kepada peningkatan 
hasil belajar peserta didik.  
Oleh karenannya supervisi pendidikan mempunyai peran penting 
dalam upaya peningkatan kompetensi dan kemampuan profesional guru. 
Berikut ini adalah bagan hubungan antara supervisi pendidikan, perilaku 
mangajar, perilaku belajar, dan hasil belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  
Hubungan Antara Perilaku Supervisi, Perilaku Mangajar, 
Perilaku Belajar, dan Hasil Belajar 
 
 
Fungsi Supervisi 
Ametembun (1995) membagi empat fungsi supervisi yaitu (1) 
Fungsi Penelitian, (2) Fungsi Penilaian, (3) Fungsi Perbaikan, (4) Fungsi 
Peningkatan. 
1) Fungsi Penelitian 
Supervisi sebagai fungsi penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 
gambaran yang jelas dan obyektif tentang situasi  pendidikan. 
Supervisor tidak berprasangka buruk terhadap perilaku guru atas 
rendahnya hasil belajar siswa yang dicapai, akan tetapi harus 
Perilaku 
Supervisi 
Hasil 
Belajar 
Perilaku 
Mengajar 
Perilaku 
Belajar 
Umpan Balik 
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berdasarkan fakta dan data melalui pengamatan langsung terhadap 
proses pendidikan atau guru.  Dengan penelitian yang dilakukannya 
tidak akan menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan apa yang 
sebenarnya terjadi karena permasalahan yang sebenarnya dapat 
ditemukan dari data dan fakta yang dikumpulkannya. 
2) Fungsi Penilaian 
Fungsi penilaian dimaksudkan untuk memperoleh baik atau 
buruknya sesuatu, oleh karena itu kebaikan yang sudah dicapai 
diupayakan untuk terus dipertahankan dan kekurangan yang masih 
nampak diberikan perlakuan yang proporsional sehingga tidak 
terulang lagi, pengulangan atas keburukan sebenarnya harus 
dikembalikan kepada diri sendiri apakah upaya yang sudah 
dilakukan untuk memperbaikinya. 
3) Fungsi Perbaikan 
Fungsi perbaikan dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal yang 
kurang dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek negatif, yaitu 
kekurangan, kelemahan atau kemandegan, mengklasifikasi aspek-
aspek negatif dan kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan.  
4) Fungsi Peningkatan 
 Upaya perbaikan merupakan proses yang berkesinambungan yang 
dilakukan terus-menerus. Supervisi pendidikan menjunjung praktek 
“continous quality improvement” (CQI). Dalam proses ini, diusahakan agar 
kondisi yang telah memuaskan itu supaya dipertahankan bahkan lebih 
ditingkatkan lagi. 
 Keempat fungsi tersebut merupakan suatu kesatuan yang secara 
resiprokal dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 
 Fungsi-Fungsi Supervisi Pendidikan 
 
 
PENELITIAN 
PENILAIAN PENINGKATAN 
PERBAIKAN 
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Dasar dilaksanakan supervisi pendidikan adalah adanya keyakinan 
bahwa:  
 Kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
profesional gurunya. 
 Pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran (PBM) 
hendaknya menaruh perhatian utamanya pada peningkatan 
kemampuan profesional gurunya yang berakibat pada 
meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran. 
 Pembinaan yang tepat dan terus menerus yang diberikan kepada 
guru-guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. 
 Peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru 
didasarkan atas keyakinan bahwa mutu pembelajaran dapat 
diperbaiki dengan cara pembinaan langsung dari orang-orang yang 
bekerjasama dengan guru-guru untuk memperbaiki mutu 
pembelajaran. 
 Supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi 
pertumbuhan profesional guru. Kondisi ini ditumbuhkan melalui 
kepemimpinan partisipatif, dimana guru-guru merasa dihargai dan 
diperlukan. Dalam situasi seperti ini akan lahir saling kepercayaan 
antara para pembina (pengawas, kepala sekolah/madrasah) dengan 
guru-guru, antara guru dengan guru, dan antara pembina sendiri.  
 Supervisi yang efektif dapat melahirkan wadah kerjasama yang 
dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru-guru. Melalui 
wadah ini, guru-guru memiliki kesempatan untuk berpikir dan 
bekerja sebagai suatu kelompok dalam mengidentifikasi dan 
memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari di bawah 
bimbingan pembina dalam upaya memperbaiki proses 
pembelajaran. 
 Supervisi yang efektif dapat membantu guru-guru memperoleh 
arah diri, memahami masalah yang dihadapi sehari-hari, belajar 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari dengan 
imajinatif dan kreatif.  
 Supervisi yang efektif dapat merangsang kreativitas guru untuk 
memunculkan gagasan perubahan dan pembaruan yang ditujukan 
untuk memperbaiki proses pembelajaran. 
 Supervisi yang efektif hendaknya mampu membangun kondisi yang 
memungkinkan guru-guru dapat menunaikan pekerjaanya secara 
profesional. Ketersediaan sumber daya pendidikan yang diperlukan 
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memberi peluang kepada guru untuk mengembangkan proses 
pembelajaran yang lebih baik. 
 
Peranan Supervisor 
Pembinaan profesionalisme guru oleh supervisor dimaksudkan agar 
terjadi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan melalui kegiatan belajar 
mengajar. Dalam rangka hal tersebut para pengawas seharusnya 
melakukan fungsi dan peranannya sebagai berikut: 
a. Supervisor sebagai Peneliti 
Supervisor dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah 
pengajaran. Karena itu ia perlu mengidentifikasi masalah-masalah 
pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau sebab-sebab yang 
mempengaruhinya. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan 
riset/penelitian terhadap persoalan-persoalan pengajaran. 
 
b. Supervisor sebagai Konsultan  
Supervisor hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-
cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Oleh 
sebab itu, para pengawas hendaknya selalu mengikuti perkembangan 
masalah-masalah dan gagasan-gagasan pendidikan dan pengajaran 
mutakhir. Ia dituntut untuk banyak membaca dan menghadiri 
pertemuan-pertemuan profesional, dimana ia memiliki kesempatan 
untuk saling tukar informasi tentang masalah-masalah pendidikan dan 
pengajaran yang relevan, yaitu gagasan-gagasan baru mengenai teori 
dan praktek pengajaran. 
 
c. Supervisor sebagai Fasilitator 
Superviosor harus mengusahakan agar sumber-sumber professional 
guru seperti buku dan alat pembelajaran lainnya dapat dengan mudah 
didapatkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu 
pembelajaran. Supervisor sebagai fasilitator dimaksudkan agar guru 
dapat dengan mudah melaksanakan tugas ke-profesionalannya. 
 
d. Supervisor sebagai Motivator 
Supervisor hendaknya membangkitkan semangat dan memotivasi guru 
untuk terus berprestasi. Guru-guru didorong untuk mempraktekkan 
gagasan-gagasan inovatif yang meningkatkan mutu pembelajaran. 
 
e. Supervisor sebagai Pelopor Pembaharuan 
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Supervisor hendaknya mempunyai inisiatif dan prakarsa perbaikan. 
Mendorong guru untuk selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan 
pengetahuan dan metode pembelajaran. Sehingga dapat 
meningkatkan profesionalisme dan mutu guru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisi sebagai pembinaan profesional guru diwujudkan dalam 
perilaku para supervisor sebagai pembina. Kualitas perilaku pembinaan 
tersebut bergantung pada pemahaman para supervisor mengenai tujuan 
pembinaan profesional. Tingkat kualitas perilaku pembinaan profesional 
setidaknya dapat berwujud dalam tingkatan sebagai berikut; (1) 
memperhatikan, (2) mengerti atau memahami, (3) membantu dan 
membimbing, (4) memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan 
pengembangan, (5) memupuk kepercayaan diri, dan (6) memupuk, 
mendorong bagi pengembangan inisitif dan kreativitas (professional self 
profelling growth). Para supervisor diharapkan mengembangkan perilaku 
pembinaan profesionalnya pada tingkat tertinggi yaitu memupuk, 
mendorong bagi pengembangan inisitif dan kreativitas (professional self 
profelling growth). Berikut ini adalah tingkatan kualitas perilaku pembinaan 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOTAK 
Peran supervisor 
 Supervisor sebagai peneliti 
 Supervisor sebagai konsultan 
 Supervisor sebagai fasilitator 
 Supervisor sebagai motivator 
 Supervisor sebagai pelopor pembaharuan 
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Gambar  
Materi Teknik-Teknik Supervisi 
 
 
 
Teknik-Teknik Supervisi 
Teknik Supervisi Langsung (Direct Technique) 
Teknik langsung adalah aktivitas supervisi yang dilakukan melalui 
tatap muka langsung dengan guru baik pada saat guru mengajar di dalam 
kelas maupun pertemuan yang diatur di luar ruang kelas.  Diantara bentuk 
teknik ini adalah:  
1) Kunjungan Kelas. Kunjungan kelas atau observasi kelas yang 
dilaksanakan supervisor bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan 
pembelajaran. Kunjungan kelas ini dimaksudkan untuk 
mengumpulkan informasi dalam rangka meningkatkan mutu proses 
dan hasil belajar mengajar sebagai wujud tanggung jawab bersama. 
2) Pertemuan individual. Pertemuan individu ialah pertemuan 
percakapan, dialog, atau tukar pikiran antara pengawas dengan 
guru mengenai usaha-usaha meningkatkan kemampuan profesional 
guru. Pertemuan ini bersifat informal terjadi dalam waktu yang 
singkat atau agak lama dan dapat diadakan sebelum atau sesudah 
kunjungan kelas. Proses pertemuan pribadi berisi dialog profesional 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan 
pengajaran. 
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3) Kunjungan Sekolah/Madrasah. Kunjungan sekolah/madrasah 
dimaksudkan untuk mengetahui secara lengkap proses 
pembelajaran. Untuk itu seorang supervisor harus mengunjungi 
sekolah/madrasah secara teratur. Kunjungan ini dapat dilakukan 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu atau tanpa pemberitahuan. 
 
Teknik Supervisi Tidak Langsung (Indirect Technique) 
Teknik supervisi tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan 
melalui berbagai fasilitas media pengawasan seperti rapat-rapat, media 
terbitan, penataran dan pelatihan. Teknik pengawasan langsung ini juga 
dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Diantara bentuk 
supervisi tidak langsung adalah: 
1) Rapat Guru. Rapat dewan guru merupakan pertemuan antara 
semua guru dan kepala sekolah/madrasah. Pertemuan ini 
membicarakan berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan 
pendidikan terutama proses pembelajaran.  
2) Penataran. Penataran merupakan salah satu bentuk pembinaan 
dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan profesionalisme 
guru.  
3) Penerbitan Buletin Profesional. Buletin profesional adalah 
selebaran berkala yang terdiri atas beberapa lembar berisi tulisan 
mengenai topik-topik tertentu berkaitan dengan usaha peningkatan 
proses belajar mengajar. Penerbitan buletin ini dapat menjadi 
media supervisi selain juga dapat berfungsi sebagai wahana 
kreatifitas guru dan pemberian informasi-informasi pembelajaran. 
4) Kunjungan antar Kelas. Kunjungan antar kelas dapat juga 
berfungsi sebagai teknik pembinaan profesional. Guru dari kelas 
yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan 
sekolah/madrasah. Dengan kunjungan antar kelas ini guru dapat 
memperoleh pengalaman tentang proses belajar mengajar dan 
mengelola kelas lain dan begitu sebaliknya.  
 
Standar Supervisi  Sekolah/Madrasah 
Seseorang dapat diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah 
sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 
2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah harus memenuhi 
standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut trdiri dari dua hal yaitu 
standar kualifikasi dan standar kompetensi. 
1) Standar Kualifikasi Supervisi 
BAGIAN LIMA: 
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 Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal 
(TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah 
sebagai berikut: 
a) Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) 
kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi; 
b) (1) Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan 
pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala 
sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk 
menjadi pengawas TK/RA;  
(2) Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan 
pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala 
sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, 
untuk menjadi pengawas SD/MI; 
c) Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c; 
d) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai 
pengawas satuan pendidikan; 
e) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang 
dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan 
pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan 
pemerintah; dan 
f) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. 
 
 Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 
(SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut : 
a) Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan 
berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan 
pada perguruan tinggi terakreditasi; 
b) (1) Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs 
dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun 
mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah 
SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk 
menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata 
pelajarannya;  
(2) Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan 
pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA 
BAGIAN LIMA: 
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dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi 
pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya; 
(3) Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK 
dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun 
mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah 
SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk 
menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata 
pelajarannya; 
c) Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c; 
d) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai 
pengawas satuan pendidikan; 
e) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang 
dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan 
pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan 
pemerintah; dan 
f) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Standar Kompetensi Supervisi 
Standar kompetensi supervisi terdiri dari enam kompetensi yaitu; 
kompetensi kepribadiaan, kompetensi manajerial supervisi, kompetensi 
akademik supervisi, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi 
penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Keenam standar 
kompetensi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 
 
Tabel: 
Standar Kompetensi Pengawas (TK/RA) dan (SD/MI) 
DIMENSI KOMPETENSI 
1. KOPETENSI KEPRIBADIAN 
 1.1 Memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan. 
1.2 Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan 
dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugasjabatannya. 
KOTAK 
Standar supervisi sekolah/madrasah meliputi: 
1. Standar kualifikasi supervisi  
2. Standar kompetensi supervisi yang terdiri dari kompetensi 
kepribadiaan, kompetensi manajerial supervisi, kompetensi 
akademik supervisi, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi 
penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. 
BAGIAN LIMA: 
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1.3 Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan 
tanggungjawabnya. 
1.4 Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder 
pendidikan. 
2. KOMPETENSI SUPERVISI MANAJERIAL 
 2.1 Menguasai metode, teknik dan prinsipprinsip supervisi dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 
2.2 Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan 
program pendidikan di sekolah. 
2.3 Menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah. 
2.4 Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk 
perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah. 
2.5 Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan 
pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah. 
2.6 Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan 
konseling di sekolah. 
2.7 Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang 
dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam 
melaksanakan tugas pokoknya di sekolah. 
2.8 Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan 
hasilhasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan 
akreditasi sekolah. 
3. Kompetensi Supervisi Akademik 
 3.1 Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan 
perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran 
di SD/MI. 
3.2 Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan 
kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap 
bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI. 
3.3 Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di 
TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar 
kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan 
KTSP. 
3.4 Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 
strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 
mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di 
TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI. 
3.5 Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di 
SD/MI. 
3.6 Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan 
(di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan 
potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata 
pelajaran di SD/MI. 
BAGIAN LIMA: 
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3.7 Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan 
menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap 
bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI. 
3.8 Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk 
pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata 
pelajaran SD/MI. 
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan 
 4.1 Menyusun kriteria dan indicator keberhasilan pendidikan dan 
pembelajaran/bimbingan di sekolah. 
4.2 Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai 
dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau 
mata pelajaran di SD/MI. 
4.3 Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan 
tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu 
pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di 
TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI. 
4.4 Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa 
serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap 
bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI. 
4.5 Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu 
pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di 
TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI 
4.6 Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, 
kinerja guru dan staf sekolah. 
5. Kompetensi Penelitian Pengembangan 
 5.1 Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam 
pendidikan. 
5.2 Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk 
keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya 
sebagai pengawas. 
5.3 Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian 
kualitatif maupun penelitian kuantitatif. 
5.4 Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah 
pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi 
tugas pokok tanggung jawabnya. 
5.5 Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data 
kualitatif maupun data kuantitatif. 
5.6 Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang 
kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan. 
5.7 Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas pengawasan di sekolah. 
5.8 Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, 
baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah. 
6. Kompetensi Sosial 
 6.1 Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas 
diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
6.2 Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. 
BAGIAN LIMA: 
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Tabel 
Standar Kompetensi Pengawas (SMP/MTs) (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran 
yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya) 
DIMENSI KOMPETENSI 
1. KOPETENSI KEPRIBADIAN 
 1.1 Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. 
1.2 Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan 
dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. 
1.3 Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan 
tanggung jawabnya. 
1.4 Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder 
pendidikan. 
2. KOMPETENSI SUPERVISI MANAJERIAL 
 2.1 Menguasai metode, teknik dan prinsipprinsip supervisi dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis. 
2.2 Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan 
program pendidikan sekolah menengah yang sejenis. 
2.3 Menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah 
yang sejenis. 
2.4 Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk 
perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang 
sejenis. 
2.5 Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan 
pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah menengah yang sejenis. 
2.6 Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan 
konseling di sekolah menengah yang sejenis.. 
2.7 Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang 
dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam 
melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah yang sejenis. 
2.8 Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan 
hasilhasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan 
akreditasi sekolah menengah yang sejenis. 
3. Kompetensi Supervisi Akademik 
 3.1 Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan 
perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang 
relevan di sekolah menengah yang sejenis. 
3.2 Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan 
kecenderungan perkembangan proses pembelajaran /bimbingan tiap 
mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah 
BAGIAN LIMA: 
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menengah yang sejenis. 
3.3 Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam 
rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis 
berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan 
prinsip-prinsip pengembangan KTSP. 
3.4 Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 
strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 
mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran 
dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang 
sejenis. 
3.5 Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang 
relevan di sekolah menengah yang sejenis. 
3.6 Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan 
(di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran 
dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang 
sejenis. 
3.7 Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan 
menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan 
tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah 
menengah yang sejenis. 
3.8 Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam 
pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 
pelajaan yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. 
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan 
 4.1 Menyusun kriteria dan indicator keberhasilan pendidikan dan 
pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. 
4.2 Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai 
dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. 
4.3 Menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah lainnya dalam 
melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan 
mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan pada tiap mata pelajaran 
dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang 
sejenis. 
4.4 Memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa 
serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan 
tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah 
menengah yang sejenis. 
4.5 Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan 
pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam 
rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. 
4.6 Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, 
kinerja guru dan staf sekolah di sekolah menengah yang sejenis. 
5. Kompetensi Penelitian Pengembangan 
BAGIAN LIMA: 
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 5.1 Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam 
pendidikan. 
5.2 Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk 
keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya 
sebagai pengawas. 
5.3 Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian 
kualitatif maupun penelitian kuantitatif. 
5.4 Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah 
pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi 
tugas pokok tanggung jawabnya. 
5.5 Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data 
kualitatif maupun data kuantitatif. 
5.6 Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang 
kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan 
5.7 Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas pengawasan di sekolah menengah yang sejenis. 
5.8 Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, 
baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah menengah yang 
sejenis. 
6. Kompetensi Sosial 
 6.1 Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas 
diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
6.2 Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. 
 
 
Tabel  
Kompetensi Pengawas (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA 
dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan 
Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan 
Kerajinan) 
DIMENSI KOMPETENSI 
1. KOPETENSI KEPRIBADIAN 
 1.1 Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. 
1.2 Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan 
dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. 
1.3 Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan 
tanggung jawabnya. 
1.4 Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder 
pendidikan. 
2. KOMPETENSI SUPERVISI MANAJERIAL 
 2.1 Menguasai metode, teknik dan prinsipprinsip supervisi dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan. 
2.2 Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi,misi, tujuan dan 
program pendidikan di sekolah menengah kejuruan. 
2.3 Menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk 
BAGIAN LIMA: 
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melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah 
kejuruan. 
2.4 Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk 
perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah 
kejuruan. 
2.5 Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan 
pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah menengah kejuruan 
2.6 Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan 
konseling di sekolah menengah kejuruan. 
2.7 Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang 
dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam 
melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah kejuruan. 
2.8 Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan 
hasilhasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan 
akreditasi sekolah menengah kejuruan. 
3. Kompetensi Supervisi Akademik 
 3.1 Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan 
perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang 
relevan di sekolah menengah kejuruan.  
3.2 Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan 
kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata 
pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah 
menengah kejuruan. 
3.3 Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam 
rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan 
berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan 
prinsip-prinsip pengembangan KTSP. 
3.4 Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 
strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat 
mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran 
dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah 
kejuruan. 
3.5 Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang 
relevan di sekolah menengah kejuruan.  
3.6 Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan 
(di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran 
dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah 
kejuruan. 
3.7 Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan 
menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan 
tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah 
menengah kejuruan. 
3.8 Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam 
pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. 
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4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan 
 4.1 Menyusun kriteria dan indicator keberhasilan pendidikan dan 
pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan. 
4.2 Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai 
dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata 
pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan 
4.3 Menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah dalam 
melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan 
mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan pada tiap mata pelajaran 
dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah 
kejuruan. 
4.4 Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa 
serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan 
tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah 
menengah kejuruan. 
4.5 Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan 
pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam 
rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan 
4.6 Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, 
kinerja guru dan staf sekolah di sekolah menengah kejuruan. 
5. Kompetensi Penelitian Pengembangan 
 5.1 Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam 
pendidikan. 
5.2 Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk 
keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya 
sebagai pengawas. 
5.3 Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian 
kualitatif maupun penelitian kuantitatif. 
5.4 Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah 
pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi 
tugas pokok tanggung jawabnya. 
5.5 Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data 
kualitatif maupun data kuantitatif. 
5.6 Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang 
kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan 
5.7 Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas pengawasan di sekolah menengah kejuruan. 
5.8 Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, 
baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah menengah 
kejuruan. 
6. Kompetensi Sosial 
 1.1 Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri 
untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
1.2 Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. 
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Kaleidoskup Pendidikan Madrasah 
Kata "Madrasah" berasal dari bahasa Arab dari akar kata “darosa”, 
“yadrusu”, “darsan”, dan “madrasatan” ( سرد-سردي-اسرد-ةسردمو ) yang berarti 
belajar. Kata madrasah  (ةسردم) dalam bahasa Arab adalah bentuk kata 
"keterangan tempat" (zharaf makan) yang secara harfiah berarti "tempat 
belajar ", atau "tempat untuk memberikan pelajaran". Dari akar kata 
"darasa" juga bisa diturunkan kata "midras" (سردم) yang mempunyai arti 
"buku yang dipelajari" atau "tempat belajar"; kata "al-midras" (سردملا) juga 
diartikan sebagai "rumah untuk mempelajari kitabTaurat". (Abu Luwis, 221)  
Selain berasal dari bahasa Arab, Kata "madrasah" juga ditemukan 
dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang sama yaitu 
"darasa", yang berarti "membaca dan belajar" atau "tempat duduk untuk 
belajar". Dari kedua bahasa tersebut (Arab dan Hebrew), kata "madrasah" 
mempunyai arti yang sama yaitu "tempat belajar" (Abu Luwis, 222). Jika 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata "madrasah" memiliki arti 
"sekolah" meskipun pada mulanya kata "sekolah" bukan berasal dari 
bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu school atau scola. 
Secara teknis formal dalam proses belajar mengajar antara madrasah dan 
sekolah tidak memiliki perbedaan, akan tetapi di Indonesia madrasah tidak 
dengan serta merta dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi 
yang lebih spesifik lagi, yakni "sekolah agama", tempat di mana anak-anak 
didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk-beluk agama dan 
keagamaan (Islam) (Fadjar, 1998: 111-112). 
Dalam prakteknya memang ada madrasah yang di samping 
mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (al-'ulum al-diniyyah), juga 
mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu 
ada madrasah yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu 
agama, yang biasa disebut madrasah diniyyah. Kenyataan bahwa kata 
"madrasah" berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami "madrasah" 
sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni "tempat untuk belajar agama" 
atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan".  
Geneologi madrasah menurut para ahli sejarah pendidikan Islam 
adalah merujuk pada lembaga pendidikan tinggi yang luas di dunia Islam 
(klasik) pra-modern (A.L Tibawi, 1962: 227).
  Artinya, secara istilah 
madrasah di masa klasik Islam tidak sama terminologinya dengan 
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madrasah dalam pengertian bahasa Indonesia. Para peneliti sejarah 
pendidikan Islam menulis kata tersebut secara bervariasi misalnya, schule 
atau hochschule (Jerman), school, college atau academy (Inggris) (A.L 
Tibawi, 1962: 228). 
 
 
 
 
 
 
Nakosteen (1996: 54) menerjemahkan madrasah dengan kata 
university (universitas). la juga menjelaskan bahwa madrasah-madrasah di 
masa klasik Islam didirikan oleh para penguasa Islam ketika itu untuk 
membebaskan masjid dari beban-beban pendidikan sekuler-sektarian. 
Sebab sebelum ada madrasah, masjid ketika itu memang telah digunakan 
sebagai lembaga pendidikan umum. Tujuan pendidikan menghendaki 
adanya aktivitas sehingga menimbulkan hiruk-pikuk, sementara beribadat 
di dalam masjid menghendaki ketenangan dan kekhusukan beribadah. 
Itulah sebabnya, kata Nakosteen, pertentangan antara tujuan pendidikan 
dan tujuan agama di dalam masjid hampir tidak dapat diperoleh titik temu. 
Maka dicarilah lembaga pendidikan alternatif untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan pendidikan umum, dengan tetap berpijak pada motif 
keagamaan. Lembaga tersebut adalah madrasah.  
George Makdisi (1970: 257, 262) berpendapat bahwa terjemahan 
kata "madrasah" dapat disimpulkan dengan tiga perbedaan mendasar 
yaitu: Pertama, kata universitas, dalam pengertiannya yang paling awal, 
merujuk pada komunitas atau sekelompok sarjana dan mahasiswa, Kedua; 
merujuk pada sebuah bangunan tempat kegiatan pendidikan setelah 
pendidikan dasar (pendidikan tinggi) berlangsung. Ketiga; izin mengajar 
(ijazah al-tadris, licentia docendi) pada madrasah diberikan oleh syaikh 
secara personal tanpa kaitan apa-apa dengan pemerintahan. 
Erat kaitannya dengan penggunaan istilah '''madrasah" yang 
menunjuk pada lembaga pendidikan, dalam perkembangannya istilah 
"madrasah" juga mempunyai beberapa pengertian di antaranya: aliran, 
mazhab, kelompok atau golongan filosof dan ahli pikir atau penyelidik 
tertentu pada metode dan pemikiran yang sama. Munculnya pengertian ini 
KOTAK 
Di Indonesia, madrasah tidak dengan serta merta dipahami sebagai 
sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik yaitu "sekolah 
agama", tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-
ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan (Islam). 
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seiring dengan perkembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan 
yang di antaranya menjadi lembaga yang menganut dan mengembangkan 
pandangan atau aliran dan mazdhab pemikiran (school of thought) 
tertentu.  
Beberapa pengertian di tersebut terjadi karena aliran-aliran yang 
timbul sebagai akibat perkembangan ajaran agama Islam dan ilmu 
pengetahuan ke berbagai bidang saling berebut pengaruh di kalangan 
umat Islam dan berusaha untuk mengembangkan aliran atau mazhabnya 
masing-masing. Maka terbentuklah madrasah-madrasah dalam pengertian 
kelompok pemikiran, mazhab atau aliran tersebut. Itulah sebabnya 
mengapa sebagian besar madrasah yang didirikan pada masa itu 
dihubungkan dengan nama-nama mazhab yang mashur, misalnya 
madrasah Syafi’iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. 
Sejarah awal munculnya istilah “madrasah” adalah berkenaan 
dengan upaya khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid guna menyediakan 
fasilitas belajar ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu penopang lainnya 
dilingkungan klinik (Bimaristain) yang dibangunya di Baghdad. Komplek ini 
dikenal dengan sebutan “Madrasah Baghdad”, yang akhirnya 
memunculkan Bait al-Hikmah di masa pemerintahan Al-Makmun. 
Para ahli sejarah pendidikan Islam berbeda pendapat mengenai 
awal munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam 
sebagaimaman yang dikenal sekarang ini. Hasan Ibrahim Hasan 
berpendapat bahwa, madrasah belum muncul sebelum abad IV Hijriyah 
(sebelum 10 Masehi), menurutnya madrasah pertama adalah Madrasah al-
Baihaqiyah di Naisabur yang didirikan oleh Abu Hasan ali al-Baihaqi (w. 
414 H).  
Penelitian Richard Bulliet pada tahun 1972, mengungkapkan bahwa 
selama dua abad sebelum madrasah Nidhamiyah di Baghdad sudah berdiri 
madrasah di Naisapur sebanyak 39 madrasah dengan madrasahnya yang 
tertua yaitu “Miyan Dahiya” yang mengajarkan fiqh Maliki. Naji Ma’ruf 
mengatakan, bahwa 165 tahun sebelum madrasah Nidhamiyah sudah ada 
madrasah di Maa waraa al-Nahri dan khurrasan. Sebagai bukti ia 
mengungkapkan data dari Tarikh al-Bukhari yang menjelaskan bahwa 
Ismail bin Ahmad (w. 295 H) mempunyai madarasah yang dikunjungi oleh 
para pelajar untuk melanjutkan pelajaran mereka. Madrasah Naisapur pada 
masa awal ini didirikan oleh seorang ulama fiqh dengan tujuan utama 
untuk mengembangkan ajaran mazhabnya. Pada umumnya madrasah 
tersebut mengajarkan satu mazhab fiqh saja dan sebagian besar 
bermazhab Syafi’i. Dari 39 madrasah yang dikemukakan oleh Bulliet, hanya 
satu madrasah yang mengajarkan fiqh Maliki, empat madrasah yang 
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mengajarkan fiqh mazhab Hanafi, dan yang lainnya mengajarkan fiqh 
mazhab Syafi’i.  
Pendapat lain mengatakan bahwa madrasah yang muncul pertama 
kali di dunia Islam adalah Madrasah al-Nizhamiyah, yang didirikan oleh 
Nizham al-Mulk, seorang penguasa dari Bani Saljuk (w. 485 H.) Ibnu Atsir 
menyebutkan bahwa Nizham al-Mulk adalah seorang wazir sultan 
Maliksyah Bani Saljuk (465-485) mendirikan dua madrasah yang terkenal 
dengan nama Madrasah al-Nizhamiyah di Baghdad dan di Naisapur, 
kemudian diberbagai wilayah yang dikuasainya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berbagai penjelasan tersebut menunjukkan bahwa istilah madrasah 
sudah muncul sejak masa Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid yang 
disebut dengan “Madrasah Baghdad”, Para peneliti kebanyakan 
menyebutkan wilayah yang sama yaitu di Naisapur, namun berbeda dalam 
menyebutkan madrasah mana yang dimaksud. Sebagian peneliti 
menyebutkan madrasah “al-Baihaqiyah”, sebagian lagi berpendapat 
madrasah “Miyan Dahiya”, dan madrasah Nizhamiyah.  
 
Pendidikan Madrasah di Indonesia  
Kata “Madrasah” dalam bahasa Indonesia merupakan adopsi dari 
bahasa Arab yang berarti lembaga pendidikan Islam.  Madrasah dalam 
UUSPN no 20 tahun 2003 merupakan pendidikan formal yang setara 
dengan bentuk Sekolah Dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau 
bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain sederajat, Sekolah 
Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain 
yang sederajat.  
Penggunaan istilah madrasah sebagai lembaga pendidikan (dasar 
menengah) di Indonesia seringkali menimbulkan konotasi "ketidakaslian", 
dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam yang dikembangkan di 
KOTAK 
Awal munculnya istilah “madrasah” berkenaan dengan upaya khalifah 
Abbasiyah Harun al-Rasyid guna menyediakan fasilitas belajar ilmu 
kedokteran dan ilmu-ilmu penopang lainnya dilingkungan klinik (Bimaristain) 
yang dibangunya di Baghdad. Komplek ini dikenal dengan sebutan 
“Madrasah Baghdad”, yang akhirnya memunculkan Bait al-Hikmah di masa 
pemerintahan Al-Makmun. 
BAGIAN ENAM: 
MENGELOLA PENDIDIKAN MADRASAH  
 
5 
 
masjid, dayah (Aceh), surau (Minangkabau), atau pesantren (Jawa), yang 
dianggap asli Indonesia. Berkembangnya madrasah di Indonesia di awal 
abad ke-20 M memang merupakan wujud dari upaya pembaharuan 
pendidikan Islam yang dilakukan para cendikiawan Muslim Indonesia, yang 
melihat bahwa lembaga pendidikan Islam "asli" (tradisional) tersebut 
dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan 
zaman. Di samping itu, kedekatan sistem belajar-mengajar ala madrasah 
dengan sistem belajar-mengajar ala sekolah yang ketika madrasah mulai 
bermunculan, memang sudah banyak dikembangkan oleh pemerintah 
Hindia Belanda, membuat banyak orang berpandangan bahwa madrasah 
sebenarnya merupakan bentuk lain dari sekolah, hanya saja diberi muatan 
dan corak keIslaman. 
Pandangan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa masuknya Islam ke 
bumi Nusantara ini, baik pada gelombang pertama (abad ke-7 M) maupun 
gelombang ke-2 (abad ke-13) tidak diikuti oleh muncul atau berdirinya 
madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan yang bermunculan seiring 
dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, ketika itu ialah 
pesantren. Dengan alasan itu pula pesantren secara historis seringkali 
disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga 
mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous) (Madjid, 1997: 3). 
Karena itu membicarakan madrasah di Indonesia dalam kaitannya dengan 
sejarah munculnya lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam 
seringkali tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai pesantren 
sebagai cikal-bakalnya. Dengan kata lain, madrasah merupakan 
perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karena itu menjadi penting 
untuk mengamati proses historis sebagai mata rantai yang 
menghubungkan perkembangan pesantren di masa lalu dengan 
munculnya madrasah di kemudian hari.  
Nurcholish Madjid berpendapat bahwa lembaga pendidikan yang 
serupa dengan pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan 
Hindu-Budha, sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan 
lembaga pendidikan yang sudah ada itu. Pada zaman Hindu Budha di 
Jawa, model atau sistem “pesantren” telah digunakan secara umum untuk 
pendidikan dan pengajaran di kerajaan-kerajaan di Jawa. Setelah Islam 
masuk dan menyebar di Indonesia (Jawa), sistem tersebut kemudan 
diambil oleh Islam dan dalam perkembangannya dikenal dengan sistem 
pesantren. 
Proses “Islamisasi” lembaga pendidikan tersebut tidak bisa dihindari 
terjadinya akomodasi dan adaptasi. Tegasnya, karena lembaga pendidikan 
yang serupa dengan pesantren itu di masa Hindu-Budha lebih bernuansa 
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mistik, maka ajaran Islam yang disampaikan di pesantren pun pada 
mulanya bercorak atau bernuansa mistik pula, yang dalam khasanah Islam 
lebih dikenal dengan sebutan tasawuf. Pada masa perkembangan Islam di 
Indonesia itu, tasawuf memang merupakan gejala umum dan sangat 
dominan di Dunia Islam pada umumnya. Karena penduduk Nusantara 
sebelum Islam memiliki kecenderungan yang kuat terhadap mistik, maka 
agama Islam yang disampaikan dengan pendekatan mistik atau tasawuf itu 
lebih mudah diterima dan dianut.  
 
 
 
 
 
 
Lambat laun nuansa mistik tersebut semakin berkurang bersamaan 
dengan semakin mendekatnya pesantren ke dalam jaringan Islam di 
Haramain, tempat sumber Islam yang "asli" yang di akhir masa 
pertengahan menjadi pusat reformasi Islam, dengan munculnya gagasan 
rekonsiliasi antara tasawuf dan syari'at. Persentuhan global dengan pusat 
Islam di Haramain di akhir abad ke-19 M dan awal abad ke-20 M itulah, 
menurut Malik Fadjar (1998:114),  yang memungkinkan para pelaku 
pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran yang lebih terprogram. 
Maka di awal abad ke-20 M di Indonesia secara berangsur-angsur tumbuh 
dan berkembang pola pembelajaran Islam yang dikelola dengan sistem 
"madrasi"  yang lebih modern, yang kemudian dikenal dengan nama 
"madrasah". Karena itu sejak awal kemunculannya, madrasah di Indonesia 
sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri: digunakannya 
sistem kelas, pengelompokkan pelajaran-pelajaran, penggunaan bangku, 
dan dimasukkannya pengetahuan umum sebagai bagian dari 
kurikulumnya (Asrohah, 1999: 193). 
 
Karakteristik Madrasah di Indonesia  
Sebagaimana telah dikemukakan, secara harfiah madrasah bisa 
diartikan dengan sekolah, karena secara teknis keduanya memiliki 
kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar 
secara formal baik ditingkat dasar (SD/MI, SMP/MTs) maupun menengah 
(SMA/MA).  Namun demikian Karel Steenbrink (1986) membedakan 
madrasah dan sekolah karena keduanya mempunyai karakteristik atau ciri 
khas yang berbeda.  Madrasah memiliki kurikulum, metode dan cara 
mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah. Meskipun mengajarkan 
KOTAK 
Awal abad ke-20 M di Indonesia secara berangsur-angsur tumbuh dan 
berkembang pola pembelajaran Islam yang dikelola dengan sistem "madrasi"  
yang kemudian dikenal dengan nama "madrasah". 
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ilmu pengetahuan umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah, 
madrasah memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai 
religiusitas masyarakatnya. Sementara itu sekolah merupakan lembaga 
pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim 
pencerahan Barat.  
 
 
 
 
 
 
 
Perbedaan karakter antara madrasah dengan sekolah itu 
dipengaruhi oleh perbedaan tujuan antara keduanya secara historis. 
Tujuan dari pendirian madrasah untuk pertama kalinya ialah untuk 
mentransmisikan nilai-nilai Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan 
modernisasi pendidikan, sebagai jawaban atau respon dalam menghadapi 
kolonialisme dan Kristen, di samping untuk mencegah memudarnya 
semangat keagamaan penduduk akibat meluasnya lembaga pendidikan 
Belanda itu. Sekolah untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pemerintah 
Belanda pada sekitar dasawarsa 1870-an bertujuan untuk menyiapkan 
calon pegawai pemerintah kolonial,  dengan maksud untuk melestarikan 
penjajahan (Suminto, 1985: 49). Dalam lembaga pendidikan yang didirikan 
Kolonial Belanda itu, tidak diberikan pelajaran agama sama sekali.  
Madrasah masuk pada sistem pendidikan di Indonesia pada awal 
abad ke-20 dimaksudkan sebagai upaya menggabungkan hal-hal yang 
positif dari model pendidikan tradisional-pesantren dan sekolah. Wahid 
Hasyim Misalnya, mendirikan madrasah Nidzamiyah di Jombang Jawa 
Timur yang mendasarkan pada pertimbangan bahwa kurikulum pesantren 
yang hanya memfokuskan kepada ilmu-ilmu agama mengakibatkan santri 
mengalami kesulitan untuk bersaing dengan siswa yang mendapat 
pendidikan Barat. Kelemahan santri menurut Wahid Hasyim, disebabkan 
oleh lemahnya penguasaan pengetahuan umum (sekuler), bahasa asing, 
dan skill dalam berorganisasi. Dengan penguasaan ketiga komponen 
tersebut santri akan mampu bersaing dengan mereka yang mendapatkan 
pendidikan Barat dalam menempati posisi di masyarakat. Untuk itu ia 
mendisain kurikulum madrasah tersebut dengan kurikulum yang tidak 
hanya ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu umum, termasuk bahasa 
Belanda dan Inggris.  
KOTAK 
Madrasah memiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai 
religiusitas masyarakatnya. Sementara itu sekolah merupakan lembaga 
pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim 
pencerahan Barat. 
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Meskipun mendapatkan banyak kritikan, tantangan, dan tuduhan 
telah mencampuradukkan urusan agama dan dunia, merusak sistem 
pendidikan pesantren dan sebagainya, namun secara berangsur-angsur 
madrasah diterima sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang juga 
berperan dalam perkembangan peningkatan mutu pendidikan di 
Indonesia. 
Kini, dengan disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003 sebagai 
ganti UUSPN nomor 2 tahun 1989 madrasah menjadi bagian integral dari 
sistem pendidikan nasional di bawah pembinaan Departemen Agama. 
Lembaga pendidikan madrasah telah tumbuh dan berkembang sehingga 
menjadi bagian dari budaya Indonesia, karena ia tumbuh dan berproses 
bersama dengan seluruh proses perubahan dan perkembangan yang 
terjadi di dalam masyarakat. Kurun waktu cukup panjang yang dilaluinya, 
lembaga pendidikan madrasah telah mampu bertahan dengan 
karakteristiknya, yakni sebagai lembaga pendidikan untuk membina jiwa 
agama dan akhlak anak didik. Karakteristik inilah yang membedakan 
madrasah dengan sekolah umum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perkembangan Pendidikan Madrasah 
Perkembangan pendidikan Islam (madrasah) di Indonesia dapat dikaji 
melalui empat masa yaitu pertama, masa pra-kemerdekaan; kedua, masa 
orde lama; ketiga, masa orde baru; dan keempat masa reformasi. Berikut 
akan di uraikan perkembangan pendidikan Islam dari masa-masa tersebut. 
 
1) Madrasah Pada Masa Pra-Kemerdekaan  
Secara historis, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia dimulai 
sejak masuknya Islam ke Indonesia yaitu pada abad ke-7. Dengan 
masuknya Islam ke Indonesia secara otomatis praktek pendidikan atau 
pengajaran Islam telah ada meski dalam bentuk yang sangat sederhana. 
Secara institusional, pendidikan Islam mulai berkembang pada awal abad 
ke-20 M dengan didirikannya Madrasah dan pondok-pondok pesantren/ 
surau baik di pulau jawa, Sumatra dan Kalimantan.   
KOTAK 
Disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003 sebagai ganti UUSPN nomor 2 
tahun 1989 menjadikan madrasah sebagai bagian integral dari sistem 
pendidikan nasional di bawah pembinaan Departemen Agama. Lembaga 
pendidikan madrasah telah tumbuh dan berkembang sehingga menjadi bagian 
dari budaya Indonesia. 
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Semangat pendirian madrasah sebagai sentral pendidikan Islam 
setidaknya didasarkan pada dua hal pertama, pendidikan Islam tradisional 
kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang 
memadai. Kedua, laju perkembangan sekolah-sekolah model Belanda di 
masyarakat cenderung meluas dan membawakan watak sekular sehingga 
harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang lebih teratur dan 
terencana. Dengan demikian didirikanlah sistem pendidikan Islam 
berbentuk madrasah baik di Jawa maupun di Luar Jawa diantaranya 
Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (1899 M), didirikan oleh K.H. 
Hasyim Asy'ari. Madrasah formalnya didirikan pada tahun 1919 M, dengan 
nama Salafiyah, dan diasuh oleh K.H. Ilyas (mantan Menteri Agama RI); 
madrasah ini memberikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum 
(Atjeh, 1957: 85). Kemudian Pondok Pesantren Tambak Beras, Pondok 
Pesantren Rejoso dan lain-lain. Di Sulawesi Tengah didirikan Madrasah Al-
Khairat sekitar tahun 1930, Madrasah Al-Ittihad di Lombok Barat dan 
Madrasah Nahdatul Watan di Lombok Timur. Di Kalimantan, Al-Najah wal 
Falah tahun 1918 di sungai Bakan Besar Mempawah, Madrasah al-
Sultaniyah di Sambas (Kalimantan Barat) sekitar tahun 1922, Madrasah al-
Raudotul Islamiyah di Pontianak tahun 1936, dan sekitar tahun 1928 berdiri 
Madrasah Normal Islam di Amuntai Kalimantan Selatan oleh H. Abd. 
Rasyid, dan lainnya (Zuhairini, 1995: 192-196). 
Kebijakan pemerintah Belanda terhadap Pendidikan Islam pada saat 
itu pada dasarnya bersifat menekan-diskriminatif. Hal ini disebabkan 
kehawatiran pemerintah Belanda akan bangkitnya militansi kaum muslim 
terpelajar dari madrasah tersebut. Oleh sebab itu Pendidikan Islam harus 
dikontrol, diawasi dan dikendalikan. Salah satu kebijakan yang diberikan 
adalah penerbitan Ordonansi Guru, yaitu kewajiban bagi guru-guru agama 
untuk memiliki surat izin dari pemerintah Belanda. Akibat pemberlakuan 
Ordonansi guru adalah tidak semua orang dapat menjadi guru agama dan 
diperbolehkan mengajar di lembaga-lembaga pendidikan meskipun dia 
ahli agama. Latar belakang penerbitan Ordonansi ini adalah bersifat politis 
untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak 
menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pengalaman 
penajajah yang direpotkan oleh perlawanan rakyat di Cilegon tahun 1888 
merupakan pelajaran serius bagi pemerintah Belanda untuk 
memberlakukan Ordonansi Guru tersebut (Maksum, 1999: 115). 
Selain kebijakan ordonansi Guru, pemerintah Belanda juga 
memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar. Ordonansi ini mengatur tentang 
kewajiban mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda bagi 
penyelenggaraan pendidikan, melaporkan kurikulum dan keadaan sekolah. 
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Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan 
pendidikan di kalangan masyarakat tertentu. Ordonansi Sekolah ini tentu 
manjadi faktor penghambat perkembangan pendidikan Islam karena 
kurang tertibnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam pada 
saat itu. Tak pelak, kebijakan ini mendapatkan reaksi dari berbagai 
kalangan termasuk dari penggerak pendidikan Islam. Reaksi tersebut 
setidaknya berbentuk dua hal pertama passive-defensive dan kedua active-
progressive. Passive-defensive adalah reaksi lembaga-lembaga pendidikan 
Islam yang berusaha menghindar jauh-jauh dari pengaruh politik kolonial 
terhadap sistem pendidikan Islam yang dipraktekkannya. Bentuk reaksi ini 
adalah pendirian pesantren-pesantren yang terletak jauh dari pusat-pusat 
kota dan pemerintahan. Sedangkan active-progressive adalah reaksi 
penggerak pendidikan Islam yang berusaha “menyelamatkan” pendidikan 
Islam agar mencapai kesetaraan dan kesejajaran dengan lembaga-
lembaga pendidikan lain, baik dalam segi kelembagaan maupun 
kurukulumnya. Bentuk reaksi ini berupa tumbuh dan berkembangnya 
sekolah-sekolah Islam atau madrasah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kebijakan diskriminatif berlanjut pada masa penjajahan Jepang—
walau lebih longgar dan memberikan sedikit kebebasan—kebijakan 
pemerintah Jepang lebih berorientasi pada penguatan pengaruh dan 
kekuasaan di Indonesia. Untuk mendapat simpati dan dukungan umat 
Islam, Jepang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah, 
selain itu untuk mengontrol garakan pendidikan Islam pemerintahan 
Jepang juga banyak mengangkat kalangan priyayi untuk menduduki 
jabatan-jabatan di Kantor Urusan Agama. Di antara tugas Kantor ini adalah 
mengorganisir pertemuan dan pembinaan guru-guru agama (Maksum, 
1999: 118). Dengan alasan pertemuan dan pembinaan inilah pendidikan 
Islam—pesantren dan madrasah—tetap dapat dipantau dan kontrol. 
Namun demikian pemberian sedikit kolonggaran terhadap perkembanga 
pendidikan Islam ini menjadi babak baru bagi perkembangan dan 
perluasan Pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan.  
 
KOTAK 
Pendidikan Islam pada masa pra-kemerdekaan memunculka dua bentuk 
reaksi pertama, passive-defensive yang berwujud pada pendirian pesantren-
pesantren yang terletak jauh dari pusat-pusat kota dan pemerintahan. Kedua, 
active-progressive. Bentuk reaksi ini berupa tumbuh dan berkembangnya 
sekolah-sekolah Islam atau madrasah. 
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2) Madrasah Pada Masa Orde Lama 
Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional 
mengalami proses yang panjang, meskipun secara historis pendidikan 
Islam telah dipraktekkan jauh sebelum Indonesia Merdeka. Keberadaan 
pendidikan Islam pada awal kemerdekaan semakin jelas, karena lembaga-
lembaga tersebut telah diakui bahkan dilindungi dan dikembangkan oleh 
pemerintah. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 2 menyatakan 
"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pengajaran nasional, yang diataur dengan Undang-undang". Dengan 
demikian secara langsung penyelenggaraan pendidikan Islam merupakan 
sub sistem pendidikan nasional. Selain itu, berdasarkan rapat Badan 
Pekerja Kamite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 22 Desember 
1945 diantaranya memutuskan bahwa dalam rangka memajukan 
pendidikan dan pengajaran di negeri ini, pendidikan di langgar-langgar 
dan madrasah-madrasah dianjurkan agar berjalan terus dan diperpesat. 
Pernyataan ini, kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan BPKNIP yang 
menyatakan agar madrasah-madrasah itu mendapatkan perhatian dan 
bantuan dari pemerintah (Husein, 1981: 13). 
Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini erat-terkait dengan 
peran Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik 
pendidikan Islam. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan 
Islam berdasarkan aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan agama 
diajarkan di sekolah-sekolah di samping pengembangan madrasah itu 
sendiri. Kebijakan pendidikan Islam semakin signifikan sejak Departemen 
Agama mendapat tanggungjawab membina dan pengembangan 
pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan (Zuhairini, 1995: 196). 
hal yang menjadi pokok persoalan pemikiran pendidikan Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOTAK 
Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama erat-terkait dengan 
peran Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik 
pendidikan Islam. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan 
Islam berdasarkan aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan agama 
diajarkan di sekolah-sekolah di samping pengembangan madrasah itu sendiri. 
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Menurut catatan sejarah, Menteri Pendidikan Pengajaran dan 
Kebudayaan (PP&K) yang pertama Ki Hadjar Dewantara menyatakan 
dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-
sekolah negeri. Kemudian dalam rapat tertanggal 27 Desember 1945, 
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan 
kepada kementrian PP&K (dalam hal ini Ki Hadjar Dewantara sendiri) agar 
mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia 
yang sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran, 
meliputi sepuluh persoalan; termasuk di dalamnya masalah pengajaran 
agama, madrasah dan pondok pesantren (Poerbakawatja, 1970: 38). Akan 
tetapi usulan BP-KNIP ini baru dapat terlaksana pada masa kementrian 
(PP&K) dipegang oleh MR. Suwandi sekitar tanggal 2 Oktober 1946 
sampai dengan 27 Juni 1947. Hal ini disebabkan ketidaksetabilan 
pemerintahan yang baru berdiri dan akibat gonta-ganti kabinet. 
Sebagai usaha pembaharuan tersebut pemerintah membentuk 
panitia dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri PP&K, No. 104. Bhg. 0, 
tertanggal 1 Maret 1946 yang di antara tugasnya terkait dengan 
pendidikan agama (Islam) adalah: (a) Hendaknya pelajaran agama 
diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran dan di Sekolah Rakyat 
(SR) diajarkan mulai kelas IV, (b) Guru agama disediakan oleh Kementrian 
Agama dan dibayar oleh Pemerintah, (c) Guru agama harus mempunyai 
pengetahuan umum, (d) Pesantren dan madrasah harus dipertinggi 
mutunya, (e) Tidak perlu bahasa Arab (Sumardi, 1977: 7). 
Kemudian pendidikan Islam menemukan eksistensinya ketika TAP 
MPRS No. 2 tahun 1960 menetapkan bahwa: "Pemberian pelajaran agama 
pada semua tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan 
Perguruan Tinggi Negeri", di samping pengakuan bahwa "Pesantren dan 
Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan 
Depatemen Agama" (Muhaimin, 2003: 13).  
      
3) Madrasah Pada Masa Orde Baru 
Pada masa ini, kebijakan sistem pendidikan nasional didasarkan 
pada Tap MPRS No.27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang menetapkan 
bahwa "Agama, pendidikan dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam 
Nation and Character Building", dan sekaligus menetapkan bahwa 
"Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh 
setiap murid/mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-masing" 
(Muhaimin, 2003: 87). Pada pasal 4 TAP MPRS ini menyebutkan bahwa isi 
pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan adalah: 
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1) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat 
keyakinan beragama.  
2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. 
3) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.   
Kemudian, MPRS hasil Pemilu 1973 mengeluarkan ketetapan No. 
4/MPRS/1973 (juga dikenal dengan nama GBHN); yang merumuskan 
bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:  
"Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan 
kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah, berlangsung seumur 
hidup. Oleh karenanya, agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat dan 
sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah 
tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pembangunan di bidang 
pendidikan didasarkan atas falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk 
membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan diarahkan 
untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya; memiliki 
pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung 
jawab, dapat menyerukan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat 
mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, 
mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan 
yang termaktub dalam UUD 1945"  
Untuk selanjutnya, rumusan-rumusan mengenai Pendidikan 
Nasional termuat dan ditetapkan dalam GBHN melalui ketetapan MPR, 
tahun 1978, 1988, dan 1993. Rumusan tersebut semakin sempurna dengan 
lahirnya UU RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
dengan dilengkapi beberapa peraturan Pemerintah dalam kerangka 
pelaksanaannya. Menurut UU No. 2 tahun 1989 Pendidikan Nasional 
bertujuan: 
"Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan".  
Dengan berlakunya Undang-undang beserta peraturan-peraturan 
pelaksanaannya, maka penyelenggaraan semua tingkat pendidikan 
didasarkan pada UU tersebut termasuk pendidikan Islam. Posisi Pendidikan 
Islam pada masa ini telah terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional, 
hal ini tercermin dalam beberapa aspek. Pertama—merupakan aspek yang 
paling penting—pendidikan nasional menjadikan pendidikan agama 
sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenis pendidikan. 
Kedua, dalam Sistem Pendidikan Nasional, madrasah dengan sendirinya 
dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Ketiga, meskipun 
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madrasah diberi status pendidikan jalur sekolah, akan tetapi sesuai dengan 
jenis keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki 
jurusan khusus ilmu-ilmu syari’ah (Maksum, 1999: 161-162). 
 
 
4) Madrasah Pada Masa Reformasi 
Pada awal reformasi, Sistem Pendidikan Nasional masih diatur oleh 
UUSPN nomor 2 tahun 1989 yang menurut banyak kalangan sudah tidak 
sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi 
daerah, Pasal 11 yang menyatakan tentang "Daerah berkewajiban 
menangani pendidikan". Atas dasar kritikan itulah, disusun dan disahkan 
Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Proses pergantian UUSPN nomor 2 tahun 1989 ke UUSPN nomor 20 
tahun 2003 pada saat itu (awal tahun 2003) menuai pro dan kontra. 
Catatan media menunjukkan bahwa sepanjang perdebatan rancangan 
UUSPN nomor 20 tahun 2003 hingga pengesahannya pada tanggal 8 juli 
2003 terdapat sepuluh materi yang diperdebatkan yaitu, pertama masalah 
desentralisasi dan kerancauan tanggungjawab perumusan UU Sisdiknas. 
Kedua, ketidakjelasan tanggungjawab pemerintah daerah dan pusat, ketiga 
tanggungan biaya pendiidkan antara pemerintah dan masyarakat, keempat 
pendidikan formal dan non-formal, kelima sentralitas agama, keenam UU 
Sisdiknas melahirkan watak inlander dan orientasi inward looking. Ketujuh, 
pembebanan sumberdaya pada masyarakat, kedelapan adanya dominasi 
guru, kesembilan asumsi liberalisasi pendidikan, dan kesepuluh etatisme/ 
campur tangan pemerintah yang berlebih-lebihan (Darmaningtiyas, 2004: 
17-26). 
Kesepuluh persoalan tersebut, yang menjadi perdebatan hangat 
dan menuai pro-kontra adalah persoalan agama atau pendidkan agama, 
pasal 3 dan 4, terutama pasal 12 ayat 1 (a) yang berbunyi “setiap peserta 
didik pada setiap lembaga/ satuan pendidikan berhak mendapatlan 
pedidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh 
pendidik agama yang seagama”. Karena itu, Majelis Nasional Pendidikan 
Katholik (MNPK) dan Majelis Pendidikan Kristen (MPK) mengajukan 
keberatan atas pasal tersebut dengan alasan bahwa pasal dan ayat 
tersebut membelenggu gerakan kemandirian sekolah-sekolah swasta yang 
realitanya sangat “plural”. Selain itu, mereka beranggapan bahwa undang-
undang tersebut terlalu menekankan pendidikan agama di sekolah 
sekolah, sehingga keberadaan lembaga pendidikan kejuruan, etika dan 
etos kerja dilupakan. 
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Tak pelak pro-kontra ini mendapat respon dari berbagai pihak, 
diantaranya adalah tulisan Ali Masykur menjelaskan bahwa Undang-
undang terbaru ini (UUSPN nomor 20 Tahun 2003) sudah cukup 
akomodatif dan representative bila dibandingkan dengan UU No. 12 tahun 
1989, sebab selama ini ada pandangan dan reaksi masyarakat yang 
menyoroti dasar filsafat pendidikan, tujuan pendidikan yang diangap tidak 
mencerdaskan, campur tangan pemerintah, aturan yang tidak demokratis 
dan memihak agama tertentu (Republika 12/5/2003). Anwar Arifin menulis 
pada harian Republika bahwa di berlakukannya UU Sisdiknas terbaru 
merupakan perkara yang logis dan wajar, sebab Undang-undang lama 
(No. 2 tahun 1989) sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah 
yang digulirkan lewat UU No. 22 tahun 1999; selain itu, UU lama sarat 
dengan hegemoni pemerintah terhadap pendidikan; sehingga kesempatan 
masyarakat untuk memiliki andil terhadap pendidikan dikerdilkan. Padahal, 
secara jujur kita perlu melakukan peningkatan mutu, relevansi, dan 
efesiensi pendidikan (Republika, 2/5/2003).  
Tulisan media yang kontra UU Sisdiknas tersebut diantaranya adalah 
Sri Hartanto menyatakan bahwa Undang-undang Sisdiknas ini merupakan 
upaya demoralisasi dan menjauhkan rakyat dari cita-cita keadilan sosial 
dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Franz Magnis Soseno 
menilai bahwa agamanisasi yang begitu kental hanya akan memperburuk 
hasil pendidikan di sekolah selama agama dipahami secara formalistik, 
ritualistik dan eksklusivistik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Terlepas dari pro-kontra tersebut, akhirnya UUSPN nomor 20 tahun 
2003 disahkan pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-undang ini dinilai bagi 
penggerak pendidikan Islam sebagai titik awal kebangkitan pendidikan 
Islam. Karena secara eksplisit, UU ini menyebutkan peran dan kedudukan 
pendidikan Islam serta menjadikan posisi pendidikan agama (termasuk 
pendidikan Islam) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. 
Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bangsa terhadap sumbangan 
besar pendidikan Islam (agama) dalam upaya mendidik dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 
KOTAK 
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 
menjadikan pendidikan Islam (madrasah) semakin diakui dan turut berperan 
dalam peningkatan kualitas bangsa, selain itu pertumbuhan dan 
perkembangan pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam (madrasah) 
lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. 
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Selanjutnya, sebagaimana amanat UUSPN nomor 20 Tahun 2003 
Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) tentang perlunya 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan, maka ditetapkanlah PP nomor 55 Tahun 2007 
tentang pendidikan agama dan keagamaan yang berfungsi sebagai 
panduan teknis dalam mengatur pelaksanaan pendidikan agama dan 
keagamaan.  
Dengan demikian, diberlakukannya Undang-undang Sistem 
Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menjadikan pendidikan Islam 
(madrasah) semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas 
bangsa, selain itu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dan 
lembaga pendidikan Islam (madrasah) akan lebih baik dibanding dengan 
kebijakan-kebijakan sebelumnya.  
 
Strategi Pengembangan Pendidikan Madrasah  
Departemen Agama dengan mengacu pada rencana strategis 
pendidikan nasional telah merancang berbagai strategi pengembangan 
madrasah. Pengembangan pendidikan madrasah dilakukan dalam 5 (lima) 
strategi pokok, yaitu: 1) Peningkatan layanan pendidikan di madrasah; 2) 
Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah; 3) 
Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; 4) Pengembangan sistem dan 
manajemen pendidikan; dan 5) Pemberdayaan kelembagaan madrasah.  
 
1) Strategi peningkatan layanan pendidikan di madrasah  
Strategi yang dilakukan dalam peningkatan layanan pendidikan di 
madrasah difokuskan pada upaya mencegah peserta didik agar tidak putus 
sekolah, mempertahankan mutu pendidikan agar tidak semakin menurun. 
Indikator keberhasilannya adalah : (a) angka putus sekolah di madrasah 
dipertahankan seperti sebelum krisis dan akhirnya dapat diperkecil; (b) 
peserta didik yang kurang beruntung seperti yang tinggal di daerah 
terpencil, tetap dapat memperoleh layanan pendidikan minimal tingkat 
pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah); (c) 
siswa yang telah terlanjur putus sekolah didorong kembali untuk kembali 
dan atau memperoleh layanan pendidikan yang sederajat dengan cara 
yang lain, misalnya di madrasah terbuka; dan (d) proses belajar mengajar 
di madrasah tetap berlangsung meskipun dana yang terbatas.  
Kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah : (a) mempertahankan 
laju pertumbuhan angka partisipasi pendidikan dengan menyesuaikan 
kembali sasaran pertumbuhan angka absolut partisipasi pendidikan di 
semua jenjang dan jenis madrasah; (b) melanjutkan program pemberian 
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beasiswa dan dana bantuan operasional pendidikan di semua jenis 
madrasah yang kemudian lambat laun dikurangi jumlahnya sejalan dengan 
semakin pulihnya krisis ekonomi dan meningkatnya kembali kemampuan 
orang tua peserta didik dalam membiayai pendidikan; (c) 
mengintegrasikan dana bantuan operasional pendidikan secara bertahap 
ke dalam anggaran rutin untuk menunjang kegiatan operasional 
pendidikan di madrasah; (d) meningkatkan dan mengembangkan program 
pendidikan alternatif secara konseptual dan berkesinambungan terutam 
untuk sasaran peserta didik yang kurang beruntung; (e) meningkatkan 
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang 
pendidikan.  
 
2) Strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 
madrasah  
Strategi ini terfokus pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 
(Wajar Dikdas) 9 tahun dengan indikator keberhasilannya adalah : (a) 
mayoritas penduduk berpendudukan minimal MTs (SMP) dan partisipasi 
pendidikan meningkat, yang ditunjukkan dengan APK pada semua jenjang 
dan jenis madrasah; (b) meningkatnya budaya belajar yang ditunjukkan 
dengan meningkatnya angka melek huruf; dan (c) proporsi jumlah 
penduduk yang kurang beruntung yang mendapat kesempatan 
pendidikan semakin meningkat.  
 
3) Strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di 
madrasah  
Strategi peningkatan mutu dan relevansi madrasah ini dilakukan 
dalam 4 (empat) aspek yaitu: kurikulum, guru dan tenaga kependidikan 
lainnya, sarana pendidikan, serta kepemimpinan madrasah.  
Pertama, pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua jenjang 
dan jenis madrasah, yang meliputi : (a) pengembangan kurikulum 
madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang dapat memberikan 
kemampuan dasar secara merata yang disertai dengan penguatan muatan 
lokal; (b) mengintegrasikan kemampuan generik dalam kurikulum yang 
memberikan kemampuan adaptif; (c) meningkatkan relevansi program 
pendidikan dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja; dan (d) 
mengembangkan budaya keteladanan di madrasah.  
Kedua, pembinaan profesi guru madrasah, yang meliputi: (a) 
memberikan kesempatan yang luas kepada semua untuk meningkatkan 
profesionalisme melalui pelatihan-pelatihan dan studi lanjut; (b) 
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memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada guru dan tenaga 
kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas.  
Ketiga, pengadaan dan pendaygunaan sarana dan prasarana 
pendidikan di madrasah yang meliputi : (a) menjamin tersedianya buku 
pelajaran, buku teks, buku daras dan buku-buku lainnya, satu buku untuk 
setiap peserta duduk; (b) melangkapi kebutuhan ruang belajar, 
laboratorium, dan perpustakaan; (c) mengefektifkan pengelolaan dan 
pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikanyang dikaitkan dengan 
sisten insentif; (d) menyediakan dana pemeliharaan yang memadai untuk 
pemeliharaannya; (e) mengembangkan lingkungan madrasah sebagai 
pusat pembudayaan dan pembinaan peserta didik.  
 
4) Strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah  
Strategi ini berkenaan dengan upaya mengembangkan sistem 
manajemen madrasah sehingga secara kelembagaan madrasah akan 
memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut : (a) berkembangnya 
prakarsa dan kemampuan-kemampuan kreatif dalam mengelola 
pendidikan, tetapi tetap berada dalam bingkai visi, misi, serta tujuan 
kelembagaan madrasah; (b) berkembangnya organisasi pendidikan di 
madrasah yang lebih berorientasi profesionalisme, daripada hierarchi; dan 
(c) layanan pendidikan yang semakin cepat, terbuka, adil, dan merata.  
Kebijaksanaan program yang dilaksanakan meliputi : (a) revitalisasi 
peran, fungsi, dan tanggung jawab pendidikan madrasah; (b) 
mengembangkan sistem perencanaan regional dan lokal di tingkat satuan 
pendidikan; (c) meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan 
majelis madrasah; (d) pemberdayaan personel madrasah yang didukung 
oleh aparat yang bersih dan berwibawa; (e) melakukan kajian 
pengembangan madrasah yang didasarkan pada Undang-undang Sistem 
Pendidikan Nasional dengan segala macam aturan perundangannya.  
 
5) Strategi pemberdayaan kelembagaan madrasah  
Strategi ini menekankan pada pemberdayaan kelembagaan 
madrasah sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, dan pembudayaannya. 
Indikator-indokator keberhasilannya adalah: (a) tersedianya madrasah-
madrasah yang semakin bervariasi, yang diikat oleh visi, misi dan tujuan 
pendidikan madrasah, dengan dukungan organisasi yang efektif dan 
efisien; (b) mutu dan sarana-prasarana madrasah yang semakin meningkat 
dan iklim pembelajaran yang semakin kondusif bagi peserta didik; dan (c) 
tingkat kemandirian madrasah semakin tinggi.  
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Kebijakan yang perlu ditempuh adalah: (a) melaksanakan telaah, 
kajian, dan “restrukturisasi madrasah” sesuai dengan tuntutan 
perkembangan masyarakat; (b) mengembangkan sistem organisasi 
kelembagaan pendidikan yang profesional, efektif dan efisien; (c) 
standarisasi kelembagaan yang didukung oleh sarana dan prasarana 
minimal dan kualifikasi personel yang sesuai dengan bidang keahlian serta 
beban pekerjaannya.  
Berdasarkan kerangka strategis pengembangan madrasah tersebut, 
pada tataran implementasinya dirumuskan secara singkat dalam bentuk 
program-program pokok yang perlu dikembangkan dan disesuaikan 
dengan perkembangan masyarakat. Matrik implementasi pengembangan 
madarsah dapat dilihat di bawah ini. 
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Matrik Strategi Pengembangan Madrasah 
No Program Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 
1 Pengembangan Pengelo 
laan pendidikan Usia dini 
melalui RaudlatulAthfal (RA)  
Meningkatkan mutu dan 
perluasan kesempatan layanan 
pendidikan usia dini Raudlatul 
Athfal (RA)  
Mengintegrasi kan pendidikan usia 
dini di Raudlatul Athfal dengan 
pembinaan kesehatan anak usia 
balita, melalui program kerjasama 
dengan lembaga-lembaga terkait  
Memantap kan pelaksanaan 
pendidikan usia dini di Raudlatul 
Athfal secara lintas sektoral dengan 
berbagai lembaga & departemen 
terkait dalam rangka 
pengembangan SDM sejak usia dini.  
2 Pengelolaan pendidikan 
berbasis sekolah dan 
masyarakat terutama pada 
jenjang pendidikan dasar (MI 
dan MTs) dan jenjang 
pendidikan menengah 
(madrasah Aliyah) secara 
berkelanjutan.  
Mengintegrasikan berbagai 
program perluasan kesempatan 
pendidikan baik di Madrasah 
Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah maupun Madrasah 
Alyah dengan Masyarakat  
Mendorong pemanfaatan sumber-
sumber belajar, dan pusat-pusat 
kegiatan belajar masyarakat 
sebagai basis pengelolaan 
madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, 
Aliyah) yang diikhtiarkan dari, 
untuk dan oleh masyarakat.  
Meletakkan dasar kelembagaan 
madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, 
Aliyah) yang kuat menuju tatanan 
masyarakat belajar dan belajar 
sepanjang hayat.  
3 Peningkatan mutu 
pendidikan dasar di MI dan 
MTs, serta menuntaskan 
program Wajib Belajar 9 
Tahun  
Mengintegrasikan berbagai 
rencana program peningkatan 
mutu pendidikan dasar 
(Madrasah Ibtidaiyah dan 
Tsanawiyah) baik dari 
Departemen Agama dan 
Departemen terkait lainnya, 
serta menggalang program 
kerjasama dengan pemerintah 
Daerah dan masyarakat.  
Pendesentralisasi rencana, 
program dan dana peningkatan 
mutu pendidikan dasar kepada 
Pemda. Menggalakkan kembali 
partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan madrasah yang 
unggul  
Meletakkan dasar-dasar yang kuat 
bagi peningkatan mutu pendidikan 
dasar di madrasah Ibtidaiyah dan 
madrasah Tsanawiyah yang 
kompetitif dalam kehidupan global  
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  Mengkoordinasikan program 
wajib belajar 9 tahun, bersama 
masyarakat. 
Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun 
sepenuhnya dikembalikan kepada 
masyarakat melalui koordinasi 
Pemda Tingkat II. Menuntaskan 
Wajar 9 tahun dalam rentang 
waktu 10 tahun (2000-2010) 
Mendorong prakarsa masyarakat 
untuk menyiapkan rencana Wajib 
Bekajar 12 tahun (sampai madrasah 
Aliyah) secara selektif. 
4 Peningkatan Mutu Madrasah 
Aliyah  
Mengintegrasikan program 
pendidikan keagamaan dan 
keterampilan di madrasah 
Aliyah  
Madrasah Aliyah yang bermutu, 
dan dapat dijadikan model oleh 
madrasah Aliyah lainnya, oleh 
sebab itu harus selsktif. 
Pengembangan program di 
madrasah Aliyah harus disertai 
dengan peningkatan mutu. 
Mengembangkan program 
keterampilan di Madrasah Aliyah 
dengan partisipasi aktif dunia 
industri dan dunia usaha yang 
diatur dalam sistem keringanan 
pajak  
Menggairahkan berkembangnya 
Madrasah Aliyah yang bermutu oleh 
masyarakat. Tersusunnya sistem 
pelatihan nasional yang 
mengintegrasikan sistem pendidikan 
di jalur formal madrasah dengan 
pendidikan jalur non formal di 
masyarakat.  
Pengembangan program regular, 
keagamaan, dan ketrampilan di 
Madrasah Aliyah dikerjasamakan 
dengan lembaga/badan-badan 
terkait yang professional dan 
masyarakat.  
Merumuskan program 
pengembagan yang terintegrasi, 
dalam satu bentuk Madrasah Aliyah 
dengan studi akademik yang 
bersifat umum dan program pilihan 
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5  Pemantapan mekanisme 
pengadaan, penenmpatan 
dan pembinaan karier dan 
kesejahteraan guru  
Mengintegrasikan berbagai 
program pengadaan, 
pengangka-tan, penempatan 
dan pembinaan guru yang 
terpencar-pencar dan boros  
Adanya program yang terintegrasi 
dalam pembinaan program guru. 
Meningkatkan penghargaan 
terhadap profesi guru yang 
bermutu dan selektif  
Keikutsertaan organisasi-organisasi 
profesi guru dalam program 
pengadaan, pengangkatan, 
penempatan dan pembinaan guru  
6 Menegakkan asas 
profesionalisme dalam 
penyelenggaraan sistem 
pendidikan di madrasah  
Membentuk komisi untuk 
menilai poros penting dalam 
jajaran departemen, agar 
dijabat oleh tenaga-tenaga 
profesional, berdasarkan kriteria 
obyektif serta  
perjenjangan perkembangan 
karier  
Menyusun rencana 
pengembangan karier disertai 
dengan program pelatihan 
berjenjang yang obyektif  
Merumuskan kembali fungsi balai-
balai diklat dan berbagai lembaga 
pelatihan yang ada di Depag. 
Keikutsertaan organisasi-organisasi 
profesi dan lembaga- lembaga 
keswadayaan masyarakat dalam 
peningkatan mutu profesi. 
7 Desentralisasi pengelolaan 
kurikulum madrasah, dengan 
prinsip kesatuan dalam 
kebijakan dan keragaman 
dalam pelaksanaan  
Merevisi kurikulum 1994 
dengan merampingkan serta 
menentukan kemampuan dan 
kompetensi yagn hendak 
dicapai dan menghilangkan 
dikotomi kurikulum nasional 
dan lokal mengatasi ekses-
ekses desentralistik dalam 
pengelolaan kurikulum 
madrasah dengan 
mempersiapkan kesiapan 
madrasah untuk 
mengimplementa-sikannya.  
Memberdayakan madrasah dan 
pemerintah daerah, kandepag dan 
kanwil depag dalam melaksanakan 
kurikulum dengan peran serta 
masyarakat sekitar  
Memantapkan pelaksanaan 
kurikulum madrasah secara lintas 
sektoral dengan berbagai lembaga 
dan departemen terkait dalam 
rangka pengembangan SDM 
menuju masyarakat belajar dan 
belajar sepanjang hayat  
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Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional memposisikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya 
(persekolahan) sama, yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem 
pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan, baik madrasah maupun 
sekolah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Bentuk dan jenjang pendidikan madrasah secara konstitusional 
setara dengan bentuk dan jenjang pendidikan persekolahan. Pasal 17 ayat 
(2) menyebutkan, “Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan 
madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk 
lain sederajat. Selanjutnya pada bagian Kedua Pendidikan Menengah pasal 
18 ayat (3), disebutkan, ”pendidikan menengah berbentuk Sekolah 
Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain 
yang sederajat”. 
Kesamaan dan kesetaraan lembaga pendidikan madrasah dengan 
sekolah mensyaratkan perlakuan sama—tanpa diskriminasi—dari 
pemerintah, baik pendanaan, kesempatan dan perlakukan. Hal ini berbeda 
dengan Undang-Undang sebelumnya—UUSPN nomor 2 tahun 1989—
yang tidak secara eksplisit menyebutkan madrasah sebagai lembaga 
pendidikan yang setara dengan lembaga persekolahan, sehingga 
berimplikasi kepada perlakukan, perhatian dan pendanaan program 
pendidikan yang dilaksanakan. Contoh perlakuan diskriminasi paling 
mencolok terhadap madrasah adalah kebijakan pengalokasian anggaran 
pendidikan yang hanya memprioritaskan sekolah negeri (umum), 
sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan madrasah 
sangat terabaikan dan terlalu kecil.  
Sikap diskriminatif terhadap madrasah sebelum disahkannya UUSPN 
nomor 20 tahun 2003 lebih disebabkan karena anggapan bahwa madrasah 
merupakan lembaga pendidikan agama yang berjarak dengan sistem 
pendidikan nasional. Pandangan semacam ini berawal dari sistem 
pendidikan yang dualistik antara pendidikan umum (nasional) yang 
mengambil peran lebih dominan di satu pihak dan pendidikan agama 
(Islam) di lain pihak. Dualisme tersebut pada awalnya merupakan produk 
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penjajahan Belanda, namun selanjutnya dalam batas tertentu merupakan 
refleksi dari pergumulan dua basis idiologi politik, nasionalisme-Islami dan 
nasionalisme-skuler. Pada awal kemerdekaan, dua ideologi ini telah 
menjadi faktor benturan yang cukup serius meskipun kenyataanya telah 
terjadi rekonsiliasi dalam formula Negara berdasarkan Pancasila. Tetapi 
implikasi dualisme itu tidak bisa dihapuskan pada masa yang pendek. Hal 
ini dapat dilihat dalam perkembangan posisi madrasah dalam sistem 
pendidikan nasional sebelum disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003. 
Dengan disahkannya UU UUSPN nomor 20 tahun 2003 madrasah benar-
benar terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karenannya, 
madrasah mendapat legalitas, persamaan dan kesetaraan sebagai bagian 
Sistem Pendidikan Nasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enam tahun pasca disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003 yang 
mengintegrasikan madrasah dalam SPN, madrasah nampaknya masih 
belum mampu memacu ketertinggalannya dalam pengelolaan sistem 
pendidikan. Akibatnya, meskipun mendapatkan perlakuan, kesempatan, 
dan perhatian pendanaan yang proporsional madrasah masih dipandang 
sebagai sekolah kelas kedua setelah sekolah umum. Selain itu, masyarakat 
masih mempunyai image bahwa madrasah adalah sekolah yang “kurang” 
bermutu, berkualitas dan lulusannya kurang mampu berkompetisi dalam 
melanjutkan di sekolah/perguruan tinggi berkelas faforit. Realitas 
menunjukkan bahwa sulit untuk menjadikan madrasah menjadi pilihan 
utama bagi masyarakat, sedangkan anggota masyarakat yang sama sekali 
belum mengenal madrasah pun masih banyak.  
Diakui bahwa di kalangan tertentu, terutama kalangan pesantren, 
minat masyarakat terhadap madrasah sangat tinggi dan angka statistik 
pun telah menunjukkan tingginya jumlah madrasah di Indonesia. Meski 
demikian secara nasional tingkat favoritas masyarakat kita terhadap 
madrasah lebih rendah dibanding sekolah pada umumnya. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa problem utama yang dihadapi madrasah yaitu; 
KOTAK 
Sikap diskriminatif terhadap madrasah sebelum disahkannya UUSPN nomor 20 
tahun 2003 lebih disebabkan karena anggapan bahwa madrasah merupakan 
lembaga pendidikan agama yang berjarak dengan sistem pendidikan nasional. 
Pandangan semacam ini berawal dari sistem pendidikan yang dualistik antara 
pendidikan umum (nasional) yang mengambil peran lebih dominan di satu 
pihak dan pendidikan agama (Islam) di lain pihak. 
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pertama problem manajemen pengelolaan madrasah, sebagian besar 
madrasah yang ada masih dikelola dengan manajemen “apa-adanya” 
(tradisional), sehingga kurang diterapkannya secara baik dan sistematis 
fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan evaluasinya.  
Kedua, kepemimpinan madrasah. Pemimpin/kepala madrasah 
sebagian besar berpendidikan baru atau kurang dari sarjana strata S1 dan 
kurang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah. Di 
samping masih rendahnya kualifikasi pendidikan dan kompetensi kepala 
madrasah tersebut, gaya kepemimpinan kharismatik banyak dipraktekkan 
dalam pengelolaan madrasah, sehingga menghambat dalam usaha 
pengembangan, inovasi dan tranformasi madrasah. Ketiga problem 
sumberdaya madrasah, rendahnya kualitas/kualifikasi tenaga pendidik juga 
menjadi problem tersendiri bagi peningkatan kualitas dan kepercayaan 
madrasah. Keempat adalah problem pendanaan, pendanaan madrasah 
sebagain besar mengandalkan pada masyarakat melalui orang tua murid, 
yayasan atau wakaf sehingga kebutuhan pengelolaan pendidikan secara 
maksimal tidak tercukupi. Sedangkan bantuan yang diberikan pemerintah 
tidak mencukupi, bahkan sebagian besar madrasah tidak mendapatkan 
bantuan pendanaan dari pemerintah.  
Problem madrasah yang kelima adalah tentang mutu madrasah, 
problem ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai problem 
yang dihadapi madrasah—manajemen, kepemimpinan, SDM, dan 
pembiayaan—yang akhirnya bermuara pada mutu pendidikan madrasah. 
Indikator mutu pundidikan adalah tercapainnya delapan standar Standar 
Nasional Pendidikan Pendidikan yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, 
Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Proses, 
Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, 
dan Standar Penilaian Pendidikan. Kedelapan standar tersebut nampaknya 
harus terus dupayakan untuk mencapai pendidikan madrasah yang 
bermutu. 
Disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003 sebagai ganti dari 
UUSPN sebelumnya (nomor 2 tahun 1989) merupakan babak baru bagi 
pendidikan madrasah untuk bangkit, berbenah, meningkatkan kualitas, 
lebih mengenalkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dan mengambil 
peran lebih besar lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 
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Bidang-Bidang Garapan Pengelolaan Madrasah 
Pengelolaan Kurikulum 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu. Kurikulum berkaitan dengan  sesuatu yang menjadi 
pedoman dalam seluruh kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk 
didalamnya adalah kegiatan belajar mengajar di kelas. Terkait dengan ini, 
kurikulum dipandang sebagai suatu program yang didesain, direncanakan, 
dikembangkan dan akan dilaksanakan dalam situasi belajar mengajar yang 
disengaja diciptakan di lembaga pendidikan (sekolah/madrasah).   
Maksud dari pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem 
pengelolaan yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam 
rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pengelolaan 
merupakan kegiatan  engineering; yaitu kegiatan to produce, to implement 
and to appraise the efffectiveness of the curriculum.  
 
 
 
 
 
Dalam konteks pendidikan nasional pengelolaan kurikulum harus  
dikembangkan  sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Madrasah 
(MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sedangkan 
prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengelolaan kurikulum adalah 
sebagai berikut:  
 Produktivitas,  hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum 
merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen 
kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat 
mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus 
menjadi sasaran dalam menejemen kurikulum.  
 Demokratisasi, pelaksanaan pengelolaan kurikulum harus 
berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana 
dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan 
tugas dengan penuh tanggungjawab  untuk  mencapai tujuan 
kurikulum.  
 Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam 
mengelola kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari 
berbagai pihak yang terlibat. 
KOTAK 
Pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan yang kooperatif, 
komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan 
ketercapaian tujuan kurikulum. 
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 Efektifivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan pengelolaan kurikulum 
harus mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi untuk  mencapai 
tujuan kurikulum.  
 Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam 
kurikulum,  proses pengelolaan kurikulum harus dapat memperkuat 
dan mengarahkan visi,  misi dan tujuan kurikulum. 
Komponen dan Tahapan dalam Pengelolaan Kurikulum terdiri dari tujuan, 
isi, metode dan evaluasi. Komponen tersebut dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  
Komponen kurikulum 
 
Komponen-komponen tersebut merupakan suatu sistem yang harus 
saling berkait. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem 
kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, 
maka sistem kurikulum pun akan terganggu. Tahapan dalam pengelolaan 
kurikulum di lembaga sekolah/madrasah setidaknya terdiri dari empat 
tahap yaitu: (a) Perencanaan, (b) Pengorganisasian dan Koordinasi, (c) 
Pelaksanaan, dan (d) Pengendalian. 
 
Pengelolaan Peserta Didik 
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 
pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Oemar Hamalik 
mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam 
sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, 
sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional.   
Pengelolaan peserta didik atau Pupil Personnel Administration 
adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, 
pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: 
pengenalan, pendaftaran, layanan individual (Knezevich, 1961). Manajemen 
METODE 
TUJUAN 
ISI EVALUASI 
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peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap 
peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk pada lembaga 
pendidikan (sekolah/madrasah) sampai dengan mereka lulus.  
 
 
 
 
 
 
Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-
kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan lancar, tertib 
dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan 
tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan fungsi manajemen 
peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk 
mengembangkan diri se-optimal mungkin, baik dari aspek individual, 
sosial, aspirasi, kebutuhan dan aspek-aspek potensi lainnya. Tahapan 
pengelolaan peserta didik adalah: 
a) Analisis kebutuhan peserta didik. analisis kebutuhan adalah 
penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga sebuah 
pendidikan.  
b) Rekruitmen peserta didik. Rekruitmen peserta didik adalah proses 
pencarian, menentukan dan menarik calon siswa yang mampu 
untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan.  
c) Seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan 
pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau 
tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga 
pendidikan tertentu. 
d) Orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa 
baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan 
tempat mereka menempuh pendidikan.  
e) Penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik yang telah 
diterima pada sebuah lembaga pendidikan mengikuti proses 
pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan 
dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokkan 
peserta didik yang dilaksanakan pada umumnya didasarkan kepada 
sistem kelas.  
f) Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya 
dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan 
pengembangan terhadap peserta didik.  
KOTAK 
Pengelolaan peserta didik atau Pupil Personnel Administration adalah 
layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan 
layanan siswa di kelas dan di luar kelas 
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g) Pencatatan dan Pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang 
peserta didik di sebuah lembaga pendidikan dimaksudkan sebagai 
database, dokumentasi dan evaluasi atas kegiatan pendidikan yang 
dilakukan.  
h) Kelulusan dan Alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir 
dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari 
lembaga pendidikan tentang telah diselesaikannya program 
pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik.  
 
Pengelolaan pendidik dan Tenaga Kependidikan  
UUSPN Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.  Sedangkan tenaga 
kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.  
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas 
yang harus dilakukan mulai dari masuknya tenaga pendidik dan 
kependidikan ke dalam organisasi melalui proses perencanaan SDM, 
perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi,  penghargaan, 
pendidikan dan latihan/pengembangan dan pemberhentian. 
 
 
 
 
 
 
 
Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik 
pada perguruan tinggi. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 
administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan 
teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.  
Dalam pelaksanaan tugasnya pendidik dan tenaga kependidikan 
berhak memperoleh: a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang 
pantas dan memadai; b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi 
kerja; c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; 
KOTAK 
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus 
dilakukan mulai dari masuknya tenaga pendidik dan kependidikan ke dalam 
organisasi melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, 
pemberian kompensasi,  penghargaan, pendidikan dan 
latihan/pengembangan dan pemberhentian. 
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d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil 
kekayaan intelektual; dan e) kesempatan untuk menggunakan sarana, 
prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas.  
Sesuai dengan fungsinya, pendidik dan tenaga kependidikan 
berkewajiban: a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b) mempunyai komitmen 
secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;  dan c) memberi 
teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai 
dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 
 
Proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan 
kependidikan adalah pengembangan dan strategi penyusunan 
tenaga pendidik dan kependidikan (SDM) guna memenuhi 
kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Perencanaan 
SDM merupakan awal  dari pelakasanaan fungsi manajemen 
SDM.  
2) Seleksi. Seleksi (Selection) adalah proses pengambilan keputusan 
dimana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang 
didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakterisik 
individu yang bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan 
oleh jabatan tersebut. 
 
3) Pembinaan dan Pengembangan. Pembinaan atau 
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan adalah 
usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan 
produktivitas kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan 
yang ada diseluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang 
pendidikan. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah 
tumbuhnya kemampuan setiap pendidik dan tenaga 
kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, 
wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan 
keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga 
produktivitas kerja dapat ditingkatkan. 
4) Penilaian. Penilaian adalah usaha yang dilakukan untuk 
mengetahui seberapa baik performa seseorang pendidik dan 
tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya 
dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Performa ini 
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mencakup prestasi kerja, cara kerja dan pribadi; sedangkan 
potensi untuk berkembang mencakup kreativitas dan 
kemampuan mengembangkan karir.  
5) Kompensasi. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau 
imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan.  
6) Pemberhentian. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan 
proses yang membuat seseorang pendidik dan tenaga 
kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaannya 
atau fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu maupun 
untuk selama-lamanya. Alasan-alasan yang dapat menyebabkan 
seorang pendidik dan tenaga kependidikan berhenti atau 
diperhentikan dari pekerjaannya (Putus Hubungan Kerja) 
diantaranya adalah: 
 Karena permintaan sendiri untuk berhenti. 
 Karena mencapai batas usia pensiun. 
 Karena adanya penyederhanaan organisasi yang 
menyebabkan adanya penyederhanaan tugas di satu pihak 
sedang di pihak lain diperoleh kelebihan tenaga kerja. 
 Karena yang bersangkutan melakukan penyelewengan atau 
tindakan pidana. 
 Karena yang bersangkutan tidak cukup cakap jasmani atau 
rohani, seperti cacat karena suatu hal yang menyebabkan 
tidak mampu lagi bekerja. 
 Karena meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu 
sebagai pelanggaran atas ketentuan yang berlaku 
 Karena meninggal dunia atau karena hilang sebagaimana 
dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. 
 
Proses pengelolaan sumber daya pendidik dan tenaga 
kependidikan (MSDM pendidik dan tenaga kependidikan) sebagaimana 
tersebut di atas adalah satu kesatuan yang saing terkait dan dilakukan 
secara terpadu. Keterkaitan dan keterpaduan tersebut dapat diilustrasikan 
dalam gambar berikut. 
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Pengelolaan Keuangan 
Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggunggjawab 
bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 
Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan 
anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan 
keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan 
tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan 
sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas publik. 
UUSPN no 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa alokasi dana 
pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan 
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  
Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya 
pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung 
masyarakat. Biaya secara sederhana berarti jumlah nilai uang yang 
dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan 
pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai 
jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. 
Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar 
Situasi Ekonomi dan Persaingan Pengembangan dan 
 Penilaian 
Persaingan dan  
Pengadaan  
 
Serikat Pekerja 
Strategi 
Teknologi 
Budaya 
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Sosial dan 
Budaya 
Penggajian dan 
Perlindungan 
 
Hubungan  
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uang yang harus dibelanjakan, darimana sumber uang diperoleh dan 
kepada siapa uang harus dialokasikan (Thomas: 12). 
Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana 
yang uatarakan Nanang Fatah bahwa pembiayaan pendidikan merupakan 
jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan 
penyelenggaraan pendidikan yang mencakup; gaji guru, penigkatan 
profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, 
pengadaan peralatan/mobile, pengadan alat-alat dan buku pelajaran, alat 
tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan 
pendidikan, dan supervisi pendidikan (Fatah, 2000: 112). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembiayaan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional diatur 
dalam peraturan pemerintah nomor  48  Tahun  2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini meliputi: 
1) Biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi (terdiri atas 
biaya investasi lahan pendidikan, dan biaya investasi selain lahan 
pendidikan). Biaya operasi (terdiri atas:  biaya personalia, dan biaya 
nonpersonalia). Bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. 
2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan (terdiri 
atas biaya investasi lahan pendidikan, dan biaya investasi selain 
lahan pendidikan). Biaya operasi, yang terdiri atas (biaya personalia; 
dan biaya nonpersonalia). 
Biaya personalia meliputi biaya personalia satuan pendidikan, yang 
terdiri atas: gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; 
tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan 
pendidikan; tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada 
satuan pendidikan; tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di 
luar guru dan dosen; tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan 
fungsional bagi guru dan dosen; tunjangan profesi  bagi guru dan 
dosen; tunjangan khusus bagi guru dan dosen;  maslahat tambahan 
bagi guru dan dosen; dan tunjangan kehormatan bagi dosen yang 
memiliki jabatan profesor atau guru besar. 
KOTAK 
Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan 
dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan seperti; 
gaji guru, penigkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, dan 
lain-lain. 
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Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 
pendidikan, yang terdiri atas: gaji pokok; tunjangan yang melekat 
pada gaji; tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan 
tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. 
3) Biaya pribadi peserta didik. (untuk lebih jelas mengenai pembiayaan 
pendidikan ini dapat dibaca pada peraturan pemerintah nomor  48  
Tahun  2008 tentang Pendanaan Pendidikan) 
 
Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan  
Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan 
dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di 
sekolah seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran 
dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang secara 
tidak langsung menunjang jalannya proses belajar me gajar di sebuah 
lembaga pendidikan seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata 
tertib sekolah dan lain-lain (Soetopo, 1998: 134-135) 
Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan 
menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, 
penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta 
penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah secara 
tepat guna dan tepat sasaran.   
UUSPN Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa ”setiap satuan 
pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang 
memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 
perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan 
kejiwaan peserta didik”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sarana dan prasarana pendidikan sesungguhnya dapat 
dikelompokaan dalam empat kelompok, yaitu tanah, bangunan, 
perlengkapan, dan perabot madrasah (site, building, equipment, and 
furniture).  Agar sarana prasarana tersebut dapat memberikan manfaat 
secara maksimal dalam proses pendidikan, maka harus dikelola dengan 
baik (school plant administration). Pengelolaan sarana prasarana tersebut 
KOTAK 
Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata, mulai 
dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, 
pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, 
bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah secara tepat guna dan tepat 
sasaran. 
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meliputi:  (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) 
Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) pemeliharaan dan (8) 
Penghapusan. 
 
Pengelolaan Hubungan Sekolah/Madrasah dengan Masyarakat  
Hubungan sekolah dengan masyarakat (public relation) adalah 
hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dengan 
masyarakatnya. 
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah/madrasah 
mendapatkan tempat signifikan dalam pengelolaan Sistem Pendidikan 
Nasional sebagaimana diatur dalam UUSPN. Dengan adanya komite 
sekolah diharapkan semua stakeholder pendidikan mengambil peran yang 
maksimal, sehingga sekolah mampu memberikan pelayanan terbaik bagi 
masyarakatnya. 
UUSPN Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa Peran serta 
masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, 
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi 
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 
pelayanan pendidikan.  Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, 
pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.  
Kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah semua bentuk 
kegiatan bersama yang langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi 
kedua belah pihak. Dengan demikian semua bentuk dukungan masyarakat 
termasuk dukungan orang tua siswa adalah wujud kerjasama. Begitu juga 
semua kegiatan di sekolah, termasuk proses belajar mengajar yang 
ditujukan untuk kepentingan masyarakat, adalah wujud kerjasama yang 
perlu ditingkatkan. 
 
 
 
 
 
 
Unsur-unsur masyarakat yang dapat menjalin kerjasama dalam 
pendidikan diantaranya adalah orang tua siswa, warga, dan lembaga 
masyarakat sekitar sekolah, tokoh masyarakat, lembaga agama, organisasi 
kemasyarakatan, pemerintah setempat, petugas keamanan dan ketertiban, 
sesama lembaga sekolah, pengusaha, pedagang dan industri.  
KOTAK 
Kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah semua bentuk kegiatan bersama 
yang langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi kedua belah pihak. 
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Azas yang menjadi landasan melaksanakan kerjasama antara 
lembaga sekolah dengan unsur-unsur masyarakat tersebut adalah 
pertama, azas manfaat. Asaz ini merupakan kegiatan bersama yang harus 
saling menguntungkan dalam aktifitas kerjasama yang dilakukan. Kedua 
azas gotong-royong. Hubungan kerjasama tidak harus selamanya 
didasarkan pada keuntungan materi akan tetapi aspek sosial juga menjadi 
hal sangat penting dalam menjalin hubungan. Asas gotong royong adalah 
landasan sosial tersebut. Ketiga birokrasi. Asas ini merupakan landasan 
profesional-andministratif sebagai lembaga/organisasi pendidikan dalam 
melakukan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat.  
Banyak bentuk/program yang dapat dilakukan dalam melaksanakan 
hubungan/kerjasama sekolah dengan masyarakat, hal ini tergantung pada 
tujuan dan sifat kerjasama yang dilakukan. Pada prinsipnya kerjasama 
sekolah dengan masyarakat harus merupakan frame work sekolah, 
sehinggga dalam pelaksaannya setiap komponen memperoleh gambaran 
dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan 
sekolah. Berikut ini adalah gambar bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat 
dalam sekolah.  
 
The Six Types of Partnerships 
 
Gambar  
Enam Model Keterlibatan Masyarakat dalam Madrasah 
(Joyce Epstein, John Hopkins : 2002) 
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Merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Madrasah  
Merumuskan Visi Sekolah/Madrasah 
Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan 
karakteristik yang ingin di capai oleh lembaga jauh dimasa yang akan 
datang. Dalam konteks lembaga sekolah/madrasah visi merupakan 
imajinasi moral yang menjadi dasar atau rujukan dalam menentukan 
tujuan atau keadaan masa depan yang secara khusus diharapkan oleh 
sekolah/madrasah. Visi sekolah/madrasah harus berada dalam koridor 
pembangunan pendidikan nasional yang telah ditetapkan secara nasional 
oleh pemerintah, tetapi tetap sesuai dengan potensi yang dimiliki sekolah 
dan keinginan masyarakat di sekitar sekolah. Visi sekolah/madrasah 
merupakan turunan dari visi pendidikan nasional. Secara sederhana visi 
adalah profil madrasah yang diimpikan oleh sekolah, agar madrasah dapat 
terus terjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya.  
 
 
 
 
 
 
Perumusan pernyataan visi madrasah harus selalu berlaku pada 
semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi, oleh karena itu 
sebuah visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel. Terdapat beberapa 
persyaratan dan indikator dalam merumuskan visi sekolah yang baik yaitu:  
1. Berorientasi pada masa depan dalam kurun waktu tertentu, 
misalnya 10 tahun ke depan 
2. Tidak dibuat berdasar kondisi atau tren saat ini; 
3. Bersifat ambisius serta menantang segenap anggota lembaga 
4. Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita tinggi yang 
hendak dicapai serta kompetisi yang akan dihasilkan 
5. Menggambarkan keunikan lembaga dalam kompetisi serta citranya 
6. Memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada 
lembaga 
7. Mencerminkan dorongan yang kuat akan timbulnya inspirasi, 
semangat, motivasi dan komitmen warga sekolah 
8. Menjadi dasar bagi perubahan dan pengembangan 
sekolah/madrasah secara sistemik, sistematik, dan rasional 
9. Menjadi dasar dan acuan bagi perumusan misi, tujuan 
sekolah/madrasah dan sasaran serta pelaksanaannya. 
KOTAK 
Visi merupakan imajinasi moral yang menjadi dasar atau rujukan dalam 
menentukan tujuan atau keadaan masa depan yang secara khusus diharapkan 
oleh sekolah/madrasah. 
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10. Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga 
sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras 
dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional; 
11. Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala 
sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite 
sekolah/madrasah; 
12. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap 
pihak yang berkepentingan; 
13. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan 
perkembangan dan tantangan di masyarakat. 
 
Gambaran perumusan visi tersebut tentunya harus didasarkan pada 
landasan yuridis yang ada di atasnya seperti UU Sistem Pendidikan 
Nasional nomor 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 
205 tentang Standar Nasional Pendidikan, visi Departemen Pendidikan 
Nasional, dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang terkait, 
khususnya tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan 
nasional dalam UUSPN nomor 20 tahun 2003 adalah “Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  
Selain melihat fungsi dan tujuan pendidikan nacional tersebut, 
perumusan visi juga mempertimbangkan visi departemen pendidikan 
nacional sebagai lembaga pengelola sistem pendidikan nasional. Visi 
departemen pendidikan nasional dirumuskan sebagai  berikut: 
 
Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 
untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi 
manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 
zaman yang selalu berubah. 
Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut,  
Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan:  
INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF 
(Insan Kamil / Insan Paripurna) 
Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang 
cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas 
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emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. 
Kemudian didiskripsikan dalam tabel berikut 
 
Tabel  
Insan Cerdas Komprehensif dan Kompetitif 
Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif 
Makna Insan Indonesia 
Kompetitif 
Cerdas 
spiritual 
 
• Beraktualisasi diri melalui olah 
hati/kalbu untuk menumbuhkan 
dan memperkuat keimanan, 
ketakwaan dan akhlak mulia 
termasuk budi pekerti luhur dan 
kepribadian unggul. 
Kompetitif 
 
• Berkepribadian 
unggul dan 
gandrung akan 
keunggulan 
• Bersemangat 
juang tinggi 
• Mandiri  
• Pantang 
menyerah 
• Pembangun dan 
pembina jejaring 
• Bersahabat 
dengan 
perubahan 
• Inovatif dan 
menjadi agen 
perubahan 
• Produktif 
• Sadar mutu 
• Berorientasi 
global 
• Pembelajar 
sepanjang hayat 
Cerdas 
emosional 
& sosial 
 
• Beraktualisasi diri melalui olah 
rasa untuk meningkatkan 
sensitivitas dan apresiasivitas akan 
kehalusan dan keindahan seni dan 
budaya, serta kompetensi untuk 
mengekspresikannya.  
• Beraktualisasi diri melalui interaksi 
sosial yang: 
– membina dan memupuk 
hubungan timbal balik; 
– demokratis; 
– empatik dan simpatik;  
– menjunjung tinggi hak asasi 
manusia; 
– ceria dan percaya diri;  
– menghargai kebhinekaan dalam 
bermasyarakat dan bernegara; 
serta  
– berwawasan kebangsaan 
dengan kesadaran akan hak dan 
kewajiban warga negara. 
Cerdas 
intelektual 
 
• Beraktualisasi diri melalui olah 
pikir untuk memperoleh 
kompetensi dan kemandirian 
dalam ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  
• Aktualisasi insan intelektual yang 
kritis, kreatif dan imajinatif. 
Cerdas 
kinestetis 
 
• Beraktualisasi diri melalui olah 
raga untuk mewujudkan insan 
yang sehat, bugar, berdaya-tahan, 
sigap, terampil, dan trengginas. 
• Aktualisasi insan adiraga. 
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Dengan melihat landasan yuridis dan dengan pembacaan serta 
análisis terhadap potensi, dan peluang lembaga kemudian perumusan visi 
sekolah/madrasah dapat dilakukan. Gambar berikut ini menunjukkan alur 
perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  
Perumusan Visi, Misi Dan Tujuan Sekolah/Madrasah 
 
Teknik Perumusan Visi  
Teknik atau cara merumuskan Visi sebuah satuan pendidikan—
sekolah/madrasah dpat dilakukan sebagai berikut: 
1. Mereview (meninjau kembali) masalah yang dihadapi, baik internal 
maupun eksternal dengan pendekatan analisis Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT);  
2. Melibatkan seluruh stakeholder sekolah/madrasah untuk 
memberikan partisipasi (sharing) secara maksimal sesuai dengan 
kemampuannya 
3. Menumbuhkan sikap rasa memiliki (melu handarbeni atau sense of 
belongingness) mengenai isi yang akan dirumuskan bersama.  
4. Mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh stakeholder melalui 
pendekatan partisiatif dan bottom up. Dengan pendekatan ini akan 
menstimulasi segenap komponen yang ada dalam satuan 
Landasan yuridis 
pendidikan (Undang-
undang dan Peraturan-
peraturan 
- Tantangan masa    
depan/globalisasi 
- Nilai dan harapan 
masyarakat 
Visi dan 
Misi 
Sekolah 
Tujuan Sekolah 
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organisasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi 
pencapaian visi yang akan disepakati.  
5. Jika rumusan Visi berasal dari pimpinan (top down), maka 
disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah/madrasah 
(stakeholder) dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka 
untuk penyempurnaan dan memperoleh masukan atau partisipasi 
dari bawah.  
 
Prosedur Perumusan Visi  
Perumusan Visi sebuah satuan pendidikan—sekolah/madrasah 
dapat dilakukan dilakukan dengan prosedur dan tahapan sebagai berikut :  
1. Mengkaji makna visi satuan organisasi diatasnya unuk digunakan 
sebagai acuan seperti Yayasan, Peraturan Daerah, Rencana 
Strategik Depdiknas, Peraturan Menteri Pendidikan, Peraturan 
Pemerintah, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
(Nomor 20 tahun 2003) 
2. Menginventarisasi rumusan tugas satuan pendidikan--
sekolah/madrasah  
3. Rumusan tugas satuan pendidikan tersebut dirangkum dan 
dirumuskan kembali menjadi konsep rumusan visi  
4. Konsep rumusan visi satuan organisasi didiskusikan dengan seluruh 
stakeholder sekolah/madrasah untuk memperoleh masukan, 
klarifikasi dan saran-saran serta penyempurnaan. 
5. Rumusan Visi Satuan pendidikan yang telah menjadi kesepakatan 
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan (kepala 
sekolah/madrasah), sehingga visi tersebut menjadi milik bersama, 
mendapat dukungan dan komitmen seluruh anggota organisasi.  
 
Kriteria Visi  
Rumusan Visi yang baik mempunyai kriteria (ciri-ciri) sebagai berikut: 
1. Rumusannya singkat, padat dan mudah diingat;  
2. Bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya;  
3. Sesuatu yang ideal yang ingin dicapai dimasa yang akan datang 
yang membawa eksistensi/keberadaan suatu organisasi;  
4. Menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang 
terkait (stakeholders);  
5. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;  
6. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan 
strategis yang terdapat dalam suatu organisasi;  
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7. Memiliki orientasi terhadap masa depan, sehingga segenap jajaran 
organisasi ikut berperan dalam pencapaiannya;  
8. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh anggota organisasi;  
9. Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan organisasi 
serta menjembatani keadaan masa sekarang dan masa yang akan 
datang;  
10. Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan 
perkembangan/perubahan tugas dan fungsi.  
 
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perumusan Visi  
Berdasarkan pengertian, teknik perumusan, prosedur perumusan 
dan kriteria visi sebagaimana diuraikan diatas, terdapat hal-hal yang perlu 
menjadi perhatian dalam perumusan visi yaitu :  
1. Sesuai dengan semangat perkembangan jaman dan spirit 
organisasi, konsisten dengan situasi dan kondisi masa kini serta 
dapat diadakan perubahan/penyesuaian dengan situasi dan kondisi 
yang dihadapi;  
2. Rumusan visi dapat menjelaskan arah dan tujuan organisasi, 
sehingga dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen dari 
hati yang tulus;  
3. Rumusan Visi mudah dipahami karena ungkapannya mempunyai 
alasan yang jelas dan dapat menjadi panduan bagi kebijakan 
organisasi;  
4. Rumusan Visi Satuan Organisasi tidak dibenarkan bertentangan 
dengan visi satuan organisasi diatasnya/induknya.  
 
Merumuskan Misi Sekolah/Madrasah 
Misi adalah penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, 
kewajiban, dan rencana tindakan yang dijadikan arahan untuk 
mewujudkan visi. Dalam pengertian lain Misi adalah pernyataan tentang 
apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan 
Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula 
memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Misi adalah 
kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh suatu 
sekolah/madarsah untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan 
Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa 
yang ingin dituju serta kadang kala memberikan keterangan tentang 
bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat begitu pentingnya 
pernyataan misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan 
masukan-masukan dari anggota lembaga sekolah/madrasah (stakeholder) 
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dan sumber-sumber lain yang dianggap penting. Pernyataan misi belum 
dapat dipergunakan sebagai petunjuk bekerja, namun perlu penjabaran 
dan penerjemahan dalam langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian 
tujuan. 
 
Sekolah/Madrasah dalam merumuskan dan menetapkan misi harus  
1. Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai 
dengan tujuan pendidikan nasional; 
2. Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; 
3. Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah; 
4. Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan 
yang diharapkan oleh sekolah/madrasah; 
5. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan 
program sekolah/madrasah; 
6. Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan 
satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat; 
7. Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang 
berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan 
diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala 
8. sekolah/madrasah; 
9. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap 
pihak yang berkepentingan; 
10. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan 
perkembangan dan tantangan di masyarakat. 
 
Kriteria Rumusan Misi yang Baik 
Rumusan misi yang baik mempunyai kriteria (ciri-ciri) sebagai berikut :  
1. Rumusannya sejalan dengan visi sekolah/madrasah  
2. Rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas;  
3. Rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus 
dilaksanakan;  
4. Dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; 
5. Memungkinkan untuk perubahan/penyesuaian dengan perubahan 
visi.  
 
MerumuskanTujuan Sekolah/Madrasah 
Berangkat dari visi dan misi, selanjutnya sekolah/madrasah, 
mermuskan tujuan. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang 
sangat panjang, maka tujuan terkait dengan jangka waktu menengah. 
Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah 
BAGIAN ENAM: 
MENGELOLA PENDIDIKAN MADRASAH  
 
44 
 
untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dicanangkan. Sebaiknya tujuan 
tersebut dikaitkan dengan program sekolah/madrasah dalam jangka 4 
tahunan. 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 
Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar 
dan menengah memberikan acuan dalam merumuskan dan menetapkan 
serta mengembangkan tujuan sekolah/madrasah sebagai berikut: 
1. Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka 
menengah (empat tahunan); 
2. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta 
relevan dengan kebutuhan masyarakat; 
3. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan 
oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah; 
4. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan 
termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat 
dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; 
5. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap 
pihak yang berkepentingan. 
 
Berikut ini adalah gambar/skema dalam merumuskan visi, misi, 
tujuan hingga pembuatan rencana dan program sekolah/madarsah. 
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Landasan yuridis 
pendidikan (Undang-
undang dan Peraturan-
peraturan 
-  Tantangan masa    
depan/globalisasi 
- Nilai dan harapan 
masyarakat 
Visi dan 
Misi 
Sekolah 
Tujuan Sekolah 
Tantangan 
nyata yang 
dihadapi 
sekolah 
Output sekolah 
Saat ini 
(kenyataan) 
Identifikasi 
Fungsi-fungsi 
Untuk mencapai sasaran 
Sasaran 1 
Sasaran 2 
Sasaran 3 
Analisis 
Swot setiap 
Faktor – 
Faktornya 
Alternatif program 
dan anggaran 
untuk masing – 
masing sasaran 
Rencana program 
dan anggaran 
untuk masing-
masing sasaran 
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Contoh Visi, Misi dan Tujuan/target/sasaran Sekolah/Madrasah 
 
Sebuah sekolah/madrasah merumuskan visinya sebagai berikut: 
VISI : 
“UNGGUL DALAM MUTU BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA” 
 
Agar tidak mempunyai banyak tafsir dan pemahaman, maka visi 
tersebut hendaknya dipertegas dan diperjelas dengan indikator-indikator visi. 
Sebagai contoh, visi yang dirumuskan “UNGGUL DALAM MUTU 
BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA” dipertegas dan diperjelas dengan 
indikator-indikator sebagai berikut: 
 Unggul dalam perolehan Nilai Ujian Nasional 
 Unggul dalam persaingan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi 
 Unggul dalam lomba kreativitas 
 Unggul dalam lomba kesenian 
 Unggul dalam lomba olahraga 
 Unggul dalam disiplin 
 Unggul dalam aktivitas keagamaan, dan  
 unggul dalam kepedulian sosial 
 
Bentuk layanan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dengan 
berbagai indikatornya tersebut harus dituangkan dalam misi. Maka misi yang 
dapat dirumuskan adalah: 
 
MISI: 
 Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga 
setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang 
dimiliki. 
 Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 
warga sekolah. 
 Mendorong dan membantu setiap siswa untuk menggali potensi 
dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 
 Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan 
budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 
 Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 
sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah 
(stakeholders). 
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Berdasarkan visi dan misi selanjutnya dirumuskan tujuan. Tujuan ini merupakan 
tahapan wujud sekolah menuju visi dalam jangka waktu tertentu (biasanya 3-4 
tahun). Sebagai contoh adalah visi dan misi sebagaimana tersebut dapat 
dirumuskan tujuannya hingga tahun 2010 sebagai berikut. (rumusan ini dibuat 
pada tahun 2009)  
 
Tujuan: 
 Pada tahun 2014, rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) mencapai 
minimal 8,00 
 Pada tahun 2014, proporsi lulusan yang melanjutkan ke sekolah/PT unggul 
minimal 50% 
 Pada tahun 2014 memiliki kelompok KIR (Karya Ilmiah Remaja) dan 
mampu menjadi finalis LKIR (Lomba Karya Ilmiah Remaja) tingkat nasional 
 Pada tahun 2014 memiliki tim olahraga minimal 3 cabang dan mampu 
menjadi finalis tingkat propinsi. 
 Pada tahun 2014 memiliki tim kesenian yang mampu tampil pada acara 
setingkat kabupaten/kota. 
 
Tujuan yang telah dirumuskan tersebut selanjutnya diturunkan lagi yaitu berupa 
sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek. Rumusan tujuan adalah 
berjangka menengah, sedangkan sasaran/target situasional lebih pada hal yang 
harus dicapai dalam jangka lebih pendek dalam rangka mencapai tujuan (jangka 
menengah). Dengan demikian, jika tujuan sekolah yang dirumuskan adalah pada 
tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas, maka langkah sasaran/target pada 
tahun 2010 dapat dirumuskan sebagai berikut. 
 
Target/Sasaran Tahun 2010 
 Rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) pada tahun 2010 mencapai 6.00 
 Pada tahun 2010 Jumlah luluasan yang melanjutkan ke sekolah/PT ungul 
di atasnya mencapai 30% 
 Pada tahun 2010 memiliki kelompok KIR (Karya Ilmiah Remaja) dan 
mampu menjadi finalis LKIR (Lomba Karya Ilmiah Remaja) setingkat 
kabupaten/kota 
 Pada tahun 2010 memiliki tim olahraga dan mampu menjadi finalis tingkat 
kabupaten/kota. 
 Pada tahun 2010 memiliki tim kesenian yang secara teratur mengadakan 
latihan pentas di sekolah 
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Melakukan Analisis SWOT  Sekolah/Madrasah 
Analisis SWOT (Strengths=kekuatan, Weakness=kelemahan, 
Opportunity=peluang, Threats=tantangan) merupakan suatu metode 
analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal 
organisasi. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan sedangkan 
faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Penggunaan analisis SWOT 
dimaksudkan untuk menentukan posisisekolah/madrasah. Penjelasan 
singkat mengenai SWOT (Strengths=kekuatan, Weakness=kelemahan, 
Opportunity=peluang, Threats=tantangan) sebagai berikut. 
Strengths-Kekuatan merupakan kondisi internal positif yang 
memberikan keuntungan. Kekuatan dalam lemabaga sekolah/madarasah 
dapat berupa kemampuan-kemampuan khusus/spesifik, SDM yang 
memadai, image organisasi, kepemimpinan yang cakap dan lain-lain. 
Weakness=kelemahan merupakan kondisi internal negative yang 
dapat merendahkan penilaian terhadap sekolah/madarsah. Kelemahan 
dapat berupa rendahnya SDM yang dimiliki, produk yang tidak berkualitas, 
image yang tidak kuat, kepemimpinan yang buruk dan lain-lain. 
Opportunity=peluang adalah kondisi sekarang atau masa depan 
yang menguntungkan sekolah/madarsah. Opportunity merupakan kondisi 
eksternal yang dapat memberikan peluang-peluang untuk kemajuan 
lembaga seperti adanya perubahan hukum, menurunnya pesaing, 
meningkatnya jumlah siswa baru.  
Threats=tantangan adalah kondisi eksternal sekolah/madarsah, 
sekarang dan yang akan datang yang tidak menguntungkan. Tantangan ini 
dapat berupa munculnya pesaing-pesaing baru, penurunnya jumlah siswa, 
dan lain-lain  
Setelah dilakukan analisis SWOT tersebut, hasil analisis kemudian 
digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya 
dalam upaya memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang, serta 
secara bersamaan berusaha untuk meminimalkan kelemahan dan 
mengatasi ancaman. Analisis ini juga digunakan dalam rangka Menyusun 
Rencana dan Program sekolah/madarsah. Kerangkan kerja (framework) analisis 
SWOT dapat dilihat dalam gambar berikut: 
 
 
 
 
 
ENVIROMENTAL SCAN 
Internal Analysis External Analysis 
Strength
s 
Opportunity
s 
Weaknesse
s 
Threats 
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Gambar 
Kerangka Kerja Analisis SWOT 
 
Ket: KAFI: Kesimpulan Analisis Faktor Internal,  
KAFE: Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal 
 
      
                                KAFI 
 
 
      KAFE 
Strength (kekuatan) 
Deskripsikan dan susun daftar 
berdasarkan rangking: 
1.   ……………………… 
2.  ………………………  
3.   ……………………… dst 
Weakness (kelemahan) 
Deskripsikan dan susun daftar 
berdasarkan rangking: 
1.   ……………………… 
2.  ………………………  
3.   ……………………… dst 
Opportunity (Peluang) 
Deskripsikan dan susun daftar 
berdasarkan rangking: 
1.   ……………………… 
2.  ………………………  
3.   ……………………… dst 
Strategi Strength-Opportunity (S-
O). Menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang; 
1.   ……………………… 
2.  ………………………  
3.   ……………………… dst 
  
Strategi Weakness-Opportunity 
(W-O) Menanggulangi kelemahan 
dengan memanfaatkan peluang. 
1.   ……………………… 
2.  ………………………  
3.   ……………………… dst 
Threats (Tantangan) 
Deskripsikan dan susun daftar 
berdasarkan rangking: 
1.   ……………………… 
2.  ………………………  
3.   ……………………… dst 
Strategi Strength-Threats (S-T) 
menggunakan kekuatan untuk 
menghadapi tantangan/ 
mengubahnya menjadi peluang. 
1.   ……………………… 
2.  ………………………  
3.   ……………………… dst 
 
Strategi Weakness-Threats (W-T). 
memperkecil kelemahan dan 
menghindari tantangan. 
1.   ……………………… 
2.  ………………………  
3.   ……………………… dst 
 
 
 
 
Akreditasi Sekolah/Madrasah 
Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah 
secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan 
evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja 
sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 
2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah meyebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu 
kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah/Madrasah berdasarkan kriteria 
yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya 
diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Pengertian lain 
mengenai akreditasi adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif 
terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, 
yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Di dalam proses 
akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan 
tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai 
BAGIAN ENAM: 
MENGELOLA PENDIDIKAN MADRASAH  
 
50 
 
sebuah institusi belajar. Akreditasi merupakan alat regulasi (self-regulated) 
agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya 
yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki 
kelemahannya (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen 
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2007: 3) 
 
 
 
 
 
Maksud dari adanya akreditasi adalah agar penyelenggaraan 
pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional 
Pendidikan. Hal ini terkait dengan usaha pengembangan dan membangun 
sistem pengendalian mutu pendidikan nasional yang dilakukan melalui 
empat hal yaitu pertama standarisasi yang dimaksudkan sebagai 
penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan membentuk warak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat. Kedua evaluasi yang  dilakukan dalam rangka pengendalian 
mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 
penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
Ketiga akreditasi untuk menentukan kelayakan program dan satuan 
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap 
jenjang dan jenis pendidikan, yang kemudian diwujudkan dengan adanya 
sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga mandiri dan profesional. 
 
Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah 
Fungsi akreditasi sekolah adalah : (a) untuk pengetahuan, yakni dalam 
rangka mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah dilihat dari 
berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang 
dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, (b) 
untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan 
apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan 
masyarakat, dan (c) untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah 
dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan 
masukan dari hasil akreditasi 
 
Prinsip-Prinsip Akreditasi Sekolah/Madrasah 
Prinsip – prinsip akreditasi yaitu : (a) objektif, informasi objektif 
tentangg kelayakan dan kinerja sekolah, (b) efektif, hasil akreditasi 
memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan 
KOTAK 
Akreditasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pendidikan pada semua 
lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 
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keputusan, (c) komprehensif, meliputi berbagai aspek dan menyeluruh, (d) 
memandirikan, sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan 
bercermin pada evaluasi diri, dan (d) keharusan (mandatori), akreditasi 
dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah. 
 
Prosedur Akreditasi Sekolah/Madrasah 
Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:  
Pertama, mengajukan permohonan akreditasi dari sekolah kepada 
lembaga/badan pelaksana akreditasi yang telah ditentukan. Badan 
pelaksana akreditasi sekolah terdiri dari: (a) Badan Akreditasi Nasional 
Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), (b) Badan Akreditasi Propinsi 
Sekolah/Madrasah (BAP-S/M), dan (c) Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) 
Kabupaten/Kota. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) 
merupakan: badan non struktural yang secara teknis bersifat independen 
dan profesional yang terdiri atas unsur-unsur masyarakat, organisasi 
penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi yang relevan 
yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, standar, 
sistem,dan perangkat akreditasi secara nasional. Badan Akreditasi Propinsi 
Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) berkewenangan untuk melaksanakan 
kegiatan akreditasi SMP, SMA, SMK dan SLB. Sedangkan, Unit Pelaksana 
Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota berkewenangan melaksanakan akreditasi 
untuk TK dan SD.  
Kedua, evaluasi diri oleh sekolah. Evaluasi diri adalah upaya 
sistematis untuk mengumpulkan, memilih dan memperoleh data dan 
informasi yang valid dari fakta yang dilakukan oleh sekolah yang 
bersangkutan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang keadaan 
sekolah untuk dipergunakan dalam rangka pengambilan tindakan 
manajemen bagi pengembangan sekolah. Tujuan evaluasi diri ini adalah 
untuk mendapatkan informasi yang objektif, transparan, dan akuntabel 
dari sekolah yang diakreditasi. Sedangkan fungsi evaluasi diri adalah 
sebagai penilaian pertama untuk menentukan kelayakan sekolah 
dibandingkan dengan standar kelayakan nasional 
Kegiatan evaluasi diri tidak boleh dilakukan secara sembarangan, 
akan tetapi harus berdasarkan kondisi nyata sekolah. Oleh karena itu, agar 
diperoleh data evaluasi diri yang akurat dan objektif, maka kepala sekolah 
perlu melakukan koordinasi untuk melakukan pengisian instrumen evaluasi 
diri. Sebaiknya di sekolah di bentuk Tim Evaluasi Diri yang bertugas untuk 
mendata dan menyiapkan berbagai bukti fisik yang diperlukan guna 
mendukung pengisian instrumen evaluasi diri. Pengisian instrumen 
evaluasi diri dapat disesuaikan dengan kebutuhan waktu, namun tidak 
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melewati batas waktu yang telah ditentukan. Setelah pengisian instrumen 
evaluasi diri, sekolah harus menyerahkan kembali instrumen tersebut 
dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.  
Ketiga, pengolahan hasil evaluasi diri. Evaluasi diri untuk setiap 
jenjang dan jenis sekolah terdiri dari dua bagian utama, yaitu (1) bagian 
butir-butir soal untuk mengungkap sembilan komponen sekolah, baik 
komponen utama maupun komponen tambahan yang akan 
diperhitungkan untuk menentukan skor hasil akreditasi. Terdiri dari 185 
butir pernyataan, bersifat dikotomis (Ya=1) dan (Tidak=0), setiap 
komponen memiliki bobot yang berbeda, skor butir untuk pernyataan 
terbuka jika tidak diisi diberi skor 0 dan jika diisi diberi skor 1, dan setiap 
butir memiliki skor maksimal = 1. Setiap komponen disertai dengan data 
tentang analisis kelemahan dan kekuatan masing-masing komponen. (2) 
berupa isian data penunjang tentang keadaan sekolah. Data ini hanya 
merupakan penunjang atas data yang tercantum pada Bagian Pertama dan 
tidak akan diolah menjadian skor akreditasi. 
Keempat visitasi oleh asesor. Visitasi adalah kunjungan tim asesor 
ke sekolah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara dengan warga 
sekolah, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang 
berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi. Visitasi ini bertujuan (1) 
meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi; (2) bemperoleh 
data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat 
akreditasi; (3) memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, 
dan pencermatan data pendukung); dan (4) mendukung pengambilan 
keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan 
berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri. 
Proses visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang 
melekat dengan fungsi evaluasi diri dan sekolah diharapkan untuk 
senantiasa menjamin kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang 
diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah. Visitasi dilaksanakan 
oleh Tim yang terdiri dari dua orang Asesor.. Agar visitasi berjalan sesuai 
dengan tujuannya, sehingga dapat mendukung hasil akreditasi yang 
komprehensif, valid, dan akurat, serta dapat memberikan manfaat, maka 
kegiatan visitasi harus mengikuti tata cara pelaksanaan yang baku. Visitasi 
dilaksanakan jika suatu sekolah dinyatakan layak berdasarkan penilaian 
evaluasi diri. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 5 bulan) setelah 
sekolah mengirimkan evaluasi diri.  
Kelima penetapan hasil akreditasi. Setelah dilakukan visitasi 
terhadap sekolah/madrasah kemudian dikeluarkanlah hasil akreditasi. Hasil 
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akreditasi ini adalah berupa (1) Sertifikat Akreditasi Sekolah, dan (2) Profil 
Sekolah, kekuatan dan kelemahan, dan rekomendasi.  
Keenam penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Sertifikat 
Akreditasi Sekolah adalah surat yang menyatakan pengakuan dan 
penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui 
proses pengukuran dan penilaian kinerja sekolah terhadap komponen-
komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan BAN-SM untuk 
jenjang pendidikan tertentu. 
Masa berlaku akreditasi adalah selama 4 tahun, permohonan 
Akreditasi Ulang dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi 
Ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak 
ditetapkan. 
Berikut ini adalah bagan yang menunukkan mekanisme dan 
prosedur akreditasi sekolah/madrasah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan Evaluasi Diri 
oleh Sekolah/Madrasah 
Pengajuan Akreditasi oleh 
Sekolah/Madrasah 
Penentuan Kelayakan 
Visitasi oleh BAN-S/M 
Audit Internal Gugus 
Penjamin Mutu 
Sekolah/Madrasah 
Layak 
Penetapan Hasil Akreditasi 
oleh BAN-S/M 
Pelaksanaan Visitasi oleh 
Tim Asesor 
Penerbitasn Hasil 
Akreditasi oleh BAN-S/M 
Terakreditasi 
Perbaikan Internal oleh 
Sekolah/Madrasah 
Pembinaan Oleh 
Pengawas Sekolah 
Menyangut Manajerial 
dan Akademik 
Tidak 
Tidak 
YA 
YA 
Gambar Mekanisme dan Prosedur Akreditasi Sekolah/Madrasah 
(Toto Sumaryanto, hal 12) 
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Struktur hubungan kerja akreditasi Sekolah/Madrasah adalah 
seperti digambarkan berikut ini. 
 
 
 
 
 
BAGIAN DELAPAN: 
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH/MADRASAH  
 
1 
 
BAGIAN DELAPAN 
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH/MADRASAH 
 
Penjelasan Mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
(Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2005) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan 
dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut 
memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi 
pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang 
bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam 
kehidupan global. 
Sedangkan visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem 
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 
memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang 
menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif 
menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional 
adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan 
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) 
meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat 
nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi 
pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) 
membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 
utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 
masyarakat belajar;  (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas 
proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang 
bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga 
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 
pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional 
dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, reformasi 
pendidikan meliputi empat hal yaitu: 
Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu 
proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 
sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang 
memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta 
mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut 
menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari 
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paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.  Paradigma 
pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam 
mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada 
paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada 
peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam 
rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, 
sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara.  
Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari 
paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menjadi 
paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan 
harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai 
manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika 
psikososial dan lingkungan kulturalnya. Proses pendidikan harus 
mencakup: (1) penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan,; (2) 
pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan 
kepribadian; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) 
pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni;  serta (5) 
pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses 
pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan proses 
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 
sepanjang hayat. 
Ketiga; Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik 
yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada 
gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota 
masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses 
pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di 
dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan 
bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, 
yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya. 
Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi 
pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap 
penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria 
dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan 
pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan 
pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang 
berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang 
demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) 
hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya 
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profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana 
dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi 
peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan 
yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7)  terlaksananya evaluasi, 
akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu 
pendidikan  secara berkelanjutan. 
Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional 
pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, 
dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam 
memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional 
pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong 
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan 
sistem pendidikan nasional. 
Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang 
komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur 
pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai 
dengan karakteristik dan kekhasan programnya.  
Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (Permen) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan. Dalam Permen tersebut standar nasional pendidikan diartikan 
sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berfungsi sebagai dasar 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam 
rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan 
tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat. 
 
Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan Sekolah/Madrasah 
Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan delapan hal yaitu 1) 
standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar 
pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) 
standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian 
pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai delapan standar nasional 
pendidikan tersebut: 
 
STANDAR ISI 
(Berdasarkan Permen Nomor  22  Tahun 2006) 
Standar Isi Pendidikan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor  22  Tahun 2006  Tanggal  23 Mei 2006. Standar isi 
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adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam 
kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 
pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 
Dasar penentuan standar ini adalah dalam rangka mewujudkan fungsi dan 
tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. Imtuk itulah, dengan merjuk kepada 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan diantaraya Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan 
dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar 
proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 
standar penilaian pendidikan. 
Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005, mencakup: 
1. kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam 
penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, 
2. beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah, 
3. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan 
pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari standar isi, dan 
4. kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan 
pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
Standar Isi ini dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. 
 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 
A. Kerangka Dasar Kurikulum 
1.  Kelompok Mata Pelajaran 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan 
umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
terdiri atas:  
a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata 
pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk 
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peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup 
etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan 
agama. 
b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan   dan kepribadian; 
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan 
peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 
peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan 
wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela 
negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan 
bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, 
tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar 
pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok 
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada 
SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan 
mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang 
kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB 
dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah 
secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan 
untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan 
mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 
pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian 
kerja. 
d. kelompok mata pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran 
estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, 
kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi 
keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan 
mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi 
dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu 
menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan 
kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan 
yang harmonis. 
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e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan; kelompok 
mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada 
SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik 
serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. 
Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada 
SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi 
fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup 
sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 
kesehatan pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dimaksudkan untuk 
meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, 
disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat 
termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang 
bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif 
kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual 
bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, 
muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah. 
 
2. Prinsip Pengembangan Kurikulum 
Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan 
menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada 
standar kompetensi lulusan dan standar isi serta  panduan penyusunan kurikulum 
yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip 
berikut. 
a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 
kepentingan peserta didik dan lingkungannya 
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 
memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan 
kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, 
kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. 
b. Beragam dan terpadu 
 Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman 
karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis 
pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat 
istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi 
substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan 
pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan 
dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.  
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c.   Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, 
dan seni 
 Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan 
oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik 
untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. 
d. Relevan dengan  kebutuhan kehidupan 
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan   melibatkan pemangku 
kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan 
dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan  
kemasyarakatan, dunia usaha dan  dunia kerja. Oleh karena itu, 
pengembangan keterampilan pribadi,  keterampilan  berpikir, 
keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan 
vokasional merupakan keniscayaan. 
e. Menyeluruh dan berkesinambungan 
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, 
bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan 
disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.  
f. Belajar sepanjang hayat 
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan 
dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 
Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan 
formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan 
tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah 
pengembangan manusia seutuhnya. 
g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan 
nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan 
kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan 
dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
 
3. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum 
Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan 
prinsip-prinsip sebagai berikut. 
a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan 
kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi 
dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan 
pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk 
mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. 
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b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, 
yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar 
untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar 
untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar 
untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses 
pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat 
pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan 
sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta 
didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan 
pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, 
kesosialan, dan moral.  
d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan 
pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan 
hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, 
ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan kekuatan, 
di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan 
contoh dan teladan). 
e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 
multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang 
memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber 
belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, 
tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta 
lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan 
teladan). 
f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial 
dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan 
dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 
g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata 
pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan 
dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok 
dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan. 
 
B. Struktur Kurikulum Pendidikan Umum 
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang 
harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman 
muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan 
dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan 
beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang 
dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 
dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan 
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kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
1. Struktur Kurikulum SD/MI 
Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh 
dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan 
Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi 
lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai 
berikut. 
a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan 
pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 2.  
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, 
termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan 
lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.  
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus 
diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat 
setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 
pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, 
guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk 
kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan 
melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan 
masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan 
karir peserta didik. 
b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA 
Terpadu” dan “IPS Terpadu”. 
c. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan 
tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI  dilaksanakan melalui 
pendekatan mata pelajaran.  
d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan  
sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan 
dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per 
minggu secara keseluruhan. 
e. Alokasi waktu satu jam  pembelajaran adalah 35 menit.  
f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-
38 minggu. 
Struktur kurikulum SD/MI disajikan pada Tabel berikut: 
 
Tabel  
Struktur Kurikulum SD/MI 
Komponen Kelas dan Alokasi Waktu 
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I II III IV, V, dan VI 
A. Mata Pelajaran    3 
1. Pendidikan Agama    
2. Pendidikan Kewarganegaraan     2 
3.    Bahasa Indonesia    5 
4. Matematika    5 
5. Ilmu Pengetahuan Alam    4 
6. Ilmu Pengetahuan Sosial    3 
7. Seni Budaya dan Keterampilan     4 
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 
   4 
B. Muatan Lokal     2 
C. Pengembangan Diri    2*) 
Jumlah 26 27 28 32 
*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran  
 
2. Struktur Kurikulum SMP/MTs 
Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang 
ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII 
sampai dengan Kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar 
kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
a. Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, dan 
pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 3. 
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, 
termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan 
lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.  
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus 
diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat 
setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 
pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, 
guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk 
kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan 
melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan 
masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan 
karir peserta didik. 
b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs merupakan “IPA 
Terpadu” dan “IPS Terpadu”. 
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c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan  
sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan 
dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per 
minggu secara keseluruhan. 
d. Alokasi waktu satu jam  pembelajaran adalah 40 menit.  
e. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-
38 minggu. 
Struktur kurikulum SMP/MTs disajikan pada tabel berikut: 
 
Tabel 
Struktur Kurikulum SMP/MTs 
 
Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 
VII VIII IX 
A.  Mata Pelajaran    
1. Pendidikan Agama 2 2 2 
2. Pendidikan Kewarganegaraan  2 2 2 
3. Bahasa Indonesia  4 4 4 
4. Bahasa Inggris 4 4 4 
5. Matematika 4 4 4 
6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 
7. Ilmu Pengetahuan Sosial  4 4 4 
8. Seni Budaya  2 2 2 
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 
2 2 2 
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan 
Komunikasi  
2 2 2 
B.  Muatan Lokal  2 2 2 
C. Pengembangan Diri 2*) 2*) 2*) 
Jumlah 32 32 32 
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
 
3. Struktur Kurikulum SMA/MA  
Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang 
ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai 
dengan Kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi 
lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. 
Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi ke dalam dua 
kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh 
peserta  didik, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri 
atas empat program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu 
Pengetahuan Sosial, (3) Program Bahasa, dan (4) Program Keagamaan, khusus 
untuk MA. 
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a. Kurikulum SMA/MA Kelas X 
1) Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan 
lokal, dan pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 4. 
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, 
termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi 
muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.  
 Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus 
diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat 
setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 
pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, 
guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk 
kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan 
melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan 
masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan 
pengembangan karir peserta didik. 
2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan  
sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan 
dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per 
minggu secara keseluruhan. 
3) Alokasi waktu satu jam  pembelajaran adalah 45 menit.  
4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 
34-38 minggu. 
Struktur kurikulum SMA/MA Kelas X disajikan pada tabel berikut: 
 
Tabel 
Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas X 
Komponen Alokasi Waktu 
Semester 1 Semester 2 
A.   Mata Pelajaran   
1. Pendidikan Agama 2 2 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 
3. Bahasa  Indonesia 4 4 
4. Bahasa Inggris 4 4 
5. Matematika 4 4 
6. Fisika 2 2 
7. Biologi 
8. Kimia 
2 
2 
2 
2 
9. Sejarah  1 1 
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10. Geografi  
11. Ekonomi 
12. Sosiologi 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
13. Seni Budaya 2 2 
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 
2 2 
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi   
16. Keterampilan /Bahasa Asing  
2 
 
2 
2 
 
2 
B.   Muatan Lokal   2 2 
C.   Pengembangan Diri  2*) 2*) 
Jumlah 38 38 
 2*)  Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
 
b. Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII 
1)  Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPA, Program IPS, 
Program Bahasa, dan Program Keagamaan  terdiri atas 13 mata 
pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal 
merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi 
yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk 
keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke 
dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan 
oleh satuan pendidikan.  
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus 
diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat 
setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 
pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, 
guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam 
bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri 
dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan 
dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan 
pengembangan karir peserta didik. 
2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan  
sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan 
dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran 
per minggu secara keseluruhan. 
3) Alokasi waktu satu jam  pembelajaran adalah 45 menit.  
4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 
34-38 minggu. 
Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPA, Program IPS, Program Bahasa, 
dan Program Keagamaan  secara berturut-turut disajikan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 
Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII program IPA 
 
Komponen 
Alokasi Waktu 
Kelas XI Kelas XII 
Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2 
A.   Mata Pelajaran 
1. Pendidikan Agama 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 
4. Bahasa Inggris 4 4 4 4 
5. Matematika 4 4 4 4 
6. Fisika 4 4 4 4 
7. Kimia 4 4 4 4 
8. Biologi 4 4 4 4 
9. Sejarah 1 1 1 1 
10. Seni Budaya 2 2 2 2 
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 
2 2 2 2 
12. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi  
2 2 2 2 
13. Keterampilan/ Bahasa Asing 2 2 2 2 
B.  Muatan Lokal 
 
2 2 2 2 
C.  Pengembangan Diri 
 
2*) 2*) 2*) 2*) 
Jumlah 39 39 39 39 
2*)  Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
 
Tabel 
Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII program IPS 
Komponen Alokasi Waktu 
Kelas XI Kelas XII 
Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2 
A.  Mata Pelajaran 
1. Pendidikan Agama 
 
2 
 
     2 
 
2 
 
2 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 
4. Bahasa Inggris 4 4 4 4 
5. Matematika 4 4 4 4 
6. Sejarah 3 3 3 3 
7. Geografi 3 3 3 3 
8. Ekonomi  4 4 4 4 
9. Sosiologi 3 3 3 3 
10. Seni Budaya 2 2 2 2 
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11. Pendidikan Jasmani, Olahraga 
dan Kesehatan 
2 2 2 2 
12. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi  
2 2 2 2 
13. Keterampilan/Bahasa Asing 2 2 2 2 
B.  Muatan Lokal  2 2 2 2 
C.  Pengembangan Diri  2*) 2*) 2*) 2*) 
Jumlah 39    39 39 39 
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
 
Tabel 
Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII program Bahasa 
 
Komponen 
Alokasi Waktu 
Kelas XI Kelas XII 
Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2 
A.    Mata Pelajaran 
1. Pendidikan Agama 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2. Pendidikan Kewarganegaraan  2 2 2 2 
3. Bahasa Indonesia 5 5 5 5 
4. Bahasa Inggris 5 5 5 5 
5. Matematika 3 3 3 3 
6. Sastra Indonesia 4 4 4 4 
7. Bahasa Asing  4 4 4 4 
8. Antropologi 2 2 2 2 
9. Sejarah 2 2 2 2 
10. Seni Budaya 2 2 2 2 
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 
2 2 2 2 
12. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
2 2 2 2 
13. Keterampilan 2 2 2 2 
B.   Muatan Lokal  2 2 2 2 
C.   Pengembangan Diri  2*) 2*) 2*) 2*) 
Jumlah 39 39 39 39 
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
 
Tabel 
Struktur Kurikulum MA Kelas XI dan XII Program Keagamaan 
 
Komponen 
Alokasi Waktu 
Kelas XI Kelas XII 
Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2 
 A.    Mata Pelajaran 
1. Pendidikan Agama 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2. Pendidikan  Kewarganegaraan  2 2 2 2 
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           2 *) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
 
 
C. Struktur Kurikulum Pendidikan Kejuruan 
Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program 
kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan 
keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, 
menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, 
memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan 
tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. Struktur 
kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. 
Kurikulum SMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran Kejuruan, 
Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri. 
Mata pelajaran wajib terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan 
Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan 
Jasmani dan Olahraga, dan Keterampilan/Kejuruan. Mata pelajaran ini bertujuan 
untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum manusia kerja. 
Mata pelajaran Kejuruan terdiri atas beberapa mata pelajaran yang 
bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan 
pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya.  
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek 
pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal 
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 
4. Bahasa Inggris 4 4 4 4 
5. Matematika 4 4 4 4 
6. Tafsir dan Ilmu Tafsir  3 3 3 3 
7. Ilmu Hadits 3 3 3 3 
8. Ushul Fiqih 3 3 3 3 
9. Tasawuf/ Ilmu Kalam 3 3 3 3 
10. Seni Budaya 2 2 2 2 
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan   
Kesehatan 
2 2 2 2 
12. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
2 2 2 2 
13. Keterampilan 2 2 2 2 
B.   Muatan Lokal  2 2 2 2 
C.   Pengembangan Diri  2*) 2*) 2*) 2*) 
Jumlah 38 38 38 38 
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ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang 
diselenggarakan. 
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh 
oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 
kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. 
Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, 
atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 
ekstrakurikuler. 
Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan 
konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, 
belajar, dan pembentukan karier peserta didik. Pengembangan diri bagi peserta 
didik SMK/MAK terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan 
bimbingan karier. 
Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang 
ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat 
diperpanjang hingga empat tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau 
kelas XIII. Struktur kurikulum SMK/MAK disusun berdasarkan standar kompetensi 
lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.  
Struktur kurikulum SMK/MAK disajikan pada Tabel berikut: 
 
Tabel 
Struktur Kurikulum SMK/MAK 
Komponen Durasi Waktu 
(Jam)
 
A. Mata Pelajaran  
1. Pendidikan Agama 192 
2. Pendidikan Kewarganegaraan  192 
3. Bahasa Indonesia  192 
4. Bahasa Inggris 440 
a)
 
5. Matematika 
5.1 Matematika Kelompok Seni, Pariwisata, dan 
Teknologi Kerumahtanggaan  
5.2 Matematika Kelompok Sosial, Administrasi 
Perkantoran dan Akuntansi 
5.3 Matematika Kelompok Teknologi, 
 Kesehatan, dan Pertanian  
 
 
330 
a) 
 
 
403 
a)
 
 
516 
a)
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6. Ilmu Pengetahuan Alam 
6. 1  IPA 
6. 2  Fisika 
  6. 2. 1  Fisika Kelompok Pertanian 
  6. 2. 2  Fisika Kelompok Teknologi  
6. 3  Kimia 
  6. 3. 1  Kimia Kelompok Pertanian 
         6. 3. 2  Kimia Kelompok Teknologi dan  
 Kesehatan 
6. 4  Biologi 
 6. 4. 1  Biologi Kelompok Pertanian 
    6. 4. 2  Biologi Kelompok Kesehatan 
 
192 
a)
 
 
192 
a)
 
276 
a)
 
 
192 
a)
 
192 
a)
 
 
 
192 
a)
 
192 
a)
 
7. Ilmu Pengetahuan Sosial  128 
a) 
8. Seni Budaya  128 
a) 
9. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 192 
10. Kejuruan  
10. 1 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 202 
10. 2 Kewirausahaan 192 
10. 3 Dasar Kompetensi Kejuruan b) 140 
10. 4 Kompetensi Kejuruan b) 1044 c) 
B. Muatan Lokal  192 
C. Pengembangan Diri 
d) 
  (192) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus 
Struktur Kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, 
emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berdasarkan standar kompetensi 
lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi 
mata pelajaran. Peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi dua 
kategori, (1) peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan 
intelektual di bawah rata-rata, dan (2) peserta didik berkelainan disertai dengan 
kemampuan intelektual di bawah rata-rata.  
Kurikulum Pendidikan Khusus terdiri atas delapan sampai dengan sepuluh 
mata pelajaran, muatan lokal, program khusus, dan pengembangan diri. 
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk 
Keterangan notasi 
a)
 Durasi waktu adalah jumlah jam minimal yang digunakan oleh setiap program keahlian. 
Program keahlian yang memerlukan waktu lebih jam tambahannya diintegrasikan ke 
dalam mata pelajaran yang sama, di luar jumlah jam yang dicantumkan.  
b)
 Terdiri dari berbagai mata pelajaran yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan setiap 
program keahlian. 
c)
 Jumlah jam Kompetensi Kejuruan pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan standard 
kompetensi kerja yang berlaku di dunia kerja tetapi tidak boleh kurang dari 1044 jam. 
d)
 Ekuivalen 2 jam pembelajaran. 
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keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata 
pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.  
Program khusus berisi kegiatan yang bervariasi sesuai degan jenis 
ketunaannya, yaitu program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik 
tunanetra, bina komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik 
tunarungu, bina diri untuk peserta didik tunagrahita, bina gerak untuk peserta 
didik tunadaksa, dan bina pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras. 
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh 
oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 
kebutuhan, kemampuan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan 
kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh 
konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk 
kegiatan ekstrakurikuler. 
Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di 
bawah rata-rata, dalam batas-batas tertentu masih dimungkinkan dapat 
mengikuti kurikulum standar meskipun harus dengan penyesuaian-penyesuaian. 
Peserta didik berkelainan yang disertai dengan kemampuan intelektual di bawah 
rata-rata, diperlukan kurikulum yang sangat spesifik, sederhana dan bersifat 
tematik untuk mendorong kemandirian dalam hidup sehari-hari. 
Peserta didik berkelainan tanpa disertai kemampuan intelektual di bawah 
rata-rata, yang berkeinginan untuk melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan 
tinggi, semaksimal mungkin didorong untuk dapat mengikuti pendidikan secara 
inklusif pada satuan pendidikan umum sejak Sekolah Dasar. Jika peserta didik 
mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SDLB, setelah lulus, didorong 
untuk dapat melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama umum. Bagi mereka 
yang tidak memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke 
jenjang pendidikan tinggi, setelah menyelesaikan pada jenjang SDLB dapat 
melanjutkan pendidikan ke jenjang SMPLB, dan SMALB.  
Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memerlukan 
pindah jalur pendidikan antar satuan pendidikan yang setara sesuai dengan 
ketentuan pasal. 12 ayat (1).e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, maka mekanisme pendidikan bagi peserta didik 
melalui jalur formal dapat dilukiskan sebagai berikut : 
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SDLB               SMPLB                SMALB                  Masyarakat. 
   Jalur 1 
ALB/ABK 
  Jalur 2 
SD/MI              SMP/MTs.               SMA/MA                PT/Masyarakat 
                                                          SMK/MAK 
 
Struktur Kurikulum SDLB, SMPLB, SMALB A,B,D,E dan C, C1, D1, G lebih jelas 
dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor  22  Tahun 2006 
Tanggal  23 Mei 2006. Berikut ini adalah contoh struktur kurikulum SDLB Tunanetra. 
 
Tabel 
Struktur Kurikulum SDLB Tunanetra 
Komponen Kelas dan Alokasi Waktu 
I II III IV, V, dan 
VI 
A.    Mata Pelajaran    3 
1. Pendidikan Agama 
2. Pendidikan Kewarganegaraan  2 
3.    Bahasa Indonesia  5 
4. Matematika 5 
5. Ilmu Pengetahuan Alam 4 
6. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 
7. Seni Budaya dan Keterampilan  4 
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 
4 
B.   Muatan Lokal  2 
C.   Program Khusus Orientasi dan Mobilitas 2 
D.   Pengembangan Diri  2*) 
Jumlah: 28 29 30 34 
      2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
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Beban Belajar 
Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan 
menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau 
sistem kredit semester. Kedua sistem tersebut dipilih berdasarkan jenjang dan 
kategori satuan pendidikan yang bersangkutan.  
Satuan pendidikan SD/MI/SDLB melaksanakan program pendidikan 
dengan menggunakan sistem paket. Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, 
SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket 
atau dapat menggunakan sistem kredit semester. Satuan pendidikan 
SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit 
semester. 
Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem 
paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem Paket adalah sistem 
penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan 
mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah 
ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku 
pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket  
dinyatakan dalam  satuan jam pembelajaran.  
Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan 
oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap 
muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu 
dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan 
memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. 
Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses 
interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap 
muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan 
sebagai berikut: 
a. SD/MI/SDLB berlangsung selama 35 menit; 
b. SMP/MTs/SMPLB berlangsung selama 40 menit; 
c. SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK berlangsung selama 45 menit. 
Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu pada setiap satuan 
pendidikan adalah sebagai berikut:  
a. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SD/MI/SDLB: 
1) Kelas I s.d. III adalah 29 s.d. 32 jam pembelajaran; 
2) Kelas IV s.d. VI adalah 34 jam pembelajaran. 
b. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMP/MTs/SMPLB 
adalah 34 jam pembelajaran. 
c. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMA/MA/SMALB/ 
SMK/MAK adalah 38 s.d. 39  jam pembelajaran. 
Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan 
pendidikan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut: 
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Tabel 
Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka Keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan 
 
*) Untuk SDLB SMPLB, SMALB alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5  
menit 
 
Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa 
pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh 
pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan 
terstruktur ditentukan oleh pendidik.  
Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang 
berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh 
pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur 
sendiri oleh peserta didik. 
Beban belajar  penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 
terstruktur terdiri dari: 
1. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 
bagi peserta didik pada SD/MI/SDLB maksimum 40% dari jumlah waktu 
kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.  
Satuan 
Pendidikan 
Kelas Satu jam 
pemb. tatap 
muka (menit) 
Jumlah jam 
pemb. Per 
minggu 
Minggu 
Efektif 
per 
tahun 
ajaran 
Waktu 
pembelajaran 
per tahun 
Jumlah 
jam per 
tahun 
(@60 
menit) 
SD/MI/ 
SDLB*) 
I s.d. III 35 
 
26-28 34-38 884-1064 jam 
pembelajaran 
(30940 – 37240 
menit) 
516-621 
IV s.d. VI  
35 
 
32 34-38 1088-1216 jam 
pembelajaran 
(38080 - 42560 
Menit 
635-709 
SMP/MTs/ 
SMPLB*) 
VII s.d. 
IX 
40 32 34-38 1088 - 1216 jam 
pembelajaran 
(43520 - 48640 
 menit) 
725-811 
SMA/MA/ 
SMALB*) 
X s.d. XII 45 38-39 34-38 1292-1482 jam 
pembelajaran 
(58140 - 66690 
menit) 
969-
1111,5 
SMK/MAK X s.d XII 45 36 38 1368 jam 
pelajaran 
(61560 menit) 
1026  
(standar 
minimum) 
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2. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 
bagi peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu 
kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.  
3. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 
bagi peserta didik pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK maksimum 60% dari 
jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.  
 Penyelesaian program pendidikan dengan menggunakan sistem paket 
adalah enam tahun untuk SD/MI/SDLB, tiga tahun untuk SMP/MTs/SMPLB dan 
SMA/MA/SMALB, dan tiga sampai dengan empat tahun untuk SMK/MAK. 
Program percepatan dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta didik 
yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 
 Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program 
pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan  mata 
pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar 
setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam  satuan 
kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap 
muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak 
terstruktur. Panduan tentang sistem kredit semester diuraikan secara khusus 
dalam dokumen tersendiri. 
 
Kalender Pendidikan 
Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang 
diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun 
ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan 
pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan 
tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. 
 
A.  Alokasi Waktu 
Permulaan tahun pelajaran  adalah waktu dimulainya kegiatan 
pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.  
Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran  
untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.  
Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap 
minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran 
termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. 
Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan 
pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur 
dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun 
pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar 
nasional, dan hari libur khusus. 
Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya 
tertera pada tabel berikut. 
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Tabel 
Alokasi Waktu pada Kelender Pendidikan 
No Kegiatan Alokasi Waktu Keterangan 
1.  Minggu efektif  belajar Minimum 34 
minggu dan 
maksimum 38 
minggu 
Digunakan untuk kegiatan pembelajaran 
efektif pada setiap satuan pendidikan 
2.  Jeda tengah semester Maksimum 2 
minggu 
Satu minggu setiap semester 
3.  Jeda antarsemester Maksimum 2 
minggu 
Antara semester I dan II 
4.  Libur akhir tahun 
pelajaran 
Maksimum 3 
minggu
 
Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan 
administrasi akhir dan awal tahun pelajaran 
5.  Hari libur keagamaan  2 – 4 minggu Daerah khusus yang memerlukan libur 
keagamaan lebih panjang dapat 
mengaturnya sendiri tanpa mengurangi 
jumlah minggu efektif belajar dan waktu 
pembelajaran efektif 
6.  Hari libur 
umum/nasional 
Maksimum 2 
minggu 
Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah 
7.  Hari libur khusus Maksimum 1 
minggu 
Untuk satuan pendidikan sesuai dengan 
ciri kekhususan masing-masing 
8.  Kegiatan khusus 
sekolah/madrasah 
Maksimum 3 
minggu 
Digunakan untuk kegiatan yang 
diprogramkan secara khusus oleh 
sekolah/madrasah tanpa mengurangi 
jumlah minggu efektif belajar dan waktu 
pembelajaran efektif 
 
 
B.  Penetapan Kalender Pendidikan 
1.  Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir 
pada bulan Juni tahun berikutnya.  
2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari 
raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau 
organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. 
3. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur 
serentak untuk satuan-satuan pendidikan.  
Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh 
masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana 
tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari 
pemerintah/pemerintah daerah. 
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STANDAR PROSES  
(Berdasarkan Permen Pendidikan Nomor 41 Tahun 2007) 
Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah 
ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi 
pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata 
sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 
Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 
Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip 
penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan 
reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan 
diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta 
didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru 
yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan 
mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini 
adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran 
ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 
dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses 
pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar 
terlaksana secara efektif dan efisien. 
Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan 
karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang 
bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, 
bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan 
pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus 
dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional 
pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan 
pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria 
minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di 
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini 
berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, balk 
pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. 
Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 
proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 
pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 
 
Perencanaan Proses Pembelajaran 
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 
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pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar 
kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, 
tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 
pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 
 
A. Silabus 
Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata 
pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan 
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan 
sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan 
Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan 
penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam 
pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru 
secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau 
beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau 
Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus disusun 
di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang 
pendidikan untuk SD dan SMP, dan divas provinsi yang bertanggung jawab di 
bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang menangani 
urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. Contoh 
silabus mata pelajaran dapat dilihat di bawah ini: 
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Contoh Silabus 
Sekolah    : SMP 
Kelas    : VII 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Agama Islam 
Semester   : 1 
Standar Kompetensi (Akhlak) : Membiasakan perilaku terpuji 
 
Kompetensi 
Dasar 
 
Materi Pokok/ 
Pembelajaran 
 
Kegiatan 
Pembelajaran 
 
Indikator  
Penilaian 
 
Waktu 
Alokasi 
 
Sumber 
Belajar 
Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh Instrumen 
Menjelaskan 
pengertian tawadlu, 
taat, qana’ah, dan 
sabar. 
Perilaku terpuji 
(tawadlu, taat, 
qana’ah, dan 
sabar) 
1. Siswa membaca dan 
mengkaji literatur 
untuk menemukan 
konsep yang jelas 
dan benar tentang 
tawadlu, taat, 
qana’ah, dan sabar. 
1. Menjelaskan 
pengertian 
tawadlu dan 
menunjukkan 
dalil naqlinya. 
 
Tes tulis Jawaban 
singkat 
1. Jelaskan pengertian 
tawadlu dan 
tunjukkan 
dalilnya! 
2 x 40 
menit 
N,O,P,Q,X 
2. Menjelaskan 
pengertian taat 
dan 
menunjukkan 
dalil naqlinya. 
 
Tes tulis Jawaban 
singkat 
1. Jelaskan pengertian 
taat dan tunjukkan 
dalilnya! 
  
3. Menjelaskan 
pengertian 
qana’ah dan 
menunjukkan 
dalil naqlinya. 
 
Tes tulis Jawaban 
singkat 
1. Jelaskan pengertian 
qana’ah dan 
tunjukkan 
dalilnya! 
  
4.  Menjelaskan 
pengertian 
sabar dan 
menunjukkan 
dalil naqlinya. 
 
Tes tulis Jawaban 
singkat 
1. Jelaskan pengertian 
sabar dan 
tunjukkan 
dalilnya! 
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Menampilkan 
contoh-contoh 
perilaku tawadlu, 
taat, qana’ah, dan 
sabar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Siswa berdiskusi 
untuk menemukan 
contoh-contoh 
perilaku yang 
menunjukkan sikap 
tawadlu, taat, 
qana’ah, dan sabar. 
 
 
 
 
1. Menampilkan 
contoh-contoh 
perilaku 
tawadlu. 
 
Tes tulis Pilihan 
ganda 
1.    َنْيِِربا َّصلا َعَم َالله َّنِإ 
adalah dalil naqli 
tentang sifat: 
    a. sabar 
    b. tawadlu 
    c. taat 
    d. qana’ah 
 
2 x 40 
menit 
N,O,P,Q,X 
2. Menampilkan 
contoh-contoh 
perilaku taat. 
 
Tes lisan  Jawaban 
singkat 
1. Berilah contoh satu 
perbuatan yang 
menunjukkan 
perilaku taat 
kepada Allah! 
 
  
3. Menampilkan 
contoh-contoh 
perilaku 
qana’ah. 
 
Tes tulis Pilihan 
ganda 
1. Orang yang selalu 
merasa cukup 
terhadap 
pemberian Allah 
dinamakan: 
    a. taat  
    b. tawakal 
    c. tawadlu 
    d. qana’ah 
 
  
4. Menampilkan 
contoh-contoh 
perilaku sabar. 
 
Tes lisan Jawaban 
singkat 
1. Tunjukkan satu 
perilaku sabar 
ketika kalian 
mendapatkan 
musibah! 
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4.3  Membiasakan 
perilaku tawadlu, 
taat, qana’ah, 
dan sabar. 
 
 3. Siswa mempraktik-
kan perilaku 
terpuji (tawadlu, 
taat, qana’ah, dan 
sabar) bersama 
teman-teman dan 
guru-gurunya di 
sekolah. 
1. Membiasakan 
perilaku 
tawadlu, taat, 
qana’ah, dan 
sabar dalam 
lingkungan 
keluarga. 
 
Portofoli
o 
Karya tulis 1. Buatlah karya tulis 
tentang perilaku 
tawadlu, taat, 
qana’ah, dan sabar 
dalam lingkungan 
keluarga! 
2 x 40 
menit 
N,O,P,Q,X 
2. Membiasakan 
perilaku 
tawadlu, taat, 
qana’ah, dan 
sabar dalam 
lingkungan 
sekolah. 
 
Portofoli
o 
Karya tulis 1. Buatlah karya tulis 
tentang perilaku 
tawadlu, taat, 
qana’ah, dan sabar 
dalam lingkungan 
sekolah! 
  
3.  Membiasakan 
perilaku 
tawadlu, taat, 
qana’ah, dan 
sabar dalam 
lingkungan 
masyarakat. 
 
Portofoli
o 
Karya tulis 1. Buatlah karya tulis 
tentang perilaku 
tawadlu, taat, 
qana’ah, dan sabar 
dalam lingkungan 
masyarakat! 
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B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta 
didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 
menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta didik. 
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 
pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan 
yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 
Komponen RPP adalah  
1. Identitas mata pelajaran 
Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan,kelas, semester, 
program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah 
pertemuan.  
2. Standar kompetensi 
Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 
yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu 
mata pelajaran. 
3. Kompetensi dasar 
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta 
didik•dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator 
kompetensi dalam suatu pelajaran. 
4. Indikator pencapaian kompetensi 
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi 
untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi 
acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 
dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 
diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 
5. Tujuan pembelajaran 
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 
diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 
6. Materi ajar 
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 
ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi. 
7. Alokasi waktu 
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 
beban belajar.  
8. Metode pembelajaran 
Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana 
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belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi 
dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode 
pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta 
karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada 
setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk 
peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/M I. 
9. Kegiatan pembelajaran  
a) Pendahuluan 
 Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 
memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. 
b) Inti 
 Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 
Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenang-
kan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan 
sistemik melalui proses.eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
c) Penutup 
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 
aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman 
atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut. 
10. Penilaian hasil belajar 
  Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 
dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar 
Penilaian. 
11. Sumber belajar 
  Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator 
pencapaian kompetensi. 
 
C. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP 
1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 
 RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, 
kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, 
potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 
kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 
lingkungan peserta didik. 
2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk 
mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, 
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dan semangat belajar. 
3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses pembelajaran 
dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman 
beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 
penguatan, pengayaan, dan remedi. 
5. Keterkaitan dan keterpaduan 
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan 
antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pernlielajaran, indikator 
pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu 
keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan 
pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek 
belajar, dan keragaman budaya. 
6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi 
dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 
situasi dan kondisi. 
 
Contoh RPP dapat dilihat di bawah ini 
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Contoh RPP 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SMP/MTs  : Darul Uluum  
Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : VII / satu 
Standar Kompetensi : 4. Membiasakan prilaku terpuji 
Kompetensi Dasar : 4.1.Menjelaskan pengertian tawadlu, taat, qona'ah, dan  
        sabar. 
Indikator  : 4.1.1.  Menjelaskan pengertian tawadlu, dan menunjukkan  
dalil naqlinya. 
1.1.2. Menjelaskan pengertian taat, dan menunjukkan dalil naqlinya.  
1.1.3. Menjelaskan pengertian qanaah dan menunjukkan dalil 
naqlinya. 
1.1.4. Menjelaskan pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya. 
 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 x pertemuan ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian tawduk, taat, qanaah dan sabar 
2. Siswa dapat menunjukkan dalil naqli tentang tawduk,taat,qanaah dan sabar  
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian tawadhu seseorang yang memiliki sifat rendah hati. Dijelaskan dalam 
surat Luqman ayat 18. 
2. Pengertian taat adalah seseorang yang memiliki sifat patuh terhadap suatu 
perintah. dijelaskan dalam surat Al Azab ayat 35 
3. Pengertian taat adalah seseorang yang selalu merasa cukup dengan pemberian 
Allah sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim yang artinya: 
“Sungguh bahagialah orang yang berserah diri dan diberi rizki kecukupan dan Allah 
menjadikanNya qanaah (merasa cukup) terhadap apa yang telah diberinya”  
4. Pengertian sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari hal -hal yang tidak 
disukai karena mengharap ridha Allah sebagai mena yang dijelaskan dalam surat Al 
Baqarah ayat 155. 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Inkuiri siswa menemukan konsep yang jelas tentang pengertian tawadhu, taat, 
qanaah dan sabar.  
2. Diskusi, Siswa berdiskusi perilaku tawadhu, taat, qanaah dan sabar 
3. Tanya jawab setelah presentasi hasil diskusi. 
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D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca basmalah dan berdo'a 
b. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an selama 5 - 10 menit 
c. Menjelaskan materi yang akan diajarkan beserta kompetensi dasar yang akan 
dicapai  
2. Kegiatan Inti 
a. Siswa membaca dan menelaah literatur tentang pengertian tawduk, taat, qanaah 
dan sabar  
b. Siswa berdiskusi pengertian tawadu, taat, qanaah dan sabar  
c. Siswa menyimpulkan hasil diskusinya. 
3. Kegiatan Penutup 
a. Memberikan tugas menuliskan dalil tentang sifat tawaduk, taat, qanaah dan sabar  
b. Siswa secara bersama-sama berdo'a dan memberi salam 
 
E. Alat / Sumber Belajar 
1. Al-Qur'an dan terjemahannya 
2. Buku paket Pendidikan Agama Islam kelas VII  
3. Buku-buku lain yang relevan 
 
F. Penilaian 
1. Jelaskan pengertian tawadhu beserta dalilnya? 
2.  Jelaskan pengertian taat beserta dalilnya?  
3. Jelaskan pengertian qanaah beserta dalilnya?  
4. Jelaskan pengertian sabar dan dalilnya? 
 
 
Yogyakarta, ……, ……………….…. 2009 
 
Mengetahui 
 
Kepala Sekolah SMP    Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
( ……………………………… )    ( ……………………………… ) 
NIP.       NIP. 
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Pelaksanaan Proses Pembelajaran 
A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran  
1. Rombongan belajar 
   Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah: 
a) SD/MI  : 28 peserta didik  
b) SMP/MTs : 32 peserta didik  
c) SMA/MA  : 32 peserta did 1k  
d) SMK/MAK : 32 peserta didik 
2. Beban kerja minimal guru 
a) beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan 
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta 
melaksanakan tugas tambahan; 
b) beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas 
adalah se kurang-kurang nya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka 
dalam 1 (satu) minggu. 
3. Buku teks pelajaran 
a. buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah 
dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite 
sekolah/madrasah dari bukubuku teks pelajaran yang ditetapkan oleh 
Menteri; 
b. rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata 
pelajaran; 
c. selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan 
guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya; 
d. guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan 
sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah. 
4. Pengelolaan kelas 
a. guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik 
peserta didik dan mata pelajaran, sertaaktivitas pembelajaran 
yang akan dilakukan; 
b. volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran 
harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik; 
c. tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta 
didik; 
d. guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan 
kemampuan belajar peserta didik;  
e. guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, 
keselamatan, dankeputusan pada peraturan dalam 
menyelenggarakan proses pembelajaran; 
f. guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons 
dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran 
berlangsung; 
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g. guru menghargai pendapat peserta didik; 
h. guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi; 
i. pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata 
pelajaran  yang diampunya; dan 
j. guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai 
dengan waktu  yang dijadwalkan. 
 
B. Pelaksanaan Pembelajaran 
 Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan 
pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, ::ayiatan inti dan kegiatan penutup. 
1. Kegiatan Pendahuluan, dalam kegiatan pendahuluan, guru: 
a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 
proses   pembelajaran; 
b) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 
c) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai;  
d) menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian kegiatan sesuai  
silabus.  
2. Kegiatan Inti 
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 
KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. 
Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 
peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, 
elaborasi, dan konfirmasi. 
a) Eksplorasi; dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 
tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan 
menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari 
aneka sumber; 
2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 
pembelajaran, dan sumber belajar lain; 
3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 
peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar 
lainnya; 
4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 
5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan. 
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b) Elaborasi; dalarn kegiatan elaborasi, guru: 
1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 
2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 
lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 
maupun tertulis; 
3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 
4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif can 
kolaboratif; 
5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 
6) rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan balk lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 
7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan r iasi; kerja individual 
maupun kelompok; 
8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 
serta produk yang dihasilkan; 
9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 
c) Konfirmasi; dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 
lisan, tulisan,  isyarat, maupunhadiah terhadap keberhasilan 
peserta didik, 
2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 
peserta didik melalui berbagai sumber, 
3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 
memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, 
4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 
 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 
menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi 
kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan be-
nar; 
 membantu menyelesaikan masalah; 
 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 
pengecekan hasil eksplorasi; 
 memberi informasi untuk bereksplorasi Iebih jauh; 
 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 
belum berpartisipasi aktif.  
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3. Kegiatan Penutup, dalam kegiatan penutup, guru: 
a) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran; 
b) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran; 
d) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 
memberikan tugas balk tugas individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik; 
e) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 
Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur 
tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai hahan 
penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 
pembelajaran. 
Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan 
menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, 
pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, 
portofoiio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar 
Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran. 
 
Pengawasan Proses Pembelajaran 
1. Pemantauan 
a) Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 
b) Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, 
pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. 
c) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan 
pendidikan. 
2. Supervisi 
a) Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 
b) Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, 
diskusi, pelatihan, dan konsultasi.  
c) Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. 
3. Evaluasi 
a) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas 
pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan 
proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian 
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hasil pembelajaran. 
b) Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: 
 membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 
dengan standar proses, 
 mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi guru. 
c) Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja 
guru dalam proses pembelajaran. 
4. Pelaporan 
Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran 
dilaporkan kepada pemangku kepentingan. 
5. Tindak lanjut 
a) Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah 
memenuhi standar. 
b) Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang 
belum memenuhi standar. 
c) Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran 
Iebih lanjut. 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 
(Berdasarkan Permen Nomor 23 Tahun 2006) 
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan 
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar 
kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah diatur 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. 
Standar Kompetensi Lulusan ini digunakan sebagai pedoman penilaian 
dalam menentukan kelulusan peserta didik yang terdiri dari (a) standar 
kompetensi minimal lulusan satuan pendidikan, (b) standar kompetensi 
lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan (c) standar kompetensi 
lulusan  minimal mata pelajaran. Berikut ini hanya akan ditampilkan 
standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan (SKL-SP). Secara 
lengkap standar kompetensi lulusan tersebut dijabarkan dalam lampiran  
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar 
Kompetensi Lulusan untuk  Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
 
A) Standar Kompetensi Lulusan  Satuan  Pendidikan (SKL-SP)   
Standar Kompetensi Lulusan  Satuan Pendidikan (SKL-SP) meliputi:  
1) SD/MI/SDLB/Paket A;  
2) SMP/MTs./SMPLB/Paket B;  
3) SMA/MA/SMALB/Paket C;  
4) SMK/MAK.  
Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) 
dikembangkan  berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:  
1) Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan      
SMP/MTs/SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut . 
2) Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C 
bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 
akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 
mengikuti pendidikan lebih lanjut    
3) Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK 
bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 
akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 
mengikuti pendidikan lebih lanjut  sesuai dengan kejuruannya  
 
  Adapun  Standar  Kompetensi  Lulusan    Satuan  Pendidikan  
(SKL-SP) untuk SMA selengkapnya adalah:   
1) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 
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perkembangan remaja 
2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan 
kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya 
3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas 
perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya 
4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial 
5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan 
sosial ekonomi dalam lingkup global 
6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara 
logis, kritis, kreatif, dan inovatif 
7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 
dalam pengambilan keputusan 
8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 
pemberdayaan diri 
9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil 
yang terbaik 
10) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah   
kompleks 
11) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial 
12) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung 
jawab 
13) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
14) Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya 
15) Mengapresiasi karya seni dan budaya 
16) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok 
17) Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta 
kebersihan lingkungan 
18) Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun 
19) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan 
di masyarakat 
20) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap 
orang lain 
21) Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara 
sistematis dan estetis 
22) Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan 
berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris 
23) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti 
pendidikan tinggi 
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B) Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP)   
Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) terdiri atas 
kelompok-kelompok mata pelajaran:  
1) Agama dan Akhlak Mulia;  
2) Kewarganegaraan dan Kepribadian;  
3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
4) Estetika;  
5) Jasmani, Olah Raga,  dan Kesehatan.  
 Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) 
dikembangkan   berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/ atau 
kegiatan setiap kelompok   mata pelajaran.  
   
C) Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP) 
  Standar kompetensi mata pelajaran terdiri dari  
1) Pendidikan Agama  
2) Pendidikan Kewarganegaraan 
3) Bahasa Indonesia  
4) Bahasa Inggris  
5) Matematika  
6) Seni Budaya  
7) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  
8) Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan lain-lain. 
(Secara lengkap standar kompetensi lulusan tersebut dijabarkan dalam 
lampiran  Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Standar Kompetensi Lulusan untuk  Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah) 
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STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria 
pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta 
pendidikan dalam jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
Tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa pendidik harus 
memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, 
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan 
minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan 
dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kompetensi sebagai agen 
pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta 
pendidikan anak usia dini meliputi 1) kompetensi pedagogik; 2) 
kompetensi kepribadian; 3) kompetensi profesional; dan 4) kompetensi 
sosial. 
Terkait dengan Tenaga Kependidikan PP 19 Tahun 2005 juga 
menyebutkan bahwa Tenaga kependidikan pada  TK/RA atau bentuk 
lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan 
tenaga kebersihan TK/RA. Tenaga Kependidikan Pada  SD/MI atau bentuk 
lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala 
sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga 
kebersihan sekolah/madrasah. Tenaga Kependidikan pada  SMP/MTs 
atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang 
sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, 
tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan 
tenaga kebersihan sekolah/madrasah. Sedangkan Tenaga Pendidikan pada 
 SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya 
terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga 
perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan 
sekolah/madrasah. 
Tenaga Kependidikan pada  SDLB, SMPLB, dan SMALB atau 
bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, 
tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium,  tenaga 
kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan 
terapis. Pada  Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas 
pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga 
perpustakaan. Dan Tenaga Kependidikan pada  lembaga kursus dan 
lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas 
pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan 
laboran.  
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Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan tersebut lebih 
lanjut dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri.  
 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 
(Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007) 
A. Kualifikasi Akademik Guru 
Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal 
Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup 
kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-
kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah 
ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah 
Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah 
(SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar 
biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru 
sekolah menengah kejuruan/Madrasah Aliyah kejuruan (SMK/MAK), 
sebagai berikut. 
 
Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA 
Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 
minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang 
pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi 
yang terakreditasi. 
 
Kualifikasi Akademik Guru SD/MI 
Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 
sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau 
psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 
 
Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs 
Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 
sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 
diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 
 
Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA 
Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 
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sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 
diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 
 
Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB 
Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus 
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 
atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai 
dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari 
program studi yang terakreditasi. 
 
Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK 
Guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 
sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 
diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 
 
Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan 
Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai 
guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum 
dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan 
dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang 
memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi 
wewenang untuk melaksanakannya. 
 
 
B. Standar Kompetensi Guru 
Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat 
kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 
Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang 
dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, 
dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. 
Berikut ini ditampilkan standar kompetensi guru guru mata pelajaran di 
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK sebagaimana diatur dalam 
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. 
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Tabel 
Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, 
dan SMK/MAK 
 
No KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN 
Kompetensi Pedagodik  
1 Menguasai karakteristik 
peserta didik dari aspek fisik, 
moral, spiritual, sosial, kultural, 
emosional, dan intelektual. 
1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan 
dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, 
moral, spiritual, dan latar belakang sosialbudaya. 
1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata 
pelajaran yang diampu. 
1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam 
mata pelajaran yang diampu. 
1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar  eserta didik dalam 
mata pelajaran yang diampu. 
 
2 Menguasai teori belajar dan 
prinsip-prinsip pembelajaran 
yang mendidik. 
2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata 
pelajaran yang diampu. 
2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, 
dan teknik pembelajaran yang mendidik secara 
kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. 
3 Mengembangkan kurikulum 
yang terkait dengan mata 
pelajaran yang diampu. 
3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan 
kurikulum. 
3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. 
3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. 
3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang 
terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan 
pembelajaran. 
3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai 
dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik 
peserta didik. 
3.6 Mengembangkan indikator dan instrument penilaian. 
4 Menyelenggarakan 
pembelajaran yang mendidik. 
4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan 
pembelajaran yang mendidik. 
4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan 
pembelajaran.  
4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, 
baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, 
maupun lapangan.  
4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, 
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di laboratorium, dan di lapangan dengan 
memperhatikan standar keamanan yang 
dipersyaratkan. 
4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber 
belajar yang relevan dengan karakteristik peserta 
didik dan mata pelajaran yang diampu untuk 
mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 
4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam 
pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi 
yang berkembang. 
5 Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
untuk kepentingan 
pembelajaran. 
3.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
dalam pembelajaran yang diampu. 
 
6 Memfasilitasi pengembangan 
potensi peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimiliki. 
5.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk 
mendorong peserta didik mencapai prestasi secara 
optimal. 
5.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk 
mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk 
kreativitasnya. 
7 Berkomunikasi secara efektif, 
empatik, dan santun dengan 
peserta didik. 
7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang 
efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, 
dan/atau bentuk lain. 
7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 
dengan peserta didik dengan bahasa yang khas 
dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik 
yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan 
kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian 
dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) 
ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) 
respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) 
reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan 
seterusnya. 
8 Menyelenggarakan penilaian 
dan evaluasi proses dan hasil 
belajar. 
8.1  Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi 
proses dan hasil belajar sesuai dengan arakteristik 
mata pelajaran yang diampu.  
8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar 
yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai 
dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 
8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses 
dan hasil belajar. 
8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi 
proses dan hasil belajar. 
8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil 
belajar secara berkesinambungan dengan 
mengunakan berbagai instrumen. 
8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar 
untuk berbagai tujuan. 
8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 
9 Memanfaatkan hasil penilaian 
dan evaluasi untuk 
kepentingan pembelajaran. 
9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi 
untuk menentukan ketuntasan belajar 
9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi 
untuk merancang program remedial dan pengayaan. 
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9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi 
kepada pemangku kepentingan. 
9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 
10 Melakukan tindakan reflektif 
untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran. 
10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 
dilaksanakan.  
10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan 
pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran 
yang diampu. 
10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata 
pelajaran yang diampu. 
 
No KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN 
Kompetensi Kepribadian  
11 Bertindak sesuai dengan 
norma agama, hukum, sosial, 
dan kebudayaan nasional 
Indonesia. 
11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan 
keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah 
asal, dan gender. 
11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, 
hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, 
dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. 
12 Menampilkan diri sebagai 
pribadi yang jujur, berakhlak 
mulia, dan teladan bagi 
peserta didik dan masyarakat. 
12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 
12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan 
akhlak mulia. 
12.3 Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik 
dan anggota masyarakat di sekitarnya. 
13 Menampilkan diri sebagai 
pribadi yang mantap, stabil, 
dewasa, arif, dan berwibawa. 
13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan 
stabil. 
13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, 
dan berwibawa. 
14 Menunjukkan etos kerja, 
tanggung jawab yang tinggi, 
rasa bangga menjadi guru, dan 
rasa percaya diri. 
14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang 
tinggi. 
14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 
14.3 Bekerja mandiri secara profesional. 
15 Menjunjung tinggi kode etik 
profesi guru. 
15.1 Memahami kode etik profesi guru. 
15.2 Menerapkan kode etik profesi guru. 
15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru. 
Kompetensi Sosial  
16 Bersikap inklusif, bertindak 
objektif, serta tidak 
diskriminatif karena 
pertimbangan jenis kelamin, 
agama, ras, kondisi fisik, latar 
belakang keluarga, dan status 
sosial ekonomi. 
16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, 
teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam 
melaksanakan pembelajaran. 
16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, 
teman sejawat, orang tua peserta didik dan 
lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, 
jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status 
sosial-ekonomi. 
17 Berkomunikasi secara efektif, 
empatik, dan santun dengan 
sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orang tua, dan 
masyarakat. 
17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas 
ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. 
17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan 
masyarakat secara santun, empatik, dan efektif 
tentang program pembelajaran dan kemajuan 
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peserta didik.  
17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan 
masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam 
mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 
18 Beradaptasi di tempat 
bertugas di seluruh wilayah 
Republik Indonesia yang 
memiliki keragaman sosial 
budaya. 
18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja 
dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai 
pendidik. 
18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan 
kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan 
kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. 
19 Berkomunikasi dengan 
komunitas profesi sendiri dan 
profesi lain secara lisan dan 
tulisan atau bentuk lain. 
19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, 
dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media 
dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 
19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran 
kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan 
tulisan maupun bentuk lain. 
 
Kompetensi Profesional  
20 Menguasai materi, struktur, 
konsep, dan pola pikir 
keilmuan yang mendukung 
mata pelajaran yang diampu. 
Jabaran kompetensi Butir 20 untuk masing-masing guru 
mata pelajaran secara lengkap lihat pemendiknas nomor 
20 16 Tahun 2007 
 
21 Menguasai standar 
kompetensi dan kompetensi 
dasar mata pelajaran yang 
diampu. 
21.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang 
diampu. 
21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang 
diampu. 
21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. 
22 Mengembangkan materi 
pembelajaran yang diampu 
secara kreatif. 
22.1 Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai 
dengan tingkat perkembangan peserta didik. 
22.2 Mengolah materi pelajaran yang diampu secara 
kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta 
didik. 
23 Mengembangkan 
keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan 
melakukan tindakan reflektif. 
23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara 
terus menerus. 
23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka 
peningkatan keprofesionalan. 
23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk 
peningkatan keprofesionalan. 
23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari 
berbagai sumber. 
24 Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
untuk mengembangkan diri. 
24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
dalam berkomunikasi. 
24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk pengembangan diri. 
(Selengkapanya mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Guru baca Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007) 
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STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 
(Permen Nomor 24 Tahun 2007) 
Saran pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan 
dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di 
sekolah seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran 
dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang secara 
tidak langsung menunjang jalannya proses belajar me gajar di sebuah 
lembaga pendidikan seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata 
tertib sekolah dan lain-lain (Soetopo, 1998: 134-135) 
Standar sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan nasional 
adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria 
minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat 
berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan 
Prasarana. Pada pasal 2 peraturan menteri di sebutkan bahwa 
Penyelenggaraan pendidikan bagi satu kelompok pemukiman permanen 
dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan yang 
tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh 3 
(tiga) kilo meter melalui lintasan jalan kaki yang tidak membahayakan 
dapat menyimpangi standar sarana dan prasarana ini. 
Berikut ini akan ditampilkan contoh standar sarana dan prasarana 
untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007. (standar standar sarana 
dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA secara lebih lengkap 
lihat lampiran Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar 
Sarana dan Prasarana). 
 
STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR/MADRASAH 
IBTIDAIYAH (SD/MI) 
A. SATUAN PENDIDIKAN 
1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 
24 rombongan belajar. 
2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 
2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa 
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dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah 
ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan 
pembangunan SD/MI baru. 
3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI. 
4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan 
banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI 
dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki 
maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. 
 
B. LAHAN 
1. Lahan untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio 
minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada 
Tabel berikut: 
 
No 
Banyak 
Rombongan 
Belajar 
Rasio minimum lantai bangunan terhadap 
peserta didik (m²/peserta didik) 
Banguna satu 
lantai 
Bangunan 
dua lantai 
Bangunan tiga 
lantai 
1 6 12,7 7,0 4,9 
2 7-12 11,1 6,0 4,3 
3 13-18 10,6 5,6 4,1 
4 19-24 10,3 5,5 4,1 
 
2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan 
banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan 
juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada 
Tabel berikut: 
 
No 
Banyak 
Rombongan 
Belajar 
Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap 
peserta didik (m²/peserta didik) 
Banguna satu 
lantai 
Bangunan 
dua lantai 
Bangunan tiga 
lantai 
1 6 1340 790 710 
2 7-12 2270 1240 860 
3 13-18 3200 1720 1150 
4 19-24 4100 2220 1480 
 
3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas 
lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun 
prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat 
bermain/berolahraga. 
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4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan 
dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan 
dalam keadaan darurat. 
5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam 
garis sempadan sungai dan jalur kereta api. 
6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut. 
a) Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 
tentang Pengendalian Pencemaran Air. 
b) Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 
94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan. 
c) Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 
02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu 
Lingkungan. 
7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam 
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, 
dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah 
setempat. 
8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin 
pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu 
minimum 20 tahun. 
 
C. BANGUNAN GEDUNG 
1. Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi 
ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti 
tercantum pada Tabel berikut: 
 
No 
Banyak 
Rombongan 
Belajar 
Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap 
peserta didik (m²/peserta didik) 
Banguna satu 
lantai 
Bangunan 
dua lantai 
Bangunan tiga 
lantai 
1 6 3,8 4,1 4,4 
2 7-12 3,3 3,6 3,8 
3 13-18 3,2 3,4 3,5 
4 19-24 3,1 3,3 3,8 
 
2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan 
banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai 
bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti 
tercantum pada Tabel berikut: 
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No 
Banyak 
Rombongan 
Belajar 
Rasio minimum luas lantai bangunan (m²) 
Banguna satu 
lantai 
Bangunan 
dua lantai 
Bangunan tiga 
lantai 
1 6 400 470 500 
2 7-12 680 740 770 
3 13-18 960 1030 1050 
4 19-24 1230 1330 1380 
 
3. Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri 
dari: 
a) koefisien dasar bangunan maksimum 30 %; 
b) koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan 
gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 
c) jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan 
bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, 
jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara 
bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara 
as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah. 
4. Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut. 
a) Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi 
pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan 
hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona 
tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan 
alam lainnya. 
b) Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk 
mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. 
5. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut. 
a) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan 
pencahayaan yang memadai. 
b) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk 
memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor 
dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta 
penyaluran air hujan. 
c) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna 
bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif 
terhadap lingkungan. 
6. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang 
mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat. 
7. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut. 
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a) Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan 
yang mengganggu kegiatan pembelajaran. 
a) b. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang 
tidak melebihi kondisi di luar ruangan. 
b) c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan. 
8. Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut. 
a) Maksimum terdiri dari tiga lantai. 
b) Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, 
keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. 
9. Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut. 
a) Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan 
jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana 
lainnya. 
b) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan 
dilengkapi penunjuk arah yang jelas. 
10. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 
900 watt. 
11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, 
dilaksanakan, dan diawasi secara profesional. 
12. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai 
dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar 
PU. 
13. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun. 
14. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut. 
a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan 
sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, 
plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 
5 tahun. 
b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka 
plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan 
minimum sekali dalam 20 tahun. 
15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin 
penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA 
Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 
1. ruang kelas, 
2. ruang perpustakaan, 
3. laboratorium IPA, 
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4. ruang pimpinan, 
5. ruang guru, 
6. tempat beribadah, 
7. ruang UKS, 
8. jamban, 
9. gudang, 
10. ruang sirkulasi, 
11. tempat bermain/berolahraga. 
Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di 
dalamnya diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Sebagai 
contoh, berikut ini adalah tabel tabel jenis, rasio, dan deskripsi sarana ruang 
kelas 
No  Jenis  Rasio  Deskripsi 
I Perabot 
1 Kursi peserta didik 1 buah/peserta 
didik 
Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. 
Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan 
mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, 
minimum dibedakan untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. 
Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik 
nyaman belajar. 
2 Meja peserta 
didik 
 
1 buah/peserta 
didik 
 
Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. 
Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan 
mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, 
minimum dibedakan untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. 
Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan 
leluasa ke bawah meja. 
3 Kursi guru 1 buah/guru 
 
Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. 
Ukuran memadai untuk duduk dengan 
nyaman. 
4 Meja guru 
 
1 buah/guru 
 
Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. 
Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. 
5 Lemari 
 
1 buah/ruang 
 
Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang 
diperlukan kelas. Tertutup dan dapat dikunci. 
6 Rak hasil karya 
peserta didik 
 
1 buah/ruang 
 
Ukuran memadai untuk meletakkan hasil karya seluruh 
peserta didik yang ada di kelas. 
Dapat berupa rak terbuka atau lemari. 
7 Papan pajang  
 
1 buah/ruang Ukuran minimum 60 cm x 120 cm. 
II Peralatan 
Pendidikan 
  
1 Alat peraga  [lihat daftar sarana laboratorium IPA] 
III Media Pendidikan   
1 Papan tulis 1 buah/ruang Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. 
Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh 
peserta didik melihatnya dengan jelas. 
IV Perlengkapan Lain   
1 Tempat sampah  1 buah/ruang  
2 Tempat cuci tangan 1 buah/ruang  
3 Jam dinding  1 buah/ruang  
4 Soket listrik  1 buah/ruang  
Lebih lengkapnya baca lampiran Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. 
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STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
(Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007) 
 
Standar Pengelolaan Pendidikan sebagaimana diatur dalam 
permendiknas nomor 19 tahun 2007 memuat enam hal pokok yaitu: 1) 
Perencanaan Program, 2) Pelaksanaan Rencana Kerja, 3) Pengawasan dan 
Evaluasi, 4) Kepemimpinan Sekolah/Madrasah, 5) Sistem Informasi 
Manajemen, 6) Penilaian Khusus. 
 
Perencanaan Program 
Perencanaan program mencakup perumusan visi, misi, tujuan 
sekolah dan rencana kerja Sekolah/Madrasah. Visi sekolah adalah cita-cita 
bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, yang 
menggambarkan dan memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk 
kepentingan masa mendatang. Misi sekolah adalah arah untuk 
mewujudkan visi yang telah ditetapkan, menjadi dasar program pokok 
sekolah dengan penekanan pada kualitas layanan pada peserta didik dan 
mutu lulusan yang diharapkan. Misi sekolah memuat pernyataan umum 
dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah, serta 
pengembangannya.  
Sedangkan tujuan sekolah/madrasah menggambarkan tingkat 
kualitas yang perlu dicapai dalam jangka  menengah (empat tahunan); 
Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan 
dengan kebutuhan masyarakat. 
Rencana Kerja mencakup pertama rencana kerja jangka menengah 
(empat tahun) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam 
kurun waktu empat tahun berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin 
dicapai, serta perbaikan komponen pendukungnya. Kedua rencana kerja 
tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ 
Madrasah (RKA-S/M), dilaksanakan berdasarkan rencana jangka 
menengah. 
 
Pelaksanaan Rencana Kerja 
Pelaksanaan rencana kerja mengatur berbagai  aspek pengelolaan 
secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang  terkait. Dalam 
merumuskan rencana kerja harus mempertimbangkan visi, misi dan tujuan 
sekolah/madrasah; selalu ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala 
sesuai dengan  perkembangan masyarakat. 
 
Pengawasan dan Evaluasi 
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Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasah didasarkan 
pada Standar Nasional Pendidikan dan Program pengawasan 
disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.  
Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan 
menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka 
meningkatkan mutu, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan 
yang ditemukan, mendokumentasikan dan menggunakan hasil 
pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut 
untuk memperbaiki kinerja, dalam pengelolaan pembelajaran dan 
pengelolaan secara keseluruhan. 
 
Kepemimpinan Sekolah/Madrasah 
Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala 
sekolah/madrasah. Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala 
sekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan 
tenaga kependidikan. 
Kepala sekolah/madrasah dalam satuan pendidikan merupakan 
pemimpin. Ia mempunyai dua jabatan dan peran penting dalam 
melaksanakan proses pendidikan. Pertama, kepala sekolah adalah 
pengelola pendidikan di sekolah, dan kedua, kepala sekolah adalah 
pemimpin formal pendidikan disekolahnya. 
 
Sistem Informasi Manajemen 
Sistem Informasi Manajemen secara sederhana dapat diartikan 
sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi 
beberapa pemakai dalam rangka mempermudah dan memperlancar 
kegiatan organisasi. Standar Pengelolaan Pendidikan pada tingkat satuan 
pendidikan (sekolah/madrasah) harus: 
1. mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk 
mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan 
akuntabel; 
2. menyediakan fasilitas informasi yang efesien, efektif dan mudah 
diakses;  
3. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk 
melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi 
atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan 
sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan 
semuanya direkam dan didokumentasikan; 
4. melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah 
terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
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5. Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan 
sekolah/madrasah 
6. dilaksanakan secara efisien dan efektif. 
 
Penilaian Khusus 
Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu 
kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan 
Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP. (lebih mengkap mengenai 
Standar Pengelolaan Pendidikan lihat di Permendiknas Nomor 19 Tahun 
2007) 
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STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 
(PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan) 
 
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan 
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya 
investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan 
pendidikan sebagaimana meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, 
pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya 
personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta 
didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 
berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi satuan pendidikan meliputi:  
1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala 
tunjangan yang melekat pada gaji,  
2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan  
3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya,  air, jasa 
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan  lain 
sebagainya. 
 
Mengenai Pendanaan Pendidikan secara yuridis formal telah diatur 
dan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan. PP tersebut merupakan turunan dari UU Sistem 
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, 
dan Pasal 49, mengenai pendanaan pendidikan yang intinya adalah 
pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 
Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk 
menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, 
kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab 
pendanaan tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, 
transparansi, dan akuntabilitas publik. 
Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas perlu ditetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan 
pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan lebih 
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lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, 
pengelolaan dana, dan pengalokasian dana. 
Dana pendidikan dalam PP ini adalah sumber daya keuangan yang 
disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 
Sedangkan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya 
keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan. 
Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat disini 
meliputi; penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan 
masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain 
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 
Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan; biaya 
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan biaya pribadi 
peserta didik. Biaya satuan pendidikan terdiri atas: 
a. biaya investasi, yang terdiri atas: 
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 
2. biaya investasi selain lahan pendidikan. 
b. biaya operasi, yang terdiri atas: 
1. biaya personalia; dan 
2. biaya nonpersonalia. 
c. bantuan biaya pendidikan; dan 
d. beasiswa. 
Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi: 
a. biaya investasi, yang terdiri atas: 
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 
2. biaya investasi selain lahan pendidikan. 
b. biaya operasi, yang terdiri atas: 
1. biaya personalia; dan 
2. biaya nonpersonalia. 
Biaya personalia meliputi: 
a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas: 
1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; 
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan 
pendidikan; 
3. tunjangan struktural bagi pejabat structural pada satuan 
pendidikan; 
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru 
dan dosen; 
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5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi 
guru dan dosen; 
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen; 
7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen; 
8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan 
9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan 
profesor atau guru besar. 
b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 
pendidikan, yang terdiri atas: 
1. gaji pokok; 
2. tunjangan yang melekat pada gaji; 
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan 
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. 
Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau 
pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan 
aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai 
peraturan perundang-undangan. Investasi yang menjadi tanggung jawab 
Pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas 
dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak 
menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja 
barang sesuai peraturan perundang-undangan. Pengeluaran operasi 
personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau  pemerintah 
daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai 
peraturan perundang-undangan. Pengeluaran operasi nonpersonalia yang 
menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai 
melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-
undangan. 
Sedangkan pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai 
investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah 
atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.Pemerintah 
dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk 
kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. 
Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada 
masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai 
peraturan perundangundangan. 
Biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung 
jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah 
sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-
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undangan. (untuk lebih lengkapnya lihat PP nomor 48 tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan). 
 
 
 
 
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 
(Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007) 
 
Pengertian Standar Penilain Pendidikan 
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 
berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 
peserta didik. Standar penilaian pendidikan dimaksudkan untuk mengendalikan 
mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.  
Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan 
informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 
Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 
kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, 
untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan 
menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Ulangan ini meliputi beberapa 
macam yaitu: 
1. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan 
satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. 
2. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 
melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan 
meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada 
periode tersebut. 
3. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir 
semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang 
merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. 
4. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di 
akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta 
didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang 
menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator 
yang merepresentasikan KD pada semester tersebut. 
 
Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian 
kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 
memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu 
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persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan 
adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau 
psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta 
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur 
dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah. 
Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan 
pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata 
pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. 
Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) 
yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan 
pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan 
teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. 
 
Prinsip Penilaian 
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 
kemampuan yang diukur. 
2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, 
tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 
3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik 
karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, 
suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 
4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 
yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 
5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 
pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 
6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik 
mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik 
penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan 
peserta didik. 
7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 
dengan mengikuti langkah-langkah baku. 
8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 
kompetensi yang ditetapkan. 
9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 
teknik, prosedur, maupun hasilnya. 
 
Teknik dan Instrumen Penilaian 
1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik 
penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau 
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kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi 
dan tingkat perkembangan peserta didik. 
 
2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. 
3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran 
berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat 
berbentuk tugas rumah dan/atau proyek. 
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi 
persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang 
dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan 
bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan 
bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf 
perkembangan peserta didik. 
6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam 
bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, 
konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. 
7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN 
memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti 
validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat 
diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun. 
 
Mekanisme dan Prosedur Penilaian 
Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 
1. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat 
penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
2. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan 
kenaikan  
kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 
3. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam 
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak 
diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik 
untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan 
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah 
untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan 
salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. 
4. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata 
pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata 
pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan 
melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik. 
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5. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran 
agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran 
kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan 
melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh 
pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah. 
6. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: 
(a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) 
melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta 
didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan 
memanfaatkan hasil penilaian. 
7. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok 
mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan 
perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru 
agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran 
lain dan sumber lain yang relevan. 
8. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan 
tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik 
sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian 
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru 
pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari 
pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. 
9. 10.Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian 
kelompok mata pelajaran yang relevan. 
10. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan 
surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan 
kepala sekolah/madrasah. 
11. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum 
diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum 
mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. 
12. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam 
bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai 
dengan deskripsi kemajuan belajar. 
13. 14.Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN 
dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar 
(POS) UN. 
14. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 
bekerjasama dengan instansi terkait. 
15. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah 
satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah 
satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan 
berikutnya. 
16. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang 
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berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan 
pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan 
pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 
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Penilaian oleh Pendidik 
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 
berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar 
peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. 
Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 
1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat 
rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 
2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian 
yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran. 
3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk 
dan teknik penilaian yang dipilih. 
4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang 
diperlukan. 
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan 
kesulitan belajar peserta didik. 
6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai 
balikan/komentar yang mendidik. 
7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester 
kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi 
belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan 
kompetensi utuh. 
9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan 
hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan 
sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan 
kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang 
baik. 
 
Penilaian oleh Satuan Pendidikan 
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai 
pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian 
tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 
1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik 
peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan 
melalui rapat dewan pendidik. 
2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 
ulangan kenaikan kelas. 
3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang 
menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik. 
4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang 
menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik. 
5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok 
mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat 
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dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh 
pendidik. 
6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 
dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan 
melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian 
oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah. 
7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan 
peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian 
Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. 
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata 
pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik 
dalam bentuk buku laporan pendidikan. 
9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas 
pendidikan kabupaten/kota. 
10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat 
dewan pendidik sesuai dengan kriteria: 
a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 
b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata 
pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok 
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata 
pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan 
kesehatan. 
c) lulus ujian sekolah/madrasah. 
d) lulus UN. 
11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta 
didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara 
UN. 
12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan 
bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. 
 
Penilaian oleh Pemerintah 
1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang 
bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional 
pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal 
serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. 
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program 
dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta 
daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang 
berkepentingan. 
4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian 
bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu 
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pendidikan. 
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan 
kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik 
dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun 
oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP. 
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PEMASARAN JASA PENDIDIKAN MADRASAH 
 
Persaingan dalam dunia pendidikan menjadi tidak dapat terelakkan 
lagi, banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh pelanggannya, 
sehingga banyak terjadi merger (penggabungan) dari beberapa lembaga 
pendidikan. Kemampuan administrator untuk memahami pemasaran 
pendidikan menjadi prasyarat dalam mempertahankan dan meningkatkan 
pertumbuhan lembaganya. 
Komponen kunci yang dapat dijadikan bahan analisis untuk 
memahami konsep pemasaran pendidikan adalah konsep pasar. Pasar 
merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan 
produsen dengan sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan 
konsumen. Pemasaran ialah proses transaksional untuk meningkatkan 
harapan, keinginan dan kebutuhan calon konsumen sehingga calon 
konsumen menjadi terangsang untuk memiliki produk yang ditawarkan 
dengan mengeluarkan imbalan sesuai yang disepakati.  
Pendidikan merupakan produk jasa yang dihasikan dari lembaga 
pendidikan yang bersifat non profit, sehingga hasil dari proses pendidikan 
kasad mata. Dalam konteks madrasah, madrasah merupakan lembaga 
pendidikan Islam yang produknya adalah jasa pendidikan Islam. Untuk 
mengenal lebih dalam tentang pemasaran pendidikan berikut ini akan 
diulas mengenai pengertian dan konsep inti dari pemasaran.  
 
Pengertian Pemasaran  
Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 
melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan 
kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran 
dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. 
Proses pemasaran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, 
budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari berbagai pengaruh 
tersebut masing-masing individu atau kelompok mendapatkan kebutuhan 
dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan 
produk yang memiliki nilai komoditas (cimodity values). Dengan demikian 
pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu dan 
kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan 
menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama 
lain. 
Sesuatu dalam kontek pemasaran dapat berupa barang atau jasa 
yang dibutuhkan oleh orang yang tepat, pada tempat dan waktu serta 
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harga yang tepat, dengan promosi dan komunikasi yang tepat. Pemasaran 
adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan 
memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. 
Pemasaran saat ini tidak hanya berfungsi menyampaikan produk 
atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana 
produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan 
dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik 
pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga 
menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara 
efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap 
memegang prisip kepuasan pelanggan. 
 
 
 
 
 
Unsur utama dalam pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga 
unsur utama, yaitu: la 
(1) Unsur strategi persaingan (Mind Share Strategy) meliputi:  
(a) Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan 
membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara 
terpisah. Masing-masing konsumen ini memiliki karakteristik, 
kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. 
(b) Targetting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen 
pasar yang akan dimasuki. 
(c) Positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Tujuannya adalah 
untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan 
bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen.  
(2) Unsur taktik pemasaran (Market Share Tactic) meliputi: 
(a) Selling yang terkait dengan penjualan 
(b) Differensiasi, yang terkait dengan cara membangun strategi 
pemasaran di berbagai aspek perusahaan. Kegiatan 
membangun strategi pemasaran inilah yang membedakan 
differensiasi yang dilakukan suatu perusahaan dengan 
perusahaan lainnya. 
(c) Bauran pemasaran (marketing mix), terkait dengan kegiatan 
mengenai produk, harga, promosi, dan tempat atau yang lebih 
dikenal dengan sebutan 4P, yaitu Product, Price, Promotion, 
dan Place untuk bauran pemasaran barang dan 7P yaitu 
product (produk jasa), price (harga jasa), place (lokasi jasa), 
Tiga unsur utama dalam pemasaran adalah  Strategy, Tactic, dan Value yang secara 
kolektif disebut STV Triangle. Strategy terdiri dari segmentation, targeting, dan 
positioning. Tactic terdiri dari defferentiation, marketing mix, dan selling. Value 
terdiri dari brand, service dan process. 
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promotion (promosi jasa), person (Sumberdaya Jasa), physical 
evidance (bukti fisik atau sarana prasarana jasa), dan process 
(manajemen layanan jasa) untuk pemasaran jasa. 
(3) Unsur nilai pemasaran (Heart Share) yang berkaitan dengan brand, 
service dan process. Dalam nilai pemasaran, merek (brand) 
mempunyai arti penting bagi konsumen, yaitu:  
(a) Sebagai identifikasi untuk membedakan antara satu produk 
dengan produk lain. Identifikasi ini diperlukan agar konsumen 
mempunyai kebebasan memilih produk dan merek mana yang 
memenuhi kebutuhannya; 
(b) Sebagai garansi atas kualitas dan kinerja dari produk yang 
akan dibeli.  Merek akan memberikan rasa percaya diri kepada 
konsumen bahwa; 
(c) Merek memberi status dan image pada seseorang. Dengan 
membeli merek tertentu, sudah menunjukkan bagaimana 
status sosial seseorang; 
(d) Merek memberi arti emosional. Seorang fans sebuah klub 
sepakbola misalnya, akan rela membeli berbagai macam 
merchandise yang dijual dengan atribut klub tersebut. 
 
Konsep  Inti  Pemasaran 
Kebutuhan 
Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan 
manusia. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kahilangan, dan 
manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan 
manusia yang kompleks tersebut karena bukan hanya fisik (makanan, 
pakaian, perumahan dll), tetapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, 
penghargaan, kepemilikan. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat 
konsumen. Bila konsumen tidak puas maka konsumen akan mencari 
produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. 
Keinginan 
Bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan 
kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan 
dalam bentuk obyek yang akan memuaskan kebutuhan mereka atau 
keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. 
Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas, 
tetapi ada keterbatasan dana, waktu, tenaga dan ruang, sehingga 
dibutuhkan organisasi, lembaga atau perusahaan yang bisa memuaskan 
keinginan sekaligus memenuhi kebutuhan manusia dengan menebus 
keterbatasan tersebut, paling tidak meminimalisasi keterbatasan sumber 
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daya. Contohnya adalah: manusia butuh makan, akan tetapi keinginan 
untuk memuaskan lapar tersebut tergantung dari budaya dan lingkungan 
tumbuhnya. Orang Yogyakarta akan memenuhi kebutuhan makannya 
dengan gudeg, orang Jepang akan memuaskan keinginannya dengan 
makanan sukayaki dll.  
 
Permintaan 
Dengan keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya 
tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa 
dengan manfaat yang paling memuaskan. Sehingga muncullah istilah 
permintaan, yaitu keinginan menusia akan produk spesifik yang didukung 
oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. 
 
Produk (Organisasi, Jasa, Ide) 
Sejalan dengan munculnya kebutuhan, keinginan dan permintaan, 
organisasi/lembaga/perusahaan berusaha keras untuk mempelajarinya. 
Mereka melakukan riset pemasaran, mengamati perilaku konsumen, 
menganalisis keluhan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk 
atau jasa apa yang sedang disukai atau bahkan produk apa yang tidak 
disukai, dan lain-lain. Dengan kegiatan tersebut, akhirnya perusahaan 
dapat menawarkan segala sesuatu kepada pasar untuk diperhatikan, untuk 
dimiliki atau dikonsumsi sehingga konsumen dapat memuaskan 
kebutuhan sekaligus keinginannya, sesuatu itu disebut produk. Produk 
tidak hanya mencakup obyek fisik, tetapi juga jasa, orang, tempat, 
organisasi ataupun gagasan. Contoh: perusahaan manufaktur 
menyediakan: barang (komputer, monitor, printer), jasa (pengiriman, 
pemasangan, pelatihan, perbaikan, dan pemeliharaan), ide/gagasan 
(kekuatan / keunggulan jenis komputer) 
 
Nilai Pelanggan 
Karena semua perusahaan berusaha menawarkan produk dan jasa 
yang superior, maka konsumen dihadapkan pada pilihan yang beraneka 
ragam. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi 
mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa. Nilai 
bagi pelanggan adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan 
karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang 
menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, 
personil pemasar, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, biaya psikis. 
Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi 
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ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang 
produk tersebut. 
 
Kepuasan Pelanggan 
Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk 
dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja 
atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan pembelinya, maka 
pembeli merasa puas. Perusahaan yang cerdik mempunyai tujuan 
membuat gembira pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang dapat 
mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih banyak dari yang mereka 
janjikan. 
Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu. TQM adalah 
respo terhadap kepuasan pelanggan. Total Quality Management (TQM) 
yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa dan 
proses pemasaran secara terus menerus. Komitmen TQM adalah fokus 
terhadap pelanggan, dan memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. 
 
Pertukaran 
Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang 
dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. 
Ada 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi: 
1. Terdapat sedikitnya dua pihak 
2. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga 
bagi pihak lain 
3. Masing-masing pihak mampu berkomunitas dan melakukan 
penyerahan 
4. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran 
pertukaran  
5. Masing-masing  pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain 
adalah layak dan bermanfaat (negoisasi) 
 
Transaksi 
Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak, yang paling sedikit 
melibatkan dua macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, waktu dan 
tempat. 
 
Hubungan 
Hubungan adalah proses menciptakan, memelihara, dan 
meningkatkan hubungan erat yang semakin bernilai dengan pelanggan 
dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain. Dengan kata lain 
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hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang 
memuaskan dengan pihak-pihak pelanggan, pemasok (supplier), penyalur 
(distributor), guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Agar 
hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang maka hal-hal yang dapat 
dilakukan antara lain: 
- Saling mempercayai, saling menguntungkan 
- Menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan 
yang baik, harga yang pantas antar pihak 
- Menghasilkan ikatan ekonomi, teknik dan sosial yang kuat antar 
pihak yang berkepentingan 
- Menekan biaya transaksi dan waktu pencarian pelanggan 
 
Jaringan 
Jeringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung; 
pelanggan, supliré, distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan dan pihak 
lain yang bersama-sama dengan perusahaan telah membangun hubungan 
bisnis yang saling menguntungkan. 
 
Pasar 
Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki 
kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan 
mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan 
keinginan itu. 
 
Pemasar dan Calon Pembeli 
Seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan 
terlibat dalam pertukaran tersebut. Calon pembeli adalah seseorang yang 
diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan 
mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. 
Berikut ini adalah gambar konsep inti pemasaran 
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Gambar  
Konsep inti pemasaran 
 
Pemasaran Jasa Pendidikan  
Kotler (2003:428) mengartikan jasa sebagai “a service is any act or 
performance that one party can offer to another that is essentially intangible 
and does not result in the ownership of anything. Its production may or may 
not be tied to a physical product”. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja 
yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak yang lainnya yang secara 
prisip tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepindahan kepemilikan.  
Dengan demikian karakteristik jasa dapat diidentifikaskan sebagai 
berikut:  
(1) Tidak berwujud (intangible), sehingga konsumen tidak dapat 
melihat, mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya 
sebelum mereka membelinya. Untuk mengurangi ketidakpastian, 
maka konsumen mencari informasi tentang jasa tersebut;  
(2) Tidak terpisahkan (inseparability), dimana jasa tidak dapat 
dipisahkan dari sumbernya yaitu perusahaan jasa; 
(3) Bervariasi (variability), dimana jasa sering kali berubah-ubah 
tergantung siapa, kapan dan dimana menyajikannya; 
(4) Mudah musnah (perishability), jasa tidak dapat di jual pada masa 
yang akan datang. 
(5) Jasa tidak dapat disimpan dan dikonsumsi pada saat dihasilkan; 
(6) Konsumen merupakan bagian integral dari proses produksi jasa; 
(7) Setiap orang atau apapun yang berhubungan dengan konsumen 
mempunyai andil dalam memberikan peranan; 
(8) Karyawan penghubung merupakan bagian dari proses produksi 
jasa; 
(9) Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi 
karena produksi jasa terjadi secara real time. 
Kebutuhan, keinginan 
dan permintaan 
Produk (organisasi 
jasa dan ide) 
Nilai kepuasan 
pelanggan dan 
mutu 
Pertukaran dan 
transaksi 
Hubungan dan 
jaringan  Pasar 
Pemasaran dan 
calon pembeli 
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Berdasarkan ciri dan karakteristik tersebut, maka jasa 
pendidikan mempunyai karakteristik sebagai berikut:  
(1) Lebih bersifat tidak berwujud dari pada berwujud ( more intangible 
than tangible); 
(2) Produksi dan konsumsi bersamaan waktu (simultananeous 
production and consumption); 
(3) Kurang memiliki standar dan keseragaman (less standardized and 
uniform). (Leonard L. Berry- Philip Kotler/Keith Cox 1984: 302) 
Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses 
sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan 
diinginkan melalui penciptaan (creation) penawaran, pertukaran produk 
yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Etika pemasaran 
dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan 
pembentukan watak secara menyeluruh. Hal itu karena pendidikan bersifat 
lebih kompleks, yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab,  hasil 
pendidikannya mengacu jauh ke depan, membina kehidupan warga 
megara, generasi penerus ilmuwan di masa yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
Secara teoritis, terdapat tiga komponen dasar dalam penerapan 
pemasaran pendidikan, yaitu: (1) integrated marketing, (2) create customer 
satisfaction, dan (3) a profit. Dimana kita harus mengelola: (1) customer-
impinging resources, (2) policies, (3) activities, dan (4) market segmentation, 
karena empat faktor tersebut akan memberikan referensi  terhadap pilihan 
para pemakai jasa produk yang dihasilkan. Akan tetapi lebih spesifik lagi 
bahwa pemasaran memiliki empat aktivitas yaitu analysis, organization, 
planning dan control.  
 
Kepuasan Pelanggan Pendidikan 
Kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin ”satis” yang 
berarti cukup baik, memadai, dan ”facio” yang berarti melakukan atau 
membuat. Sehingga kepuasan (satisfaction) dapat diartikan sebagai upaya 
pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Zeithaml, (2000:75) 
menyatakan bahwa “Satisfaction is the consumer’s fulfillment response. It is 
a judgement that a product pleasurable level of consumption related 
KOTAK 
Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan 
manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui 
penciptaan (creation) penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan 
pihak lain dalam bidang pendidikan. 
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fulfillment”. Jadi dapat ditegaskan bahwa kepuasan merupakan respons 
konsumen yang sudah terpenuhi keinginannya tentang penggunaan 
barang atau jasa yang mereka pakai.  
Pembelian atau pemakaian ulang serta mengajak temannya untuk 
menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan pendidikan terjadi karena 
customer delivered value (nilai yang diterima pelanggan). Secara matematis 
kepuasan adalah merupakan selisih antara Total Customer Value  dengan 
Total Customer Cost 
 
 
 
Total Customer Value berarti jumlah segala pengorbanan yang 
dikeluarkan seseorang untuk memperoleh barang dan jasa. Artinya adalah 
perbandingan antara pengorbanan waktu, tenaga, dan uang yang 
dikeluarkan dengan nilai manfaat hasil yang diterima.  
Beberapa pendapat dan teori tentang kepuasan pelanggan dapat 
ditunjukkan sebagai berikut; Pertama, contrast theory yang berasumsi 
bahwa konsumen akan membandingkan kinerja produk aktual dengan 
ekspektasi para-pembelian, dimana apabila kinerja aktual lebih besar atau 
sama dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas, dan sebaliknya 
apabila kinerja aktual lebih rendah dari ekspektasi maka komsumen akan 
mengalami ketidakpuasan.  
Kedua, assimilation theory menyatakan bahwa evaluasi purnabeli 
merupakan fungsi positif dari ekspektasi konsumen para-pembelian, 
karena proses diskonfirmasi secara psikologis tidak enak dilakukan, 
konsumen cenderung secara perseptual mendistorsi perbedaan antara 
ekspektasi dan kinerjanya ke arah ekspektasi awal sehingga penyimpangan 
ekspektasinya cenderung akan diterima oleh konsumen yang 
bersangkutan.  
Ketiga, assimilation-contras theory. berpandangan bahwa terjadinya 
efek asimilasi (assimilation effect) atau efek kontras (contrast effect) 
merupakan fungsi dari tingkat kesenjangan antara kinerja yang diharapkan 
dan kinerja aktual. Apabila kesenjangannya besar, konsumen akan 
memperbesar gap tersebut. Dengan kata lain, rentang waktu yang diterima 
(acceptable deviations) dilewati, maka kesenjangan antara ekspektasi dan 
kinerja akan menjadi signifikan sehingga disitulah efek kontras berlaku. 
Stauss & Neuhaus (1997) yang dikutip Fandhy & Gergorius 
(2005:203) membedakan lima tipe kepuasan dan dua tipe ketidakpuasan 
berdasarkan kombinasi antara emosi spesifik terhadap penyedia jasa, 
ekspektasi menyangkut kapabilitas kinerja masa depan pemasok jasa, dan 
Kepuasan = Total Customer Value – Total Customer Cost 
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minat berperilaku untuk memilih lagi penyedia jasa bersangkutan. Tipe 
tersebut adalah: 
(1) Demanding customer satisfaction, merupakan tipe kepuasan yang 
aktif, relasi dengan penyedia jasa diwarnai emosi positif, terutama 
optimisme dan kepercayaan. Berdasarkan pengalaman positif 
dimasa lalu, pelanggan dengan tipe kepuasan ini berharap bahwa 
penyedia jasa bakal mampu memuaskan ekspektasi mereka yang 
semakin meningkat di masa depan. Selain itu mereka bersedia 
meneruskan relasi yang memuaskan dengan penyedia jasa 
sehingga loyalitas akan tergantung pada kemampuan penyedia 
jasa dalam meningkatkan kinerjanya seiring dengan tuntutan 
pelanggan.  
(2) Stable customer satisfaction yaitu pelanggan yang memiliki tingkat 
aspirasi pasif dan perilaku yang demanding. Emosi positifnya 
terhadap penyedia jasa bercirikan steadiness dan trust dalam relasi 
yang terbina saat ini, dima mereka menginginkan segala 
sesuatunya tetap sama. Berdasarkan pengalaman positif yang 
telah terbentuk, mereka bersedia melanjutkan relasi dengan 
penyedia jasa 
(3) Resigned customer satisfaction. Pelanggan pada tipe ini merasa 
puas, namun bukan diakibatkan pemenuhan ekspektasinya, akan 
tetapi lebih didasarkan pada kesan tidak realistis. Perilakunya 
cenderung pasif, cenderung tidak bersedia melakukan berbagai 
upaya dalam menuntut perbaikan. 
(4) Stable customer dissatisfaction. Pelanggan tidak puas terhadap 
kinerja penyedia jasa namun cenderung tidak melakukan apa-apa. 
Relasi dengan penyedia jasa diwarnai emosi negatif dan asumsi 
ekspektasi mereka di masa datang tidak akan terpenuhi, dan tidak 
melihat adanya peluang untuk perubahan dan perbaikan. 
(5) Demanding customer dissatisfaction bercirikan tingkat aspirasi aktif 
dan perilaku demanding, pada tingkat emosi ketidakpuasan 
menimbulkan protes dan oposisi. Mereka aktif menuntut 
perbaikan.  
Dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, Kotler 
(2000:38) mengemukakan beberapa cara diantaranya adalah: 
(1) Complaint and Suggestion system (sistem keluhan dan saran), 
informasi dari saran dan keluhan ini akan dijadikan data dalam 
melakukan antisipasi dan pengembangan perusahaan; 
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(2) Customer satisfaction surveys (survey kepuasan pelanggan), tingkat 
keluhan konsumen dijadikan data dalam mengukur tentang 
kepuasan, hal itu bisa melalui survey, pos, telpon, atau angket;  
(3) Ghost shopping (pembeli bayangan), dengan mengirimkan orang 
untuk melakukan pembelian di perusahaan orang lain maupun 
diperusahaan sendiri untuk melihat secara jelas keunggulan dan 
kelemahan pelayanannya;  
(4) Lost customer analysis (analisis pelanggan yang beralih), yaitu 
kontak yang dilakukan kepada pelanggan yang telah beralih pada 
perusahaan lain untuk dijadikan perbaikan kinerja dalam 
meningkatkan kepuasan. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa timbulnya ketidakpuasan 
dari konsumen dikarenakan oleh: (1) tidak sesuai harapan dengan 
kenyataan yang dialaminya, (2) ketidakpuasan dalam pelayanan 
selama proses menikmati jasa, (3) perilaku personil kurang 
memuaskan, (4) suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang, 
(5) ongkos terlalu tinggi, karena jarak, waktu dan harga terlalu tinggi, 
(6) promosi tidak sesuai dengan kenyataan.  
 
Dalam konteks pendidikan/sekolah kepuasan pelanggan dapat 
dilihat dari beberapa komponen sebagaimana dalam tabel berikut: 
 
Tabel  
Indikator Kepuasan Pelanggan Pendidikan/Sekolah/Madrasah 
No Komponen  Indikator-Indikator 
1 Karateristik barang dan 
jasa 
Nama Madrasah yang dikenal, staf pengajar 
yang kompeten, dan hubungan dengan 
lembaga luar 
2 Emosi Pelanggan Motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 
mengajar 
3 Atribut-atribut 
pendukung 
Promosi di bidang jasa madrasah, lulusan yang 
dihasilkan, dan prestasi-prestasi yang dicapai 
4 Persepsi terhadap 
pelayanan 
Penerimaan pelayanan oleh siswa 
5 Pelanggan lainnya Penyebarluasan informasi 
6 Manfaat Fungsional 
Emosional 
7 Biaya Moneter 
Waktu 
Energi dan fisik 
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Loyalitas Pelanggan Pendidikan  
Loyalitas pelanggan (cuxtomer loyalty) adalah “frequency of use or 
the proportion of re-use of the service. Loyalty can also be observed when 
service customers or consumers recommend or even urge others to use the 
service” (Stackpole, 2004:1). Maksud dari pengertian ini adalah bahwa 
kesetiaan pelanggan diukur dengan frekuensi penggunaan atau proporsi 
penggunaan kembali (re-use) sebuah jasa. Kepuasan tersebut dapat juga 
diamati ketika pelanggan jasa menganjurkan atau bahkan mendesak orang 
lain untuk mengkonsumsi jasa tersebut. Jadi kesetiaan pelanggan dapat 
dilihat dari perilaku pelanggan.  
Oliver (1997:392) menyatakan “customer loyalty is a deeply held 
commitment to rebuy or repatronize a preffered product or service 
consistently in the future, despite situational influence and marketing efforts 
having the potential to cause switching behavior”. 
Pengertian Oliver tersebut menyiratkan bahwa pelanggan yang 
loyal merupakan konsumen yang memiliki komitmen yang sangat tinggi 
untuk melakukan pembelian ulang atas suatu produk secara konsisten 
dalam jangka panjang, meskipun terdapat berbagai pengaruh atau 
tawaran lain dari produk pesaing. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa pelanggan yang loyal mempunyai “fanatisme permanen” terhadap 
sebuah produk/jasa atau suatu perusahaan yang telah menjadi pilihannya. 
Griffin, (2002:4) mendefinisikan loyalitas sebagai “Loyalty is defined 
as non random purchase expressed by some decision marking unit”. 
Berdasarkan definisi ini terlihat bahwa loyalitas lebih ditujukan kepada 
suatu prilaku, yang ditunjukkan dengan pembelian rutin. Didasarkan pada 
unit pengambilan keputusan. 
Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, kepuasan pelanggan 
dalan konteks pendidikan dapat diamati pada perilaku siswa yang 
melakukan kegiatan rutin seperti masuk sekolah rutin, pembayaran SPP, 
dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga setiap harinya. 
Loyalitas lebih mengacu kepada perilaku yang relatif stabil dalam jangka 
panjang dari unit-unit pengambil keputusan untuk melakukan kegiatan 
secara terus menerus terhadap program lembaga pendidikan 
(sekolah/madrasah) yang dipilih.  
Keuntungan-keuntungan yang diperoleh lembaga pendidikan jika 
memiliki siswa yang loyal adalah (Griffin, 2002: 13) 
a) Mengurangi biaya pemasaran—sebab biaya untuk menarik 
konsumen baru lebih mahal 
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b) Mengurangi biaya transaksi biaya, transaksi kontrak, 
pemrosesan pemesanan, dan lain-lain 
c) Mengurangi biaya tern over konsumen—karena pergantian 
konsumen yang lebih sedikit 
d) Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa 
pasar lembaga 
e) Word of Mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa 
konsumen yang loyal juga berarti yang merasa puas, dan 
f) Mengurangi biaya kegagalan 
Siswa yang loyal merupakan asset yang tak ternilai bagi lembaga 
sekolah/madrasah, sebab karakteristik siswa yang loyal adalah ((Griffin, 
2002: 31). 
a) Melakukan transaksi ulang secara teratur (repeat purchase) 
b) Membeli di luar lini produk/jasa (purchase across product lines)  
c) Mengajak orang lain (refer other) 
d) Menunjukkan kekebalan dari tarikan persaingan (tidak mudah 
terpengaruh oleh tarikan persaingan produk sejenis lainnya—
immunity 
Konsumen yang loyal harus melalui berbagai tahapan, sebab 
membutuhkan proses yang lama. Dalam praktek pendidikan persekolahan, 
siswa—sebagai konsumen—yang loyal akan menunjukkan perilaku rajin 
dan tekun mengikuti program kegiatan KBM yang diselenggarakan oleh 
lembaga/sekolah/madrasah, sering memberi saran yang membangun, 
merekomendasikan sekolah tersebut kepada kerabat/orang lain, tidak 
pindah ke lembaga lain, dan kebal terhadap daya tarik sekolah lain. Untuk 
dapat menciptakan loyalitas para siswa, maka penyelenggara pendidikan 
madrasah harus dapat memahami faktor-faktor apa saja yang dapat 
mempengaruhinya. 
Keuntungan memiliki sejumlah siswa yang loyal terhadap lembaga 
sekolah/madrasah adalah memberikan citra bahwa jasa pendidikan yang 
ditawarkan tersebut dapat diterima dan dikenal oleh masyarakat luas, 
memiliki reputasi baik, dan sanggup untuk memberikan dukungan layanan 
dan peningkatan mutu pendidikan. 
 
 
 
 
 
 
 
kotak 
Keuntungan memiliki sejumlah siswa yang loyal terhadap lembaga 
sekolah/madrasah adalah memberikan citra bahwa jasa pendidikan 
yang ditawarkan tersebut dapat diterima dan dikenal oleh masyarakat 
luas, memiliki reputasi baik, dan sanggup untuk memberikan dukungan 
layanan dan peningkatan mutu pendidikan. 
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Ukuran variabel loyalitas siswa didasarkan pada teori yang 
dikemukakan oleh pendapat Griffin (2002: 4), Kotler dan Karen F.A Fox 
(1995: 38) yaitu: 
a) Pembelian ulang (repeat) dengan indikator-indikatornya (1) 
frekuensi mengikuti KBM, (2) frekuensi mengerjakan tugas-tugas 
guru, (3) frekuensi untuk belajar mandiri dalam suatu mata 
pelajaran, dan (4) rekuensi memberikan saran yang membangun 
sekolah/madrasah. 
b) Penciptaan prospek (refers others) dengan idikator-indikator (1) 
frekuensi menyaranka suatu lembaga sekolah agar siswanya mau 
melanjutkan ke madrasah, (2) frekuensi menyarankan orang lain 
untuk sekolah di madrasah. 
c) Kekebalan terhadap pesaing (immunity) dengan indikator-indokator 
(1) tingkat kekuatan (daya ikat) dapat menikmati segala fasilitas 
yang disediakan madrasah tanpa harus pendah ke sekolah lain, (2) 
kepercayaan untuk tidak pindah ke madrasah lain, (3) kebanggaan 
kepada madrasah sendiri dibanding dengan sekolah lain, dan (4) 
konsistensi dalam membandingkan daya tarik madrasah lain. 
d) Hubungan harmonis dengan indikator-indikatornya adalah (1) 
perhatian pimpinan atas keluhan-keluhan yang disampaikan siswa, 
(2) perhatian dosen pada siswa atas ide-ide (inovasi) yang 
disampaikan, dan (3) perhatian staf/ pegawai pada siswa atas 
keluhan-keluhan layanan akademik yang disampaikan. 
e) Pemyampaian positif dengan indikator-indikatornya adalah (1) 
frekuensi memberikan informasi tentang hal-hal positif program 
madrasah kepada teman, saudara/kerabat, (2) frekuensi 
memberikan informasi madrasah kepada lembaga 
madrasah/sekolah di bawahnya (SMP/MTs), dan (3) frekuensi 
memberikan informasi program madrasah kepada lembaga lain 
yang membutuhkan. 
f) Hambatan untuk berpindah dengan indikator-indikatornya adalah 
(1) frekuensi madrasah dalam mengadakan kegiatan bursa 
pendidikan, (2) frekuensi madrasah untuk meningkatkan daya saing 
dengan sekolah/madrasah lain melalui lomba karya ilmiah, (3) 
frekuensi mengadakan kontak dengan lembaga pendidikan yang 
membutuhkan tenaga, (4) keinginan siswa untuk tetap bertahan di 
madrasah tersebut meskipun ada godaan untuk pindah ke 
sekolah/madrasah lain. 
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Variabel loyalitas pelanggan pendidikan (siswa/mahasiswa) 
dapat dilihat dari beberapa komponen sebagaimana dalam tabel 
berikut: 
 
Tabel  
Loyalitas Pelanggan Pendidikan 
No  Komponen Indikator-Indikator 
1 Pembelian ulang 
(repeat) 
Frekuensi mengikuti KBM rutin yang 
diselenggarakan Madrasah 
Frekuensi pemberian saran kepada Madrsah 
2 Penciptaan Prospek 
(refers others) 
Frekuensi menyarankan ke orang lain untuk 
sekolah di madrasah ini 
3 Kekebalan terhadap 
pesaing (immunity) 
Kekuatan/kepercayaan siswa untuk tidak pindah 
ke sekolah lain 
Tingkat kebanggan/konsistensi siswa atas daya 
tarik sekolah lain 
4 Hubungan Harmonis Perhatian pimpinan dan guru terhadap keluhan 
dan harapan 
Pegawai/staf administrasi madrasah 
5 Penyampaian positif Memberikan informasi tentang hal-hal positif 
mengenai madrasah ini kepada: 
Teman ,saudara/ kerabat 
Lembaga pendidikan 
Perusahaan  
6 Hambatan untuk 
berpindah  
Keengganan Mahasiswa Untuk Berpindah Dari 
Madrasah Ini: 
Pameran Pendidikan 
Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) 
Mengadakan kontak dengan lembaga 
pendidikan lain 
Tetap bertahan di madrasah/sekolah/PT 
 
 
Marketing Mix (Bauran Pemasaran) Jasa Pendidikan Madrasah 
Adanya fenomena kecenderungan masyarakat yang lebih banyak 
berorientasi pada lembaga sekolah, dan pandangan psimistis terhadap 
pendidikan madrasah berakibat kepada image bahwa madrasah adalah 
lembaga pendidikan kelas dua. Dari survey sederhana yang dilakukan 
menunjukkan bahwa tingkat favoritas madrasah di bawah lembaga 
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sekolah. Selain itu, ternyata anggota masyarakat yang belum mengenal 
madrasah masih banyak. Fenomena tersebut seharusnya mendorong 
madarasah untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi dan berusaha terus 
untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga mempunyai daya saing tinggi 
dan dipercaya oleh masyarakat.  
Diketahui bahwa madrasah merupakan bagian tak terpisahkan dari 
sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa—pasal 17 ayat (2)—“Pendidikan 
dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau 
bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain sederajat. Selanjutnya pada 
bagian Kedua Pendidikan Menengah pasal 18 ayat (3), disebutkan, 
”pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah 
Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat”. 
Disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003 sebagai ganti dari 
UUSPN nomor 2 tahun 1989 merupakan babak baru bagi pendidikan 
madrasah untuk bangkit, berbenah, meningkatkan mutu dan kualitasnya 
serta lebih mengenalkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. 
Peningkatan mutu, kualitas dan kinerja layanan pendidikan adalah 
tuntutan bagi lembaga madrasah. Dalam konteks Pendidikan Dasar 
Menengah (Didasmen) untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan 
satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam 
memberikan layanan pendidikan yang bermutu maka ditetapkan Standar 
Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam 
rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.  
Standar Nasional Pendidikan diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005  
mencakup delapan hal 1) Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan, 2) Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat 
kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, 
kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus 
pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan 
jenis pendidikan tertentu. 3) Standar Proses adalah Standar Nasional 
Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu 
satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 4) Standar 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan 
dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 5) 
Standar Sarana dan Prasarana adalah Standar Nasional Pendidikan yang 
BAGIAN DELAPAN: 
PEMASARAN JASA PENDIDIKAN MADRASAH  
 
17 
 
berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat 
berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, 
tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar 
lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 6) Standar Pengelolaan 
adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan 
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi 
dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 7) Standar Pembiayaan 
adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi 
satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun, dan 8) Standar 
penilaian pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan 
dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 
peserta didik. 
Kedelapan Standar Nasional Pendidikan tersebut merupakan kriteria 
minimal mutu pendidikan dalam sistem pendidikan di seluruh wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu madrasah 
harus terus berusaha, meningkatkan dan memenuhi standar nasional 
tersebut. Dengan berorientasi pada mutu dan SNP tersebut maka image 
negatif madrasah sebagai lembaga kelas dua akan berubah menjadi positif 
bahkan justru akan membentuk image baru bagi madrasah sebagai pusat 
unggulan (centre of excellence).  
Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan madrasah harus 
berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction) yang dalam 
konteks Pendidikan Dasar Menengah (Didasmen) siswa (student) sebagai 
pihak pelanggan. Siswa merupakan pihak paling penting, tanpa siswa tidak 
aka ada permintaan dalam pendidikan. Siswa adalah konsumen pendidikan 
yang harus dilayani dengan baik. Melayani, mengarahkan, mendidikan 
siswa dengan baik bukanlah suatu gangguan bagi lembaga pendidikan, 
melainkan merupakan tujuan bagi lembaga pendidikan. Untuk 
mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima dan memuaskan siswa 
maka diperlukan strategi-strategi pemasaran jasa madrasah khususnya 
bauran pemasaran. 
 
 
 
 
 
 
 
Kotak 
Dalam kontek pendidikan, bauran pemasaran (marketing mix) adalah unsur-
unsur yang sangat penting dan dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga 
dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk 
memenangkan persaingan. 
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Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan alat bagi pemasar 
yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu 
dipertimbangkan agar implemtasi strategi pemasaran dan positioning yang 
ditetapkan dapat berjalan sukses (Lupiyoadi & Hamdani, 2006: 70). Kotler 
et al (2002: 9) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut 
“marketing mix as a set of controllable, tactical marketing tools that the firm 
blends to produce the result it wants in the target market”. Maksudnya 
adalah bauran pemasaran merupakan serangkaian unsur-unsur pemasaran 
yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dipadukan sedemikian rupa 
sehingga dapat mencapai tujuannya dalam pasar sasaran. Dalam kontek 
pendidikan, bauran pemasaran (marketing mix) adalah unsur-unsur yang 
sangat penting dan dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat 
menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk 
memenangkan persaingan.  
Unsur-unsur yang terdapat dalam bauran pemasaran ada tujuh hal 
yang biasa disingkat dengan 7P yaitu terdiri dari 4P tradisional yang 
digunakan dalam pemasaran barang dan 3P sebagai perluasan bauran 
pemasaran (Zeithaml & Bitner, 2004: 23). Unsur 4P adalah product 
(produk); jasa seperti apa yang ditawarkan, price (harga); strategi 
penentuan harganya, place (lokasi/tempat); dimana tempat jasa diberikan, 
promotion (promosi); bagaimana promosi dilakukan. Sedangkan unsur 3P 
adalah people (SDM); kualitas, kualifikasi, dan kompetensi yang dimiliki 
oleh orang yang terlibat dalam pemberian jasa, physical evidence (bukti 
fisik); sarana-prasarana seperti apa yang dimiliki, dan process; manajemen 
layanan pembelajaran yang diberikan. Ketujuh unsur bauran pemasaran 
tersebut dalam konteks pendidikan madrasah secara singkat dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Product (produk) Jasa Pendidikan Madrasah 
Kotler (2000: 448) mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu 
yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau 
Bauran pemasaran pendidikan terdiri dari 7P yaitu product (produk); jasa 
seperti apa yang ditawarkan, price (harga); strategi penentuan harganya, place 
(lokasi/tempat); dimana tempat jasa diberikan, promotion (promosi); 
bagaimana promosi dilakukan. Sedangkan unsur 3P adalah people (SDM); 
kualitas, kualifikasi, dan kompetensi yang dimiliki oleh orang yang terlibat 
dalam pemberian jasa, physical evidence (bukti fisik); sarana-prasarana seperti 
apa yang dimiliki, dan process; manajemen layanan pembelajaran yang 
diberikan. 
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kebutuhan. Dalam pengertian lain produk adalah keseluruhan konsep 
objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen 
(Lupiyoadi & Hamdani, 2006: 70). Lebih spesifik Keegan (1997: 73) 
menjelaskan bahwa produk adalah koleksi sifat-sifat fisik, jasa dan simbolik 
yang menghasilkan kepuasan, atau manfaat, bagi seorang pengguna atau 
pembeli.  
Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa produk adalah 
sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses yang dapat menghasilkan 
kepuasan atau manfaat bagi pengguna (user) yang dapat ditawarkan ke 
pasar dan akan mempengaruhi persepsi pelanggan dalam melakukan 
pembelian. 
Produk dalam konteks jasa pendidikan madrasah adalah jasa yang 
ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, prospek dan variasi pilihan. 
Lembaga pendidikan yang mampu bertahan dan mampu memenangkan 
persaingan jasa pendidikan adalah lembaga yang dapat menawarkan 
reputasi, prospek, mutu pendidikan yang baik, prospek dan peluang yang 
cerah bagi para siswa untuk menentukan pilihan-pilihan yang 
diinginkannya, seperti studi lanjut di Perguruan Tinggi favorit di dalam 
atau luar negeri, bekerja atau bermasyarakat dengan baik. 
Reputasi dan prospek lembaga madrasah menjadi daya tarik dan 
minat siswa. Selama ini madrasah menawarkan produk sesuai dengan 
misinya yaitu sebagai proses “Character Building”, yaitu siswa berakhlaq 
mulia, agamis, religius dan penuh nilai, termasuk di dalamnya adalah 
terpenuhinya Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan 
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Produk 
madrasah ini sesungguhnya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para 
calon pelanggannya. 
 
2) Price (harga) Jasa Pendidikan Madrasah 
Harga (price) dalam pemasaran adalah jumlah uang yang harus 
dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Saladin-
Oesman (2002: 95) mengartikan harga sebagai sejumlah uang sebagai alat 
tukar untuk memperoleh produk atau jasa.  
Harga dalam konteks jasa pendidikan adalah seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk mendapatkan jasa pendidikan yang ditawarkan. Elemen 
harga pendidikan dipertimbangkan mengenai penetapan harga seperti 
SPP, investasi bangunan, biaya labolatorium dan lain-lain. 
 
3) Place (lokasi/tempat) Jasa Pendidikan Madrasah  
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Tempat (place) berarti berhubungan dengan dimana perusahaan 
jasa harus bermarkas dan melakukan aktivitas kegiatannya. Dalam kontek 
jasa pendidikan madrasah place adalam lokasi sekolah berada. Lokasi 
sekolah sedikit banyak menjadi preferensi calon pelanggan dalam 
menentukan pilihannya. Lokasi yang strategis, nyaman dan mudah 
dijangkau akan menjadi daya tarik tersendiri, dibanding dengan lokasi 
sekolah yang dekat pemakaman, dikenal angker, dekat pasar dan lain-lain. 
 
 
4) Promotion (promosi) Jasa Pendidikan Madrasah 
Promosi (promotion) adalah kegiatan mengkomunikasikan 
penjualan produk di pasaran dan berhubungan langsung dengan 
masyarakat. Promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan 
meyakinkan konsumen akan manfaat produk yang dihasilkan. Kegiatan 
promosi yang dapat dilakukan adalah dengan cara advertising (iklan) 
melalui media TV, radio, surat kabar, bulletin, majalah, baliho, brosur dan 
lain-lain. Promosi penjualan seperti pameran pendidikan, bazar 
pendidikan, dan invitasi. Melakukan kontak langsung dengan calon siswa 
dan melakukan kegiatan hubungan dengan masyarakat. 
 
5) People (SDM); Jasa Pendidikan Madrasah 
People (sumberdaya manusia) dalam konteks pendidikan adalah 
orang-orang yang terlibat dalam proses penyampaian jasa pendidikan 
seperti Tata Usaha (TU), kepala sekolah, guru, dan karyawan (pendidik dan 
tenaga kependidikan). Dalam PP 19 tahun 2005 tentang SNP dinyatakan 
bahwa Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria 
pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta 
pendidikan dalam jabatan.  
Sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan ini sangat penting 
bahkan menjadi ujung tombak dalam proses pemberian layanan 
pendidikan kepada para siswa dalam lembaga madrasah. Misalnya teknik 
mengajar yang tidak hanya monoton, kemampuan penguasaan teknologi, 
metode pengajaran yang menyenangkan, kemampuan memberi motivasi 
dan lain-lain. 
 
6) Physical evidence (bukti fisik) Jasa Pendidikan Madrasah 
Physical evidence (bukti fisik) adalah lingkungan fisik tempat jasa 
diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumennya. Zeithaml dan 
Bitzer (2004: 25) mendefinisikan physical evidence sebagai the environment 
in which the service is delivered and where the firm and cutomer interact, 
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and any tangible components thet facilitate performance or communication 
of the service.  
Terdapat dua macam bukti fisik yaitu pertama, bukti penting 
(essential evidence) merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh 
pemberi jasa mengenai desain dan tata letak (layout) dari gedung. Dalam 
kontek jasa pendidikan essential evidence dapat berupa desain ruang kelas, 
gedung sekolah, perpustakaan, lapangan olah raga dan lain-lain.  
Kedua bukti pendukung (peripheral evidence) merupakan nilai 
tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa, jadi hanya 
berfungsi sebagai pelengkap saja, namun demikian mempunyai peran 
penting dalam proses produksi jasa. Dalam kontek lembaga pendidikan 
bukti pendukung dapat berupa raport per semester, catatan prestasi siswa 
dan lain-lain. 
Physical evidence dalam kontek SNP adalah Standar Sarana dan 
Prasarana yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, 
tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, 
bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta 
sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 
 
7) Process (proses) Jasa Pendidikan Madrasah 
Process (proses) adalah prosedur atau mekanisme dalam rangkaian 
aktivitas untuk menyampaikan jasa dari produsen ke konsumen. Zeithaml 
dan Bitzer (2004: 25) mengartikan proses sebagai “the aktual procedures, 
mechanisms, and flow of activities by which the service is delivered the 
service delivery and operating system”. 
Dalam kontek jasa pendidikan proses adalah proses pendidikan 
yang meliputi segala kegiatan yang medukung terselenggarannya proses 
kegiatan belajar-mengajar guna terbentuknya produk/lulusan (output) 
yang diinginkan. Dalam Standar Nasional Pendidikan proses mencakup 
Standar Isi, Standar Proses, Standar Pengelolaan (perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan), dan Standar Penilaian Pendidikan.  
Melalui pengelolaan unsur-unsur bauran pemasaran tersebut 
diharapkan lembaga pendidikan madrasah dapat menyusun suatu strategi 
yang lebih baik dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. kepuasan 
pelanggan merupakan suatu kondisi dimana pelanggan merasa apa yang 
diterimanya sama atau melebihi harapannya, atau dalam pengertian lain 
kepuasan adalah “satisfaction is fulfillment of need, or the degree to which 
an expectation is met” (stackpole, 2004: 2). Dengan tercapainya kepuasan 
pelanggan madrasah maka diharapkan loyalitasnya meningkat. Loyalitas 
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atau kesetiaan dapat diukur dari frekuensi penggunaan atau promosi 
penggunaan kembali (re-use) sebuah jasa. Kepuasan pelanggan juga dapat 
diamati ketika pelanggan jasa menganjurkan atau bahkan mendesak orang 
lain untuk mengkonsumsi jasa tersebut. 
Dalam koteks upaya mempengaruhi calon pemakai produk 
pendidikan, maka keterkaitan ketujuh faktor tersebut diilustrasikan sebagai 
berikut. 
 
             INPUT        PROCESS                 OUTPUT  
LINGKUNGAN  
BAURAN PEMASARAN 
 KOTAK 
HITAM 
 OUTPUT 
ANTARA 
 OUTPUT 
AKHIR 
Llinkungan
kultural, 
politik dan, 
ekonomi 
dan 
teknologi, 
kompetisi,  
sumber 
daya dan 
sarana dan 
prasarana 
lembaga. 
Bauran 
pemasaran 
Product, 
harga,  
lokasi, 
promosi, 
pimpinan, 
dan 
bangunan/
alat, serta 
proses. 
Proses 
dipenga-
ruhinya 
calon 
pembeli 
oleh 
berbagai 
faktor 
input 
Perilaku calon 
pembeli yang 
dikehendaki 
Volume 
penjualan 
(banyaknya 
pendaftar) 
 
 
Gambar  
 
 
 
 
Model Mempengaruhi Calon Pemakai (adopsi dari Winardi: 1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor yang turut mempengaruhi perilaku 
calon pemakai: sosial-budaya, 
kepribadian, dan psikologis. 
feedback 
BAGIAN DELAPAN: 
PEMASARAN JASA PENDIDIKAN MADRASAH  
 
23 
 
Tabel 
Komponen Bauran Pemasaran (marketing mix) Pendidikan 
(sekolah/madrasah) 
 
No Komponen Sub Variabel Indikator-Indikator 
1 Produk jasa 
Madrasah 
Pilihan konsentrasi Variasi pilihan  
Nama Madrasah Reputasi, prospek madrasah 
2 Harga Jasa 
Madrasah 
Penetapan harga SPP, Biaya pembangunan, Biaya 
laboratorium 
Discount Beasiswa 
Pembayaran Prosedur pembayaran 
Syarat kridit Syarat kridit 
3 Lokasi Jasa 
Madrasah 
Lingkungan Dekat dengan pusat kota, luas 
lahan parkir dan kondusif 
Transportasi Angkutan umum dan tingkat 
kemacetan rendah 
4 Promosi Jasa 
Madrasah 
Advertising Iklan TV, radio, billboard, brosur 
Promosi penjualan Pameran, invitasi 
Penjualan tatap 
muka 
Kontak langsung 
Hubungan 
masyarakat 
Kegiatan hubungan masyarakat 
5 Person/ SDM 
Jasa Madrasah 
Administrator Kompetensi administrator yang 
professional 
Guru Kompetensi guru yang professional 
Karyawan Kompetensi karyawan yang 
professional 
6 Bukti 
Fisik/sarana 
prasarana Jasa 
Madrasah 
Gaya bangunan Kesesuaian segi estetika dan 
fungsional 
 
Fasilitas penunjang Sarana pendidikan, peribadatan, 
olah raga, dan keamanan 
7 Proses/Jasa 
Layanan 
Madrasah 
Kualitas jasa KBM Proses KBM, kualitas KBM 
Kualitas Jasa 
admnistrasi 
Reliability, Responsiveness, 
Assurance, dan Emphaty 
 
 
Langkah-langkah Strategis Pemasaran Sekolah/Madrasah 
1) Identifikasi pasar 
Tahapan pertama dalam pemasaran sekolah/madrasah adalah 
mengidentifikasi dan menganalisis pasar. Dalam tahapan ini perlu 
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dilakukan suatu penelitian/riset pasar pendidikan untuk mengetahui 
kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang 
menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Termasuk dalam tahapan ini 
adalah pemetan dari sekolah lain. 
Dalam konteks pendidikan madrasah, identifikasi dapat dilakukan 
dengan melihat bahwa lembaga pendidikan madrasah sesungguhnya 
mempunyai kapasitas dan potensi besar dalam upaya ikut mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mensukseskan program wajib belajar nasional, di 
samping madrasah telah lama mengakar di masyarakat bawah. Dalam kaca 
mata marketing, madrasah termasuk dalam segmen pasar emosional. 
Diketahui bahwa pasar Jasa pendidikan dari sudut pandang marketing 
secara sederhana dapat di kelompokkan ke dalam dua segmen pasar yaitu 
pertama, segmen pasar emosional dan kedua, segmen pasar rasional.  
Maksud segmen pasar emosional adalah kumpulan pelanggan atau 
“nasabah” yang datang mendaftar atau bergabung ke sebuah lembaga 
pendidikan (sekolah) karena pertimbangan religiousitas. Pasar ini kurang 
memperhatikan harga, kualitas, mutu dan ketersediaan jaringan 
(networking) yang memadai. Dengan kata lain pasar ini benar-benar 
emosional religious “asal banyak muatan pelajaran agamannya”. 
Sedangkan segmen pasar rasional adalah  pelanggan atau “nasabah” 
sekolah yang benar-benar sensitif terhadap perkembangan dan kualitas 
mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu baik adalah 
pendidikan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, 
muatan pelajaran yang bertaraf internasional, penggunaan bahasa-bahasa 
global (inggris), dan didukung oleh fasilitas dan jaringan (networking) 
memadai. Dengan kata lain pasar ini berpendapat “lembaga pendidikan 
boleh berbentuk apa saja asal bermutu dan berkualitas bahkan bertaraf 
global”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrasah—sebagaimana pembagian segmentasi pasar tersebut—
berada pada segmen pasar emosional. Pelanggan atau pendaftar ke 
KOTAK 
Madrasah berada pada segmen pasar emosional. Pelanggan atau pendaftar 
ke pendidikan madrasah adalah mereka yang mempunyai keterkaitan religius, 
orang tua yang alumni madrasah, pernah menempuh pendidikan pesantren, 
jamaah pengajian atau masjis ta’lim, dan masyarakat umum yang sudah 
melakukan “pertobatan” yang menganggap penting penanaman akhlak, etika 
religious, dan dasar-dasar agama yang memadai. 
BAGIAN DELAPAN: 
PEMASARAN JASA PENDIDIKAN MADRASAH  
 
25 
 
pendidikan madrasah adalah mereka yang mempunyai keterkaitan religius, 
orang tua yang alumni madrasah, pernah menempuh pendidikan 
pesantren, jamaah pengajian atau majlis ta’lim, dan masyarakat umum 
yang sudah melakukan “pertobatan” yang menganggap penting 
penanaman akhlak, etika religious, dan dasar-dasar agama yang memadai. 
Mereka mendasarkan pertimbangan tidak semata-mata pada mutu dan 
kualitas lembaga pendidikan madrasah akan tetapi hal-hal yang bersifat 
emosional tersebut, sebab madrasah sampai saat ini—menurut pandangan 
kebanyakan masyarakat—masih menjadi lembaga pendidikan kelas dua di 
bahwa lembaga-lembaga pendidikan sekolah. Pagsa pasar emosional pada 
madrasah juga dapat ditunjukkan bahwa meskipun terdapat image 
“negatif” peminat pendidikan madrasah tetap stabil atau bahkan naik.  
 
2) Segmentasi Pasar dan Positioning 
Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok 
pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau 
tingkah laku, yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. 
Sedangkan positioning (pemosisian) adalah karakteristik dan pembedaan 
(differensiasi) produk yang nyata yang memudahkan konsumen untuk 
membedakan produk jasa  antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. 
Posisioning berkaitan dengan bagaimana pemasar mebedakan jasanya 
dengan pesaing (memilih pesaing), contoh dalam konteks Pendidikan 
Tinggi adalah karena banyaknya PT menyebabkan siswa lulusan SMA/MA 
kebingungan dalam menentukan pilihan jika mereka tidak dapat 
membedakan satu PT dengan PT lainnya. Oleh karena itulah UGM 
menyebut dirinya sebagai research university, UI dengan The Word Class 
University, UIN Sunan Kalijaga  Integrative University dan lain-lain. 
Sedangkan segmentasi berkaitan dengan bagaimana pemasar memilih 
pasar (konsumen). 
 
 
 
 
 
 
Setiap lembaga jasa—termasuk sekolah/madrasah—sesungguhnya 
mempunyai pertanyaan tentang “pelanggan seperti apakah yang harus 
dicari untuk menjadi target/sasaran dari jasa yang ditawarkan?”. 
Pertanyaan ini tentu harus dijawab sebelum lembaga pendidikan tersebut 
memulai kegiatan pemasarannya yang lain. Salah satu kunci keberhasilan 
KOTAK 
Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang 
dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku, yang 
mungkin membutuhkan produk yang berbeda. 
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lembaga adalah terletak pada proses segmentasi yang merupakan akar 
dari pertanyaan tersebut. Keberhasilan lembaga pendidikan tentu saja 
sangat bergantung pada pelanggannya (siswa), mulai dari siapa 
pelanggannya, bagaimana kerekteristiknya, sampai pada bagaimana daya 
beli pelanggan tersebut. Semua ini ditentukan oleh proses segmentasi 
pasar jasa pendidikan. 
Selanjutnya adalah penentuan target pasar. Dalam pasar yang 
sangat beragam karakternya, perlu ditentukan atribut-atribut apa yang 
menjadi kepentingan utama bagi pengguna pendidikan. Secara umum 
segmentasi pasar dapat dipilah berdasarkan segmentasi demografi dan 
sosioekonomi, segmentasi psikologis, segmentasi geografi, segmentasi 
manfaat, segmentasi penggunaan, dan segmentasi berdasarkan jasa. 
Dengan demikian sekolah akan lebih mudah menentukan strategi 
pemasaran sehubungan dengan karakteristik dan kebutuhan pasar. 
Setelah kita mengetahui karakter pasar, maka kita akan menentukan 
mengenai bagian pasar mana yang akan kita layani. Tentunya secara 
ekonomis, melayani pasar yang besar akan membawa sekolah/madrasah 
masuk ke dalam skala operasi yang baik. 
 
3) Diferensiasi Produk 
Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari 
perhatian pasar. Dari banyaknya sekolah yang ada, orangtua siswa akan 
kesulitan untuk memilih sekolah anaknya dikarenakan atribut-atribut 
kepentingan antar sekolah semakin standar. Sekolah hendaknya dapat 
memberikan tekanan yang berbeda dari sekolah lainnya dalam bentuk-
bentuk kemasan yang menarik seperti logo dan slogan. Fasilitas internet 
mungkin akan menjadi standar, namun jaminan internet yang aman dan 
bersih akan menarik perhatian orangtua. Melakukan pembedaan secara 
mudah dapat pula dilakukan melalui bentuk-bentuk tampilan fisik yang 
tertangkap panca indra yang memberikan kesan baik, seperti pemakaian 
seragam yang menarik, gedung sekolah yang bersih atau stiker sekolah. 
Differensiasi merupakan salah satu dari tiga strategi pemasaran 
sebagai strategi bersaing, yaitu: 
a) Differensiasi, adalah strategi memberikan penawaran yang 
berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh 
kompetitor. Strategi differensiasi mengisyaratkan perusahaan 
mempunyai jasa atau produk yang mempunyai kualitas ataupun 
fungsi yang bisa membedakan dirinya dengan pesaing. Strategi 
differensiasi dilakukan dengan menciptakan persepsi terhadap 
nilai tertentu pada konsumennya. Misalnya: persepsi mengenai 
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keunggulan kerja, inovasi produk, pelayanan yang lebih baik, 
brand image yang lebih unggul, dan lain-lain. 
b) Keunggulan biaya (low cost), adalah strategi mengefisienkan 
seluruh biaya produksi sehingga menghasilkan produk atau jasa 
yang bisa dijual lebih murah dibandingkan pesaing. Strategi 
harga murah ini fokusnya pada harga, jadi biasanya produsen 
tidak terlalu perduli dengan berbagai faktor pendukung dari 
produk ataupun harga yang penting bisa menjual produk atau 
jasa dengan harga murah kepada konsumen. Warung Tegal 
misalnya mengandalkan strategi harga. Mereka tidak perduli 
dengan kenyamanan orang ketika makan, bahkan juga dengan 
kebersihan, yang penting bisa menawarkan menu makanan 
lengkap dengan harga yang sangat bersaing. 
c) Fokus (focus), adalah strategi menggarap satu target market 
khusus. Strategi fokus biasanya dilakukan untuk produk ataupun 
jasa yang memang mempunyai karakteristik khusus. Beberapa 
produk misalnya hanya fokus ditargetkan untuk kaum muslim 
sehingga semua produknya memberikan benefit dan fungsi 
yang disesuaikan dengan aturan Islam. Produk yang fokus pada 
target market kaum muslim biasanya selalu mensyaratkan label 
halal, tanpa riba, dan berbagai aturan lain yang disesuaikan 
dengan ketentuan Islam. 
 
4) Komunikasi pemasaran 
Akhirnya pengelola sekolah hendaknya dapat mengkomunikasikan 
pesan-pesan pemasaran sekolah yang diharapkan pasar. Sekolah sebagai 
lembaga ilmiah akan lebih elegan apabila bentuk-bentuk komunikasi 
disajikan dalam bentuk/format ilmiah, seperti menyelenggarakan 
kompetisi bidang studi, forum ilmiah/seminar dan yang paling efektif 
adalah publikasi prestasi oleh media independen seperti berita dalam 
media massa. Komunikasi yang sengaja dilakukan sekolah dalam bentuk 
promosi atau bahkan iklan sekalipun perlu menjadi pertimbangan. Bentuk 
dan materi pesan agar dapat dikemas secara elegan namun menarik 
perhatian agar sekolah tetap dalam image sekolah sebagai pembentuk 
karakter dan nilai yang baik. 
Publikasi yang sering terlupakan namun memiliki pengaruh yang 
kuat adalah promosi “mouth to mouth” (mulut ke mulut). Alumni yang 
sukses dapat membagi pengalaman (testimony) atau bukti keberhasilan 
sekolah.  
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Komunikasi pemasaran pendidikan dapat mengunakan strategi 
komunikasi pro-aktif (proactive strategies), khusus yang berkenaan dengan 
action strategy yang terdiri dari: 
a) Organizational performances, meyakinkan publik bahwa 
organisasi memiliki kualitas yang terbaik bagi konsumen, yakni 
dengan membuktikan atau mengkomunikasikan bahwa sekolah 
kita adalah yang berkualitas. 
b) Audience participation, menggunakan taktik komunikasi dua arah 
dan melakukan aktivitas dari publik yang berkepentingan untuk 
secara langsung melakukan kontak dengan produk atau jasa 
yang dihasilkan organisasi, diantaranya dengan cara memberikan 
kesempatan kepada audience memberikan feedback atas pesan 
yang sesudah disampaikan dalam rangka melakukan outside in, 
misalnya dengan diadakannya survey untuk mengetahui 
pendapat masyarakat tentang sekolah. 
c) Special events, misalnya dengan mengadakan open house di 
sekolah yang ditujukan kepada masyarakat umum, dan mengikuti 
education expo dan melakukan education gathering seperti 
seminar dan workshop dengan pembicara tokoh pendidikan 
untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya sebuah 
pendidikan. 
d) Aliances and coalitions, misalnya dengan melakukan kerja sama 
dengan sekolah lain. 
e) Sponsorship, untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
tujuan ataupun sasaran program, dalam hal ini kegiatan yang 
dilakukan oleh target market, yakni dengan memberikan sponsor 
pada acara pentas seni sekolah. 
f) Strategic philanthropy, ini dilakukan untuk memperoleh 
keuntungan berupa reputasi yang baik atau biasa disebut dengan 
corporate social responsibility (CRS), yakni dengan memberikan 
beasiswa berupa beasiswa penuh dan beasiswa berupa potongan 
50% biaya sekolah untuk anak-anak berprestasi di sekolah dan 
yang tidak mampu. 
 
5) Pelayanan sekolah 
pelayanan Sekolah terlihat sebagai apa yang diharapkan konsumen. 
Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi 
kualitas maupun atribut jasa pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian 
terhadap organisasi jasa, termasuk sekolah, didapati beberapa ciri-ciri 
organisasi jasa yang baik yaitu memiliki (Kotler, 2000): 
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1) Konsep strategis yang memiliki fokus kepada konsumen. 
2) Komitmen kualitas dari manajemen puncak. 
3) Penetapan standar yang tinggi. 
4) Sistem untuk memonitor kinerja jasa. 
5) Sistem untuk memuaskan keluhan pelanggan. 
6) Memuaskan karyawan sama dengan pelanggan 
 
Terdapat lima langkah dalam rangka mencapai ciri-ciri tersebut di 
atas, (Parasuraman, 1985) yaitu: keandalan, responsif, keyakinan, empati 
dan wujud.  
Keandalan merupakan kemamampuan untuk melaksanakan jasa 
yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Dalam setiap realisasi 
pelayanan sekolah hendaknya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. 
Dan selanjutnya bagaimana dengan kondisi pelayanan yang ada dapat 
membantu keberhasilan proses belajar mengajar.  
Responsif merupakan kemampuan untuk membantu pelanggan dan 
memberikan jasa dengan cepat. Kecepatan waktu juga harus diikuti oleh 
ketepatan waktu sehingga kualitas pelayanan tidak dikorbankan. 
Penanggung jawab kegiatan, guru dan juga guru piket merupakan ujung 
tombak dalam merespon orangtua siswa. Mereka hendaknya dapat 
menjawab setiap pertanyaan dan paling tidak dapat menjadi ‘pendengar 
yang baik’ ketika keluhan muncul. 
Keyakinan merupakan pengetahuan dan kompetensi guru dan 
kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 
Keyakinan pasar yang timbul merupakan suatu reputasi sekolah yang 
dibangun dalam kurun waktu tertentu dan yang utama merupakan 
cerminan dari kulitas guru. Untuk itu diperlukan strategi pendekatan 
pemasaran internal yaitu bagaimana pemilik sekolah dapat memberikan 
peningkatan kemampuan/kompetensi guru serta memotivasi guru agar 
dapat semakin yakin akan organisasinya. 
Empati merupakan syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi 
bagi pelanggan. Pada prinsipnya setiap manusia senang apabila 
diperhatikan orang lain. Hal ini dapat menjadi dasar perlakuan sekolah 
untuk memperhatikan setiap perkembangan siswanya. Pengelolaan 
administrasi, termasuk basis data yang baik dapat memudahkan 
pendekatan ini. 
Berwujud merupakan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil 
dan media komunikasi. Umumnya jasa pendidikan akan semakin terlihat 
baik ketika fasilitas fisik tersedia secara lengkap dan baik. Untuk 
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menambahkan kewujudan dari jasa pelayanan dapat dilakukan dengan 
mewujudkan yang tidak berwujud. (Octavian, 2005) 
 
Membuat Citra (Image) Baik Terhadap Madrasah 
Konsumen dalam membeli sesuatu sebenarnya bukan hanya 
sekedar membutuhkan barang tersebut, tetapi ada hal lain yang 
diharapkan dibalik barang tersebut. Sesuatu tersebut sesuai dengan citra 
yang tebentuk dalam dirinya. Oleh sebab itu penting sekali sebuah 
lembaga pendidikan madrasah memberikan informasi kepada publik agar 
dapat membentuk citra yang baik.  
Citra (image) adalah impresi perasaan atau konsepsi yang ada pada 
publik mengenai perusahaan, mengenai suatu obyek, orang atau 
mengenai lembaga. Citra tidak apat dicetak seperti mencetak barang, akan 
tetapi citra adalah kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan, 
pemahaman seseorang tentang sesuatu (Alma, 2003: 92). Kotler (1982: 57) 
mendefinisikan image sebagai “..is the sum of beliefs, ideas, and impressions 
that aperson has an object”. 
Citra terbentuk dari bagaimana lembaga melaksanakan kegiatan 
operasionalnya yang mempunyai landasan utama pada segi layanan. Citra 
(image) juga terbentuk bedasarkan impresi, berdasarkan pengalaman yang 
dialami seseorang terhadap sesuatu, sehingga membangun suatu sikap 
mental. Sikap mental inilah yang nantinya dipakai sebagai pertimbangan 
untuk mengambil keputusan. Karena image dianggap mewakili totalitas 
pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Lembaga pendidikan dan 
lembaga non-profit lainnya, mencari dana yang diperlukan untuk 
membiayai organisasi. Dana ini diperoleh dari orang-orang yang 
berhubungan dengan organisasi. Oleh sebab itu, agar dana lebih mudah 
mengalir, maka perlu dibentuk image yang baik terhadap organisasi. 
Banyak cara dapat dilakukan untuk menarik perhatian publik dalam 
rangka pembentukan image trehadap lembaga pendidikan 
(sekolah/madrasah), baik melalui daya tarik fisik bangunan maupu melalui 
daya tarik yang yang bersifat akademik, religious dan sebagainya, 
diantarannya (Alma, 2003: 93-94): 
- Membenahi gedung sekolah/madrasah yang menghadap ke jalan 
secara artistic dan dengan desain yang baik, sehingga menarik 
perhatian masyarakat. 
- Memasang lampu kuning kedip-kedip (perhatian hati-hati/pelan-
pelan) bagi pengemudi.  
- Kerjasaman dengan media 
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- Kepala sekolah/madrasah gencar mengadakan pidato-pidato, 
menghadiri pertemuan-pertemuan, dan menginformasikan 
lembaganya dengan baik 
- Memberikan kosultasi dan nasehat-nasehat yang diperlukan 
sebagai layanan masyarakat 
- Mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan misalnya 
PHBI; isro’ mi’roj, maulud nabi, tahun baru Islam dll 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan demikian maka lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) 
harus berusaha menciptakan image (citra) positif di hati masyarakat, 
sehingga masyarakat dapat membuat keputusan untuk mendaftarkan 
putra-putri mereka masuk ke lembaga pendidikan tersebut. Pembentukan 
image ini tidak dapat terbentuk secara cepat dan singkat, sebab publik 
sifatnya sensitif dan kritis. Image negatif biasanya cepat terbentuk namun 
image positif memerlukan waktu yang lama. Oleh karenannya lembaga 
pendidikan secara terus menerus harus membangun, membentuk dan 
mempertahan image yang positif.  
 
 
 
KOTAK 
Lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) harus berusaha menciptakan image 
(citra) positif di hati masyarakat, sehingga masyarakat dapat membuat 
keputusan untuk mendaftarkan putra-putri mereka masuk ke lembaga 
pendidikan tersebut. 
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BAGIAN SEMBILAN:  
IMPLEMENTASI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
 
MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT  
(Community Based Education Management)  
 
Pendahuluan 
UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga 
negara berhak mendapatkan pengajaran” sedangkan pada ayat 2 
menyebutkan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu 
sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai 
derifikasi dari UUD tersebut, maka sistem pendidikan nasional nomor 20 
tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, 
ayat 5 “setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan 
pendidikan sepanjang hayat”. Lebih lanjut pada pasal 11 menyebutkan 
bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan 
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga negera tanpa diskriminasi”. 
Landasan yurudis tersebut kadang jauh dari kenyataan. Kondisi 
pendidikan kita mengalami keterpurukan. Menurut data World Bank dalam 
laporan yang berjudul Educational Indonesia: From Crisis to Recovery (Jalal 
& Supriadi, 2001: 153) keterpurukan tersebut disebabkan oleh empat hal 
yaitu, pertama kompleksitas pengorganisasian pendidikan, dimana 
terdapat tiga lembaga yang sama-sama mempunyai peranan sentral dalam 
pendidikan, yaitu Depdiknas, Depdagri dan Depag. Kompleksitas ini 
berakibat fatal karena membuat rancunya pembagian tanggung jawab dan 
peranan manajerial, keterlambatan dan terpilah-pilahnya sistem 
perencanaan dan pembiayaan, serta perebutan kewenangan atas guru 
antara lembaga tersebut. 
Kedua, praktek manajemen yang sentralistik, sehingga persoalan-
persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. 
Ketiga, penganggaran dan pengelolaan pendidikan yang kaku, dan 
Keempat, manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif. 
Untuk mengatasi kelemahan tersebut, World Bank mengusulkan 
lima hal yaitu, pertama pemberdayaan lokal melalui desentralisasi 
pendidikan. Kedua, menetapkan kembali tanggung jawab atas 
perencanaan jangka panjang. Ketiga, pembangunan kemampuan 
kelembagaan. Keempat, memberikan otonomi yang lebih besar dengan 
 2 
 
manajemen sekolah yang bertanggungjawab. Kelima, sistem pendanaan 
yang menjamin pemerataan dan efisiensi.  
Hal lain dalam rangka reparadigmatisasi pendidikan adalah 
pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat yang selama ini terabaikan. 
Disadari atau tidak masyarakat mempunyai peran sentral dan setrategis 
dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sehingga 
pengelolaan pendidikan yang semula berbasis pemerintah (state-based 
education) harus berubah menjadi berbasis masyarakat atau yang dikenal 
dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat (community-based education). 
 
Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Community-Based Education (Pendidikan Berbasis Masyarakat)—
selanjutnya disebut CBE—atau menurut Compton and H McClusky (1980: 
229) disebut dengan istilah “community education for development” 
merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap 
orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
pembelajaran seumur hidup. Kemunculan CBE didorong oleh arus 
globalisasi yang menuntut modernisasi dan demokratisasi dalam semua 
hal, termasuk di dalamnya pendidikan. Dalam situasi semacam ini 
pendidikan sudah seharusnya dikelola secara desentralisasi dengan 
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. 
(Mastuhu 2003: 86) 
Secara konseptual, sebagaimana yang ditulis oleh Winarno 
Surakhmad dan dikutip oleh Zubaidi (2005:131) CBE adalah model 
penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari 
masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari 
masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan 
masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan 
sebagai subyek atau pelaku pendidikan, bukan obyek pendidikan. Pada 
konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam 
setiap program pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya 
masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk 
menjawab kebutuhan mereka. Dengan kata lain, masyarakat harus 
diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, 
merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang 
diperlukan secara spisifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri. 
Menurut Michael W. Galbraith (1995: 3), Community-Based 
Education could be defined as an education process by which 
individuals (in this case adult) become more competent in their skill, 
attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control 
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over lokal aspects of their communities through democratic 
participation.  
 
(pendidikan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai proses 
pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih 
berkompeten menangani ketrampilan, sikap, dan konsep mereka dalam 
hidup di dalam dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya 
melalui partisipasi demokrasi) 
CBE berpegag pada prinsip bahwa pada dasarnya setiap manusia 
atau masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi 
masalahnya sendiri berdasarkan sumber daya yang dimilikinya sarta 
mampu memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang 
mereka hadapi.(E. Hamilton & P. Cunningham: 1989: 435) 
Pengertian lebih luas tentang CBE adalah: 
… as a process designed to enrich the lives of individuals and groups 
by engaging with people living within a geographical area, or sharing 
a common interest, to develop voluntarily a renge of learning, action, 
and reflection opportunities, determined by their personal, sosial, 
economic and political need. 
(http://www.infed.org/community/b.comed.htm)  
 
(pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang 
didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan 
mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi 
mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan suka rela 
tempat pembelajaran, tindakan dan kesempatan refleksi yang ditentukan 
oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik). 
Dengan demikian dapat difahami bahwa sebuah pendidikan dapat 
disebut berbasis masyarakat jika tanggungjawab perencanaan hingga 
pelaksanaannya berada di tangan masyarakat (community). Dan sebaliknya 
jika semuanya ditentukan oleh pemerintah, maka disebut pendidikan 
berbasis pemerintah (state-based education), jika semuanya ditentukan 
oleh sekolah, maka disebut pendidikan berbasis sekolah (school-based 
education). 
Atas dasar itu, secara prinsip CBE adalah pendidikan yang 
dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat 
yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang 
ada dengan berorintasi pada masa depan serta memanfaatkan kemajuan 
teknologi (Fasli Jalal & Dedi Supriadi: 2001: 186) 
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Menurut Umberto Sihombing dalam buku Reformasi Pendidikan 
dalam Kontek Otonomi Daerah (2001: 185-186) menyebutkan bahwa 
terdapat lima aspek dalam pelaksanaan CBE yaitu: 
Pertama, teknologi yang dipelajari hendaknya sesuai dengan 
kondisi dan situasi nyata yang ada di dalam masyarakat. Teknologi 
canggih yang diperkenalkan dan adakalanya dipaksakan sering berubah 
menjadi pengarbitan masyarakat yang akibatnya tidak digunakan sebab 
kehadiran teknologi itu bukan karena kebutuhan, melainkan karena 
dipaksakan. Hal inilah yang membuat masyarakat rapuh 
Kedua adalah kelembagaan, artinya harus ada wadah yang 
statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dikembangkan oleh 
masyarakat. Di sini digugah dan ditumbuhkan partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan lembaga. 
Ketiga adalah sosial, artinya program belajar harus bernilai sosial 
atau bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh 
karena itu, program harus digali berdasarkan potensi lingkungan yang 
dimiliki. 
Keempat adalah kepemilikan program, artinya kelembagaan harus 
menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. 
Kelima adalah organisasi, artinya pengelola pendidikan tidak 
menangani sendiri programnya, melainkan bermitra dengan organisasi 
kemasyarakatan lain. 
Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam CBE menurut 
Watson sebagaimana yang dikutip Umberto Sihombing (2001: 187) adalah: 
Pertama mementingkan warga belajar. Disini mempunyai beberapa 
penekanan seperti pentingnya mendengar suara warga belajar, 
menggunakan apa yag dikatakan warga belajar sebagai dasar untuk 
mengembangkan program belajar, percaya bahwa setiap orang 
mempunyai kemampuan belajar karena setiap warga belajar memiliki 
kekuatan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman, serta ada 
kesetaraan di antara warga dan pembina program. Kemudian, mendorong 
warga belajar untuk ikut aktif terlibat dalam kegiatan belajar masyaraat, 
karena sebenarnya mereka mengetahui apa yang mereka butuhkan. 
Kedua, program harus dimulai dari perspektif kritis, ada tiga 
prespektif dalam melihat masyarakat, yaitu konservatif, liberal dan kritis 
(Mansour Fakih, 2001: 18-23). CBE menggunakan pendekatan kritis yang 
menekankan pentingnya perbaikan kemampuan dasar masyarakat, 
meningkatkan kemampuan yang sudah ada, dan partisipasi dalam setiap 
kegiatan. Ini berbeda dengan pendekatan konservatif dan liberal yang 
menekankan pada kepasrahan dan memacu prestasi diri. 
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Ketiga, pembangunan masyarakat yang menekankan bahwa 
program belajar harus berlokasi dan menyatu dengan masyarakat, 
mejawab kebutuhan belajar masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan 
program tersebut dirancang, diputuskan, serta diatur oleh masyarakat 
sehingga mereka membentuk kesatuan yang lebih besar. 
Penjelasan lebih luas dijelaskan oleh Michael W. Galbraith (1995: 5) 
bahwa CBE memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Self determination (menentukan sendiri) bahwa semua anggota 
masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk terlibat 
dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi 
sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk 
merumuskan kebutuhan tersebut 
2. Self help (menolong diri sendiri) bahwa anggota masyarakat 
dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk 
menolong diri mereka sendiri telah didorong dan 
dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan 
membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena 
mereka beranggapan bahwa tanggungjawab adalah untuk 
kesejahteraan mereka sendiri 
3. Leadership development (pengembangan kepemimpinan) bahwa 
para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai ketrampilan 
untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses 
kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri 
secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan 
masyarakat 
4. Localization (lokalisasi) bahwa potensi terbesar untuk tingkat 
partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi 
kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan 
terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup 
5. Integrated delivery of service (keterpaduan pemberian layanan) 
bahwa adanya hubungan antar generasi di antara masyarakat 
dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam 
memenuhi tujuan dalan pelayanan publik yang lebih baik. 
6. Reduce duplication of service (mengurangi duplikasi pelayanan) 
bahwa masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh 
sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia 
dalam lokalitas mereka dan mengoordinir usaha mereka tanpa 
duplikasi pelayanan. 
7. Accept diversity (menerima perbedaan), adalah menghindari 
pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas 
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sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang 
menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. 
Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mengkin 
dituntut dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan 
program 
8. Institutional responsiveness (tanggungjawab kelembagaan), 
bahwa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang 
berubah secara terus menerus adalah sebuah kewajiban dari 
lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani 
masyarakat. 
9. Life long learning (pembelajaran seumur hidup), kesempatan 
pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota 
masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar 
belakang masyarakat. 
Undang-Undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 
menyebutkan bahwa, model pendidikan berbasis masyarakat termasuk 
pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana diatur pada pasal 26 
sebagai berikut:  
1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat 
yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 
pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal 
dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 
2. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi 
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan 
sikap dan kepribadian profesional. 
3. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan  hidup, 
pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 
pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik. 
4. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, 
lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 
masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang 
sejenis 
5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat   yang 
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan 
hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan 
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profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
6. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 
program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian 
penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional 
pendidikan. 
 
Aturan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat (CBE) diatur 
pada pasal 55. Pada pasal ini disebutkan sebagai berikut:  
1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis 
masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai 
dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya 
untuk kepentingan masyarakat. 
2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat 
mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi 
pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai 
dengan standar nasional pendidikan. 
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat 
dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat 
memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya 
lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah. 
 
Untuk mengetahui, apakah sebuah pendidikan berbasis 
masayarakat atau pemerintah dapat dilakukan dengan memetakan 
atau memplot derajat pengendalian masyarakat terhadap program 
pendidikan, sebagaimana dapat dilihat dari gambar berikut. (Fasli Jalal 
dan Dedi Supriadi, 2001: 178-179) 
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Gambar  
Tingkat Pengendalian Masyarakat Terhadap Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Keterangan: 
 Dukungan (support)—orang tua dan anggota masyarakat lainnya 
memberikan sumbangan dana atau tenaga 
 Keterlibatan (involvement)—orang tua dan anggota masyarakat 
lainya terlibat atau memberikan bantuan dalam pengambilan 
keputusan, seperti jadwal sekolah atau kegiatan ekstrakulikuler 
 Kemitraan (partnership)—orang tua dan anggota masyarakat lainnya 
menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pengelola 
sekolah dalam menentukan hal-hal yang berkenaan dengan, 
misalnya tujuan program, alokasi dana dan ketenagaan. 
 Kepemilikan penuh (full ownership)—para anggota masyarakat 
mengendalikan semua keputusan tentang program. 
 
Contoh program yang hanya mengandalkan “dukungan” 
masyarakat adalah SD di bawah binaan PEQIP (Primary Education Quality 
Improvement Project): sedangkan contoh kepemilikan masyarakat secara 
penuh adalah pesantren. 
Dengan demikian, menurut Dean Nielsen (Fasli Jalal dan Dedi 
Supriadi, 2001: 175-176), pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks 
sistem pendidikan nasional mencakup beberapa pengertian yang 
beragam, yaitu: 
1. Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput 
(grass root organization) seperti LSM dan Pesantren 
2. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan 
Pemerintah 
Masyarakat 
1. Dukungan 
2. Keterlibatan 
3. Kemitraan 
4. Kepemilikan 
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3. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik 
swasta 
4. Pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah 
5. Pusat kegiatan masyarakat 
6. Pengambilan keputusan yang berbasis masyarakat  
 
Model Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Pesantren sebagai model Pendidikan Berbasis Masyarakat 
1. Sejarah Pesantren 
Dilihat dari bentuk dan sistem yang ada, pesantren disinyalir 
merupaka model pendidikan yang diadopsi dari India. Sebelum proses 
penyebaran Islam di Indonesia, sistem dan model tersebut telah 
dipergunakan di India, baru kemudian pada zaman Hindu Budha di Jawa, 
model atau sistem tersebut digunakan secara umum untuk pendidikan dan 
pengajaran di kerajaan-kerajaan di Jawa. Setelah Islam masuk dan 
menyebar di Indonesia (Jawa), sistem tersebut kemudan diambil oleh Islam 
dan dalam perkembangannya dikenal dengan system pesantren. 
Secara terminologis, istilah pesantren, sebagaimana mengaji 
bukanlah berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa India. Hal 
yang sama juga istilah pondok, langgar, dan surau bukanlah berasal dari 
Arab, melainkan dari India. (Steenbrink, 1994: 21-22) 
Pendapat lain mengatakan bahwa, perkataan pesantren berasal dari 
akar kata santri dengan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti tempan 
tinggal para santri. A.H. Johns dan CC Berg sebagaimana dikutip oleh 
Zamakhsari Dhofier (1982:  & 18) berpendapat bahwa istilah santri berasal 
dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji dan atau berasal dari kata 
Shastri yang dalam bahasa India adalah yang tahu buku-buku suci agama 
Hindu. Kata Shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, 
buku-buku agama atau pengetahuan. 
Pada masa awal Islam di Indonesia, pesantren merupakan lembaga 
pendidikan dan pengajaran Islam yang di dalamnya terjadi interaksi antara 
kyai atau ustadz sebagai guru dan para santri sebagai murid. Pelaksanaan 
pengajarannya bertempat di Masjid atau di halaman-halaman pondok 
(asrama). Sedangkan materi pengajarannya adalah buku-buku teks 
keagamaan karya para ulama masa lalu—abad pertengahan Islam. Karya-
karya ulama klasik ini lebih dikenal dengan kitab kuning. Alasan penamaan 
ini sangat sedehana, karena kitab-kitab tersebut pada masa lalu dicetak 
dengan menggunakan kertas berwarna kuning. Penyebutan itu hingga 
sekarang masih tetap lestari, meskipun kitab-kitab karya ulama klasik 
tersebut sudah dicetak dengan menggunakan kertas putih. 
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Dari gambaran kehidupan pesantren ini, maka unsur-unsur 
terpenting dalam pesantren adalah, kyai, santri (murid), masjid, podok 
(tempat tinggal), dan buku-buku atau kitab-kitab teks. (Depag RI. 2003: 3) 
Kebaradaan pesantren yang survive dan berkembang sejak jauh 
sebelum kemerdekaan, menjadikan inspirasi untuk memasukkan pesantren 
sebagai bagian dari system pendidikan nasional. Kemampuan untuk tetap 
survive lebih disebabkan bahwa ada tradisi lama yang hidup di tengah-
tengah masyarakat Islam dalam segi-segi tertentu masih relevan. Di 
samping itu, bertahannya pesantren karena ia tidak hanya identik dengan 
makna keislaman, tetapi karakter eksistensinya mengandung keaslian 
(indigenous). Sebagai indigenous, pesantren muncul dan berkembang dari 
pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.  
Model pendidikan pesantren merupakan salah satu bentuk 
pendidikan yang berbasiskan masyarakat, sebab maju berkembang dan 
atau mundur serta kepemilikannya diserahkan sepenuhnya kepada 
masyarakat, namun seiring dengan tuntutan, pesantren kini telah 
melakukan banyak perubahan dan pembaharuan. Selain pesantren 
mengajarkan pendidikan agama—yang menjadi “fitrahnya”—beberapa 
pesantren juga telah mengembangkan komponen-komponen pendidikan 
lainnya baik dalam bentuk pendidikan formal maupun nonformal, seperti 
ketrampilan, kesenian, bahasa asing, pendidikan jasmani dan lain-lain. 
Pesantren, dalam perkembangannya jika dilihat dari sarana fisik 
yang dimilikinya dapat di kelompokkan menjadi lima macam tipe yaitu: 
(Depag RI. 2003: 18-19) 
Tipe pertama, pesantren yang hanya terdiri  masjid dan rumah kyai. 
Pesantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali untuk kegiatan 
pengajian, kyai menjadikan masjid atu rumahnya sendiri sebagai tempat 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kepada para santri. Para santri 
sendiri tidak menetap melainkan tinggal di rumah masing-masing, 
sehingga ada yang menyebut bahwa tidak dapat dikategorikan sebagai 
pesantren tetapi sebagai kegiatan pengajaran biasa. 
Tipe kedua, pada tipe ini selain adanya masjid dan rumah kyai, di 
dalamnya telah tersedia pula bangunan berupa pondokan atau asrama 
bagi para santri yang datang dari tempat jauh. 
Tipe ketiga, tipe ini telah memiliki masjid, rumah kyai, serta pondok. 
Di dalamnya diselenggarakan pengajian dengan metode sorogan, 
bandongan dan sejenisnya. Selain itu pada pesantren tipe ini telah tersedia 
sarana lain berupa madrasah atau sekolah yang berfungsi sebagai tempat 
untuk belajar para santri, baik untuk ilmu-ilmu agama maupun umum. 
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Tipe keempat, pesantren tipe ini selain telah memiliki masjid, rumah 
kyai serta pondok juga telah dimiliki pula tempat untuk pendidikan 
ketrampilan, seperti lahan untuk peternakan dan pertanian, tempat untuk 
membuat kerajinan, koperasi, laboratorium dan lain sebagainya. 
Tipe kelima, pada tipe ini pesantren telah berkembang sehingga 
disebut pula sebagai pesantren modern. Selain adanya masjid, rumah kyai 
dan ustadz, pondok, madrasah, terdapat pula bangunan-bangunan fisi lain 
seperti: perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor, took, rang 
penginapan untuk tamu, tempat olahraga aula dan seterusnya. 
Menurut Zamakhsari Dhofir (1982: 41) bentuk dan model pondok 
pesantren dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, pndok psantren 
salafi, yaitu pondok pesantren yang inti pendidikannya tetap 
mempertahankan pengajaran klasik. System madrasah diterapkan untuk 
memudahkan system sorogan yang merupakan bentuk pangajia model 
lama dengan tidak memperkenalkan pengajaran umum. 
Kedua, pondok pesantren khalafi, ialah pondok pesantren yang 
dalam pengajarannya telah memasukkan mata pelajaran umum dalam 
madrasah yang dikembangkannya atau sekolah umum di lingkungan 
pondok pesantren, seperti Pondok Pesantren Gontor tidak mengajarkan 
lagi kitab-kitab klesik. 
Akhirnya, terlepas dari pengelompokkan tipe-tipe tersebut, sebuah 
institusi dapat disebut sebagai pondok pesantren apabila memiliki 
sekurang-kurangnya tiga unsur pokok, yaitu: pertama, kyai yang 
memberikan pengajian, kedua, para santri yang belajar dan tingga di 
pondok, dan ketiga, masjid sebagai tempat ibadah dan tempat mengaji. 
 
2. Basis Kultural Pesantren 
Pesantren, dalam sejarah pendidikan nasional merupakan model 
pendidikan tertua. Karena kemandiriannya pendidikan pesantren mampu 
bertahan hingga saat ini, meskipun harus berkompromi dengan gurita 
modernisasi. Kuatnya arus global memicu pesantren untuk selalu berbenah 
dan melakukan refleksi terus menenerus guna berperan aktif dan 
menjawab persoalan-persoalan pendidikan di masyarakat. 
Pesantren sesungguhnya terbangun dari konstruksi kemasyarakatan 
dan epistemologi sosial yang menciptakan suatu trasendensi atas 
perjalanan historis sosial. Sebagai centre of knowledge dalam pendakian 
sosial, pesanteren mengalami metamorfosa yang berakar pada konstruksi 
epistemologi dari variasi pemahaman di kalangan umat Islam. Hal yang 
menjadi titik penting adalah kenyataan eksistensi pesanten sebagai 
eksistensi pesantren sebagai salah satu pemicu terwujudnya kohesi sosial. 
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Keniscayaan ini karena pesantren hadir terbuka dengan semangat 
kesederhanaan, kekeluargaan, dan kepedulian sosial. Konsepsi perilaku 
(sosial behavior) yang ditampilkan pesantren ini mempunyai daya rekat 
sosial yang tinggi dan sulit ditemukan pada institusi pendidikan lainnya. 
(Maryono, 2003: 35) 
Kemampuan pesantren dalam mengembangkan diri dan 
masyarakatnya, dikarenakan mempunyai kekhasan yang menjadi potensi 
dan tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Potensi tersebut adalah, pertama 
pesantren dalam melakukan aktivitas pembelajarannya full time selama 24 
jam, sehingga aktivitasnya tuntas dan terpadu. Kedua, pondok pesantren 
secara umum mengakar pada masyarakat. Antra pesanren dan masyarakat 
adalah satu kesatuan sehingga keterikatannya adalah hal yang penting. 
Ketiga, pondok pesantren dipercaya masyarakat. Kecenderungan 
masyarakat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren memang 
didasari oleh kepecayaan mereka oleh pembinaan yang dilakukan oleh 
pondok pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama. 
Terdapat tiga karaktereristik sebagai basis utama kltur pesantren 
yaitu: 
1. Pesantren sebagai lembaga tradisionalisme. Tradisionalisme 
dalam konteks pesantren harus difahami sebagai paya 
mencontoh tauladan yang dilakukan para ulama salaf yang masih 
murni dalam menjalankan ajaran islam agar terhindar dari bid’ah, 
khurafat, tahayyul dan klenik. Hal ini kemudian dikenal dengan 
gerakan salaf, yaitu gerakan yang menyerukan kembali kepada al 
Qur’an dan Hadits. Karena kemunduran dan ketidak berdayaan 
Islam disebabkan umat islam telah jauh meninggalkan sumber 
aslinya dan karena taklid buta. (Steenbrink, 1986: 29) 
2. Pesantren sebagai pertahanan budaya (culture resistance). 
Mempertahankan budaya masa lalu yang baik dan mengmbil 
budaya baru yang baik dan selalu bersandar kepada al Qur’an 
dan sunnah adalah prinsip yang dipegang oleh pesantren. Sikap 
ini merupakan konsekwensi dari modeling. Ide culture resistance 
juga mewarnai dunia pesantren. Subjek yang diajarkan di 
lembaga ini melalui hidayah dan sabab (berkah) kyai sebagai 
guru utama atau Irsyadul ustadzul adalah kitab klesik atau kitab 
kuning, diolah dan d transmisikan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya, yang sekalligus menunjukkan keampuhan 
kepemimpinan kyai. Isi kitab kuning menawarkan keseimbangan 
tradisi yang benar. (Zubaidi, 2005: 148) 
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3. Pesantren sebagai pendidikan keagamaan. Pendidikan pesantren 
didasari, digerakkan dan diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan 
yang bersumber pada ajaran Islam. Ajaran Islam ini berkelindan 
dengan struktur sosial atau realitas sosial yang digumuli dalam 
hidup sehari-hari. Dengan demikian, maka pendidikan pesantren 
didasarkan atas dialog-dialog yang terus menerus antara 
kepercayaan terhadap ajaran dasar agama yang diyakini memiliki 
nilai kebenaran mutlak dan realitas sosial yang memiliki nilai 
kebenaran relative. (Mastuhu, 1994: 26) 
 
Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pesantren 
Dari pola manajemen dan pelaksanaannya, pesantren bisa 
dikatakan sebagai salah satu model pendidikan berbasis masyarakat di 
Indonesia. Pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan 
utamanya adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan 
mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pesantren dengan cara 
hidupnya yang bersifat kolektif merupakan perwajahan atau cerminan dari 
semangat dan tradisi lembaga gotong royong yang umum terdapat di 
pesantren (Dawam Raharjo, 1988: 9). Nilai-nilai keagamaan seperti 
ukhuwah (persaudaraan), jihad (berjuang), taat, sederhana, mandiri, ikhlas 
dan berbagai nilai eksplisit dari ajaran Islam yang mentradisi di pesantren 
ikut mendukung kelestariannya. 
Pesantren kemudian mampu mempertegas eksistensinya sebagai 
pusat belajar masyarakat atau community-base centre. Pada konteks ini, 
menurut Zubaidi (2005:141) pesantren memiliki otonomi dengan 
menggunakan model manajemen sendiri (self management) yang 
belakangan dikenal dengan istilah manajemen pendidikan berbasis 
masyarakat (Community-Based Education/CBE).  
Menurut catatan Zamacksyari Dhofier, (1982:60) ketika lembaga-
lembaga sosial yang lain belum berjalan secara fungsional maka pesantren 
telah menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam belajar agama, bela diri, 
mengobati orang sakit, konsultasi pertanian, mencari jodoh sampai pada 
menyusun perlawanan terhadap penjajah. Dengan kata lain pesantren 
manjadi lembaga pendidikan yang unik, tidak saja karena keberadaannya 
yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode dan jaringan 
yang diterapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Pesantren juga 
memiliki jaringan sosial yang kuat dengan masyarakat dan dengan sesama 
pesantren, karena sebagian besar pengasuh pesantren tidak saja terikat 
pada kesamaan pola pikir, paham keagamaan, namun juga memiliki 
hubungan kekerabatan yang cukup erat. 
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Secara umum, pesantren adalah sebuah asrama pendidikan 
tradisional di mana para siswa (santri) tinggal bersama dan belajar ilmu-
ilmu keagamaan di bawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal 
dengan sebutan kiyai. Sedangkan unsur-unsur pokok yang membentuk 
pesantren adalah kiyai, masjid, asrama dan kitab kuning. (Zamachsyari 
Dhofier, 1982: 44) 
Pada perkembangannya, pesantren dapat dikelompokkan menjadi 
tiga model. Pertama, model pesantren tradisional yang masih 
mempertahankan sistem salafiyahnya, dan menolak intervensi kurikulum 
dari luar. Kedua, model pesantren yang sudah lebur dengan modernisasi, 
yaitu pesantren yang mempunyai dua kurikulum, yaitu kurikulum salafi dan 
kurikulum umum, hal ini karena mengakomodir kepentingan Departemen 
Agama atau Departemen Pendidikan Nasional. Ketiga, model pesantren 
yang mengikuti proses perubahan modernitas, tanpa menghilangkan 
sistem kurikulum lama yang salafi. Terdapat pendidikan umum, tetapi tidak 
sepenuhnya sama dengan kurikulum yang ditentuan Departemen Agama. 
Sebab menurutnya kurikulum Departemen Agama dianggap sebagai biang 
keladi runtuhnya “dinasti pendidikan” pesantren. (Aziz Masyhuri: 2002) 
Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berbasiskan masyarakat, 
pesantren sampai saat ini tetap survive meski harus menyesuaikan diri 
seiring dengan dinamika zaman. 
 
Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam pelaksanaannya dapat 
diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan belajar masyarakat. Bentuk 
kegiatan belajar yang telah dan terus diusahakan adalah melalui 
pelebagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan 
tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam 
rangka usaha untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, hobi 
dan bakat warga masyarakat. PKBM bertitik tolak dari kebermaknaan dan 
kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan 
memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang 
dimilikinya. 
Selain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan 
Berbasis Masyarakat juga dapat berbentuk kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan masyarakat dalam rangka menjawab persoalan dan 
kebutuhan yang dihadapinya. Sekolah-sekolah alternatif yang banyak 
dikelola oleh masyarakat seperti SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah di 
Salatiga, SMP Terbua Otek Makmur di Boyolali, SLTP Alternatif Candi Laras 
di lereng gunung Merbabu, Sekolah Khusus Anak Petani di Gunung Kidul 
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dan masih banyak lagi, merupakan salah satu bentuk yang pelaksanaannya 
berbasis masyarakat. 
 
 
Peran Pemerintah dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Demokratisasi pendidikan merupakan landasan dan spirit 
pelaksanaan CBE, hal ini dilaksanakan melalui perluasan pelayanan 
pendidikan untuk kepentingan rakyat. Selain itu CBE merupakan upaya 
penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat, sehingga 
peranan pemerintah untuk mensukseskan CBE ini menjadi sangat penting. 
Menurut Umberto Sihombing (2001: 190) terdapat lima peran pemerintah 
dalam pelaksanaan CBE, yaitu:  
1. Peran sebagai pelayan masyarakat 
Dalam pengembangan CBE (Pendidikan Berbasis Masyarakat) 
prinsip yang diterapkan adalah “memberikan pelayanan terbaik” 
bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama 
dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam 
menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara 
optimal. 
2. Peran sebagai fasilitator 
Pemerintah menjadi fasilitator yang ramah, menyatu dengan 
masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu 
menangkap aspirasi masyarakat, mempu membuka jalan, mampu 
membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, 
mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu 
menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa 
masyarakat merasa terbebani. 
3. Peran sebagai pendamping 
Pemerintah melepaskan peranannya dari penentu segalanya 
dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping 
masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi 
berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. 
4. Peran sebagai mitra 
Pemerintah harus dapat memerankan fungsinya sebagai mitra 
bagi masyarakat. Sebagai mitra, hubungan dalam pengambilan 
keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang 
sama. 
5. Peran sebagai penyandang dana 
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Semua warga negara berhak medapatkan pendidikan yang layak, 
sehingga wajib bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan 
mendanai kegiatan belajar masyarakat. 
 
 
 
Peran Masyarakat dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Masyarakat memegang peranan sentral dan setrategis dalam 
penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat atau CBE. Peran 
masyarakat dalam penyelenggaraan CBE dapat dikelompokkan sebagai 
berikut adalah: 
1. Tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama, tokoh adat, 
dan pendidik) berperan sebagai pemrakarsa, mediator, 
motovator, tutor, pengelola, dan bahkan bahkan sebagai 
penyandang dana serta penyedia fasilitas pendidikan. 
2. Organisasi kemasyarakatan berperan sebagai pemrakarsa, 
perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi, 
penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, 
penyedia dana, pembina kegiatan dan pemecah masalah. 
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai 
pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat, pemberi 
motivasi, pendamping masyarakat, fasilitator, 
pengembang, penyedia dana, penyedia teknologi, 
penyedia informasi pasar, dan penyedia tenaga ahli, dan 
pengelola program. 
Pemerintah dan masyarakat memegang peranan yang 
sangat penting dalam menata berbagai upaya pendidikan 
berbasis masyarakat. Peran tersebut harus terwujud secara 
harmonis dalam semangat kebersamaan untuk saling mengisi 
secara bertanggungjawab. 
 
Simpulan 
Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community-Based Education) 
merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap 
orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
pembelajaran seumur hidup. Kemunculan CBE didorong oleh arus 
globalisasi yang menuntut modernisasi dan demokratisasi dalam semua 
hal, termasuk di dalamnya pendidikan. Dalam situasi semacam ini 
pendidikan sudah seharusnya dikelola secara desentralisasi dengan 
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.  
 17 
 
Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat 
diantaranya adalah Self determination (menentukan sendiri), Self help 
(menolong diri sendiri), Leadership development (pengembangan 
kepemimpinan), Localization (lokalisasi), Integrated delivery of service 
(keterpaduan pemberian layanan), Reduce duplication of service 
(mengurangi duplikasi pelayanan), Accept diversity (menerima perbedaan), 
Institutional responsiveness (tanggungjawab kelembagaan), dan Lifelong 
learning (pembelajaran seumur hidup). 
 
Dilihat dari pola manajemen dan pelaksanaannya, pesantren bisa 
merupakan salah satu model pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. 
Pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya 
adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan 
ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pesantren dengan cara hidupnya yang 
bersifat kolektif merupakan perwajahan atau cerminan dari semangat dan 
tradisi lembaga gotong royong yang umum terdapat di pesantren. Nilai-
nilai keagamaan seperti ukhuwah (persaudaraan), jihad (berjuang), taat, 
sederhana, mandiri, ikhlas dan berbagai nilai eksplisit dari ajaran Islam 
yang mentradisi di pesantren ikut mendukung kelestariannya. 
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MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH 
(MPMBS/M) 
 
Pendahuluan 
Manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai 
sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus menerus 
(Continuous Performance Improvement) pada hasil atau proses di sebuah 
lembaga pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya 
manusia (resource)   dan modal yang tersedia. 
Mutu yang dapat ditingkatkan dalam pendidikan adalah meliputi 
input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala 
sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya 
proses. Sesuatu yang dimaksud, berupa sumber daya dan perangkat lunak 
serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. 
Input sumberdaya meliputi: sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru, 
konselor, karyawan, dan peserta didik) dan sumberdaya lainnya (peralatan, 
perlengkapan, uang, dsb). Input perangkat meliputi: struktur organisasi 
sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rancana atau 
program, dsb. Input harapan-harapan berupa: visi, misi, tujuan-tujuan yang 
ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses 
dapat berlangsung dengan baik. Dengan kata lain, input merupakan 
prasarat bagi berlangsungnya proses. Oleh karena itu, tinggi rendahnya 
mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan 
input, makin tinggi mutu input tersebut. 
Proses pendidikan adalah merubah sesuatu menjadi sesuatu yang 
lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut 
input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan 
berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses 
pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses 
pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan 
evaluasi. Dengan catatan, bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat 
kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses yang lain. 
Proses di sini dikatakan bermutu jika pengkoordinasian dan penyerasian 
serta pamaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, dst) dilakukan 
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secara harmonis, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang nikmat 
(enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan 
benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Dan output 
pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah 
prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja 
sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, 
efisiensinya, inovasinya, kualitas kerjanya, dan moral kerjanya.  
Unsur-unsur mutu dalam pendidikan yang dapat ditingkatkan dapat 
diringkas dalam tabeL berikut. 
 
Tabel: 
Unsur-unsur Peningkatan Mutu dalam Pendidikan 
 
Mutu dalam 
Pendidikan 
Pengertian Unsur 
Input Segala sesuatu yang harus 
tersedia karena dibutuhkan 
untuk berlangsungnya proses 
1. Sumberdaya Manusia: 
 Kepala sekolah, guru, konselor, karyawan, dan 
peserta didik 
2. Sumberdaya Lainnya: 
 Peralatan, perlengkapan, uang, dsb 
3. Perangkat Lembaga: 
 Struktur organisasi sekolah, peraturan 
perundang-undangan, deskripsi tugas, 
rancana atau program, dsb 
4. Harapan-Harapan:  
 visi, misi, tujuan-tujuan yang ingin dicapai 
oleh sekolah. 
Proses Merubah sesuatu menjadi 
sesuatu yang lain 
Proses yang dimaksud adalah proses: 
 pengambilan keputusan, proses pengelolaan 
kelembagaan, proses pengelolaan program, 
proses belajar mengajar, dan proses 
monitoring dan evaluasi. 
Output Sesuatu dari hasil proses 
disebut atau merupakan 
kinerja sekolah. Kinerja sekolah 
adalah prestasi sekolah yang 
dihasilkan dari proses/perilaku 
sekolah 
Kinerja sekolah dapat diukur dari: 
 kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, 
efisiensinya, inovasinya, kualitas kerjanya, dan 
moral kerjanya 
 
Pengertian MPMBS 
Manajeman Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MPMBS adalah 
sebutan atau nama lain dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Istilah 
manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari "School Based 
Management". Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika 
masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan 
dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma 
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baru pengelolaan pendidikan, khususnya di Indonesia, yang memberikan 
otonomi luas kepada lembaga sekolah (pelibatan masyarakat) dalam 
kerangka kebijakan pendidikan nasional (Mulyasa, 2002: 24). Untuk 
Indonesia, model baru pengelolaan sekolah ini diterapkan pada tahun 
1999 di sejumlah sekolah dan madrasah rintisan dengan sebutan MPMBS. 
Sedangkan untuk Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan 
Australia model pengelolaan ini sudah disosialisasikan dan diterapkan 
sekitar tahun 1980-an (Syafaruddin, 1993: 17). 
Dalam konteks ini, MPMBS dapat didefinisikan sebagai model 
manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, dan 
mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala 
sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, 
ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah 
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
MPMBS/M merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah 
(MBS). Jika MBS bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah 
(efektivitas, kualitas/mutu, efesiensi, inovasi, relevansi, dan pemeratan serta 
akses pendidikan), maka MPMBS lebih difokuskan pada peningkatan mutu. 
Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa mutu pendidikan nasional saat ini 
sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian.  
 
Konsep Dasar MPMBS/M 
Konsep dasar MPMBS/M adalah adanya otonomi dan pengambilan 
keputusan partisipatif. Artinya MPMBS memberikan otonomi yang lebih 
luas kepada masing-masing sekolah/madrasah secara individual dalam 
menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap 
permasalahan yang terjadi. Selain itu dalam menyelesaikan masalah dan 
dalam pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi setiap 
konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, 
masyarakat lingkungan dan para tokoh masyarakat. Oleh karena itu esensi 
MPMBS = otonomi sekolah + pengambilan keputusan partisipatif untuk 
mencapai sasaran mutu sekolah (Depdiknas, 2001: 9-10).  
Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemadirian, yaitu 
kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan 
merdeka/tidak tergantung. Kemandirian dalam program dan pendanaan 
merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, 
kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin 
kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah (sustainabilitas). Istilah 
otonomi juga sama dengan istilah “swa”, misalnya swasembada, swadana, 
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swakarya, dan swalayan. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah 
untuk  mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan 
peraturan sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Tentu 
saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah 
kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, 
kemampuan  berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, 
kemampuan memobilisasi sumberdaya, kemampuan memilih cara 
pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang 
efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, 
kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan 
berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.   
Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan-keluwesan  yang 
diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan 
memberdayakan sumberdaya sekolah  seoptimal mungkin untuk 
meningkatkan mutu sekolah, maka sekolah akan lebih lincah  dan tidak 
harus menunggu arahan dari atasan untuk mengelola, memanfaatkan dan 
memberdayakan sumberdaya. Dengan cara ini, sekolah akan lebih 
responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang 
dihadapi. Namun demikian, keluwesan- keluwesan yang dimaksud harus 
tetap dalam koridor kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang 
ada.   
Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan 
lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana warga sekolah (guru, 
siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, 
ilmuwan, usahawan, dan sebagainya) didorong untuk terlibat secara 
langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan 
keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat 
meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa 
jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan 
pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” 
terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung 
jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. 
Singkatnya makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki;  
makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab; dan 
makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula dedikasinya. Tentu 
saja pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus 
mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan 
tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat 
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dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan keterbukaan, 
kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. 
Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan 
keuangan. Kerjasama yang dimaksud adalah adanya sikap dan perbuatan 
lahiriyah kebersamaan/kolektif untuk meningkatkan mutu sekolah. 
Kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga 
sekolah yang erat, hubungan sekolah dan masyarakat erat, dan adanya 
kesadaran bersama bahwa output sekolah merupakan hasil kolektif 
teamwork yang kuat dan cerdas. Akuntabilitas sekolah adalah pertanggung 
jawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat dan pemerintah 
melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. 
Sedangkan demokrasi pendidikan adalah kebebasan yang terlembagakan 
melalui musyawarah dan mufakat dengan menghargai perbedaan, hak 
asasi manusia serta kewajiban dalam rangka untuk meningkatkan mutu 
pendidikan.   
Dengan pengertian diatas, maka sekolah memiliki kewenangan 
(kemandirian) lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan 
sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, 
melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi 
pelaksanaan peningkatan mutu), memiliki fleksibilitas pengelolaan sumber 
daya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari kelompok 
yang berkepentingan dengan sekolah. Dengan kepemilikan ketiga hal ini, 
maka sekolah akan merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan, 
sedang unit-unit diatasnya (Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota, Dinas 
Pendidikan  Propinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional) akan 
merupakan unit pendukung dan pelayanan sekolah dalam pengelolaan 
peningkatan mutu.  
 
Karakteristik MPMBS/M 
MPMBS/M memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah 
yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses 
dalam menerapkan MPMBS, maka sejumlah karakteristik MPMBS berikut 
perlu dimiliki. Berbicara karakteristik MPMBS tidak dapat dipisahkan 
dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MPMBS merupakan 
wadah/kerangka, maka sekolah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, 
karakteristik MPMBS berikut memuat secara inklusif elemen-elemen 
sekolah efektif, yang dikategorikan menjadi input, proses dan output. 
Dalam menguraikan karakteristik MPMBS, pendekatan sistem yaitu 
input-proses-output digunakan untuk memandunya. Hal ini didasari oleh 
pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga 
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penguraian karakteristik MPMBS (yang juga karakteristik sekolah efektif) 
mendasarkan kepada input, proses, dan output. Selanjutnya, uraian berikut 
dimulai dari output dan diakhiri input, mengingat output memiliki tingkat 
kepentingan tertinggi, sedang proses memiliki tingkat kepentingan 
tertinggi, sedangkan proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih 
rendah dari output, dan input memiliki tingkat lebih rendah dari output. 
   
a. Output yang diharapkan 
Sekolah harus memiliki output yang diharapkan. Output sekolah 
adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan 
manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan 
menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik (academic, 
achivement) dan ouput berupa prestasi non-akademik (non-academic 
achivement). Output prestasi akademi misanya, NEM, lomba karya ilmiah 
remaja, lomba (Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara berfikir (kritis, 
kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktf, dan ilmiah). Output non-
akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri kejujuran, 
kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, 
solidaritas yang tinggi, toleransi, kedipsiplinan, kerajinan prestasi oleh 
raga, kesenian, dan keptamukaan.   
 
b. Proses 
Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik 
proses sebagai  berikut : 
1)  Proses Belajar Mengajar yang Efektivitasnya Tinggi 
Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki efektivitas proses 
belajar mengajar (PBM) yang tinggi. Ini ditujukkan oleh sifat PBM yang 
menekankan pada pemberdayaan peserta didik. PBM bukan sekadar 
memorisasi dan recall, bukan  sekadar penekanan pada penguasaan 
pengetahuan tentang apa yang diajarkan (logos) akan tetapi lebih 
menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga 
tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati (ethos) serta 
dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik (pathos). 
PBM yang efektif juga lebih menekankan pada belajar mengetahui 
(learning to know), belajar bekerja (learning to do), belajar hidup bersama 
(learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learnig to be). 
  
2)  Kepemimpinan Sekolah yang Kuat 
Pada sekolah yang menerapkan MPMBS, kepala sekolah memiliki 
peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan 
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menyerasikan semua sumberdaya pendidikan yang tersdia. Kepemimpinan 
Kepala Sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong 
sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya 
melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan 
bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan 
manajemen dan kepemimipinan yang tangguh agar mampu mengambil 
keputusan dan inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Secara 
umum, kepala sekolah tangguh memiliki kemampuan memobilisasi 
sumberdaya sekolah, terutama sumberdaya manusia, untuk mencapai 
tujuan sekolah.   
 
3)  Lingkungan Sekolah yang Aman dan Tertib 
Sekolah memiliki lingkungan (iklim) belajar yang aman, tertib, dan 
nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan 
nyaman (enjoyable learning). Karena itu, sekolah yang efektif selalu 
menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman tertib melalui 
(pengupayaan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan iklim tersebut. 
Dalam hal ini, peranan kepala sekolah sangat penting sekali.   
 
4)  Pengelolaan Tenaga Kependidikan yang efektif 
Tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. 
Sekolah hanyalah merupakan wadah. Sekolah yang menerapkan MPMBS 
menyadari tentang hal ini. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga 
kependidikan, mulai dari kebutuhan, perencanaan, pengembangan, 
evaluasi kinerja, hubungan kerja, hingga sampai pada imbal jasa, 
merupakan garapan penting bagi seorang kepala sekolah. Terlebih-lebih 
pada pengembangan tenaga kependidikan, ini harus dilakukan secara 
terus-menerus mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang sedemikian pesat. Pendeknya tenaga kependidikan yang diperlukan 
untuk menyukseskan MPMBS adalah tenaga kependidikan yang 
mempunyai komitmen tinggi, selalu mampu dan sanggup menjalankan 
tugasnya dengan baik.   
 
5)  Sekolah memiliki Budaya Mutu 
Budaya mutu tertanam di sanubari semua warga sekolah, sehingga 
setiap perilaku selalu didasari oleh profesionalisme. Budaya mutu memiliki 
elemen-elemen sebagai berikut ;      (a) informasi kualitas harus digunakan 
untuk perbaikan, bukan untuk mengadili/mengontrol orang; (b) 
kewenangan harus sebatas tanggung jawab; (c) hasil harus diikuti 
penghargaan (rewards) atau sanksi (punishment); (d) kolaborasi dan 
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sinergi, bukan kompetisi, harus merupakan basis untuk kerjsama; (e) warga 
sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya; (f) atmosfir keadilan 
(fairness) harus ditanamkan; (g) imbal jasa harus sepadan dengan nilai 
pekerjaan; dan (h) warga sekolah merasa memiliki sekolah.   
 
6)  Sekolah memiliki “Teamwork” yang kompak, Cerdas, dan Dinamis 
Kebersaman (teamwork) merupakan karateristik yang dituntut oleh 
MPMBS, karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, 
bukan hasil individual. Karena itu budaya kerjasama antar fungsi dalam 
sekolah, antar individu dalam sekolah, harus merupakan kebiasaan hidup 
sehari-hari warga sekolah.   
 
7)   Sekolah memiliki Kewenangan (kemandirian) 
Sekolah memiliki  kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi 
sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan  
kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan. Untuk 
menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya yang cukup untuk 
menjalankan tugasnya.   
 
8)  Partisipasi yang Tinggi dari Warga dan Masyarakat 
Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki karakteristik bahwa 
partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian 
kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat 
prestasi, makin besar rasa memiliki; makin besar rasa-memiliki, makin 
besar pula rasa tanggung jawab; dan makin besar rasa tanggung jawab, 
makin besar pula tingkat dedikasinya. 
 
9)  Sekolah memiliki Keterbukaan (Transparansi) Manajemen  
Keterbukaan/transparansi dalam pengelolan sekolah merupakan 
karakteristik sekolah yang menerapkan MPMBS, Keterbukaan/transparansi 
ini ditunjukan dalam pengambilan keputusan,  perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagai alat kontrol.   
 
10)  Sekolah memiliki Kemauan untuk Berubah (psikologis dan  pisik) 
Perubahan harus merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi 
semua warga sekolah. Sebaliknya, kemapanan merupakan musuh sekolah. 
Tentu saja yang dimaksud  perubahan adalah peningkatan, baik bersifat 
fisik maupun psikologis. Artinya, setiap dilakukan perubahan, hasilnya 
diharapkan lebih baik dari sebelumnya (ada peningkatan) terutama mutu 
peserta didik.   
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11)  Sekolah Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Secara Berkelanjutan. 
Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk 
mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang 
terpenting  adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar 
tersebut untuk memperbaiki dan meyempurnakan proses belajar mengajar 
di sekolah. Oleh karena itu, fungsi evaluasi menjadi sangat penting dalam 
rangka meningkatkan mutu peserta didik dan mutu sekolah secara 
keseluruhan dan secara terus-menerus merupakan kebiasan warga 
sekolah. Tiada hari tanpa perbaikan. Karena itu, sistem mutu yang baku 
sebagai acuan bagi perbaikan harus ada. Sistem mutu yang dimaksud 
harus mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses 
dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.   
 
12) Sekolah Responsi dan antisipatif terhadap Kebutuhan 
Sekolah selalu tanggap/responsif terhadap berbagai aspirasi yang 
muncul bagi peningkatan mutu. Karena itu, sekolah selalu membaca 
lingkungan dan menanggapinya secara cepat dan tepat. Bahkan, sekolah 
tidak hanya mampu menyesuaikan terhadap perubahan/ tuntutan, akan 
tetapi juga mampu mengantisipasi hal-hal yang mungkin bakal terjadi. 
Menjemput bola, adalah padanan kata yang tepat bagi istilah antisipatif.   
 
13)  Memiliki komunikasi yang baik 
Sekolah yang efektif umumnya memiliki komunikasi yang baik 
terutama antar warga sekolah, dan juga sekolah-masyarakat sehingga 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga sekolah 
dapat diketahui. Dengan cara ini, maka keterpaduan semua kegiatan 
sekolah dapat diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah 
yang telah di patok. Selain itu komunikasi yang baik juga akan membentuk 
teamwork yang kuat, kompak dan cerdas, sehingga berbagai kegitan 
sekolah dapat dilakukan secara merata oleh warga sekolah.   
 
14.  Sekolah memiliki akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban yang harus 
dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. 
Akuntabilitas ini berbentuk  laporan prestsi yang dicapaikan dan 
dilaporkan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. 
Berdasarkan laporan hasil program ini, pemerintah dapat menilai apakah 
program MPMBS telah mencapai tujuan yang dukehendaki atau tidak. Jika 
berhasil, maka pemerintah perlu membersihkan maka pemerintah perlu 
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memberikan penghargaan kepada sekolah yang bersangkutan, sehingga 
menjadi faktor pendorong untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa 
yang akan datang. Sebaliknya jika program tidak berhasil, maka 
pemerintah perlu memberikan teguran sebagai hukuman atas kinerjanya 
yang dianggap tidak memenuhi syarat. Demikian pula, para orang tua 
siswa dan anggota masyarakat dapat memberikan penilaian apakah 
program ini dapat meningkatkan prestasi anak-anaknya secara individual 
dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Jika berhasil, maka orang tua 
peserta didik perlu memberikan semangat dan dorongan untuk 
peningkatan program yang akan datang. Jika kurang berhasil, maka orang 
tua siswa dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban dan 
penjelasan sekolah atas kegagalan program MPMBS yang telah 
dilakukan.Dengan cara ini, maka sekolah tidak akan main-main dalam 
melaksanakan program pada tahun-tahun yang akan datang.   
 
15)  Sekolah memiliki Kemampuan Manajemen Sustainabilitas 
Sekolah yang efektif juga memiliki kemampuan untuk menjaga 
kelangsungan hidupnya (sustainabilitasnya) baik dalam program maupun 
pendanaannya. Sustainabilitas program dapat dilihat dari keberlanjutan 
program-program yang telah dirintis sebelumnya dan bahkan berkembang 
menjadi program-program baru yang belum pernah ada sebelumnya. 
Sustainabilitas pendanan dapat ditunjukan oleh kemampuan sekolah 
dalam mempertahankan besarnya dana yang dimiliki dan bahkan makin 
besar jumlahnya. Sekolah memiliki kemampuan menggali sumberdana dari 
masyarakat, dan tidak sepenuhnya menggantungkan subsidi dari 
pemerintah bagi sekolah-sekolah negeri.   
 
c. Input Pendidikan 
1)  Memiliki Kebijakan, Tujuan  dan Sasaran Mutu yang jelas 
Secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas tentang 
keseluruhan kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu. Kebijakan, tujuan, dan 
sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah. Kebijakan, tujuan 
dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan kepada  semua warga sekolah, 
sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai pada 
kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah.   
 
2)  Sumberdaya Tersedia dan Siap 
Sumberdaya merupakan input penting yang diperlukan untuk 
berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumberdaya yang 
memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara 
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memadai, dan pada gilirannya sasaran sekolah tidak akan tercapai. 
Sumberdaya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu sumberdaya manusia 
dan sumberdaya selebihnya (uang peralatan, perlengkapan, bahan, dsb) 
dengan penegasan bahwa sumberdaya selebihnya tidak mempunyai arti 
apapun bagi perwujudan sasaran sekolah, tanpa campur tangan 
sumberdaya manusia. Secara umum, sekolah yang menerapkan MPMBS 
harus memiliki tingkat kesiapan sumberdaya yang memadai untuk 
menjalanlan proses pendidikan. Artinya, segala sumberdaya yang 
diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan dalam 
keadaan siap. Ini bukan berarti bahwa sumberdaya yang ada harus mahal, 
akan tetapi sekolah yang bersangkutan dapat memanfaatkan keberadaan 
sumberdaya yang ada dilingkungan sekolahnya. Karena itu, diperlukan 
kepala sekolah yang mampu memobilisasi sumberdaya yang ada 
disekitarnya.   
 
3)  Staf yang Kompeten dan Berdedikasi Tinggi 
Meskipun pada butir (2) telah disinggung tentang ketersedian dan 
kesiapan sumberdaya manusia (staf), namun pada butir ini perlu 
ditekankan lagi karena staf merupakan jiwa sekolah. Sekolah yang efektif 
pada umumnya memiliki staf yang mampu (kompoten) dan berdedikasi 
tinggi terhadap sekolahnya. Implikasinya jelas, yaitu, bagi sekolah yang 
ingin efektifitasnya tinggi, maka kepemilikan staf yang kompeten dan 
berdedikasi tinggi merupakan keharusan.   
 
4)  Memiliki Harapan Prestasi yang tinggi 
Sekolah yang menerapkan MPMBS mempunyai dorongan dan 
harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan 
sekolahnya. Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat 
untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Guru memiliki 
komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai 
tingkat yang maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan sumberdaya 
pendidikan yang ada disekolah.  Sedang peserta didik juga mempunyai 
motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan 
bakat dan kemampuaannya. Harapan tinggi dari ketiga unsur sekolah ini 
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sekolah selalu dinamis 
untuk selalu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.   
 
5)  Fokus  pada Pelanggan (khususnya Siswa) 
Pelanggan , terutama siswa, harus merupakan fokus dari semua 
kegiatan sekolah. Artinya, semua input dan proses yang dikerahkan di 
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sekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta 
didik. Konsekuensi logis dari ini semua adalah bahwa penyiapan input dan 
proses belajar mengajar harus benar-benar mewujudkan sosok utuh mutu 
dan kepuasan yang diharapkan dari siswa.   
 
6)  Input manajemen 
Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki input manajemen yang 
memadai untuk menjalankan roda sekolah. Kepala sekolah dalam 
mengatur dan mengurus sekolahnya menggunakan sejumlah input 
manajemen. Kelengkapan dan kejelasan input manajemen akan membantu 
kepala sekolah mengelola sekolanya dengan efektif. Input manajemen 
yang dimaksud meliputi; tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sitematis, 
program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, ketentuan-
ketentuan (aturan main) yang jelas sebagai panutan bagi warga 
sekolahnya untuk bertindak, dan adanya sistem pengendalian mutu yang 
efektif dan efisien untuk meyakinkan agar sasaran yang telah disepakati 
dapat dicapai.   
 
Fungsi-fungsi yang Didesentralisasikan ke Sekolah 
Wohlstetter dan Mohrman (1994: 37) berpendapat bahwa terdapat 
empat sumber daya yang harus didesentralisasikan ke sekolah yaitu 
power/authority, knowledge, information dan reward.  
a. Kekuasaan/kewenangan (power/authority) harus didesentralisasikan ke 
sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah. 
Sedikitnya terhadap tiga bidang penting yaitu budget, personnel dan 
curriculum. Termasuk dalam kewenangan ini adalah menyangkut 
pengangkatan dan pemperhentian kepala sekolah, guru dan staff 
sekolah. 
b. Pengetahuan (knowledge) juga harus didesentralisasikan sehingga 
sumberdaya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang 
berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu 
didesentralisasikan meliputi: keterampilan yang terkait dengan 
pekerjaan secara langsung (job skills), keterampilan kelompok 
(teamwork skills) dan pengetahuan keorganisasian (organizational 
knowledge). Keterampilan kelompok diantaranya adalah pemecahan 
masalah, pengambilan keputusan dan keterampilan berkomunikasi. 
Termasuk dalam pengetahuan keorganisasian adalah pemahaman 
lingkungan dan strategi merespon perubahan. 
c. Hakikat lain yang harus didensentralisasikan adalah informasi 
(information). Pada model sentralistik informasi hanya dimiliki para 
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pimpinan puncak, maka pada model MBS harus didistribusikan ke 
seluruh constituent sekolah bahkan ke seluruh stakeholder. Apa yang 
perlu disebarluaskan? Antara lain berupa visi, misi, strategi, sasaran 
dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur biaya, isu-isu sekitar 
sekolah, kinerja sekolah dan para pelanggannya. Penyebaran informasi 
bisa secara vertikal dan horizontal baik dengan cara tatap muka 
maupun tulisan.  
d. Penghargaan (reward) adalah hal penting lainnya yang harus 
didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa fisik maupun non-fisik 
yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa 
berupa pemberian hadiah seperti uang. Penghargaan non-fisik berupa 
kenaikan pangkat, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar atau 
konferensi dan penataran. 
Sementara Depdiknas (2001: 21) merumuskan 9 hal yang dapat 
didesentralisaskan ke sekolah yaitu: 
a. Perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi 
kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan 
kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu 
sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, 
khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri. 
b. Pengelolaan kurikulum. Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak 
boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang 
dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sekolah juga diberi kebebasan 
untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. 
c. Pengelolaan proses belajar mengajar. Sekolah diberi kebebasan untuk 
memilih strategi, metode dan teknik pembelajaran dan pengajaran 
yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, 
karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya 
yang tersedia di sekolah. 
d. Pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis 
kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan 
dan sangsi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja 
sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri 
yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya. 
e. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas 
seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, 
pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini 
didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui 
kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian dan kemutakhirannya 
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terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan 
proses belajar mengajar. 
f. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama 
pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh 
sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber 
keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. 
g. Pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, 
pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk 
melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga 
pengurusan alumni dari dulu telah didesentralisasikan. Yang 
diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya. 
h. Hubungan sekolah dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dan 
msyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, 
kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral 
dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan 
adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya. 
i. Pengelolaan iklim sekolah. Iklim sekolah yang kondusif-akademik 
merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar 
yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan 
harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan 
kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim 
sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim 
sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah dan yang diperlukan 
adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya. 
 
Secara visual fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah dapat 
dilihat pada gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1. Perencanaan dan 
evaluasi 
2. Kurikulum 
3. Ketenagaan 
4. Fasilitas 
5. Keuangan 
6. Kesiswaan 
7. Hubungan sekolah-
masyarakat 
8. Iklim sekolah 
Proses 
Belajar 
mengajar 
Prestasi 
Siswa 
Input Process Output 
Gambar 
Desentralisasi Fungsi-Fungsi ke Sekolah/Madrasah 
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Tujuan dan Manfaat MPMBS/M 
Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MPMBS/M 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.  
Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari keleluasaan yang 
diberikan untuk mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dan 
penyederhanaan birokrasi. Kemudian. Peningkatan mutu dapat diperoleh, 
antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas 
pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan 
kepala sekolah, berlakunya sistem intensif serta disintensif. Sedang, 
peningkatan pemerataan bisa diperoleh melalui peningkatan partisipasi 
masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih bisa berkonsentrasi 
pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian 
masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah. 
Diantara manfaat model MPMBS/M adalah memberikan kebebasan 
dan ‘kekuasaan’ yang besar kepada sekolah, yang tentu saja disertai 
dengan seperangkat tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada sekolah 
mengindikasikan sebuah tanggung jawab pengelolaan sumber daya 
pengembangan dan strategi peningkatan mutu yang sesuai dengan 
kondisi setempat. Dengan pola ini juga, sekolah/madrasah dapat lebih 
memperhatikan kesejahteraan guru, sehingga ia lebih dapat 
berkonsentrasi pada tugas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang 
dibebankan kepadanya. 
Pemberian kesempatan kepada sekolah/guru untuk menyusun 
kurikulum; guru dituntut bahkan didorong untuk berinovasi, dengan 
melakukan eksperimentasi-eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. 
Melalui penyusunan kurikulum elektif, rasa tanggap sekolah terhadap 
kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai 
dengan tuntutan peserta didik dan mayarakat sekolah. Adanya kontrol dari 
masyarakat dan monitoring dari pemerintah; pengelolaan sekolah menjadi 
lebih akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan 
monopoli dalam pengelolaan pendidikan. Dengan demikian pola 
pengelolaan pendidikan MBS/MBM merupakan pola pengelolaan 
pendidikan yang mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah  
sebagai pemimpin pendidikan di lembaga pendidikan sekolah. (Mulyasa, 
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2002:25-26). Secara terperinci tujuan penerapan MPMBS/M dapat 
dijabarkan sebagai berikut: (www.pakguruonline.net) 
a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif 
sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang 
tersedia ;  
b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 
menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan 
bersama  
c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua peserta 
didik, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya  
d. Meningkatakan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu 
pendidikan yang akan dicapai  
 
Strategi Pelaksanaan MPMBS/M 
Strategi pelaksanaan atau implementasi Manajemen Peningkatan 
Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah akan tercapai dengan baik jika didukung 
oleh sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola dan 
mengoperasionalkan sekolah; dana yang cukup, sarana prasarana yang 
memadai dan dukungan masyarakat (orang  tua) yang tinggi. tahapan-
tahapan pelaksanaan MPMBS/M adalah sebagai berikut:  
1) Mensosialiasikan konsep MPMBS  
Sosialisasi konsep disampaikan kepada keseluruh stakeholders 
sekolah (guru, konselor, wakil kepala sekolah, siswa, karyawan, dst) 
melalui pelatihan, diskusi dan seterusnya.  
2) Melakukan analisis situasi sasaran (output),  
Hasil dari analisis ini berupa tantangan antara keadaan sekarang 
dengan sasaran yang diharapkan.  
3) Merumuskan Sasaran yang hendak dicapai 
Dalam merumuskan sasaran harus tetap mengacu pada visi, 
misi, dan tujuan sekolah  
4) Menyusun Rencana Peningkatan Mutu;  
Rencana peningkatan mutu yang dibuat harus menjelaskan 
secara detail dan lugas tentang: aspek-aspek mutu yang ingin dicapai, 
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus 
melaksanakan, kapan dan dimana dilaksanakan, dan berapa biaya 
yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal 
ini diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan 
memperoleh dukungan dari pemerintah maupun dari orang tua 
peserta didik, baik secara moral maupun finansial untuk melaksanakan 
rencana peningkatan mutu pendidikan tersebut.  
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 Hal yang harus diperhatikan sekolah dalam penyusunan 
rencana peningkatan mutu pendidikan adalah keterbukaan kepada 
semua pihak yang menjadi stekeholders pendidikan, khususnya orang 
tua dan BP3 atau komite sekolah. 
  
5) Melaksanakan Rencana Peningkatan Mutu;  
Pelaksanaan rencana peningkatan mutu dengan 
mendayagunakan sumberdaya pendidikan yang tersedia semaksimal 
mungkin, menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang 
dianggap efektif, dan menggunakan teori-teori yang terbukti mampu 
meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah dan guru bebas 
mengambil inisiatif dan kreatif dalam menjalankan program-program 
yang telah diproyeksikan dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan. Karena itu, sekolah harus dapat melepaskan ikatan-ikatan 
birokratis yang banyak menghambat laju penyelenggaraan pendidikan. 
Untuk menghindari berbagai penyimpangan, kepala sekolah 
perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan 
peningkatan mutu yang dilakukan di sekolah. Kepala sekolah sebagai 
manajer dan pemimpin pendidikan di sekolah berhak dan perlu 
memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan teguran kepada guru 
dan tenaga lainnya jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan jalur-
jalur yang telah ditentukan. Namun demikian, bimbingan dan arahan 
jangan sampai membuat guru dan tenaga lainnya menjadi terkekang 
dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan tidak mencapai 
sasaran. 
 
6) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan;  
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka 
pendek dilakukan setiap akhir catur wulan, sedang evaluasi jangka 
panjang dilakukan setiap akhir tahun, untuk mengetahui seberapa jauh 
program peningkatan mutu telah mencapai sasaran-sasaran mutu 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Dalam melaksanakan evaluasi ini, kepala sekolah harus 
mengikutsertakan setiap unsur yang terlibat dalam program, 
khususnya guru dan tenaga lainnya agar mereka dapat menjiwai setiap 
penilaian yang dilakukan dan memberikan alternatif pemecahan. 
Dengan demikian, orang tua peserta didik dan masyarakat sebagai 
pihak eksternal harus dilibatkan untuk menilai keberhasilan program 
yang telah dilaksanakan. Keikutsertaan pihak luar dalam evaluasi ini, 
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membuat sekolah jadi mengetahui bagaimana sudut pandang pihak 
luar bila dibandingkan dengan hasil penilaian internal. 
Merumuskan Sasaran Mutu Baru; hasil evaluasi yang dilakukan 
sebelumnya berguna untuk dijadikan alat bagi perbaikan kinerja 
program yang akan datang. Namun yang tidak kalah pentingnya, hasil 
evaluasi merupakan masukan bagi sekolah dan orang tua peserta didik 
untuk merumuskan sasaran mutu baru untuk tahun yang akan datang. 
 
Simpulan 
Konsep dasar MPMBS/M adalah adanya otonomi dan pengambilan 
keputusan partisipatif. Artinya MPMBS memberikan otonomi yang lebih 
luas kepada masing-masing sekolah/madrasah secara individual dalam 
menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap 
permasalahan yang terjadi. esensi MPMBS=otonomi sekolah+pengambilan 
keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah.  
Otonomi adalah kewenangan/kemadirian, sedangkan partisipasi 
adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana 
warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, 
tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dan sebagainya) didorong untuk 
terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari 
pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang 
diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.  
Karakteristik MPMBS/M adalah sebagaimana karakteristik dalam 
sekolah efektif yaitu mencakup Output berupa prestasi akademik 
(academic, achivement) dan ouput berupa prestasi non-akademik (non-
academic achivement). Proses berupa Proses Belajar Mengajar yang 
Efektivitasnya Tinggi, Kepemimpinan Sekolah yang Kuat, Lingkungan 
Sekolah yang Aman dan Tertib, Pengelolaan Tenaga Kependidikan yang 
efektif, Sekolah memiliki Budaya Mutu, Sekolah memiliki “Teamwork” yang 
kompak, Cerdas, dan Dinamis, Sekolah memiliki Kewenangan 
(kemandirian), Partisipasi yang Tinggi dari Warga dan Masyarakat,  Sekolah 
memiliki Keterbukaan (Transparansi) Manajemen, Sekolah memiliki 
Kemauan untuk Berubah (psikologis dan  pisik), Sekolah Melakukan 
Evaluasi dan Perbaikan Secara Berkelanjutan, Sekolah Responsi dan 
antisipatif terhadap Kebutuhan, Memiliki komunikasi yang baik, Sekolah 
memiliki akuntabilitas, dan Sekolah memiliki Kemampuan Manajemen 
Sustainabilitas. Sedangkan Input Pendidikan mencakup Memiliki Kebijakan, 
Tujuan  dan Sasaran Mutu yang jelas, Sumberdaya Tersedia dan Siap, Staf 
yang Kompeten dan Berdedikasi Tinggi, Memiliki Harapan Prestasi yang 
tinggi, Fokus  pada Pelanggan (khususnya Siswa), dan  Input manajemen. 
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MANAJEMEN MUTU ISO (INTERNATIONAL STANDARDIZATION OF 
ORGANISATION) DALAM PENDIDIKAN 
 
Pendahuluan  
Manajemen merupakan unsur penting dalam pelaksaan setiap 
program organisasi, termasuk di dalamnya adalah organisasi pendidikan. 
Dalam lembaga pendidikan, semua unsur-unsur pelaksanaan pendidikan 
akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan menggunakan konsep dan 
prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan 
dengan benar dan baik akan berdampak kepada efisiensi pelaksanaan 
program, meningkatnya kualitas dan produktivitas pendidikan yang pada 
akhirnya mejadikan lembaga tersebut bermutu.  
Manajemen dalam pelaksanaan program pendidikan bukanlah 
tujuan tetapi alat atau metode untuk mencapai mutu dan meningkatkan 
performance yang harapkan. Banyak cara dalam meningkatkan mutu 
diantarannya menggunakan standar-standar sistem manajemen yang telah 
di rumuskan oleh lembaga-lembaga penjamin mutu. Sistem manajemen 
yang kita kenal seperti International Standardization of Organisation (ISO), 
Six Sigma, Malcolm Baldrige, Sigapur Quality Award, Australian Quality 
Award,  JAS (Japanese Agricultural Standard), IHPA (International Hardwood 
Products Association), BS (British Standard), SNI (Standar Nasional 
Indonesia), IPS (Indonesian Plywood Standard), dan yang lainnya. 
Dalam konteks pendidikan atau sekolah penerapan manajemen 
untuk meningkatkan mutu paling tidak dapat dilihat dari beberapa 
indikator yaitu; (1) jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan, (2) 
kualitas layanan pendidikan (seperti pembelajaran), yang berdampak pada 
peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa dan jumlah siswa 
yang tingkat tinggal kelas menurun, (4) produktivitas sekolah (efektivitas 
dan efisiensi penggunaan sumber daya, (5) relevansi pendidikan, (6) 
keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, (7) partisipasi orang tua dan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan, (8) iklim dan budaya kerja 
sekolah, (9) kesejahteraan guru dan staf sekolah, serta (10); demokratisasi 
dalam penyelenggaraan pendidikan.  
Lembaga pendidikan atau sekolah yang memenuhi indikator-
indikator tersebut termasuk dalam katagori sekolah bermutu. Bermutu 
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dalam pengertian meningkatnya efektifitas, efisiensi dan produktivitas 
lembaga secara terus menerus. Sebagaimana telah diungkapkan 
sebelumnya, sesungguhnya terdapat banyak cara untuk meningkatkan 
mutu diantaranya menerapkan berbagai strategi manajemen peningkatan 
mutu. Berikut ini akan diulas tentang sistem manajem mutu pendidikan. 
Pembahasan akan difokuskan pada sistem manajemen mutu ISO dan 
penerapannya dalam lembaga pendidikan. 
 
Sistem Manajemen Mutu Pendidikan 
1. Pengertian Manajemen Mutu  
Mutu atau quality sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang 
kontradiktif sebab di satu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep yang 
absolut dan di sisi lain juga dapat diartikan  sebagai konsep relatif (Sallis, 
1993: 22-23).  Sebagai konsep absolut, mutu dipahami sebagai dasar 
penilaian untuk kebaikan, kecantikan dan kebenaran yang memungkinkan 
standar tinggi dan tidak dapat diungguli. Dalam pemahaman seperti ini, 
produk-produk dianggap bermutu bila produk tersebut dibuat dengan 
sempurna dan tidak menghemat biaya.  
Mutu sebagai konsep relatif difahami sebagai sebuah atribut 
produk atau layanan, mutu dapat dinilai terus kelanjutannya. Mutu 
merupakan produk kontekstual; yaitu apa yang dianggap bermutu saat ini 
kemungkinan bukan suatu yang dianggap bermutu besok, sehingga mutu 
pada dasarnya adalah subyektif dan dinamis. Mutu dalam konsep relatif 
merupakan sebuah proses yang mengarah pada dua aspek, yaitu; tindakan 
spesifikasi dan mencari pelanggan yang membutuhkan. Aspek pertama, 
dinamakan juga sebagai fitnees for purpose or use.  
Secara terminologis, mutu telah didefinisikan secara beragam, 
Edwards Deming mendefinisikan mutu sebagai “a predictive degree of 
uniformity and dependability at a low cost, suited to the market”. Dari 
definisi ini Deming kemudian menjabarkan mutu menurut konteks, persepsi 
customer, dan kebutuhan serta kemauan customer.  
Selain Deming, Joseph M. Juran mendefinisikan mutu sebagai 
“fitness for use, as judged by the user”. Kemudian Philip B. Crossby 
mengatakan “conformance to requirements” dan Armand  V. Feigenbaum 
mengatakan “full customer satisfaction” (Soewarso, 2002: 49). ISO 8402 
mendefinisikan mutu sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang 
menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 
dispesifikasikan atau ditetapkan. Mutu seringkali diartikan sebagai 
kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atau konformansi terhadap 
kebutuhan atau persyaratan (conformance to the requirements)(Gaspersz, 
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2001: 5). Mutu juga sering diartikan sebagai segala sesuatu yang 
menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan 
terus menerus sehingga dikenal istilah Q-MATCH (Quality=Meets Agreed 
Terms and Changes).  
Dengan pengertian mutu tersebut, maka manajemen mutu (Quality 
Management) berarti sebagai keseluruhan metode untuk mengatur mutu 
dalam suatu organisasi yang meliputi produk, jasa, kinerja, proses dan 
sumber daya manusia. Manajemen mutu menggabungkan trilogi mutu 
yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu 
(Miranda dkk, 2003: 157). Ketiga mutu tersebut dilaksanakan secara 
bersama-sama dalam kerja tim untuk mensukseskan program perbaikan 
mutu. 
2. Evolusi Manajemen Mutu 
 Terdapat tiga istilah quality atau mutu dalam manajemen mutu 
(quality manajement) yaitu; quality control (kendali mutu), quality 
assurance (jaminan mutu), dan total quality (mutu terpadu). Ketiga istilah 
ini merupakan bentuk perkembangan atau evolusi manajemen mutu. 
Secara historis, quality control merupakan konsep mutu yang paling awal. 
Quality control biasanya dinamakan dengan quality professionals atau 
dikenal sebagai pengontrol mutu atau inspektur. Inspeksi dan testing 
merupakan metode umum yang lebih penting dari kontrol mutu dan 
secara luas digunakan dalam dunia pendidikan. 
Quality Assurance (Jaminan mutu) adalah perkembangan lanjutan 
dari quality control. Quality assurance dilakukan pada saat sebelum, awal 
dan selama proses terjadinya produksi. Jaminan mutu ini bertujuan untuk 
menghindari terjadinya kerusakan dan kesalahan dalam produksi. Philip B. 
Crosby menyebutnya sebagai zero defects atau kesalahan nol (Crosby, 
1986: 1) Dari sinilah, jaminan mutu menuntut adanya tanggung jawab 
yang tinggi dan kerja keras dalam menjamin mutu produk. Standar mutu 
diupayakan dipelihara dengan mengikuti prosedur dalam system jaminan 
mutu (quality assurance). 
Total quality (mutu terpadu) merupakan kelanjutan dari jaminan 
mutu. Total quality management dimaksudkan agar tercipta kultur mutu 
yang bertujuan untuk kepuasan pelanggan. Dalam mutu terpadu 
pelanggan adalah yang paling utama dan berkuasa. Mutu berusaha 
mengikuti perubahan yang berkembang, utamanya kebutuhan pelanggan.  
Evolusi manajemen mutu dan sejarah perjalanan manajemen mutu terpadu 
dapat digambarkan pada gambar dan tabel berikut: 
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Gambar 
Evolusi Manajemen Mutu 
 
3. Model-Model Sistem Manajemen Mutu 
Sebuah sistem mutu mempunya standar-standar tertentu yang 
telah ditentukan lembaga penciptanya. Standar mutu berfungsi sebagai 
jaminan atas kualitas barang atau layanan yang sesuai dengan yang 
dijanjikan. Kualitas dan layanan tersebut hanya dapat diberikan oleh 
lembaga yang telah memiliki sertifikasi standar sistem mutu. 
Sesungguhnya terdapat banyak model sistem standar mutu yang 
dirumuskan dan dibakukan untuk menjamin mutu produk seperti ISO, Six 
Sigma, Malcolm Baldrige, Sigapur Quality Award, Australian Quality Award,  
JAS (Japanese Agricultural Standard), IHPA (International Hardwood 
Products Association), BS (British Standard), SNI (Standar Nasional 
Indonesia), IPS (Indonesian Plywood Standard), dan yang lainnya. Sistem-
sistem tersebut merupakan tool atau alat untuk membantu perusahaan 
agar bekerja dengan lebih terorganisir serta membantu pengelolaan dan 
pengontrolan proses bisnis yang berjalan di perusahaan dengan 
berpegang pada standar mutu yang telah ditetapkan.  
Berikut ini adalah beberapa model sistem manajemen penjaminan mutu: 
a. ISO (International Standardization Organization) 
International Standardization Organization (ISO) atau Organisasi 
Standardisasi Internasional adalah organisasi non-pemerintah yang 
beranggotakan badan-badan standardisasi nasional dari beberapa negara.  
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ISO secara teknis dibentuk pada tahun 1987 dengan nama Technical 
Committee 176 (TC176) atau lebih dikenal sebagai ISO/TC176, dan telah 
berhasil menyusun seri standar yang dapat diterima secara internasional.  
Versi terbaru dari ISO 9001 adalah versi 2008 yang merupakan versi 
ke-4. Bila dibandingkan dengan versi 2000, ISO 9001:2008 merupakan 
penyesuaian terhadap standar yang ada dan bukan perbaikan menyeluruh. 
Versi 2008 ini juga mengklari fikasi persyaratan yang ada dalam ISO 
9001:2000.  
Sampai saat ini, ISO 9001:2000 dianggap sebagai standard 
international terbaik untuk mengelola system management mutu, 
sehingga paling banyak diadopsi oleh berbagai organisasi termasuk 
lebaga pendidikan.  
 
b. Malcolm Baldrige 
Malcolm Baldrige adalah sebuah sistem manajemen kualitas yang 
diterapkan untuk menjadikan lembaga unggul atau excellence. Sistem ini 
pertama sekali diciptakan oleh US Congress pada tahun 1987 dibawah 
Public Law 100-107, sebagai penghormatan kepada Malcolm Baldridge, 
Commerce Department Secretary, yang meninggal pada kecelakaan rodeo 
pada bulan Juli 1987. 
Baldrige sangat mendukung manajemen kualitas sebagai kunci dari 
kemakmuran negara dan sebagai kekuatan jangka panjang. Baldrige 
adalah salah seorang yang membuat konsep awal pengendalian kualitas. 
Sebagai bentuk kehormatan, Kongres menetapkan namanya sebagai nama 
penghargaan tahunan di bidang peningkatan kualitas. 
c. Six Sigma (6) 
Six Sigma dilambangka dengan angka enam (6) dan sigma () yaitu 
simbul dari standar deviasi. Sehingga six sigma ditulis dengan lambang 
(6). 
Six Sigma merupakan sebuah sistem manajemen yang terstruktur 
untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha mengurangi 
variasi proses (process variances) sekaligus mengurangi cacat (produk/jasa 
yang diluar spesifikasi) dengan menggunakan statistik dan problem solving 
tools secara intensif. Secara lebih teknis Six Sigma dapat diartikan sebagai 
cara mengukur proses yang tujuannya mendekati sempurna, disajikan 
dengan 3,4 DPMO atau sama dengan 6 SIGMA (Defect per Million 
Opportunities). Sebuah pendekatan mengubah budaya organisasi, agar 
posisi perusahaan ada pada kepuasan pelanggan, profitabilitas dan daya 
saing yang besar (http://www.beranda.net). 
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4. Mutu dalam Pendidikan 
Pengertian mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan dengan 
beberapa pengertian, The International Encyclopedia of Education 
menyebutkan mutu pendidikan sebagai “educational quality is equated 
with school outcomes, various school “inputs” are examined to determine the 
effect on student achievement” (Postlethwaite  at. All, 1994: 4858) Charles 
Hoy dalam bukunya Improving Quality in Education, merumuskan kualitas 
pendidikan sebagai berikut: 
Quality in education is an evaluation of the process of educating 
which enhances the need to achieve and develop the talents of 
customers of the process, and at the same time meets the 
accountability standards set by the clients who pay for the process 
or the outputs from the process of educating (Hoy, dkk., 2000: 10) 
 
Sedangkan Organization for Quality Education—Ontario—Kanada 
menyebutkan bahwa rumusan mutu dalam pendidikan adalah “a quality 
education system produces students with the knowledge, skills, attitudes, 
values, and work habits needed to become productive, fulfilled citizens. It 
provides clear goals, high standards, good teachers and a well – organized 
curriculum” (Organization for Quality Education, 2001:1)  
Beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa mutu 
pendidikan pada dasarnya mencakup keseluruhan proses pendidikan yaitu 
input, proses dan output pendidikan. Untuk menghasilkan input, proses dan 
output yang bermutu harus dilakukan dengan manajemen yang baik, 
dengan penerapan manajemen yang benar dan baik akan berdampak 
kepada efisiensi pelaksanaan program dan meningkatnya kualitas dan 
mutu pendidikan.  
 
Sistem Manajemen Mutu ISO  
1. Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu ISO  
Standardisasi internasional bermula dari persoalan yang dihadapi 
selama perang Dunia ke-2 yaitu pada tahun 1939 – 1945. Sekutu Amerika, 
Inggris dan Perancis secara bersama menghadapi serangan Jerman. Itali 
dan Jepang mengalami kesulitan karena selain perbedaan bahasa, juga 
terjadi perbedaan peralatan dan standar satuan teknik yang digunakan 
dalam perang. Dari persoalan inilah muncul gagasan untuk melakukan 
standardisasi. Standardisasi yang diberlakukan pada pada saat itu masih 
terbatas pada pada alat-alat perang.  
Dalam perkembangan berikutnya, muncul berbagai ide 
mengembangkan standar di bidang lainnya. Antara tahun 1970-an hingga 
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tahun 1980-an, bidang ilmu kendali mutu berkembang dari ciri utamanya 
reactive (inspection-dominant) menjadi proactive (sistem oriented) yang 
dalam implementasinya berupa perubahan terhadap titik berat pada hasil 
akhir ke arah proses produksi. Perubahan ini didasarkan pada pola pikir 
bahwa proses produksi harus dikembangkan dan dijaga secara sungguh-
sungguh untuk menghasilkan suatu produk yang bermutu dan selalu 
dalam keadaaan bermutu.  
Tahun 1987 dibentuk Technical Committee 176 (TC176) atau lebih 
dikenal sebagai ISO/TC176 yang berfungsi sebagai tim teknis ISO. Pada 
tahun tersebut (1987), ISO/TC176 telah berhasil menyusun sekelompok/ 
seri standar yang dapat diterima secara internasional terutama untuk 
kawasan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Standar tersebut diberi nama 
ISO 9000 series version 1987. Dalam perkembangannya, ISO 9000 yang 
disusun pada tahun 1987 mengalami perbaikan pada tahun 1994 yang 
dikenal dengan ISO 9000:1994 series. Pada versi ISO 9000:1994 ini, model 
sertifikasi yang bisa diperoleh ada 3 jenis yaitu: (1) ISO 9001, (2) ISO 9002 
dan (3) ISO 9003.  
Pada 15 Desember tahun 2000, seri ISO 9000 kembali mengalami 
perubahan yang lebih mengarah ke Total Quality Management. Seri ini 
dikenal sebagai ISO 9000:2000. Bagi organisasi yang telah menerapkan ISO 
9000 seri sebelumnya diharuskan sudah mengikuti versi terbaru jika masih 
ingin memegang sertifikat ISO 9000. 
Sejak awal berdirinya, ISO memfokuskan diri pada pengembangan 
standar khusus untuk produk. Kemudian pada pertengahan tahun 1980-
an, ISO mulai bergerak pada standar yang berkaitan dengan sistem, yang 
pada akhirnya dikenal sebagai seri standar ISO 9000. Pada tahun 1987, ISO 
menyelesaikan dan menerbitkan seri standar 9000-nya, seri ini 
mempersatukan hampir semua elemen yang terdapat pada  The British 
Standards Institution (BSI) yang dikenal dengan nama BS 5750 ke dalam 
standar ISO 9001 ( salah satu bagian dari seri ISO 9000 : 2000). 
ISO 9001:2000 hanya merupakan standar sistem manajemen 
kualitas. Persyaratan-persyaratan dan rekomendasi dalam ISO 9001 ; 2000 
diterapkan pada manajemen organisasi yang memasok produk, sehingga 
akan mempengaruhi bagaimana produk itu didesain, diproduksi, dirakit, 
ditawarkan, dan lain-lain.  
Pada tanggal 14 Nopember 2008  ISO-9001:2008 dipublikasikan. 
ISO 9001:2008 ini merupakan versi ke-4, yang mana versi ke-1 diterbitkan 
pada tahun 1987, versi ke-2 pada tahun 1994, sedangkan versi ke-3 
diterbitkan pada tahun 2000. yang merupakan revisi secara menyeluruh 
termasuk di dalamnya mengenai persyaratan baru, yang lebih 
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memfokuskan pada pelanggan serta merefleksikan pengembangan dalam 
manajemen mutu.  Bila dibandingkan dengan versi 2000, ISO 9001:2008 
merupakan penyesuaian terhadap standar yang ada dan bukan perbaikan 
menyeluruh.  
Tabel: Versi ISO 
No Seri ISO Keterangan 
1 Pre ISO 9000 Selama perang dunia ke-2, terdapat banyak persoalan tentang mutu 
dalam industri teknologi tinggi di Inggris, seperti amunisi yang 
meledak saat masih di pabrik pembuatnya. Solusi yang dilakukan 
adalah dengan mensyaratkan pabrik untuk mendokumentasikan 
prosedur serta menunjukannya dengan bukti-bukti terdokumentasi 
untuk membuktikan bahwa prosedur tersebut telah dilakukan sesuai 
dengan yang dituliskan. Nama standar itu dikenal dengan kode BS 
5750 (Britis Counsil 5750) dan diakui sebagai standar manajemen 
mutu. sebab ia tidak menyatakan apa yang dibuat, tapi bagaimana 
mengelola proses pembuatannya. Pada tahun 1987, pemerintah 
Inggris meyakinkan ISO untuk mengadopsi BS 5750 sebagai standar 
internasional, dan kemudian BS 5750 berubah menjadi ISO 9000. 
2 Versi 1987 ISO 9000:1987 memiliki struktur yang sama dengan BS 5750 dengan 
3 (tiga) Model standar Manajemen Mutu (SMM). Pemilihan model 
SMM didasarkan pada ruang lingkup aktivitas suatu organisasi. 3 
model ISO versi ini adalah: 
 ISO 9001:1987 Model, untuk penjaminan mutu (QA = 
quality assurance) dalam desain, pengembangan, produksi, 
instalasi dan pelayanan bagi organisasi yang memiliki 
aktivitas menciptakan produk baru. 
 ISO 9002:1987 Model,  untuk QA dalam produksi, instalasi 
dan pelayanan yang dasarnya sama dengan ISO 9001:1987 
namun tanpa aktivitas menciptakan produk baru. 
 ISO 9003:1987 Model, untuk QA dalam pengujian dan 
inspeksi akhir saja. 
 ISO 9000:1987 dipengaruhi oleh standar militer di Amerika 
Serikat khususnya, namun juga cocok diterapkan pada 
manufaktur.  
3 Versi 1994 ISO 9000:1994 menekankan QA melalui tindakan preventif, sebagai 
ganti dari hanya melakukan pemeriksaan pada produk akhir, namun 
tetap melanjutkan pembuktian kepatuhan dengan prosedur-
prosedur terdokumentasi. Dan karenanya, seperti versi sebelumnya, 
organisasi cenderung menghasilkan begitu banyak manual 
prosedur sehingga membebani organisasi tersebut dengan 
rangkaian birokrasi yang tidak perlu. 
4 Versi 2000 ISO 9001:2000 memadukan ketiga standar ISO yaitu 9001, 9002, 
and 9003 menjadi hanya satu standar yaitu 9001. Prosedur desain 
dan pengembangan disyaratkan hanya jika organisasi berkaitan 
secara langsung dengan aktivitas penciptaan produk baru. Versi 
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2000 ini membuat perubahan mendasar dalam konsep SMM ISO 
9000 dengan menempatkan manajemen proses sebagai landasan 
pengukuran, pengamatan dan peningkatan tugas dan aktivitas 
organisasi, ketimbang hanya melakukan inspeksi pada produk akhir.  
5 Versi 2008 ISO 9001:2008 Quality Management System-Requirements 
merupakan versi terbaru, dikeluarkan pada bulan November 2008. 
Tidak ada persyaratan baru dalam ISO ini, namun terdapat hal-hal 
yang perlu diperhatikan dalam standar ISO 9001 versi terbaru ini. 
Dengan dipublikasikannya  versi ISO 9001:2008 (14 November 
2008), maka semua sertifikat akreditasi yang 
diterbitkan (baru maupun resertifikasi) harus mengacu ke ISO 
9001:2008, dan 24 bulan setelah publikasi ISO 9001:2008, semua 
sertifikat yang dterbitkan sesuai ISO 9001:2000 tidak berlaku. 
Dari berbagai sumber 
 
2. Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO  
ISO disusun berdasarkan kepada delapan prinsip sistem manajemen 
kualitas. Prinsip ini dapat digunakan oleh manajemen sebagai suatu 
kerangka kerja (frame work) yang dapat membimbing organisasi menuju 
peningkatan kinerja. Delapan prinsip manjemen kualitas yang menjadi 
landasan penyusunan ISO adalah : 
1) Fokus Pelanggan, organisasi tergantung pada pelanggan, karena itu 
manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan 
sekarang dan akan datang, harus memenuhi kebutuhan pelanggan 
dan giat berusaha melebihi ekspetasi pelanggan.  
2) Kepemimpinan, pemimpin organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan 
arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara 
lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara 
penuh dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. 
3) Keterlibatan Orang-orang, Orang pada semua tingkat merupakan 
faktor yang sangat penting dari suatu organisasi dan keterlibatan 
mereka digunakan untuk manfaat organisasi. 
4) Pendekatan Proses, suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara 
lebih efisien, apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan 
dikelola sebagai suatu proses. Suatu proses dapat didefinisikan 
sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, metode, mesin, dan 
peralatan, dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah 
output bagi pelanggan. suatu proses mengkonversi input terukur ke 
dalam output terukur melalui sejumlah langkah sekuensial yang 
terorganisasi. 
5) Pendekatan Sitem terhadap Manajemen, pengidentifikasian, 
pemahaman dan pengelolaan, dari proses-proses yang saling 
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berkaitan sebagai suatu sistem, akan memberikan kontribusi pada 
efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. 
6) Peningkatan Terus-Menerus, peningkatan terus-menerus dari kinerja 
organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari 
organisasi. Peningkatan terus-menerus didefinisikan sebagai suatu 
proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan 
efektivitas dan atau efesiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan 
dan tujuan dari organisasi.  
7) Pendekatan Faktual dalam Pembuatan Keputusan, keputusan yang 
efektif adalah yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk 
menghilnagkan akar penyebeb masalah, sehingga masalah-masalah 
kualiatas dapat tyerselesaikan secara efektif. Keputusan manajemen 
organisasi, seyogianya ditujukan untuk meningkatkan kinerja 
organisasi dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu. 
8) Hubungan Pemasok yang Saling Menguntungkan, Suatu organisasi 
dan pemasoknya adalah saling tergantung dan suatu hubungan yang 
saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama 
dalam menciptakan nilai tambah. 
Sedangkan sistematika sistem manajemen ISO yang terdiri dari 
aktivitas plan, do, check and action (PDCA) dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  
Siklus PDCA (Plan-Do-Action-Check) 
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Penerapan sistem Manajemen Mutu ISO dalam lembaga pendidikan 
pada dasarnya sama dengan penerapan ISO pada lembaga/organisasi 
lainnya, yaitu mengelola lembaga pendidikan sebagaimana industri. 
Dengan demikian keseluruhan proses dapat terjamin dengan baik melalui 
sistem manajemen mutu. Berikut ini adalah model proses sistem 
manajemen mutu ISO 9001:2000. 
Model proses ISO 9001 : 2000 terdiri dari lima bagian utama yang 
menjabarkan sistem manajemen mutu organisasi, sebagai berikut : 
1. Sistem manajemen mutu (klausul 4 dari ISO 9001 : 2000) 
2. Tanggung jawab manajemen (klausul 5 dari ISO 9001 : 2000) 
3. Manajemen sumber daya (klausul 6 dari ISO 9001 : 2000) 
4. Realisasi produk (klausul 7 dari ISO 9001 : 2000) 
5. Pengukuran, analisis dan peningkatan (klausul 8 dari ISO 
9001:2000) 
 
 
 
 
Gambar 
Model Proses Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 
 
Dari gambar di atas dapat dijelaskan langkah-langkah implementasi 
sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2000  sebagai berikut : 
a. Suatu organisasi (perusahaan), bila ingin berhasil mencapai tujuannya 
(mendapatkan keuntungan), dimulai dengan adanya suatu arahan 
yang jelas dari pimpinan puncak mengenai tujuan perusahaan-
dinyatakan dalam visi dan misi yang dijabarkan lagi dalam kebijakan 
dan sasaran mutu. 
b. Organisasi (perusahaan ) tergantung pada pelanggannya (customer) 
dan pihak-pihak berkepentingan (interested party), misalnya 
pemegang saham, komunitas sosial, karyawan, dan lembaga swadaya 
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masyarakat. Untuk itu, organisasi harus mengetahui keinginan 
pelanggan saat ini dan harapannya untuk masa mendatang. Pimpinan 
puncak harus mengetahui hal ini (dalam gambar dilukiskan dengan 
garis dua arah putus-putus) dan menginformasikan keseluruh bagian 
dari organisasi / perusahaan. 
c. Visi dan misi sebagai perencanaan strategis (sebagai wujud 
management responsibility) memerlukan tersedianya sumber daya 
(manusia, peralatan, metode, dan keuangan) untuk dapat 
merealisaikan persyaratan dan harapan pelanggannya. Maka dalam hal 
ini perlu dipastikan adanya komitmen pimpinan puncak untuk 
menyediakan sumber daya. 
d. Sumber daya harus dikelola untuk menghasilkan produk / jasa yang 
sesuai dengan persyaratan pelanggan (resources management). 
e. Dengan adanya perencanaan strategis tersedianya sumber daya yang 
mencukupi, maka dapat dilakukan proses realisasi produk/ jasa 
(product realization) yang mendapatkan masukan persyaratan 
(requirement) dari pelanggan. Persyaratan-persyaratan tersebut diubah 
menjadi urutan proses internal organisasi (perusahaan) yang harus 
dikendalikan dengan memperhatikan keterkaitan dan ketergantungan 
antar proses tersebut. Ada beberapa metode untuk memastikan 
proses tersebut, misalnya dengan membuat rencana mutu, prosedur 
mutu, instruksi kerja, atau bentuk lainnya. 
f. Produk / jasa yang dihasilkan akan diterima oleh pelanggan. pada fase 
ini akan terjadi proses pembandingan antara harapan pelanggan 
dengan produk/jasa yang diterima, yang akan melahirkan kondisi puas 
atau tidak puas. Organisasi ( perusahaan ) harus mengetahui kepuasan 
(satisfaction) dari langganannya (dalam gambar dilukiskan dengan 
garis dua arah putus-putus). 
g. Sebagai tindak lanjut dari pengukuran (measurement), kepuasan 
pelanggan, efektivitas, dan efisiensi penerapan sistem manajemen, 
proses, dan produk perlu dilakukan analisis (analysis) terhadap dua 
data tersebut. hasil analisis data harus ditindaklanjuti dengan suatu 
program peningkatan (improvement). 
h. Program-program peningkatan akan menuntut arahan dan tersedianya 
sumber daya. Hal ini berarti dibutuhkannya kembali komitmen dari 
pimpinan puncak untuk menjalankannya. Dengan demikian, proses 
perbaikan berkesinambungan (continual improvement) terus berlanjut 
tanpa berhenti dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan 
bagi organisasi / perusahaan. 
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Simpulan 
Mutu atau quality mengandung dua pengertian yaitu; absolut dan 
relatif. Pengertian pertama merujuk pada kebaikan, kecantikan dan 
kebenaran yang memungkinkan standar tinggi dan tidak dapat diungguli, 
dan kedua merujuk pada sebuah atribut produk atau layanan yang dapat 
dinilai terus kelanjutannya.  
Menajemen mutu pada perkembangannya mengalami tiga hahapan 
evolusi dari quality control (kendali mutu), quality assurance (jaminan 
mutu), dan total quality (mutu terpadu). Terdapat banyak bentuk atau 
model sistem manajemen mutu yang dirumuskan dan dibakukan untuk 
menjamin mutu produk seperti ISO, Six Sigma, Malcolm Baldrige, Sigapur 
Quality Award, Australian Quality Award,  JAS (Japanese Agricultural 
Standard), IHPA (International Hardwood Products Association), BS (British 
Standard), SNI (Standar Nasional Indonesia), IPS (Indonesian Plywood 
Standard), dan yang lainnya. Sistem-sistem tersebut merupakan tool atau 
alat untuk membantu perusahaan agar bekerja dengan lebih terorganisir 
serta membantu pengelolaan dan pengontrolan proses bisnis yang 
berjalan di perusahaan dengan berpegang pada standar mutu yang telah 
ditetapkan.  
Sistem manajemen mutu ISO (International Standardization 
Organization menurut berbagai kalangan dianggap sebagai standard 
international terbaik untuk mengelola system management mutu, 
sehingga sistem ini paling banyak diadopsi dan digunakan oleh berbagai 
organisasi termasuk lebaga pendidikan. Penerapan sistem Manajemen 
Mutu ISO dalam lembaga pendidikan pada dasarnya sama dengan 
penerapan ISO pada lembaga/organisasi lainnya. 
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MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT  
(Community Based Education Management)  
 
Pendahuluan 
UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga 
negara berhak mendapatkan pengajaran” sedangkan pada ayat 2 
menyebutkan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu 
sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai 
derifikasi dari UUD tersebut, maka sistem pendidikan nasional nomor 20 
tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, 
ayat 5 “setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan 
pendidikan sepanjang hayat”. Lebih lanjut pada pasal 11 menyebutkan 
bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan 
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga negera tanpa diskriminasi”. 
Landasan yurudis tersebut kadang jauh dari kenyataan. Kondisi 
pendidikan kita mengalami keterpurukan. Menurut data World Bank dalam 
laporan yang berjudul Educational Indonesia: From Crisis to Recovery (Jalal 
& Supriadi, 2001: 153) keterpurukan tersebut disebabkan oleh empat hal 
yaitu, pertama kompleksitas pengorganisasian pendidikan, dimana 
terdapat tiga lembaga yang sama-sama mempunyai peranan sentral dalam 
pendidikan, yaitu Depdiknas, Depdagri dan Depag. Kompleksitas ini 
berakibat fatal karena membuat rancunya pembagian tanggung jawab dan 
peranan manajerial, keterlambatan dan terpilah-pilahnya sistem 
perencanaan dan pembiayaan, serta perebutan kewenangan atas guru 
antara lembaga tersebut. 
Kedua, praktek manajemen yang sentralistik, sehingga persoalan-
persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. 
Ketiga, penganggaran dan pengelolaan pendidikan yang kaku, dan 
Keempat, manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif. 
Untuk mengatasi kelemahan tersebut, World Bank mengusulkan 
lima hal yaitu, pertama pemberdayaan lokal melalui desentralisasi 
pendidikan. Kedua, menetapkan kembali tanggung jawab atas 
perencanaan jangka panjang. Ketiga, pembangunan kemampuan 
kelembagaan. Keempat, memberikan otonomi yang lebih besar dengan 
manajemen sekolah yang bertanggungjawab. Kelima, sistem pendanaan 
yang menjamin pemerataan dan efisiensi.  
Hal lain dalam rangka reparadigmatisasi pendidikan adalah 
pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat yang selama ini terabaikan. 
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Disadari atau tidak masyarakat mempunyai peran sentral dan setrategis 
dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sehingga 
pengelolaan pendidikan yang semula berbasis pemerintah (state-based 
education) harus berubah menjadi berbasis masyarakat atau yang dikenal 
dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat (community-based education). 
 
Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Community-Based Education (Pendidikan Berbasis Masyarakat)—
selanjutnya disebut CBE—atau menurut Compton and H McClusky (1980: 
229) disebut dengan istilah “community education for development” 
merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap 
orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
pembelajaran seumur hidup. Kemunculan CBE didorong oleh arus 
globalisasi yang menuntut modernisasi dan demokratisasi dalam semua 
hal, termasuk di dalamnya pendidikan. Dalam situasi semacam ini 
pendidikan sudah seharusnya dikelola secara desentralisasi dengan 
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. 
(Mastuhu 2003: 86) 
Secara konseptual, sebagaimana yang ditulis oleh Winarno 
Surakhmad dan dikutip oleh Zubaidi (2005:131) CBE adalah model 
penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari 
masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari 
masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan 
masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan 
sebagai subyek atau pelaku pendidikan, bukan obyek pendidikan. Pada 
konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam 
setiap program pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya 
masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk 
menjawab kebutuhan mereka. Dengan kata lain, masyarakat harus 
diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, 
merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang 
diperlukan secara spisifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri. 
Menurut Michael W. Galbraith (1995: 3), Community-Based 
Education could be defined as an education process by which 
individuals (in this case adult) become more competent in their skill, 
attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control 
over lokal aspects of their communities through democratic 
participation.  
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(pendidikan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai proses 
pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih 
berkompeten menangani ketrampilan, sikap, dan konsep mereka dalam 
hidup di dalam dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya 
melalui partisipasi demokrasi) 
CBE berpegag pada prinsip bahwa pada dasarnya setiap manusia 
atau masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi 
masalahnya sendiri berdasarkan sumber daya yang dimilikinya sarta 
mampu memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang 
mereka hadapi.(E. Hamilton & P. Cunningham: 1989: 435) 
Pengertian lebih luas tentang CBE adalah: 
… as a process designed to enrich the lives of individuals and groups 
by engaging with people living within a geographical area, or sharing 
a common interest, to develop voluntarily a renge of learning, action, 
and reflection opportunities, determined by their personal, sosial, 
economic and political need. 
(http://www.infed.org/community/b.comed.htm)  
 
(pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang 
didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan 
mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi 
mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan suka rela 
tempat pembelajaran, tindakan dan kesempatan refleksi yang ditentukan 
oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik). 
Dengan demikian dapat difahami bahwa sebuah pendidikan dapat 
disebut berbasis masyarakat jika tanggungjawab perencanaan hingga 
pelaksanaannya berada di tangan masyarakat (community). Dan sebaliknya 
jika semuanya ditentukan oleh pemerintah, maka disebut pendidikan 
berbasis pemerintah (state-based education), jika semuanya ditentukan 
oleh sekolah, maka disebut pendidikan berbasis sekolah (school-based 
education). 
Atas dasar itu, secara prinsip CBE adalah pendidikan yang 
dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat 
yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang 
ada dengan berorintasi pada masa depan serta memanfaatkan kemajuan 
teknologi (Fasli Jalal & Dedi Supriadi: 2001: 186) 
Menurut Umberto Sihombing dalam buku Reformasi Pendidikan 
dalam Kontek Otonomi Daerah (2001: 185-186) menyebutkan bahwa 
terdapat lima aspek dalam pelaksanaan CBE yaitu: 
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Pertama, teknologi yang dipelajari hendaknya sesuai dengan 
kondisi dan situasi nyata yang ada di dalam masyarakat. Teknologi 
canggih yang diperkenalkan dan adakalanya dipaksakan sering berubah 
menjadi pengarbitan masyarakat yang akibatnya tidak digunakan sebab 
kehadiran teknologi itu bukan karena kebutuhan, melainkan karena 
dipaksakan. Hal inilah yang membuat masyarakat rapuh 
Kedua adalah kelembagaan, artinya harus ada wadah yang 
statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dikembangkan oleh 
masyarakat. Di sini digugah dan ditumbuhkan partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan lembaga. 
Ketiga adalah sosial, artinya program belajar harus bernilai sosial 
atau bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh 
karena itu, program harus digali berdasarkan potensi lingkungan yang 
dimiliki. 
Keempat adalah kepemilikan program, artinya kelembagaan harus 
menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. 
Kelima adalah organisasi, artinya pengelola pendidikan tidak 
menangani sendiri programnya, melainkan bermitra dengan organisasi 
kemasyarakatan lain. 
Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam CBE menurut 
Watson sebagaimana yang dikutip Umberto Sihombing (2001: 187) adalah: 
Pertama mementingkan warga belajar. Disini mempunyai beberapa 
penekanan seperti pentingnya mendengar suara warga belajar, 
menggunakan apa yag dikatakan warga belajar sebagai dasar untuk 
mengembangkan program belajar, percaya bahwa setiap orang 
mempunyai kemampuan belajar karena setiap warga belajar memiliki 
kekuatan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman, serta ada 
kesetaraan di antara warga dan pembina program. Kemudian, mendorong 
warga belajar untuk ikut aktif terlibat dalam kegiatan belajar masyaraat, 
karena sebenarnya mereka mengetahui apa yang mereka butuhkan. 
Kedua, program harus dimulai dari perspektif kritis, ada tiga 
prespektif dalam melihat masyarakat, yaitu konservatif, liberal dan kritis 
(Mansour Fakih, 2001: 18-23). CBE menggunakan pendekatan kritis yang 
menekankan pentingnya perbaikan kemampuan dasar masyarakat, 
meningkatkan kemampuan yang sudah ada, dan partisipasi dalam setiap 
kegiatan. Ini berbeda dengan pendekatan konservatif dan liberal yang 
menekankan pada kepasrahan dan memacu prestasi diri. 
Ketiga, pembangunan masyarakat yang menekankan bahwa 
program belajar harus berlokasi dan menyatu dengan masyarakat, 
mejawab kebutuhan belajar masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan 
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program tersebut dirancang, diputuskan, serta diatur oleh masyarakat 
sehingga mereka membentuk kesatuan yang lebih besar. 
Penjelasan lebih luas dijelaskan oleh Michael W. Galbraith (1995: 5) 
bahwa CBE memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Self determination (menentukan sendiri) bahwa semua anggota 
masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk terlibat 
dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi 
sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk 
merumuskan kebutuhan tersebut 
2. Self help (menolong diri sendiri) bahwa anggota masyarakat 
dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk 
menolong diri mereka sendiri telah didorong dan 
dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan 
membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena 
mereka beranggapan bahwa tanggungjawab adalah untuk 
kesejahteraan mereka sendiri 
3. Leadership development (pengembangan kepemimpinan) bahwa 
para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai ketrampilan 
untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses 
kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri 
secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan 
masyarakat 
4. Localization (lokalisasi) bahwa potensi terbesar untuk tingkat 
partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi 
kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan 
terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup 
5. Integrated delivery of service (keterpaduan pemberian layanan) 
bahwa adanya hubungan antar generasi di antara masyarakat 
dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam 
memenuhi tujuan dalan pelayanan publik yang lebih baik. 
6. Reduce duplication of service (mengurangi duplikasi pelayanan) 
bahwa masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh 
sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia 
dalam lokalitas mereka dan mengoordinir usaha mereka tanpa 
duplikasi pelayanan. 
7. Accept diversity (menerima perbedaan), adalah menghindari 
pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas 
sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang 
menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. 
Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mengkin 
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dituntut dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan 
program 
8. Institutional responsiveness (tanggungjawab kelembagaan), 
bahwa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang 
berubah secara terus menerus adalah sebuah kewajiban dari 
lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani 
masyarakat. 
9. Lifelong learning (pembelajaran seumur hidup), kesempatan 
pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota 
masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar 
belakang masyarakat. 
Undang-Undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 
menyebutkan bahwa, model pendidikan berbasis masyarakat termasuk 
pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana diatur pada pasal 26 
sebagai berikut:  
1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat 
yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 
pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal 
dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 
2. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi 
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan 
sikap dan kepribadian profesional. 
3. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan  hidup, 
pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 
pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik. 
4. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, 
lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 
masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang 
sejenis 
5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat   yang 
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan 
hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan 
profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
6. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 
program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian 
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penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional 
pendidikan. 
 
Aturan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat (CBE) diatur 
pada pasal 55. Pada pasal ini disebutkan sebagai berikut:  
1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis 
masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai 
dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya 
untuk kepentingan masyarakat. 
2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat 
mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi 
pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai 
dengan standar nasional pendidikan. 
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat 
dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat 
memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya 
lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah. 
 
Untuk mengetahui, apakah sebuah pendidikan berbasis 
masayarakat atau pemerintah dapat dilakukan dengan memetakan 
atau memplot derajat pengendalian masyarakat terhadap program 
pendidikan, sebagaimana dapat dilihat dari gambar berikut. (Fasli Jalal 
dan Dedi Supriadi, 2001: 178-179) 
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Gambar  
Tingkat Pengendalian Masyarakat Terhadap Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Keterangan: 
 Dukungan (support)—orang tua dan anggota masyarakat lainnya 
memberikan sumbangan dana atau tenaga 
 Keterlibatan (involvement)—orang tua dan anggota masyarakat 
lainya terlibat atau memberikan bantuan dalam pengambilan 
keputusan, seperti jadwal sekolah atau kegiatan ekstrakulikuler 
 Kemitraan (partnership)—orang tua dan anggota masyarakat lainnya 
menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pengelola 
sekolah dalam menentukan hal-hal yang berkenaan dengan, 
misalnya tujuan program, alokasi dana dan ketenagaan. 
 Kepemilikan penuh (full ownership)—para anggota masyarakat 
mengendalikan semua keputusan tentang program. 
 
Contoh program yang hanya mengandalkan “dukungan” 
masyarakat adalah SD di bawah binaan PEQIP (Primary Education Quality 
Improvement Project): sedangkan contoh kepemilikan masyarakat secara 
penuh adalah pesantren. 
Dengan demikian, menurut Dean Nielsen (Fasli Jalal dan Dedi 
Supriadi, 2001: 175-176), pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks 
sistem pendidikan nasional mencakup beberapa pengertian yang 
beragam, yaitu: 
1. Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput 
(grass root organization) seperti LSM dan Pesantren 
2. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan 
3. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik 
swasta 
4. Pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah 
5. Pusat kegiatan masyarakat 
Pemerintah 
Masyarakat 
3. Dukungan 
4. Keterlibatan 
1. Kemitraan 
2. Kepemilikan 
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6. Pengambilan keputusan yang berbasis masyarakat  
 
Model Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Pesantren sebagai model Pendidikan Berbasis Masyarakat 
1. Sejarah Pesantren 
Dilihat dari bentuk dan sistem yang ada, pesantren disinyalir 
merupaka model pendidikan yang diadopsi dari India. Sebelum proses 
penyebaran Islam di Indonesia, sistem dan model tersebut telah 
dipergunakan di India, baru kemudian pada zaman Hindu Budha di Jawa, 
model atau sistem tersebut digunakan secara umum untuk pendidikan dan 
pengajaran di kerajaan-kerajaan di Jawa. Setelah Islam masuk dan 
menyebar di Indonesia (Jawa), sistem tersebut kemudan diambil oleh Islam 
dan dalam perkembangannya dikenal dengan system pesantren. 
Secara terminologis, istilah pesantren, sebagaimana mengaji 
bukanlah berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa India. Hal 
yang sama juga istilah pondok, langgar, dan surau bukanlah berasal dari 
Arab, melainkan dari India. (Steenbrink, 1994: 21-22) 
Pendapat lain mengatakan bahwa, perkataan pesantren berasal dari 
akar kata santri dengan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti tempan 
tinggal para santri. A.H. Johns dan CC Berg sebagaimana dikutip oleh 
Zamakhsari Dhofier (1982:  & 18) berpendapat bahwa istilah santri berasal 
dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji dan atau berasal dari kata 
Shastri yang dalam bahasa India adalah yang tahu buku-buku suci agama 
Hindu. Kata Shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, 
buku-buku agama atau pengetahuan. 
Pada masa awal Islam di Indonesia, pesantren merupakan lembaga 
pendidikan dan pengajaran Islam yang di dalamnya terjadi interaksi antara 
kyai atau ustadz sebagai guru dan para santri sebagai murid. Pelaksanaan 
pengajarannya bertempat di Masjid atau di halaman-halaman pondok 
(asrama). Sedangkan materi pengajarannya adalah buku-buku teks 
keagamaan karya para ulama masa lalu—abad pertengahan Islam. Karya-
karya ulama klasik ini lebih dikenal dengan kitab kuning. Alasan penamaan 
ini sangat sedehana, karena kitab-kitab tersebut pada masa lalu dicetak 
dengan menggunakan kertas berwarna kuning. Penyebutan itu hingga 
sekarang masih tetap lestari, meskipun kitab-kitab karya ulama klasik 
tersebut sudah dicetak dengan menggunakan kertas putih. 
Dari gambaran kehidupan pesantren ini, maka unsur-unsur 
terpenting dalam pesantren adalah, kyai, santri (murid), masjid, podok 
(tempat tinggal), dan buku-buku atau kitab-kitab teks. (Depag RI. 2003: 3) 
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Kebaradaan pesantren yang survive dan berkembang sejak jauh 
sebelum kemerdekaan, menjadikan inspirasi untuk memasukkan pesantren 
sebagai bagian dari system pendidikan nasional. Kemampuan untuk tetap 
survive lebih disebabkan bahwa ada tradisi lama yang hidup di tengah-
tengah masyarakat Islam dalam segi-segi tertentu masih relevan. Di 
samping itu, bertahannya pesantren karena ia tidak hanya identik dengan 
makna keislaman, tetapi karakter eksistensinya mengandung keaslian 
(indigenous). Sebagai indigenous, pesantren muncul dan berkembang dari 
pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.  
Model pendidikan pesantren merupakan salah satu bentuk 
pendidikan yang berbasiskan masyarakat, sebab maju berkembang dan 
atau mundur serta kepemilikannya diserahkan sepenuhnya kepada 
masyarakat, namun seiring dengan tuntutan, pesantren kini telah 
melakukan banyak perubahan dan pembaharuan. Selain pesantren 
mengajarkan pendidikan agama—yang menjadi “fitrahnya”—beberapa 
pesantren juga telah mengembangkan komponen-komponen pendidikan 
lainnya baik dalam bentuk pendidikan formal maupun nonformal, seperti 
ketrampilan, kesenian, bahasa asing, pendidikan jasmani dan lain-lain. 
Pesantren, dalam perkembangannya jika dilihat dari sarana fisik 
yang dimilikinya dapat di kelompokkan menjadi lima macam tipe yaitu: 
(Depag RI. 2003: 18-19) 
Tipe pertama, pesantren yang hanya terdiri  masjid dan rumah kyai. 
Pesantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali untuk kegiatan 
pengajian, kyai menjadikan masjid atu rumahnya sendiri sebagai tempat 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kepada para santri. Para santri 
sendiri tidak menetap melainkan tinggal di rumah masing-masing, 
sehingga ada yang menyebut bahwa tidak dapat dikategorikan sebagai 
pesantren tetapi sebagai kegiatan pengajaran biasa. 
Tipe kedua, pada tipe ini selain adanya masjid dan rumah kyai, di 
dalamnya telah tersedia pla bangunan berupa pondokan atau asrama bagi 
para santri yang datang dari tempat jauh. 
Tipe ketiga, tipe ini telah memiliki masjid, rumah kyai, serta pondok. 
Di dalamnya diselenggarakan pengajian dengan metode sorogan, 
bandongan dan sejenisnya. Selain itu pada pesantren tipe ini telah tersedia 
sarana lain berupa madrasah atau sekolah yang berfungsi sebagai tempat 
untuk belajar para santri, baik untuk ilmu-ilmu agama maupun umum. 
Tipe keempat, pesantren tipe ini selain telah memiliki masjid, rumah 
kyai serta pondok juga telah dimiliki pula tempat untuk pendidikan 
ketrampilan, seperti lahan untuk peternakan dan pertanian, tempat untuk 
membuat kerajinan, koperasi, laboratorium dan lain sebagainya. 
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Tipe kelima, pada tipe ini pesantren telah berkembang sehingga 
disebut pula sebagai pesantren modern. Selain adanya masjid, rumah kyai 
dan ustadz, pondok, madrasah, terdapat pula bangunan-bangunan fisi lain 
seperti: perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor, took, rang 
penginapan untuk tamu, tempat olahraga aula dan seterusnya. 
Menurut Zamakhsari Dhofir (1982: 41) bentuk dan model pondok 
pesantren dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, pndok psantren 
salafi, yaitu pondok pesantren yang inti pendidikannya tetap 
mempertahankan pengajaran klasik. System madrasah diterapkan untuk 
memudahkan system sorogan yang merupakan bentuk pangajia model 
lama dengan tidak memperkenalkan pengajaran umum. 
Kedua, pondok pesantren khalafi, ialah pondok pesantren yang 
dalam pengajarannya telah memasukkan mata pelajaran umum dalam 
madrasah yang dikembangkannya atau sekolah umum di lingkungan 
pondok pesantren, seperti Pondok Pesantren Gontor tidak mengajarkan 
lagi kitab-kitab klesik. 
Akhirnya, terlepas dari pengelompokkan tipe-tipe tersebut, sebuah 
institusi dapat disebut sebagai pondok pesantren apabila memiliki 
sekurang-kurangnya tiga unsur pokok, yaitu: pertama, kyai yang 
memberikan pengajian, kedua, para santri yang belajar dan tingga di 
pondok, dan ketiga, masjid sebagai tempat ibadah dan tempat mengaji. 
 
2. Basis Kultural Pesantren 
Pesantren, dalam sejarah pendidikan nasional merupakan model 
pendidikan tertua. Karena kemandiriannya pendidikan pesantren mampu 
bertahan hingga saat ini, meskipun harus berkompromi dengan gurita 
modernisasi. Kuatnya arus global memicu pesantren untuk selalu berbenah 
dan melakukan refleksi terus menenerus guna berperan aktif dan 
menjawab persoalan-persoalan pendidikan di masyarakat. 
Pesantren sesungguhnya terbangun dari konstruksi kemasyarakatan 
dan epistemologi sosial yang menciptakan suatu trasendensi atas 
perjalanan historis sosial. Sebagai centre of knowledge dalam pendakian 
sosial, pesanteren mengalami metamorfosa yang berakar pada konstruksi 
epistemologi dari variasi pemahaman di kalangan umat Islam. Hal yang 
menjadi titik penting adalah kenyataan eksistensi pesanten sebagai 
eksistensi pesantren sebagai salah satu pemicu terwujudnya kohesi sosial. 
Keniscayaan ini karena pesantren hadir terbuka dengan semangat 
kesederhanaan, kekeluargaan, dan kepedulian sosial. Konsepsi perilaku 
(sosial behavior) yang ditampilkan pesantren ini mempunyai daya rekat 
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sosial yang tinggi dan sulit ditemukan pada institusi pendidikan lainnya. 
(Maryono, 2003: 35) 
Kemampuan pesantren dalam mengembangkan diri dan 
masyarakatnya, dikarenakan mempunyai kekhasan yang menjadi potensi 
dan tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Potensi tersebut adalah, pertama 
pesantren dalam melakukan aktivitas pembelajarannya full time selama 24 
jam, sehingga aktivitasnya tuntas dan terpadu. Kedua, pondok pesantren 
secara umum mengakar pada masyarakat. Antra pesanren dan masyarakat 
adalah satu kesatuan sehingga keterikatannya adalah hal yang penting. 
Ketiga, pondok pesantren dipercaya masyarakat. Kecenderungan 
masyarakat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren memang 
didasari oleh kepecayaan mereka oleh pembinaan yang dilakukan oleh 
pondok pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama. 
Terdapat tiga karaktereristik sebagai basis utama kltur pesantren 
yaitu: 
1. Pesantren sebagai lembaga tradisionalisme. Tradisionalisme 
dalam konteks pesantren harus difahami sebagai paya 
mencontoh tauladan yang dilakukan para ulama salaf yang masih 
murni dalam menjalankan ajaran islam agar terhindar dari bid’ah, 
khurafat, tahayyul dan klenik. Hal ini kemudian dikenal dengan 
gerakan salaf, yaitu gerakan yang menyerukan kembali kepada al 
Qur’an dan Hadits. Karena kemunduran dan ketidak berdayaan 
Islam disebabkan umat islam telah jauh meninggalkan sumber 
aslinya dan karena taklid buta. (Steenbrink, 1986: 29) 
2. Pesantren sebagai pertahanan budaya (culture resistance). 
Mempertahankan budaya masa lalu yang baik dan mengmbil 
budaya baru yang baik dan selalu bersandar kepada al Qur’an 
dan sunnah adalah prinsip yang dipegang oleh pesantren. Sikap 
ini merupakan konsekwensi dari modeling. Ide culture resistance 
juga mewarnai dunia pesantren. Subjek yang diajarkan di 
lembaga ini melalui hidayah dan sabab (berkah) kyai sebagai 
guru utama atau Irsyadul ustadzul adalah kitab klesik atau kitab 
kuning, diolah dan d transmisikan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya, yang sekalligus menunjukkan keampuhan 
kepemimpinan kyai. Isi kitab kuning menawarkan keseimbangan 
tradisi yang benar. (Zubaidi, 2005: 148) 
3. Pesantren sebagai pendidikan keagamaan. Pendidikan pesantren 
didasari, digerakkan dan diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan 
yang bersumber pada ajaran Islam. Ajaran Islam ini berkelindan 
dengan struktur sosial atau realitas sosial yang digumuli dalam 
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hidup sehari-hari. Dengan demikian, maka pendidikan pesantren 
didasarkan atas dialog-dialog yang terus menerus antara 
kepercayaan terhadap ajaran dasar agama yang diyakini memiliki 
nilai kebenaran mutlak dan realitas sosial yang memiliki nilai 
kebenaran relative. (Mastuhu, 1994: 26) 
 
Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pesantren 
Dari pola manajemen dan pelaksanaannya, pesantren bisa 
dikatakan sebagai salah satu model pendidikan berbasis masyarakat di 
Indonesia. Pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan 
utamanya adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan 
mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pesantren dengan cara 
hidupnya yang bersifat kolektif merupakan perwajahan atau cerminan dari 
semangat dan tradisi lembaga gotong royong yang umum terdapat di 
pesantren (Dawam Raharjo, 1988: 9). Nilai-nilai keagamaan seperti 
ukhuwah (persaudaraan), jihad (berjuang), taat, sederhana, mandiri, ikhlas 
dan berbagai nilai eksplisit dari ajaran Islam yang mentradisi di pesantren 
ikut mendukung kelestariannya. 
Pesantren kemudian mampu mempertegas eksistensinya sebagai 
pusat belajar masyarakat atau community-base centre. Pada konteks ini, 
menurut Zubaidi (2005:141) pesantren memiliki otonomi dengan 
menggunakan model manajemen sendiri (self management) yang 
belakangan dikenal dengan istilah manajemen pendidikan berbasis 
masyarakat (Community-Based Education/CBE).  
Menurut catatan Zamacksyari Dhofier, (1982:60) ketika lembaga-
lembaga sosial yang lain belum berjalan secara fungsional maka pesantren 
telah menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam belajar agama, bela diri, 
mengobati orang sakit, konsultasi pertanian, mencari jodoh sampai pada 
menyusun perlawanan terhadap penjajah. Dengan kata lain pesantren 
manjadi lembaga pendidikan yang unik, tidak saja karena keberadaannya 
yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode dan jaringan 
yang diterapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Pesantren juga 
memiliki jaringan sosial yang kuat dengan masyarakat dan dengan sesama 
pesantren, karena sebagian besar pengasuh pesantren tidak saja terikat 
pada kesamaan pola pikir, paham keagamaan, namun juga memiliki 
hubungan kekerabatan yang cukup erat. 
Secara umum, pesantren adalah sebuah asrama pendidikan 
tradisional di mana para siswa (santri) tinggal bersama dan belajar ilmu-
ilmu keagamaan di bawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal 
dengan sebutan kiyai. Sedangkan unsur-unsur pokok yang membentuk 
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pesantren adalah kiyai, masjid, asrama dan kitab kuning. (Zamachsyari 
Dhofier, 1982: 44) 
Pada perkembangannya, pesantren dapat dikelompokkan menjadi 
tiga model. Pertama, model pesantren tradisional yang masih 
mempertahankan sistem salafiyahnya, dan menolak intervensi kurikulum 
dari luar. Kedua, model pesantren yang sudah lebur dengan modernisasi, 
yaitu pesantren yang mempunyai dua kurikulum, yaitu kurikulum salafi dan 
kurikulum umum, hal ini karena mengakomodir kepentingan Departemen 
Agama atau Departemen Pendidikan Nasional. Ketiga, model pesantren 
yang mengikuti proses perubahan modernitas, tanpa menghilangkan 
sistem kurikulum lama yang salafi. Terdapat pendidikan umum, tetapi tidak 
sepenuhnya sama dengan kurikulum yang ditentuan Departemen Agama. 
Sebab menurutnya kurikulum Departemen Agama dianggap sebagai biang 
keladi runtuhnya “dinasti pendidikan” pesantren. (Aziz Masyhuri: 2002) 
Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berbasiskan masyarakat, 
pesantren sampai saat ini tetap survive meski harus menyesuaikan diri 
seiring dengan dinamika zaman. 
 
Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam pelaksanaannya dapat 
diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan belajar masyarakat. Bentuk 
kegiatan belajar yang telah dan terus diusahakan adalah melalui 
pelebagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan 
tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam 
rangka usaha untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, hobi 
dan bakat warga masyarakat. PKBM bertitik tolak dari kebermaknaan dan 
kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan 
memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang 
dimilikinya. 
Selain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan 
Berbasis Masyarakat juga dapat berbentuk kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan masyarakat dalam rangka menjawab persoalan dan 
kebutuhan yang dihadapinya. Sekolah-sekolah alternatif yang banyak 
dikelola oleh masyarakat seperti SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah di 
Salatiga, SMP Terbua Otek Makmur di Boyolali, SLTP Alternatif Candi Laras 
di lereng gunung Merbabu, Sekolah Khusus Anak Petani di Gunung Kidul 
dan masih banyak lagi, merupakan salah satu bentuk yang pelaksanaannya 
berbasis masyarakat. 
 
Peran Pemerintah dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat 
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Demokratisasi pendidikan merupakan landasan dan spirit 
pelaksanaan CBE, hal ini dilaksanakan melalui perluasan pelayanan 
pendidikan untuk kepentingan rakyat. Selain itu CBE merupakan upaya 
penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat, sehingga 
peranan pemerintah untuk mensukseskan CBE ini menjadi sangat penting. 
Menurut Umberto Sihombing (2001: 190) terdapat lima peran pemerintah 
dalam pelaksanaan CBE, yaitu:  
1. Peran sebagai pelayan masyarakat 
Dalam pengembangan CBE (Pendidikan Berbasis Masyarakat) 
prinsip yang diterapkan adalah “memberikan pelayanan terbaik” 
bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama 
dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam 
menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara 
optimal. 
2. Peran sebagai fasilitator 
Pemerintah menjadi fasilitator yang ramah, menyatu dengan 
masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu 
menangkap aspirasi masyarakat, mempu membuka jalan, mampu 
membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, 
mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu 
menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa 
masyarakat merasa terbebani. 
3. Peran sebagai pendamping 
Pemerintah melepaskan peranannya dari penentu segalanya 
dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping 
masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi 
berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. 
4. Peran sebagai mitra 
Pemerintah harus dapat memerankan fungsinya sebagai mitra 
bagi masyarakat. Sebagai mitra, hubungan dalam pengambilan 
keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang 
sama. 
5. Peran sebagai penyandang dana 
Semua warga negara berhak medapatkan pendidikan yang layak, 
sehingga wajib bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan 
mendanai kegiatan belajar masyarakat. 
 
Peran Masyarakat dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Masyarakat memegang peranan sentral dan setrategis dalam 
penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat atau CBE. Peran 
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masyarakat dalam penyelenggaraan CBE dapat dikelompokkan sebagai 
berikut adalah: 
1. Tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama, tokoh adat, 
dan pendidik) berperan sebagai pemrakarsa, mediator, 
motovator, tutor, pengelola, dan bahkan bahkan sebagai 
penyandang dana serta penyedia fasilitas pendidikan. 
2. Organisasi kemasyarakatan berperan sebagai pemrakarsa, 
perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi, 
penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, 
penyedia dana, pembina kegiatan dan pemecah masalah. 
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai 
pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat, pemberi 
motivasi, pendamping masyarakat, fasilitator, 
pengembang, penyedia dana, penyedia teknologi, 
penyedia informasi pasar, dan penyedia tenaga ahli, dan 
pengelola program. 
Pemerintah dan masyarakat memegang peranan yang 
sangat penting dalam menata berbagai upaya pendidikan 
berbasis masyarakat. Peran tersebut harus terwujud secara 
harmonis dalam semangat kebersamaan untuk saling mengisi 
secara bertanggungjawab. 
 
SIMPULAN 
Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community-Based Education) 
merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap 
orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
pembelajaran seumur hidup. Kemunculan CBE didorong oleh arus 
globalisasi yang menuntut modernisasi dan demokratisasi dalam semua 
hal, termasuk di dalamnya pendidikan. Dalam situasi semacam ini 
pendidikan sudah seharusnya dikelola secara desentralisasi dengan 
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.  
Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat 
diantaranya adalah Self determination (menentukan sendiri), Self help 
(menolong diri sendiri), Leadership development (pengembangan 
kepemimpinan), Localization (lokalisasi), Integrated delivery of service 
(keterpaduan pemberian layanan), Reduce duplication of service 
(mengurangi duplikasi pelayanan), Accept diversity (menerima perbedaan), 
Institutional responsiveness (tanggungjawab kelembagaan), dan Lifelong 
learning (pembelajaran seumur hidup). 
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Dilihat dari pola manajemen dan pelaksanaannya, pesantren bisa 
merupakan salah satu model pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. 
Pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya 
adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan 
ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pesantren dengan cara hidupnya yang 
bersifat kolektif merupakan perwajahan atau cerminan dari semangat dan 
tradisi lembaga gotong royong yang umum terdapat di pesantren. Nilai-
nilai keagamaan seperti ukhuwah (persaudaraan), jihad (berjuang), taat, 
sederhana, mandiri, ikhlas dan berbagai nilai eksplisit dari ajaran Islam 
yang mentradisi di pesantren ikut mendukung kelestariannya. 
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MANAJEMEN MUTU ISO (INTERNATIONAL STANDARDIZATION OF 
ORGANISATION) DALAM PENDIDIKAN 
 
PENDAHULUAN  
Manajemen merupakan unsur penting dalam pelaksaan setiap 
program organisasi, termasuk di dalamnya adalah organisasi pendidikan. 
Dalam lembaga pendidikan, semua unsur-unsur pelaksanaan pendidikan 
akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan menggunakan konsep dan 
prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan 
dengan benar dan baik akan berdampak kepada efisiensi pelaksanaan 
program, meningkatnya kualitas dan produktivitas pendidikan yang pada 
akhirnya mejadikan lembaga tersebut bermutu.  
Manajemen dalam pelaksanaan program pendidikan bukanlah 
tujuan tetapi alat atau metode untuk mencapai mutu dan meningkatkan 
performance yang harapkan. Banyak cara dalam meningkatkan mutu 
diantarannya menggunakan standar-standar sistem manajemen yang telah 
di rumuskan oleh lembaga-lembaga penjamin mutu. Sistem manajemen 
yang kita kenal seperti International Standardization of Organisation (ISO), 
Six Sigma, Malcolm Baldrige, Sigapur Quality Award, Australian Quality 
Award,  JAS (Japanese Agricultural Standard), IHPA (International Hardwood 
Products Association), BS (British Standard), SNI (Standar Nasional 
Indonesia), IPS (Indonesian Plywood Standard), dan yang lainnya. 
Dalam konteks pendidikan atau sekolah penerapan manajemen 
untuk meningkatkan mutu paling tidak dapat dilihat dari beberapa 
indikator yaitu; (1) jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan, (2) 
kualitas layanan pendidikan (seperti pembelajaran), yang berdampak pada 
peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa dan jumlah siswa 
yang tingkat tinggal kelas menurun, (4) produktivitas sekolah (efektivitas 
dan efisiensi penggunaan sumber daya, (5) relevansi pendidikan, (6) 
keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, (7) partisipasi orang tua dan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan, (8) iklim dan budaya kerja 
sekolah, (9) kesejahteraan guru dan staf sekolah, serta (10); demokratisasi 
dalam penyelenggaraan pendidikan.  
Lembaga pendidikan atau sekolah yang memenuhi indikator-
indikator tersebut termasuk dalam katagori sekolah bermutu. Bermutu 
dalam pengertian meningkatnya efektifitas, efisiensi dan produktivitas 
lembaga secara terus menerus. Sebagaimana telah diungkapkan 
sebelumnya, sesungguhnya terdapat banyak cara untuk meningkatkan 
mutu diantaranya menerapkan berbagai strategi manajemen peningkatan 
mutu. Berikut ini akan diulas tentang sistem manajem mutu pendidikan. 
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Pembahasan akan difokuskan pada sistem manajemen mutu ISO dan 
penerapannya dalam lembaga pendidikan. 
 
SISTEM MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN 
1. Pengertian Manajemen Mutu  
Mutu atau quality sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang 
kontradiktif sebab di satu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep yang 
absolut dan di sisi lain juga dapat diartikan  sebagai konsep relatif (Sallis, 
1993: 22-23).  Sebagai konsep absolut, mutu dipahami sebagai dasar 
penilaian untuk kebaikan, kecantikan dan kebenaran yang memungkinkan 
standar tinggi dan tidak dapat diungguli. Dalam pemahaman seperti ini, 
produk-produk dianggap bermutu bila produk tersebut dibuat dengan 
sempurna dan tidak menghemat biaya.  
Mutu sebagai konsep relatif difahami sebagai sebuah atribut 
produk atau layanan, mutu dapat dinilai terus kelanjutannya. Mutu 
merupakan produk kontekstual; yaitu apa yang dianggap bermutu saat ini 
kemungkinan bukan suatu yang dianggap bermutu besok, sehingga mutu 
pada dasarnya adalah subyektif dan dinamis. Mutu dalam konsep relatif 
merupakan sebuah proses yang mengarah pada dua aspek, yaitu; tindakan 
spesifikasi dan mencari pelanggan yang membutuhkan. Aspek pertama, 
dinamakan juga sebagai fitnees for purpose or use.  
Secara terminologis, mutu telah didefinisikan secara beragam, 
Edwards Deming mendefinisikan mutu sebagai “a predictive degree of 
uniformity and dependability at a low cost, suited to the market”. Dari 
definisi ini Deming kemudian menjabarkan mutu menurut konteks, persepsi 
customer, dan kebutuhan serta kemauan customer.  
Selain Deming, Joseph M. Juran mendefinisikan mutu sebagai 
“fitness for use, as judged by the user”. Kemudian Philip B. Crossby 
mengatakan “conformance to requirements” dan Armand  V. Feigenbaum 
mengatakan “full customer satisfaction” (Soewarso, 2002: 49). ISO 8402 
mendefinisikan mutu sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang 
menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 
dispesifikasikan atau ditetapkan. Mutu seringkali diartikan sebagai 
kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atau konformansi terhadap 
kebutuhan atau persyaratan (conformance to the requirements)(Gaspersz, 
2001: 5). Mutu juga sering diartikan sebagai segala sesuatu yang 
menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan 
terus menerus sehingga dikenal istilah Q-MATCH (Quality=Meets Agreed 
Terms and Changes).  
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Dengan pengertian mutu tersebut, maka manajemen mutu (Quality 
Management) berarti sebagai keseluruhan metode untuk mengatur mutu 
dalam suatu organisasi yang meliputi produk, jasa, kinerja, proses dan 
sumber daya manusia. Manajemen mutu menggabungkan trilogi mutu 
yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu 
(Miranda dkk, 2003: 157). Ketiga mutu tersebut dilaksanakan secara 
bersama-sama dalam kerja tim untuk mensukseskan program perbaikan 
mutu. 
2. Evolusi Manajemen Mutu 
 Terdapat tiga istilah quality atau mutu dalam manajemen mutu 
(quality manajement) yaitu; quality control (kendali mutu), quality 
assurance (jaminan mutu), dan total quality (mutu terpadu). Ketiga istilah 
ini merupakan bentuk perkembangan atau evolusi manajemen mutu. 
Secara historis, quality control merupakan konsep mutu yang paling awal. 
Quality control biasanya dinamakan dengan quality professionals atau 
dikenal sebagai pengontrol mutu atau inspektur. Inspeksi dan testing 
merupakan metode umum yang lebih penting dari kontrol mutu dan 
secara luas digunakan dalam dunia pendidikan. 
Quality Assurance (Jaminan mutu) adalah perkembangan lanjutan 
dari quality control. Quality assurance dilakukan pada saat sebelum, awal 
dan selama proses terjadinya produksi. Jaminan mutu ini bertujuan untuk 
menghindari terjadinya kerusakan dan kesalahan dalam produksi. Philip B. 
Crosby menyebutnya sebagai zero defects atau kesalahan nol (Crosby, 
1986: 1) Dari sinilah, jaminan mutu menuntut adanya tanggung jawab 
yang tinggi dan kerja keras dalam menjamin mutu produk. Standar mutu 
diupayakan dipelihara dengan mengikuti prosedur dalam system jaminan 
mutu (quality assurance). 
Total quality (mutu terpadu) merupakan kelanjutan dari jaminan 
mutu. Total quality management dimaksudkan agar tercipta kultur mutu 
yang bertujuan untuk kepuasan pelanggan. Dalam mutu terpadu 
pelanggan adalah yang paling utama dan berkuasa. Mutu berusaha 
mengikuti perubahan yang berkembang, utamanya kebutuhan pelanggan.  
Evolusi manajemen mutu dan sejarah perjalanan manajemen mutu terpadu 
dapat digambarkan pada gambar dan tabel berikut: 
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Gambar 
Evolusi Manajemen Mutu 
 
3. Model-Model Sistem Manajemen Mutu 
Sebuah sistem mutu mempunya standar-standar tertentu yang 
telah ditentukan lembaga penciptanya. Standar mutu berfungsi sebagai 
jaminan atas kualitas barang atau layanan yang sesuai dengan yang 
dijanjikan. Kualitas dan layanan tersebut hanya dapat diberikan oleh 
lembaga yang telah memiliki sertifikasi standar sistem mutu. 
Sesungguhnya terdapat banyak model sistem standar mutu yang 
dirumuskan dan dibakukan untuk menjamin mutu produk seperti ISO, Six 
Sigma, Malcolm Baldrige, Sigapur Quality Award, Australian Quality Award,  
JAS (Japanese Agricultural Standard), IHPA (International Hardwood 
Products Association), BS (British Standard), SNI (Standar Nasional 
Indonesia), IPS (Indonesian Plywood Standard), dan yang lainnya. Sistem-
sistem tersebut merupakan tool atau alat untuk membantu perusahaan 
agar bekerja dengan lebih terorganisir serta membantu pengelolaan dan 
pengontrolan proses bisnis yang berjalan di perusahaan dengan 
berpegang pada standar mutu yang telah ditetapkan.  
Berikut ini adalah beberapa model sistem manajemen penjaminan 
mutu: 
a. ISO (International Standardization Organization) 
International Standardization Organization (ISO) atau Organisasi 
Standardisasi Internasional adalah organisasi non-pemerintah yang 
beranggotakan badan-badan standardisasi nasional dari beberapa negara.  
ISO secara teknis dibentuk pada tahun 1987 dengan nama Technical 
Committee 176 (TC176) atau lebih dikenal sebagai ISO/TC176, dan telah 
berhasil menyusun seri standar yang dapat diterima secara internasional.  
Versi terbaru dari ISO 9001 adalah versi 2008 yang merupakan versi 
ke-4. Bila dibandingkan dengan versi 2000, ISO 9001:2008 merupakan 
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penyesuaian terhadap standar yang ada dan bukan perbaikan menyeluruh. 
Versi 2008 ini juga mengklari fikasi persyaratan yang ada dalam ISO 
9001:2000.  
Sampai saat ini, ISO 9001:2000 dianggap sebagai standard 
international terbaik untuk mengelola system management mutu, 
sehingga paling banyak diadopsi oleh berbagai organisasi termasuk 
lebaga pendidikan.  
 
b. Malcolm Baldrige 
Malcolm Baldrige adalah sebuah sistem manajemen kualitas yang 
diterapkan untuk menjadikan lembaga unggul atau excellence. Sistem ini 
pertama sekali diciptakan oleh US Congress pada tahun 1987 dibawah 
Public Law 100-107, sebagai penghormatan kepada Malcolm Baldridge, 
Commerce Department Secretary, yang meninggal pada kecelakaan rodeo 
pada bulan Juli 1987. 
Baldrige sangat mendukung manajemen kualitas sebagai kunci dari 
kemakmuran negara dan sebagai kekuatan jangka panjang. Baldrige 
adalah salah seorang yang membuat konsep awal pengendalian kualitas. 
Sebagai bentuk kehormatan, Kongres menetapkan namanya sebagai nama 
penghargaan tahunan di bidang peningkatan kualitas. 
c. Six Sigma (6) 
Six Sigma dilambangka dengan angka enam (6) dan sigma () yaitu 
simbul dari standar deviasi. Sehingga six sigma ditulis dengan lambang 
(6). 
Six Sigma merupakan sebuah sistem manajemen yang terstruktur 
untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha mengurangi 
variasi proses (process variances) sekaligus mengurangi cacat (produk/jasa 
yang diluar spesifikasi) dengan menggunakan statistik dan problem solving 
tools secara intensif. Secara lebih teknis Six Sigma dapat diartikan sebagai 
cara mengukur proses yang tujuannya mendekati sempurna, disajikan 
dengan 3,4 DPMO atau sama dengan 6 SIGMA (Defect per Million 
Opportunities). Sebuah pendekatan mengubah budaya organisasi, agar 
posisi perusahaan ada pada kepuasan pelanggan, profitabilitas dan daya 
saing yang besar (http://www.beranda.net). 
4. Mutu dalam Pendidikan 
Pengertian mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan dengan 
beberapa pengertian, The International Encyclopedia of Education 
menyebutkan mutu pendidikan sebagai “educational quality is equated 
with school outcomes, various school “inputs” are examined to determine the 
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effect on student achievement” (Postlethwaite  at. All, 1994: 4858) Charles 
Hoy dalam bukunya Improving Quality in Education, merumuskan kualitas 
pendidikan sebagai berikut: 
Quality in education is an evaluation of the process of educating 
which enhances the need to achieve and develop the talents of 
customers of the process, and at the same time meets the 
accountability standards set by the clients who pay for the process 
or the outputs from the process of educating (Hoy, dkk., 2000: 10) 
 
Sedangkan Organization for Quality Education—Ontario—Kanada 
menyebutkan bahwa rumusan mutu dalam pendidikan adalah “a quality 
education system produces students with the knowledge, skills, attitudes, 
values, and work habits needed to become productive, fulfilled citizens. It 
provides clear goals, high standards, good teachers and a well – organized 
curriculum” (Organization for Quality Education, 2001:1)  
Beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa mutu 
pendidikan pada dasarnya mencakup keseluruhan proses pendidikan yaitu 
input, proses dan output pendidikan. Untuk menghasilkan input, proses dan 
output yang bermutu harus dilakukan dengan manajemen yang baik, 
dengan penerapan manajemen yang benar dan baik akan berdampak 
kepada efisiensi pelaksanaan program dan meningkatnya kualitas dan 
mutu pendidikan.  
 
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO  
1. Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu ISO  
Standardisasi internasional bermula dari persoalan yang dihadapi 
selama perang Dunia ke-2 yaitu pada tahun 1939 – 1945. Sekutu Amerika, 
Inggris dan Perancis secara bersama menghadapi serangan Jerman. Itali 
dan Jepang mengalami kesulitan karena selain perbedaan bahasa, juga 
terjadi perbedaan peralatan dan standar satuan teknik yang digunakan 
dalam perang. Dari persoalan inilah muncul gagasan untuk melakukan 
standardisasi. Standardisasi yang diberlakukan pada pada saat itu masih 
terbatas pada pada alat-alat perang.  
Dalam perkembangan berikutnya, muncul berbagai ide 
mengembangkan standar di bidang lainnya. Antara tahun 1970-an hingga 
tahun 1980-an, bidang ilmu kendali mutu berkembang dari ciri utamanya 
reactive (inspection-dominant) menjadi proactive (sistem oriented) yang 
dalam implementasinya berupa perubahan terhadap titik berat pada hasil 
akhir ke arah proses produksi. Perubahan ini didasarkan pada pola pikir 
bahwa proses produksi harus dikembangkan dan dijaga secara sungguh-
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sungguh untuk menghasilkan suatu produk yang bermutu dan selalu 
dalam keadaaan bermutu.  
Tahun 1987 dibentuk Technical Committee 176 (TC176) atau lebih 
dikenal sebagai ISO/TC176 yang berfungsi sebagai tim teknis ISO. Pada 
tahun tersebut (1987), ISO/TC176 telah berhasil menyusun sekelompok/ 
seri standar yang dapat diterima secara internasional terutama untuk 
kawasan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Standar tersebut diberi nama 
ISO 9000 series version 1987. Dalam perkembangannya, ISO 9000 yang 
disusun pada tahun 1987 mengalami perbaikan pada tahun 1994 yang 
dikenal dengan ISO 9000:1994 series. Pada versi ISO 9000:1994 ini, model 
sertifikasi yang bisa diperoleh ada 3 jenis yaitu: (1) ISO 9001, (2) ISO 9002 
dan (3) ISO 9003.  
Pada 15 Desember tahun 2000, seri ISO 9000 kembali mengalami 
perubahan yang lebih mengarah ke Total Quality Management. Seri ini 
dikenal sebagai ISO 9000:2000. Bagi organisasi yang telah menerapkan ISO 
9000 seri sebelumnya diharuskan sudah mengikuti versi terbaru jika masih 
ingin memegang sertifikat ISO 9000. 
Sejak awal berdirinya, ISO memfokuskan diri pada pengembangan 
standar khusus untuk produk. Kemudian pada pertengahan tahun 1980-
an, ISO mulai bergerak pada standar yang berkaitan dengan sistem, yang 
pada akhirnya dikenal sebagai seri standar ISO 9000. Pada tahun 1987, ISO 
menyelesaikan dan menerbitkan seri standar 9000-nya, seri ini 
mempersatukan hampir semua elemen yang terdapat pada  The British 
Standards Institution (BSI) yang dikenal dengan nama BS 5750 ke dalam 
standar ISO 9001 ( salah satu bagian dari seri ISO 9000 : 2000). 
ISO 9001:2000 hanya merupakan standar sistem manajemen 
kualitas. Persyaratan-persyaratan dan rekomendasi dalam ISO 9001 ; 2000 
diterapkan pada manajemen organisasi yang memasok produk, sehingga 
akan mempengaruhi bagaimana produk itu didesain, diproduksi, dirakit, 
ditawarkan, dan lain-lain.  
Pada tanggal 14 Nopember 2008  ISO-9001:2008 dipublikasikan. 
ISO 9001:2008 ini merupakan versi ke-4, yang mana versi ke-1 diterbitkan 
pada tahun 1987, versi ke-2 pada tahun 1994, sedangkan versi ke-3 
diterbitkan pada tahun 2000. yang merupakan revisi secara menyeluruh 
termasuk di dalamnya mengenai persyaratan baru, yang lebih 
memfokuskan pada pelanggan serta merefleksikan pengembangan dalam 
manajemen mutu.  Bila dibandingkan dengan versi 2000, ISO 9001:2008 
merupakan penyesuaian terhadap standar yang ada dan bukan perbaikan 
menyeluruh.  
Tabel: Versi ISO 
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No Seri ISO Keterangan 
1 Pre ISO 9000 Selama perang dunia ke-2, terdapat banyak persoalan tentang mutu 
dalam industri teknologi tinggi di Inggris, seperti amunisi yang 
meledak saat masih di pabrik pembuatnya. Solusi yang dilakukan 
adalah dengan mensyaratkan pabrik untuk mendokumentasikan 
prosedur serta menunjukannya dengan bukti-bukti terdokumentasi 
untuk membuktikan bahwa prosedur tersebut telah dilakukan sesuai 
dengan yang dituliskan. Nama standar itu dikenal dengan kode BS 
5750 (Britis Counsil 5750) dan diakui sebagai standar manajemen 
mutu. sebab ia tidak menyatakan apa yang dibuat, tapi bagaimana 
mengelola proses pembuatannya. Pada tahun 1987, pemerintah 
Inggris meyakinkan ISO untuk mengadopsi BS 5750 sebagai standar 
internasional, dan kemudian BS 5750 berubah menjadi ISO 9000. 
2 Versi 1987 ISO 9000:1987 memiliki struktur yang sama dengan BS 5750 dengan 
3 (tiga) Model standar Manajemen Mutu (SMM). Pemilihan model 
SMM didasarkan pada ruang lingkup aktivitas suatu organisasi. 3 
model ISO versi ini adalah: 
 ISO 9001:1987 Model, untuk penjaminan mutu (QA = 
quality assurance) dalam desain, pengembangan, produksi, 
instalasi dan pelayanan bagi organisasi yang memiliki 
aktivitas menciptakan produk baru. 
 ISO 9002:1987 Model,  untuk QA dalam produksi, instalasi 
dan pelayanan yang dasarnya sama dengan ISO 9001:1987 
namun tanpa aktivitas menciptakan produk baru. 
 ISO 9003:1987 Model, untuk QA dalam pengujian dan 
inspeksi akhir saja. 
 ISO 9000:1987 dipengaruhi oleh standar militer di Amerika 
Serikat khususnya, namun juga cocok diterapkan pada 
manufaktur.  
3 Versi 1994 ISO 9000:1994 menekankan QA melalui tindakan preventif, sebagai 
ganti dari hanya melakukan pemeriksaan pada produk akhir, namun 
tetap melanjutkan pembuktian kepatuhan dengan prosedur-
prosedur terdokumentasi. Dan karenanya, seperti versi sebelumnya, 
organisasi cenderung menghasilkan begitu banyak manual 
prosedur sehingga membebani organisasi tersebut dengan 
rangkaian birokrasi yang tidak perlu. 
4 Versi 2000 ISO 9001:2000 memadukan ketiga standar ISO yaitu 9001, 9002, 
and 9003 menjadi hanya satu standar yaitu 9001. Prosedur desain 
dan pengembangan disyaratkan hanya jika organisasi berkaitan 
secara langsung dengan aktivitas penciptaan produk baru. Versi 
2000 ini membuat perubahan mendasar dalam konsep SMM ISO 
9000 dengan menempatkan manajemen proses sebagai landasan 
pengukuran, pengamatan dan peningkatan tugas dan aktivitas 
organisasi, ketimbang hanya melakukan inspeksi pada produk akhir.  
5 Versi 2008 ISO 9001:2008 Quality Management System-Requirements 
merupakan versi terbaru, dikeluarkan pada bulan November 2008. 
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Tidak ada persyaratan baru dalam ISO ini, namun terdapat hal-hal 
yang perlu diperhatikan dalam standar ISO 9001 versi terbaru ini. 
Dengan dipublikasikannya  versi ISO 9001:2008 (14 November 
2008), maka semua sertifikat akreditasi yang 
diterbitkan (baru maupun resertifikasi) harus mengacu ke ISO 
9001:2008, dan 24 bulan setelah publikasi ISO 9001:2008, semua 
sertifikat yang dterbitkan sesuai ISO 9001:2000 tidak berlaku. 
Dari berbagai sumber 
 
2. Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO  
ISO disusun berdasarkan kepada delapan prinsip sistem manajemen 
kualitas. Prinsip ini dapat digunakan oleh manajemen sebagai suatu 
kerangka kerja (frame work) yang dapat membimbing organisasi menuju 
peningkatan kinerja. Delapan prinsip manjemen kualitas yang menjadi 
landasan penyusunan ISO adalah : 
1) Fokus Pelanggan, organisasi tergantung pada pelanggan, karena itu 
manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan 
sekarang dan akan datang, harus memenuhi kebutuhan pelanggan 
dan giat berusaha melebihi ekspetasi pelanggan.  
2) Kepemimpinan, pemimpin organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan 
arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara 
lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara 
penuh dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. 
3) Keterlibatan Orang-orang, Orang pada semua tingkat merupakan 
faktor yang sangat penting dari suatu organisasi dan keterlibatan 
mereka digunakan untuk manfaat organisasi. 
4) Pendekatan Proses, suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara 
lebih efisien, apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan 
dikelola sebagai suatu proses. Suatu proses dapat didefinisikan 
sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, metode, mesin, dan 
peralatan, dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah 
output bagi pelanggan. suatu proses mengkonversi input terukur ke 
dalam output terukur melalui sejumlah langkah sekuensial yang 
terorganisasi. 
5) Pendekatan Sitem terhadap Manajemen, pengidentifikasian, 
pemahaman dan pengelolaan, dari proses-proses yang saling 
berkaitan sebagai suatu sistem, akan memberikan kontribusi pada 
efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. 
6) Peningkatan Terus-Menerus, peningkatan terus-menerus dari kinerja 
organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari 
organisasi. Peningkatan terus-menerus didefinisikan sebagai suatu 
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proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan 
efektivitas dan atau efesiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan 
dan tujuan dari organisasi.  
7) Pendekatan Faktual dalam Pembuatan Keputusan, keputusan yang 
efektif adalah yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk 
menghilnagkan akar penyebeb masalah, sehingga masalah-masalah 
kualiatas dapat tyerselesaikan secara efektif. Keputusan manajemen 
organisasi, seyogianya ditujukan untuk meningkatkan kinerja 
organisasi dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu. 
8) Hubungan Pemasok yang Saling Menguntungkan, Suatu organisasi 
dan pemasoknya adalah saling tergantung dan suatu hubungan yang 
saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama 
dalam menciptakan nilai tambah. 
Sedangkan sistematika sistem manajemen ISO yang terdiri dari 
aktivitas plan, do, check and action (PDCA) dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  
Siklus PDCA (Plan-Do-Action-Check) 
 
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO DALAM PENDIDIKAN 
Penerapan sistem Manajemen Mutu ISO dalam lembaga pendidikan 
pada dasarnya sama dengan penerapan ISO pada lembaga/organisasi 
lainnya, yaitu mengelola lembaga pendidikan sebagaimana industri. 
Dengan demikian keseluruhan proses dapat terjamin dengan baik melalui 
sistem manajemen mutu. Berikut ini adalah model proses sistem 
manajemen mutu ISO 9001:2000. 
Plan Do 
Action Check 
Menetapkan 
sasaran dan 
proses yang 
dibutuhkan 
Pelaksanaan 
Aktivitas Proses 
Mengawasi dan 
mengukur 
Pelaksanaan Proses 
Mengambil 
tindakan untuk 
peningkatan 
kinerja 
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Model proses ISO 9001 : 2000 terdiri dari lima bagian utama yang 
menjabarkan sistem manajemen mutu organisasi, sebagai berikut : 
1. Sistem manajemen mutu (klausul 4 dari ISO 9001 : 2000) 
2. Tanggung jawab manajemen (klausul 5 dari ISO 9001 : 2000) 
3. Manajemen sumber daya (klausul 6 dari ISO 9001 : 2000) 
4. Realisasi produk (klausul 7 dari ISO 9001 : 2000) 
5. Pengukuran, analisis dan peningkatan (klausul 8 dari ISO 
9001:2000) 
 
 
 
 
Gambar 
Model Proses Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 
 
Dari gambar di atas dapat dijelaskan langkah-langkah implementasi 
sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2000  sebagai berikut : 
a. Suatu organisasi (perusahaan), bila ingin berhasil mencapai tujuannya 
(mendapatkan keuntungan), dimulai dengan adanya suatu arahan 
yang jelas dari pimpinan puncak mengenai tujuan perusahaan-
dinyatakan dalam visi dan misi yang dijabarkan lagi dalam kebijakan 
dan sasaran mutu. 
b. Organisasi (perusahaan ) tergantung pada pelanggannya (customer) 
dan pihak-pihak berkepentingan (interested party), misalnya 
pemegang saham, komunitas sosial, karyawan, dan lembaga swadaya 
masyarakat. Untuk itu, organisasi harus mengetahui keinginan 
pelanggan saat ini dan harapannya untuk masa mendatang. Pimpinan 
puncak harus mengetahui hal ini (dalam gambar dilukiskan dengan 
garis dua arah putus-putus) dan menginformasikan keseluruh bagian 
dari organisasi / perusahaan. 
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c. Visi dan misi sebagai perencanaan strategis (sebagai wujud 
management responsibility) memerlukan tersedianya sumber daya 
(manusia, peralatan, metode, dan keuangan) untuk dapat 
merealisaikan persyaratan dan harapan pelanggannya. Maka dalam hal 
ini perlu dipastikan adanya komitmen pimpinan puncak untuk 
menyediakan sumber daya. 
d. Sumber daya harus dikelola untuk menghasilkan produk / jasa yang 
sesuai dengan persyaratan pelanggan (resources management). 
e. Dengan adanya perencanaan strategis tersedianya sumber daya yang 
mencukupi, maka dapat dilakukan proses realisasi produk/ jasa 
(product realization) yang mendapatkan masukan persyaratan 
(requirement) dari pelanggan. Persyaratan-persyaratan tersebut diubah 
menjadi urutan proses internal organisasi (perusahaan) yang harus 
dikendalikan dengan memperhatikan keterkaitan dan ketergantungan 
antar proses tersebut. Ada beberapa metode untuk memastikan 
proses tersebut, misalnya dengan membuat rencana mutu, prosedur 
mutu, instruksi kerja, atau bentuk lainnya. 
f. Produk / jasa yang dihasilkan akan diterima oleh pelanggan. pada fase 
ini akan terjadi proses pembandingan antara harapan pelanggan 
dengan produk/jasa yang diterima, yang akan melahirkan kondisi puas 
atau tidak puas. Organisasi ( perusahaan ) harus mengetahui kepuasan 
(satisfaction) dari langganannya (dalam gambar dilukiskan dengan 
garis dua arah putus-putus). 
g. Sebagai tindak lanjut dari pengukuran (measurement), kepuasan 
pelanggan, efektivitas, dan efisiensi penerapan sistem manajemen, 
proses, dan produk perlu dilakukan analisis (analysis) terhadap dua 
data tersebut. hasil analisis data harus ditindaklanjuti dengan suatu 
program peningkatan (improvement). 
h. Program-program peningkatan akan menuntut arahan dan tersedianya 
sumber daya. Hal ini berarti dibutuhkannya kembali komitmen dari 
pimpinan puncak untuk menjalankannya. Dengan demikian, proses 
perbaikan berkesinambungan (continual improvement) terus berlanjut 
tanpa berhenti dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan 
bagi organisasi / perusahaan. 
 
SIMPULAN 
Mutu atau quality mengandung dua pengertian yaitu; absolut dan 
relatif. Pengertian pertama merujuk pada kebaikan, kecantikan dan 
kebenaran yang memungkinkan standar tinggi dan tidak dapat diungguli, 
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dan kedua merujuk pada sebuah atribut produk atau layanan yang dapat 
dinilai terus kelanjutannya.  
Menajemen mutu pada perkembangannya mengalami tiga hahapan 
evolusi dari quality control (kendali mutu), quality assurance (jaminan 
mutu), dan total quality (mutu terpadu). Terdapat banyak bentuk atau 
model sistem manajemen mutu yang dirumuskan dan dibakukan untuk 
menjamin mutu produk seperti ISO, Six Sigma, Malcolm Baldrige, Sigapur 
Quality Award, Australian Quality Award,  JAS (Japanese Agricultural 
Standard), IHPA (International Hardwood Products Association), BS (British 
Standard), SNI (Standar Nasional Indonesia), IPS (Indonesian Plywood 
Standard), dan yang lainnya. Sistem-sistem tersebut merupakan tool atau 
alat untuk membantu perusahaan agar bekerja dengan lebih terorganisir 
serta membantu pengelolaan dan pengontrolan proses bisnis yang 
berjalan di perusahaan dengan berpegang pada standar mutu yang telah 
ditetapkan.  
Sistem manajemen mutu ISO (International Standardization 
Organization menurut berbagai kalangan dianggap sebagai standard 
international terbaik untuk mengelola system management mutu, 
sehingga sistem ini paling banyak diadopsi dan digunakan oleh berbagai 
organisasi termasuk lebaga pendidikan. Penerapan sistem Manajemen 
Mutu ISO dalam lembaga pendidikan pada dasarnya sama dengan 
penerapan ISO pada lembaga/organisasi lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
